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KATA PENGANTAR 

Buku Memahami l lmu Politik merupakan penyempurnaan dan 
penambahan atas. tulisan yang berjudul Dasar-Dasar llmu Politik, 
yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, 
Surabaya pada tahun 1984. Selain penambahan dan pengurangan pada 
setiap bab y�g terdahulu, termasuk perubahan judul beberapa bab, 
kini is� huku itu ditambah dengan tiga bah haru. 

Ketiga bab itu meliputi bah kedua tentang "Kebaikan Bersama", l;>ab 
keenam mengenai "Sistem Perwakilan Kepentingan", dan bab 
keempat belas tentang "Peruhahan dan Pembangunan Politik." Oleh 

· karena itu, buku ini tidak hanya menjadi em.pat belas bab, tetapijuga 
lebih lengkap. 

Kelengkapan isi buku akan menggambarkan materi yang terinci, 
yang diuraikan pada setiap bab. Upaya revisi ini dilakukan 
berdasarkan umpan balik yang mqncul dari kalangan mahasiswa di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politjk · (FISIP) Universitas Airlangga, 
FISIP-Universitas Wijaya Kusuma, dan herkat penelusuran ilmu yang 
penulis lakukan di Perpustakaan "Memorial Founder", Northern Illi
nois University, Amerika Serikat . 

. Dari segi taksonomi pendidikan, tingkat pengetahuan · dibagi 
menjadi enam kemampuaJl, yaitu menghafal, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mensintesis, dan mengeval�asikan ohjek pengetahuan. 
Aqapun perubahan judul buku menjadi Memahami l lmu Politik 
dimaksudkan untuk menyesuaikan tingkat pengetahuan minimal yang 
dicapai dari buku ini; yakni memahami konsep-konsep dasar ilmu 
politik. 

Pemahaman ilmu politik dianggap penting karena buku ini terutama 
ditujukan untuk para mahasiswa tahap awal dan para pembaca 
pemula. Atas dasar itu, penyajiannya bukan menjadi jaWahail atas 
permasalahan yang diteliti secara ilmiah, melainkan deskripsi 
terhadap �ejumlah konsep penting yang ada dalam ilmu politik. 
Bentuk penyajiannya bukan sebagai hasil kajian 5uatu pengetahuan, 
tetapi sebagai alat untuk memahami dan mengkaji ilmu politik. Alat 
yang dikemukakan dalam buku ini tentu bukan satu- satunya. 

Adapun proses penyelesaian buku IDi berlangsung ketika penulis 
menempuh studi program doktor di Northern Illinois University, 
DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Hal itu dapat terlaksana sebab di 
antara semester kesatu dan semester yang berikut selalu ada saat libur 
selama kurang lebih satu bulan . 

. Di samping itu, pengertian istri dan kedua anak kam.l sangat 
membantu penulis menyelesaikaii buku ini. Oleh karena itu, buku ini 
dipersembahkan kepada mereka bertiga; Ungkapan rasa teriilla ka� 
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dihaturkan pula untuk Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosicµ 
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Lenibaga pendidikan tinggi itu 
mengirimkan penulis untuk sekolah ke Amerlka Serikat. 

Selaln itu, penulis juga berterima kasih kepada Profesor Dwight Y. 
King.,. pembimbing disertasi yang ·bersedia menlinjamkaii bWtu
bukunya sebagai ·bahan ·penulisan buku ini.. Akhiniya, terima kasih 
pula kepada Penerbit .PT Gramedia ·Widiasarana Indonesia atas 
kesediaan menerbitkan buku · ini.-

Ramlan Surbakti 

DeKalb, Dlinois, AS. 



1.1 Pengantar 

BABl 
PENDAHULUAN 

Tahun-tahun terakbir ini semakin banyak orang menyadari bahwa 
politik _merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. 
Polltik hadir di mana-inana, di sekitar kita. Sadar atau tidak, mau a tau 
tidak, polltik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu 
maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu 
berlangsung seja)c kelahiran sampai dengan kematian,. tidak peduli 
·apakah kita ikut mempengaruhi proses politik atau tidak? Karena 
pollti'k mempengaruhi kehidup.an semua orang maka Aristoteles 
pernah meiigatakan, politik merupakan master of science.1 

Maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan (scientific)� tetapi ia 
menganggap, pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk 
.memahazrii llngkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam 
keberadaan manusfa merupakan dimensi te.l'penting sebab ia 
mempengaruhi ling�ungan lain dalam kehidupan manusia .. Bagi 
Aristoteles, politik berarti mengatur apa yang seyogianya kita lakukan 
dan apa yang seyogianya tidak dilakukan. Penjelasan ini menyadarkan 
kita akan pentingnya mempela:jari politik; 

· 

Kalau demikian, apakah politik itu? Dari berbagai kepustakaan ilmu 
politik disimpulkan ada tiga cara yang pernah digunakan untuk 
nienjelaskan pengertian politik. Pertama, mengidentifikasikan 
kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. Dalain ha1 ini, 
Paul Conn menganggap konflik sebagai �sensi politik (bab 
kesembilan). Kedua, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum 
apa �ja yang dapat dikategorikan sebagai poUtik. Dalam kaitan irii, 
Harold Lasswell merumuskan politik sebagai "siapa mendapat apa, 
-Icapan,. dan bagaimana". Ketiga, men)rusun daftar pertanyaan yang 
harus dijawab imtuk memahami politik. D�gan pertanyaan pokok itu 
diharapkan dapat -memberi jawaban dengan gambaran yang 
setepatnya mengenai politik. Buku ini menggunakan cara yang kedUa 
sebagai titik tolak. Walaupun denlikian, ca.fa yang pertama. dengan 
berbagai pe.11deka� atau cara pandang .juga digunakan. 

. . 

1.2 Konsep-konsep Politik 

Sejak awal. hingga perkembangan yang teraldrlr ada sekurang
kurangnya lima pandangan mengenai i;:olitik. Pertama, politik ialah 

1 



usaha-usaha yang ditempuh \Varga negara untuk membicarakan dail 
mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang 
betkaitan dengan penyelenggaraan negara dan 'pemerintahan. �etiga, 
politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan 
mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, poll� 
sebagai· kegiatan yang berllaitan dengan perumusan,,dan pelaksanaan 
kebijakan umum. Kelima, politik s�p�gaf ·.l,conflik dalam rangka 
mencari dan/atau mempertahankan sumber-sum.ber yang dianggap 
penting. Kelima cara pandang dalam melihat politik tersebut 
dijelaskan berikut ini. 

1.2. 1 Kissik 

Sebagaimana · dikel;llukakan Aristoteles, pandangan klasik melihat 
politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi 
m�bicarakan dan meliyelenggarakan hal ihwal yang. menyangkut 
kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Filosof ini  
membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama 
(kepentingari publik) dengan urusan-urusan yang menyangkut 
kepentingan individu atau kel.ompok masyaraka� (swasta); Pada: hemat 
.Artstoteles, urusan-urusan yang menyangkut kebaikan· bersama 
memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada utusan�urusan yang 
menyangkut kepentingan swasta. 

Menurut Aristoteles, inanusia µierupakan makhluk politik dan sudah 
menjadi hakikat manusia untuk hidup .cialam polis.2Hanya da1am polis 
itu manusia dapat memperol� sifat moral yang paling tiriggi, karena 
di sana urusan-urusan yang berkenaan dengan seluruh masyarakat · 

akan dibic� dan diperdebatkan, dan -tindakan-tindakan untuk 
mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Di luar polis manu&a 
dipandang sebagai makhluk yang berderajat di bawah.manusia seperti 
binatang a tau sebagai makhluk yang berderajat. di atas manusia seperti 
Pewa atau Tuhan-3 

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksudkan dengan 
kepentingan unium atau �ebaikan bersama? Apakah yang harus 
diparidang sebagai isi a tau· substansi kebaikan bersama? Sfapakah 
yang harus menafsfrkan suatu urusari. merupakan kepentingan umum 
. atau tidak? 

· 

Rumusan kepentingan um.um yang dikemukakan · oleh para sarjana 
sangat bervariasi. Sebagian orang mengatakan kepentingan um.um 
merupakan tujuan-tujuan. moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat 
abstrak, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan; dan kebenaran. 
Sebagian lagi m�uskan kepentingan umum sebagai keinginan 
orang banyak sehingga mereka membedakan general will (keinginan 
orang banyak atau .kepentingan umum) dari will of.all (keingman 



banyak orang a tau kumptilan keinginan ba.nyak ·orang). 
Sementara itu, ada yang meruinuskan kepentingan um.um sebagai 

· keinginan golo.:igan mayoritas. Ilmuwan politik kontemporer, Samuel 
P. Huntington melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai 
kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintahan dibentuk 
untuk menyelenggarajcan kebaikan bersama:' 

· 

Konsep politik menurut pandangan k1asik itu tampak sangat kabur. 
Ketidakjelasan ini akan menghadapkan kita kepada kesukaran dalain 
m�ntukan patokan· kepentingan umµm yang disetujui bersama· 
dalam masyarakat. Namun, suatu hal yang patut mendapatkan 
perhatian dari pandangaii klasik berupa penekanan yang diberikan 
pada "apa yang s�ya" dicapai demi kebaikan bersama seluruh 
warga negara polis dan·"dengan cara apa sebaiknya" tujuan-tujuan itu 

· dicapai. Dengan ltatalain, pandangan klasik lebih menekankan aspek 
filosofis (idea dan etik} daripada aspek politik . 

. Dalam pengertian politik terkandung tujuan dan etik·masyarakat 
.yang jelas. Berpolitik ialah membicarakcln dan merumuskan tujuan
. tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta .dalam upaya mengejar 
tujuan bersama. Barangkali aspek filosofis ini yang merupakan 
kelebihan, dan karena itu menjadi ciri khas pandangan klasik. Dalam 
hal ini, aspek filosofis lebih ditekankan daripada aspek politik. Oleh 
karena itu, metode kajian yang digunakan bukan empirisme, 
n:;elainkan metOde spekulatif-normatif. 

1.2.2 Ke/embagaan 

Pandangan ini melihat politik· sebagai ha1 yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan 
negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonop0li 
penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah: tertentu.5 

Negara dipandang sebagai s�ber utama hak untuk �enggunakan 
paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan 
persaingan untulc .membagi kekuasaan atau persaingan. untuk 
mempengaruhi pembagian kekuasaan · antarnegara maupun 
antarkelompok di dalam suatu negara .. Menurutnya, negara 
11,lerupakan suatu struktur a�nistrasi a tau �rg<µtlsasi yang kongkret, 
d� dia membatasi pengertian negara semata.:.mata sebagai paksaan 
fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan. 

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan tiga aspek sebagai ciri 
negara, yaitu: . . 

1. berbagai . struktur yang mempunyai fungsl yang berbeda, seperti 
jabatan; peranan, dan lembaga-lenibaga, yang semuanya memiliki 
tugas yang jelas batasnya, yang bersifat kompleks, formal clan 
perm.an en; 
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2. kekuasaan untuk menggunakan pakSaan dimonopoli oleh negara. 
Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan 
yang final dan mengikat selutuh warga I).egara. Para pejabatnya 
mempunyai hak untuk menegakkan p utusan itu seperti 
menjatuhkan hukuman dan menangga}Kan hak milik. Dalam hal 
ini, untuk melaksanakan kewenangan maka negara menggunakan 
aparatnya, seperti polisi, militet, jaksa, hakim, dan petugas lembaga 
pemasyarakatan; dan · · · 

3. kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku 
dalam .batas-ba�s wilayah negara tersebut. 

Sebelum Perang Dunia Kedua; sarjana-sarjana ilmu politik · 
m.engidentifikasikan:·politik sebagai studi ,mengenai negara. Dalam hal 
ini, ada pelbagai kepustakaan yang betjudul "Pengantar Ilmu Politik" 
yapg diawali dengan pernyataan, ilmu politi� bermula dan beritkhir 
dengan: negara. Atas dasar itu, ada buku. yang ditulis oleh empat 
sarjana ilmu politik di Amerika · Serikat. Mereka merumuskan ilmu 

· politik 8ebagai ilmu yang mempelajarl modem national state, its insti-
tuticrn:s; laws, and processes.6 

· · 

Akan tetapi, dewasa ini ·para ilmuwan politik · t idak lagi 
menggunakan konseptualisasi itu sebab mereka berpendapat, politik 
merupakan gejala serba hadir dalam masyarakat apa saja, yang tidak 
terbatas pa�a masyarakat-ri.egara atau negara modern. Lalu mereka 
mencari dan merumuskan konsep politik yang sejauh mungkin dapat 
diterapk3n dalam sebanyak mungkin tempat dan waktu. 

· Lalu dipertanyakan, mengapa mereka tidak lagi menggunakan 
pandangan kelembagaan? Mereka mengajukan empat kritik terhadap 
pandangan kelembagaan.7 Pertama, konsep itu terlalu sempit. Ci.Ii- ciri 
negara .yang disebutkan itu berlaku pada masyarakat yang berben� 
negara, khususnya negara-negara indl.istri maju seperti Eropa Barat 
cian Ameri.ka utara:. Sebagaimana diketahui, a& ·pelbagai masyarakat 
suku atau masyarakat yang baru merdeka, yang sekalipun belum 
memenuhi ciri-ciri negara modem tetapi sud.ah melaksanakan proses 
dan kegiatan politik. 

Ma5yarakat yang disebutkan terakhir ini belum memenuhi·ciri- ciri 
negara modern. Hal itu disebabkan: 
1 .. belum ada diferensiasi st:ruktur dan spesialisasr peranan yang jelas. 

Biasaeya yang terjadi berupa sa� �tur melaksanakan lebih dari . 
satu fungsi. Kepala suku berperan sebagai ketua adat dan pemimpin 
agama maupun sebagai kepala pemerintahan dan pemilik sumber 
ekonomi. Dengan kata lain, struktur masyarakatnya masih bersifat 
sederhafla dan informal, tetapi kegiatan politik. juga. berlangsung 
dalam mcisyarakat seperti ini; · 

2. tidak memillki struktur yarig memonopoli kewenangan d.alam 
menggunakan paksaan fisik sebab kekuasaan terpencar atau 



terdistribusi pada seluruh anggota masyarakat. Memang ada 
kontrol terhadap perilaku anggota masyarakat namun bukan 
bersifat paksaan fisik, melainkan berupa sanksi moral dan 
psikologis, seperti pengucilan dari pergaulan, sindiran, gosip, 
tegurail; clan 

3. batas wilayah masyarakat ·belum jelas sebab penduduk cenderung 
berpindah, .termasuk apabila tidak senang lagi terhadap pemimpin 
masyarakat setempat. 

· 

Kedua, dalam negara-negara industri maju kekuasaan tidakterpusat 
pada negara melainkan terdistribusikall pada negara-negara bagian 
� kepada · berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Ketiga1 
konseptualisasi di atas terlalu melihat negara dari sudut juridis formal 
sehingga negara cenderung dilihat sebagai gejala yang statis. Keei:npat, 
yang melakukan kegiatan bukan lembaga negara (yang tidak memmki 
nilai dan kepentingan), tetapi elit yang memegang jabatan terseQut 
Yruig temyata memiliki nilai dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, 
perilaku elit yang. menduduki jabatan pada. iembaga tersebut yang 
dipelajan, bukan lembaganya. Demikian kritik yang diajukan oleh 
kaum behavioralist. 

Akan tetapi, pada tahun 1980-an sejumlah ilmuwan politik Amerika 
Serikat kembali menjadikan negara sebagai fokus kajian.8 Mereka 
memandang negara tidak lagi .sekadar arena persaingan kepentingan 
di antara berbagai kepentingaii dalam masyarakat, tetapi juga sebag2i 
lembaga yang rqemiliki otonomi (terlepas dari pengaruh masyarakat), 
dan memiliki kemampuan (yang melaksanakan kebijakSanaan yang 
dibuat sendiri). Negara dilihat· sebagai lembaga yang memiliki 
kepentingan yang berbeda darl berbagai kepentingan yang bersaingan 
atau bertentangan dalam masyarakat. Pandangan iiii disebut juga 
sebagai statist perspective (perspektif negara). 

1.2.3 Kekuasaan 

Pandangan ketiga melihat polltik sebagai kegiatan mencari dan 
mempertahankan kekuasaari dalam masyarakat. Oleh lqu'ena itu, ilmu 
politik dirumuskan sebagai. ilmu yang mempelajari hakikat, 
kedudukan, dan penggunaan kekuasaan di manapun kekuasaan · itu 
ditemukan. 

· · 

Robson merupakan salah seo.rang yang mengembangkan pandangan 
tentang kekuasaan inL Dirumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang 
memusatkan perhatian pada perjuangan · untult memp�oleh dan 
mempertahankan kek uasaan,. mela�sa nakan kekuasaan, 
mempen garuhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan 
kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal. ihwal yang berkai� �engan 
kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, .hakikat, dasar, proses-
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proses, ruang lingkup, dan basil-basil kekuasaan.9 
Yang menjadi pertanyaan, ap�kah yang dimaksud dengan 

kekuasaan? Menurut pandangan ini,. kekuasaan merupakan 
· kemampuan mempengaruhl pihak lain Untuk berpikir dan berperilaku 

sesuai dengan kehenqak yang mempengaruhl. Kekuasaan dilihat 
.sebagai interaksi antara pihak yang mempengarubi dan. dipengaruhi, 
atau yang satu mempengaruhi dan yang lain mematuhl. Huburigan ini 
seWu diamati dan dipelajari oleh ilmuwan politik yang mengikuti 

· pandangan ketiga ini. . . . 

· 

Konsep politik sebagai petjuangan mencari dan mempertahankan 
kekuasaan j'u ga · memiliki  sejumlah kelemaban. Pertama,  
konseptualisasi tersebut tidak memhedakan kekuasaan yang beraspek 
politik dari kekuasaan' yang tidak beraspek politik. Misalnya, 
kemampuan·para kiai atau pendeta untuk mempengaruhi jemaah agar 
melaksanakan ajaran agama tidaklah beraspek politik. Hal itu karena 
tidak · berkaitan dengan pemerintah selaku pemegang kewenangan 
yang m�distribusikan nilai-nilai, melainkan menyangkut lingkungan 
niasyarakat yang lebih terbatas. Namim, apab� konseptualisasl di 
atas diikuti maka kemampuan para pemimpin agama u ntuk· 
mempengarubi cara berpikir dan perilaku anggoia jemaah, termasuk 
dalain kategori kegiatan politik. Kedua, kekuasaan hanya salah satu 
konsep dalam ilm.u politik. Selain kekuasaan, ilmu politik masih 
memiliki · konsep-konsep yang lain, seperti kewenangan; legitimasi, 
konflik, konsensus, kebijakan umum, integrasi politik, dan ideologi. 
Jadi, politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan 
kekuasaan merupakan konseptualisasi yang terlalu luas dan kurang 
tajam. Walaupun demikian h3rus dicatat · konsep kekuasaan politik 
merupakan salah satu konsep yang tak terpisahkan darj. ilmu politik. 

1.2.4 Fungsionalisme 

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan 
. melaksanakan kebijakan umum: Menyimpang· dari pandangan 
kelemb(lgaan di atas, dewasa ini para ilmuwan politik memandang 
politik dari kacamata fungsional. Menurut mereka, politik merupakan 
kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan 
kebijakan umum. 

Di antara ilmuwan politik yang mengguI.lakan kacamata fungsional 
da� mempelajari gejala politik · i�lah David Easton dan Harold 
Lasswell. Easton merumuskan politik sebagai The authoritative allo
cation of values for a society, 10 atau alo� nilai-Ililai secara otoritatif, 
berdasarkan kewenangan, dan karena itu niengikat untulc suatu 
hiasyarakat. 

' . 

Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa 
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setiap kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, 
. menentang) proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam 
masyarakat. 

Sementara itu, Lasswell menyimpulkan proses politik sebagai 
masalah Who gets what, when, how, 11 atau masalah siapa mendapat 
apa, kapan, dan bagaimana� "Mendapatkan apa" artinya mendapatkan 
nilai-nilai. "Kapan" berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk 
menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nUai ter�anyak. 
"Bagaimana" berarti dengali cara apa seseorang mendapatkan nilai-
nilai. 

. 

Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? 
Fungsionalisme mengartikan nilai-nilai sebagai hal-hal yang 
diinginkan, hal-hal yang 'di,kejar oleh manusia, dengan derajat 
kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Nilai-nilai itu ada 
yang be.rsifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap 
baik, seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, 
k e percayaan kepada Tuhan yang Maha E�a, kemanusiaan, 
kehormatan, dan nasionalisme. Di samping bersifat abstrak, ada pula 
nilai-nilai yang bersifat kongkret, seperti pangan, sandang, 
p erumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana 
perhubungan dan komUnikasi, dan rekreasi. Peridek kata; nilai- nilai 
itu ada yang berupa kebutuhan ideal spirifual, ada pula yang l;>ersifat 

· materiil.;.jasmaniah. Nilai-nilai yang abstrak dan kongkret itu 
dirumuskan dalam bentuk kebijakari. umum yang dibuat dan 
dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi, kegiatan mempengarulii 
pemerintah dalam. metumuskan clan melaksanakan kebijakan umum . 

berarti mempengaruhi pembagian dan penjata.hail nilai,;.Dnai secara · 
otorltatif untuk suatu masya.rak3.t. 

Kelemahan pandangan fungsiona�sme ialah menempatkan 
p�erintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan di antara 
berbagai kekuatan politik untuk mendapa�kan nilai-nilai yang 
terbanyak dari kebijakan um.um� Fungsionalisme mengabaikan 
kenyataan bahwa pemerintah juga memUiki kepentingan sendiri, baik · 
berupa kepeiitingan yang melekat pada iembaga · pemerintah (y!lllg 
mewakili kepentingan um.um) inaupun kepentingan para elit yang 
memegang jabatan (melaksanakan peranan). 

Di samping itu, fungsionalisme cenderung melihat nilai-nilai secara · 

instrumental bukan sebagai tujuan seperti yang· ditekankan 
pandangan klasik .. Bagi fungsionalisme nilai-nilai sebagai tujuan 
bersifat sangat relatif karena berbeda dari satu tempat dan waktu ke · 
tempat dan waktu yang lain. Dalam hal ini, dilupakan politik tidak 
pernah dapat bersifat netral, bahwa politik secara. ideal· seharusnya 
menyangkut kebaikan bersama. 

· 
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1.2.5 Konflik 

Menurut pandangan ini, kegiatan unttik mempengaruhi proses 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya 
untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam 
memperjuangkan upaya itu ser�gkali terjadi perbedaan J>endapat, 
perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang· bei-sifat fisik di 
antara berbagai piliak .. Dalain. hal ini antara piliak yang berupaya 
.mendapatkan nilai-niiai dan mereka yang berupaya keras 
mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara 
pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai 
yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai 
yang selama ini mereka kuasai.12 • . 

· Perbedaan pendapat,. perdebatan, p�aingan, bahkan pertentangan 
dan ·perebutan dalam upaya mendapatkan d.an/atau mempertahankan 
nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu .. menurut pandangan 
konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Panda:rigan ini ada 
benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba�hadir dalam 

· masyarakat, termasuk dalam. proses politik. Selain itu, konflik 
nierupakan gejala yang mel�kat dalam setiap proses politik. 

Akan tetapi, konseptualisasi ini tidak seluruhnya �epat. Hal itu 
disebabkan, s�lain konflik, konsensus, kerja sama, dan integrasi juga 
terjadi dalam hampir semua proses politik. Perbedaan pendapat, 
perdebatan, persaingan; dan pertentangan untuk mendapatkan dail/ 
atau mempertahankan nilai-nilai ib.i justni diselesaikan melalui proses 
dialog sehingga sampai pada suatU konsensus m�upun dis�esaikan 
lewat kesepakatan "dalam bentuk keputusan politik yang merupakan 
pembagian dan penjatah� nilai- nilai. Oleh karena itu, keputusan . 
politik merupakan upaya penyelesaian konflik politik. 

Kelemahan lain. dati konseptualisasi ini ialah konflik tidak semua 
berdimensi politik sebab selain konflik politik terdapat pula konflik 
pribadi, konflik ekonomi, konflik agama, yang tidak seialu 
diselesaikari. melalui proses politik. Apabila konflik- konflik yang 
disebutkan belakangan ini berkaitan dengan pemerintah atau 
diselesaikan melalui proses politik maka konflik- konflik yang semula 
tidak berdimensi politik berkembang menjadi konflik politik. . 

Dari segi metodologi, kelima pjmdangan_itu acap kali dikelompokan 
.. menjadi dua kategori umum, yakni tradisional dan behaVioralisnie. 
Ilmu politik tradisiorial memandang gejala politik dari segi rtormatif 

· (ought to be atau yang seharusnya) dan menganggap tugas ilmu politik 
untuk m�mahami dim memerikan gejala .po:ltiik, bukan menjelaskan 
apaiagi memperkirakan apa yang. akan terjacli. llinu politik tradisional 

· melihat politik sebagai perwujudan tujuan masyarakat-negara. 
Termasuk ilmu politik �adisional dalam hal ini yang berupa 
pandangan klasik dan keleinba��an. · 

· 
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Behavioralisme memandang politik dari segi apa adanya (what it' is) 
yang berupaya menjelaskan · mengapa · gejala politik tertentu tetjadi · 
seperti itu, kalau mungkin memperkirakan juga gej� politik apa yang · 

akan terjadi. Behavioralisme melihat politik sebagai kegiatan 
(perilaku), yang bera'wal'dengan•�'\wrdapatkeajegan ataupola' 
dalam perilaku manusia:'bieli kaierul'°itU, poliUk sebagai pola perilaku 
dapat dijelaskan dan diperkirakan. T&masuk behavioralisme · dalam 
hal ini yang b,erupa kekuasaan, konflik, dan fungsionalisme. 

1.3 Asumsi-asumsi Politlk 

Setiap konsep dan teori bermula. dari sejurillah anggapan dasar 
(asumsi) yang menjadi titik tolak kerangka berp�Y':l· Pandangmi 
fungsionaJ,isme dala.m ilmu politik bera"?lal d� asumsi bahwa 
masyarakat dan sistem politik mengandung bagian-bagian yang· 
berbeda fungsi.. Namun bagian-bagian itu tergantung satu sama lain. 
Akibatnya, masyarakat dan sistem politik sel;ilu berada dalam 
keadaan berkesennbangari dan konsensus, dan karen;i itu stabil. 

Sebaliknya, pandangan konflik bermula dari asumsi bahwa 
masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian yang Jnasing
masing memHi1d kepentingan yang bertentan:gan sehingga masyaritlcat 
dan sistem politik selalti berada . dalam keadaan ketidaksclnibangan 
dan kon:flik. Atas �sar itu, maka tidak stabil Jadi, sa1ah satu faktor 
penUng yang membedakan suatu teori ·dari teori · yang bun terletak 
pada asumsi-asumsi yang mendasaririya.· 

· Berdasarkan uraian di atas, sebelum merumuskan konsep politik 
yang menjadi pedoman penulisan, pada bab b�t dikemukakan 
seju.ml.ah asum.si yang mendasari konseptuali� itu.13 
.. Pertama, setiap masyara_kat menghadapi .k�langkaan dan 

keterbatasan sum.ber-sumber sehingga konflik timbul dalam pro� · 
penentuan distribusi. Kedua, kelompok ya:µg dom.inan dalam 
masyarakat ikut serta_ dalam proses pendistribusian dan pengalokasian 
sumber-sumber meI;tlui keputusan politik sebagai upaya menegakkan 
pel�anaan. keputusan politik. Ketiga, pemerintah mengalokasikan · 
SlµIlber-sum.ber yang laiigka pada beberapa kelompok dan individu, 
tetapi mengurangi atau tak mengalokasikan sumber-s'ilmber itu 
kepada kelompok dan individu 'yang lain. Oleh karena itu, kebijakan
kebijak�n ·yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pe.rnah 
menguntungkan s�ua _ pihak. Keempat, ada tekanan secara terus
menerus untuk . pi.e.n�alt)J:caSikan sumber-sumber yang langka. 
Tekanan"'.tekanan· berupa petisi, demonstrasi, prates; huru..:. ha.ta, dan 
perdebatan dalam proses pemilihan umum yang b� dari golongan 

. yang tidak puas (tidak kebagian atau merasa dirugikan) terhadiip pola 
distribusi sumber yang ada merupakan gejala umum dalam 



�syarakat. Kellina, meluasnya tekanan-tekanan inaka kelompok atau 
individu yang mendapatkan-keuntungan dari pola _distribpsi sumber 
yang ada ·- berupaya keras._ 'ilntuk memp�ahankan struktur yang 
. menguritungl,tan; Keenam, makin mampu pengu�sa meyakiD.kan 
.. maSyarakat -umum b�wa sistem politik yang ada .memiliki keabsahan 
(legitlmasi) maka makin mantap kedudukan penguasa- dall-k�mpok 
y�g� di�tungkan da1am petjuangan mereka mengbadapi golongan 
yang nienghendaki perubahan. Pada setiap masyarakat, penguasa 
berusaha memp�3nkan kekuasaannya yang istimewa. Upaya itu 
dilakukan dengan mencari pembenaran-pembenaran dalam bentuk 
jdeologi, mitos nasional, ajaran · agania, dan formula- formula politik 
lainnya. Maksudnya, penguasa acap kali melakukan pembohongan 
atau setengah benar-setengah boho�g untuk meyakinkan masyarabt. 
Ketujuh, .politik tetap i;nertipakan · the art of the ·possible:1' banyak . 
k�bijakan ideal yang dimaksudkan uiltuk memecahkan permasalahan ' 

yang diha<hlpi masyarakaf ternyata hanya berupa pemecahali yang . 
semu sebab sulit dilaksanakan.dalam keny�taan. Dfilam dunia nyata, 
ad� · p�lbagai- -kendala . yap.g berup_a watak • manusia, · kekuasaan, 
pranata-pranata sosial, kelangk�aJ?. tekriologi, � faktor tak terduga 
yang lain yang ineinbatasi apa y�g secara aktual dapat ·clilakUkan. 
Kedelapan, dalam politik. tidak ada yang serba ·gcitiS. _Maksudnf,l, 
setiap aksi.. yang dilakukan selalu ada ongkos yang ha;rtJS dibayar·atau" 
�isiko yang mesti ditanggung; Setiap usul kebijakan uiittik_ 
memeeahkan m��- selfilu •mengandung uhsur untung-rugi. &µna 
halnya manu5ia yang sukar mengharapkan tercapainya semua riilai ·. 
dan tujuan yang ditetapkan karena·1Ujuan':Yang satu akan merugikan 

. pada sisi ·yang lairi. · Tuntu�- perlua;;an demoktasi berupa -kontrol 
inasyarakat yang semakfu besar ,atas penyelenggaraan pemerintahari, 
mungkin cikan mengurangi efektivi� pemerintahan. Sementara itu,. · 
pemeriiltahan - yang -s�niakin · efektif, ·niungkin menghendaki . 

pertanggungjaw�ban pemerint$ · yang tei,-)?atas pada masyarakit 
umum. Lalu akhiihya, . peranan penting yang, dimainkan" manusia 
dalam proses politik. Konflik untuk mendapatkan dan/atau: 
mempertahankan suJ.'.nb�-sumber yang langka menjadi konflik · 

antaimanusia sebagai · individu maupun kelompok. Manusialah yang 
Jhenjadi subjek pqlitik, yang meI)ggunakan lembaga-iembaga politik 
f�rmal untulc merllanipulasikan dan mengendallkatl masyarakat, dan 
manusia-pula yang mehjadi objek poiitik, yang dikendalikan penguasa 
dan menjadi ancaman atas kekuasaan penguasa. 

1 .4 Rangkuman 

BeraW?-1 dari·kelima.konsep_ tentang politik dan kesembilan asumsi di 
. atas dirumuskan suatu koiisep politik yang lebih komprehensif. Politik 
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ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dafam rangka 
proses pembuatan dan pel.aksanaan keputusan yang mengikat tentang 
kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu .-wilayah 
tertentu. 

Definisi itu me�dung tl.tjuh istilah yang memeriukan penjelasan " 
lebih lanjut, yakili'"°friteraksi, pemerintah, masyarakat, proses 
. pembuatan dan pelaksanaan keputusan, yang· mengikat, kebaikan 
bersama, dan wilayah tertentu. Pengertian in� berbeda dengan 
pengertian aksi-reaksi, walaupun sama-sama merupakaii hubungan. 
Hubungan dalam aksi-:-reaksi atau stimuli- respon dalaln psikologi 
berasal dari �u alam yang mengatpkan, besarnya reaksi a.tau respon 
ditentukan dengan besamya aksi atau stimuli.. ·. . 

Sifat hubungan .aksi-reaksi itu searah (unilinear). Hubungan dalam 
interaksi bersifat dua arah atau lebih. Reaksi atau respon yang timbul 
dalam interaksi tidak hanya ditentukan oleh aksi itu, tetapi' juga oleh 
aksi yang· lain. Reaksi juga ikUt meIJ.entukan · suatu aksi (tepatnya: 
besarnya aksi juga ilrut dipengaruhi dari perkiraan besarnya reaksi. 
Hubungari antara pemerintah dan masyarakat akan bersifat interaksi. 
Lain sistem politik lain pula derajat kedalaman dan pola interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat. Pengaruh niasyarakat terhadap 
pemerintah lebih . besar pada sistem politik demokrasi (liberal) 
dibandingkan dengan sistem politik totaliter (baik. komunis maupun 
fasis). , 

· Yang dimaksud dengan pemerintah ialah �emua lembaga yang 
menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara . .  i;>embuatan 
peraturan, penerapan peraturan, dan penegakkan pera�uran 
(keputusan politik). Salah satu ciri khas pemerintah ialah 
kewenangannya membuat dari melaksanakan lcebijakan um.um� Dalam 
lial ini, pen:ierintah merupakan mekanisme penetapan aturan-aturan 
berperilaku bagi anggota masyarakat, yang semuanya dimaksudkan 
untuk mencapai tujuan masyarakat-negara. 

· · 

Lebih jauh 'hal itu akan diuraikan pada bab tentang "Kebaikan 
Bersama,, dan bab mengenai "Negara dan Pemerintah,, . Jadi, yang 
dimaksudkan berupa pemerintah dalam arti yangluas, yakni lembaga 
legis}atif, lembaga eksekutif, dan lembaga judikatif. · Setiap ·tindakan 
pemerintah -undang-undang yang dibuat lembaga legislatif, 
peraturan yang dibuat dan diterapkan lembaga eksekutif, dan putusan 
yang ditetapkan lembaga judikatif.,.- mengandung tujuan ataupun 
alooat menciptakan dan mengalokasikan nilai-nilai yang bersifat 
�teriil maupun nonmateriil. 

· Apa saja yang. 'dilaklikan lembaga-lembaga peIJ?.erintah dap,at 
dikategorikan sebagai politik, tetapi politik tidak terbatas pada 
kegiatan . lembaga pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah hanya 
Salah sat.u unsur dalain proses politik. Yang dipelajari · ilinu politik 
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tidak hanya kegiatan lembaga pemerintah, tetapi juga kegiatan elit..;elit 
yang inelaksanakan· fungsi-fung5i lembaga pemerlntahan. 

Yang dimaksud dengan Diasyarakat Guga dalam arti yang' luas), 
yakni seluruh individu 48n kelom.pok. Yang berinteraksi dengan 
· pemerintah tidak hanya kelompok dan orga$asi masyarakat, tetapi 
juga individu anggota masyarakat. Kegiataii. 1Il� ,  wakil rakyat 
atau pimpinan politik dan pemerintahan (perilaku memilih) dan 
kegiatan..;kegiatan lain seperti -upaya :mempengaruhi pejabat 
pemerintah dengan ·koiitak pribadi ·dan mengirim sui'at (parlisipasi 
politik pada umumnya) merupakan sejumlah coiitoh interaksi individu 

·anggota masyarakat dengan pemerintah. 
Sementara. itu, watak manusia yang cenderung berk�ompok, dan 

karena kelompok dan organisasi dianggap lebih efektif mempengaruhi 
pemerlntah .daripa� secara individual maka di .dalam masyarakat 

· dikenal ada berbagai pengelompQkan. Dari segi status sosial clan status 
ekonomi dikenal pengelompokan masyarakat di kalan,gan . atas, 
;menengah, dari bawali. Secara kultural dikenal · pengelompokan 
berdasarkan suku, agama, dan ras. Dari segi kelas dikenal 
pengelompokari masyarakat pemilik modal clan pekerja. La1-q. dari segi 
politik dikenal pEµigelompokan berdasarkan kepentingan (kelompok 
kepentingan), da� pengelompokan berdasarkan platform ·politik 
(partai-partai po�tik) serta menurut kekuasaan (elite dan khalayak) . .  

Oleh kar� itu, ilmu politik juga mempelajari perilaku kelompok 
dalam...,interaksinya dengan lembaga:-lembaga pemerintah. Hal itu 
di�babkan (keeuali. partai politik) kelompok tersebut tidak secara 
klmkus inelaksanakan fungsi:.:fungsi · politik. Yang dipelajari ilmu 
politik tidak hanya perilaku kelompok, tetapi juga perilaku anggota 
kelompok .. Jadi, yang dikategorikaii polltik adalah interaksi individu 
dan kelompok dengan pemerintah;-

. Yang menjadi pusat perhatian ilmu politik ialah proses· pembuatan 
dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam ·· hal ini, kepu� yang 
mengikat (otoritatif) tentang kebaikan · berscima untuk suatu ·unit 

· politik. Keptitusan merupakan pilihan terbaik dari berbagai alterilatif, 
'dan alternatif itu dapat berupa program-program perilaku untuk 
m�ncapai tujuan masyarakat�negara, dapat pula berupa elit-elit yang · 
akan menyelenggar.akan program,- program. Berbagai program 

· perilaku untuk mencapai . tujuan masyaiakat-negara disebut ·pula 
sebagai .kebijakan umum sedangkan elit-elit yang menyelenggarakan 
kebijakan umuzi:t disebut pejabat pemerintah. Alternatif berupa pro-· 
gram. dan elit -politik tidak selalu meiupakan alternatif yang tak 
· mengandung kelemahan clan da1,llpak .. negatjf s�Nn.gga . k�pµtusan 
politik seringkali merupakan alternatif terbaik �b�a� 8lternatif 
yang kesemuanya_memi1iJri �elemahan atau dampak negatif. • . · 
. Keputusan ·berupa kebijakan umtim menyangkut tiga hal, yaitu . . 



penyerapan sumber-sumber materiil dan manusia dari masyarakat 
(ekstraktif), distribusi dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat · 
(distributif), dan pengaturan perilaku anggota masyarakat (regulatif). 
Setiap tindakan pemetintah selaku pembu.at dan p�ana keputusan 
akan m�yangkut s.µah satu a�u kombinasi dari ·dua atau tiga hal · 

tersebut; Pengertian distribusi dan alokasi tidak sama. Distribusi 
berarti pembagian secara relatif merata · kepada semua anggota 
masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat .bagian 
cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan 
skala prioritas yang ditetapkan atau �esuai dengan situasi yang 
dihadapi pada · waktu itu. Alokasi terjadi karena kelangkaan dan 
keterbatasan sµIllber-sumber yang terSedia apabila dibandingkan 
dengan jumlah permintaan dan tuntutan dari masyarakat. · 

Penyerapan sumber.:.sumber matetjil dari masyarakat merupakan 
penarikan dan pengolahan sum.her dari·masyarakat domestik maup� 
internasional untuk kemudian didi�tribusikan dan dialokasikari 
kepada m,a8yarakat. Tanpa kebijakan yang bersifat ekstraktif, 
distribusi da� alokasi sumber-sumber kepada masyarakat akan 
mustahil. Pemungutan pajak, bea cukai dan tarif,. iuran dan retribusi . 
dari masyarakat, dan pengolahan swnber alam yang terkandung daiam 
wilayah suatu negara merupakan sejumlah. contoh penyerapan sumber · 
materiil .dari masyarakat secara domestik. Sedangkan mendapatkan 
bantuan dari negara-negai-a lain dan badan- · badan internasional 
berupa pinjaman maupun hibah .merupa�an contoh penyerapan 
sum.her materiil dari dunia internasional. Penyerapan sum.her manusia, 
antara lain, seleksi, pengangkatan, dan latihan pegawai atau tenaga 
kel-ja (personil); 

· 

. 

Pembagian dan penjatahan- sumber-sumber dimaksudkan untulc 
memenuhi kebutuhan ·masyarakat yang bersifat materiil jasmaniah 
seperti kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang dan petumahan, 
k�tan, pendidikan, dan kesempatan kerja) dan sarana transportasi 
dan komunikasi maupun yang bersuat nonmateriil, seperti rasa aman, 
keadilan, persamaan, kebebasan,. jaminan atas hak berpartisipasi dan 
hak · berusaha, jamina:n atas. kebebasan mezij� ibadah sesuai 
dengan ajaran agamanya, dan rekreasi. Pembagiail dan penjatahan 
sumber-sumber yang dimaksud ditentukan oleh keberhasilan dalam 
membuat dan melaksanakan kebijakan umum yang bersifat ekstraktif. 
Sedangkan siapa yang mendapatkan sumber-sumber apa akan 
ditentukan oleh ideologi dan/atau pola_distribusi kekuasaan yang ada 
dalam masyarakat tersebut. · · · 

Kebijakan yang_ �bersifa:t . reglllatif ialah penetapan sejumfah 
peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi tidak hanya oleh watga 
masyarakat, tetapi juga .oleh para penyelenggara pemermtahan. 
Sejumlah peraturan diperlukan tidak hanya untUlc menciptakar_ 
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ketertiban dalam masyarakat dan demi kelclncaran pelaksanaan 
kebijakan ekstraktif dan distributif,. tetapi juga u:ntuk menjamin hak
hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh p enyelenggara pemerintahan maupun kelompok 
dominan yang lain dalam masyarakat. 

Keputµsan mengenai �t yang akai1 menyelenggarakan kebijakan 
umum meliputi seleksi, pemilihan dan/atau pengangkatan seseorang 
atau kelompok orang untuk melaksanakan fungsi dan peranan poll� 
tertentu dalam sistem politik negara · ycµig bersangkutan. Sejum1ah 

. contoh keputusan yang menyangkut elit. poli,tik ini, seperti pernj]jhan 
para wakil rakyat (melalui pemilihan umum), pemilihan presiden- dan 
wakil presiden, -pemilihan dan penetapan para anggota dan pemimpin 
lembaga-lembaga tinggi negara, seleksi dan pengangkatan menteri
menteri, pemilihari $n pengangkatan kepala daerah dan kepala desa·, 
-peinilihan dan penetapan para pengurus partai politik dan kelompok 
kepentingan, dan pemilihan dan penetapan· personil untuk jabatan-
jabatan politik yang lam. 

· 

Interaksi yang berkenaan dengan proses pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan politik ialah kegiatan lembaga-lembaga 
pemerintah dan para pejabatny.a dalam membuat, melaksanakan, dan 
:Inenegakkan keputusan karena pemerint.ah yang berwenang membuat 
dan mel.Sksanakan keput� politik. Selain itu, kegiatan berbagai 
kelompok masyarakat ·mempengaruhi proses pembuatan dan 
p elaksanaan k eputusan politik .sebab masyarakat berhak 
menipengaruhi proses politik. Termasult dalam kategori yang terakhir 
ini berupa menentang, mendukung, mengubah, · dan. mengaj�an 

· alternatif lain �ari kebijakan umum yang ada. Kecuali itu, mendukung, 
menentang, niengubah, dan .mengajukan alternatif lam dari elit politik 
yang akan bekerja guna mengejar tujuan masyarakat. . 

. Yang dirnaksUd dengan keputusan tentang kebaikan bersama ialah · 
·keputusan tentang tujuan masyarakat atau tentang negara dan 
masyarakat yang dianggap paling baik oleh seluruh anggota 
masyarakat (general will bukan will of all). Apa yang dianggap sebagai 
kebaikan bersama oleh suatu sistem politik.mungkin berbeda dengan 
apa yang dianggap kebaikari bersama· oleh sistem politik lain, tetapi 
perbedaannya dalam . banyak hal lebih dalam derajatnya daripada 
jeni8nya (not in kind but in degree)� Walaupun pengertian dcln isi 
kebaikan . bersama itu. acap kali diperdebatkan, tetapi semua pihak 
sepak,at, keputusan. politik harus menyangk.ut kebaikcin bersama atau 
�epentingan umum (public interest). 
· :Yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah unit politik, seperti 
bangsa-negara (nation-state), · prppinsi, �bl!pa�en. · kecamatan, dan. 
desa. Kongkretnya. ada keputusari .politik .. yang menyangkut dan 
mempengaruhi seluruh bangsa-negara, yakni ·keputusan yang dibuat 
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oleh pemerintah nasional. Ada pula -keputusan yang menyangkl:lt uan. •. 

mempengaruhi .hanya suatu propinsi� yakni keputusan yang dlbID.it · 
pemerintah daerahfpropinsi. Dem,i}dan seterusnya sampai dengan 
'keputusan desa. :Palaln setiap sistem pemerintahan, pemerintah lokal 
mempunyai kewenangan membuat keputusan yang hanya berlaku. di 

. daerah. tersebut • .Yqb,t!Db.eda darl suatu sistem pemerintahan dengan 
sisteJ:n � lain menyangkut perihal derajat 9t9:nomi · pemerintah 
lokal. Pendek kata, para ilinuwan politik dewasa., ini ceI).derung 
mempelajatj interaksi antara pemerintah (seb�gai" lembaga maupun 
elit ·pemegang peranan) dan masyarakat (i1l4ividu matipun kelompok), 
dalam rangka proses pembuat@ dan pe1aksanaan kep�tusail ·yang 
mengikat mengenai kebaikan bersama untuk seluruh masyarakat. 
Mereka memusatkan kcijian pada pola perllaku politik para pembuat 
dan pe1aksana keputusan politik, pada.proses berbagai kelompok dan 
individu · yang .mempengarulµ keputusan ·_politik; . pada . pengaruh 
kebijakan umum terhadap masy�at, dan hqbungan kehidupan 
·politik dengan perubahan sosial ekonomi -dan budaya dalam 
masyarakat. 

· 

Apabila .konsep-konsep yang menjelaskan pengertian politik dibaca 
kell).bali dapatlah disimpulkan . bahwa pada dasamya . politik 
mengandung empat· aspek, yalqll perilaku pol,itik pemerintah .dan 
masyarakat (interaksi), kemampuan mengikat yang dimilikf Setiap 
keputusan politik, keputusan untuk masyarakat umum (d� 
kebaikan .bersama dan . unit politik), dan konflik, ·konsensus -dan 
perubahan. 

1.5 Perllaku PollUk 

· Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga
lembaga pemerintah, dan di antara k:elompok dan individu dalain 
masyarakat · dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan 
penegakkan keputusan politik pada · dasarnya merupakan perilaku 
politik. Di tengah masyarakat, individµ berperilaku dan berinteraksi. 
Sebagian dari perilaku dan interaksi· dapat ditandai � berupa 
perililku politik� yaitu perilaku yang b�ngkutpaut dengan proses 
politik. Sebagia1i lainnya berupa perilaku ekonot¢, keluarga, agama, 
dan budaya. TermaSuk ke da1ain kategori kegiatim ekonomi, yalmi 
kegiatan yang menghasi.lkan barang dan jasa, nienjual dan membeli 
barang dan jasa, I!lengkonsumsi barang clan jasa, menukar, menanam, 
dati In:enspekulasikan mo�. �am� hetldaklali· diketahui pl,lla ti� . 

semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan 
politik. 
' Ada pihak yang memerintah, ada pula yang. menaati pemerintah; 
yang satu . mempengaruhi, yang lain menentang, dan· hasilnya 
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berkompromi; yang satu menjanjikan, yang la�n kecewa karena janji 
tidak dipenuhi; berunding dan · tawar-menawar; yang satu 
inemaksakan putusan. berhadapan '.dengan pihak lahi yang mewakili 
kepentingan rakyat yang befusaha membebaskan; yang satu menutupi 
kenyataan yang sebenarnja (yang meru� masyarakat atau yang 
akan mempermalukan) pihak-13in berupaya memaparkan kenyataan 
yang sesunggulµlya; dari ·mengajukan. tuntutan, mempeyjuangkan 
kepentingan, mencemask'�n apa yang. akan terjadi. Sem.ua ini 
merupakan -perilaku politik.1' · · 

Yang selalu ;rnelakukan kegiatan politik ialah pemerintah (lembaga 
dan perimannya) dan partai politik karena fungsi mereka dalam 
bidang politik. Oleh karena itu, perllakU politik dibagi dua, yalmi · 

perilaku · politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintab.� Clan · 

perilaku politik warga negara biasa: ·(baik individu_maupun kelompok). 
Yang ·pertama bertanggtingjawab membuat, melaksanakan, dan 
menegakkan keputµsan pol1tik7· sedarigkan yang kedua .tidak . 
berwenang seperti yang pertai:na tetapi berliak mempengaruhi pihak 
yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang 

· dilakukan pihak . pertama · menyangkut · kehidupan pihak kedua. 
�egiatan politik pihak kedua ini · disebut ·partisipasi politik. ·. 

Suatu keluaiga s�bagai kelompok juga melaksanakan. berbagai 
kegiatan dalain pelbagai · bidang, dan kareria itu pula mengerjakan 
kegiatan:.:.kegiatan, seperti ekonomi, pendidikan; again.a, rekreasi, dan 
politik. ;I>erilaku keluarga yang benmaha mendapatkan penghasilan 

· untuk biaya hidup, ·misalnya perilak,n ekonomi. PerilakUmeteka dalam 
berolabraga ataupun menonton film adalah perilaku rekreasi; upaya 
mengajari a:nak, tentang cara hidup yang balk dan m.endorong upaya 

· anak belajar. di sekolah merupakan perilakU pendidikan; kegiatan 
warga masy�t beri�adah berup;i sembahyang. dan berdoa maupun 
)>erpuasa, bersed� ruin membaritu orang lain untuk berdiri sendiri 
merup� perilakti agama. . 

. . . 
. 

. 

·. Apabila para a:nggota keluarga.·yang .SU.dab- berhak ·m.emilih ikut 
s�a dalam proses pemillhan �um, $pamanya: aktif dalam 
�panye, meinberlkan iuran, atau dana bagi partai politik, lalu ikut 

· memilih. Selain itu, menulis surat yang berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah pada wakil rakyat atau pada pejabat pemerintah, mereka 
ini sesungguhnya melakukan kegiatan politik. Dari berbagai perilaku 
ini, yang ajcan menjadi perhatian ilmuwan politik ialah:perilaku yang. 
beraspek politik. · · · 

Suatu tin:dakan kongkret dapat saja mengandung unsur p&ilaku . 
politik dan sekali� ekonomi. Misalnya, keputqsan pemerintah untuk 
-mengalokasikan barang ·rumuj�:::dtiam.·�· pemberian subsidi' 
pertanian, kredit, pengurangan·pajak, dan penyuluhan: Demikian prila 
dengan usaha suatu perusahaan besar untuk mempengaruhi ke'bijakan . 
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perpajakan yang akan diputuskan oleh pemerintah dan Dewan 
Perwakilart Rakyat (DPR). Daiam hal ini, yang diperhatikan· bukan 
perihal kredit dan perpajakan per se, melainkan tindakan pemerintah 
dan kelompok yang diuntungkan (dalam kasus pertama) <;Ian tindakan 
perusahaan besar mempengaruhi pemerintah dan DPR (� kasus 

· ke4ua). 
· · · 

1.6 Keputusan Yang Menglkat . 

Suatu. keputusan dikatakan . mengikat (otorltatif) apabila anggota 
masyarakat merasa bahwa mereka harus. menaati kew� yang 
ada. Yang riienjadi pertaiiyaan, mengapa anggota· masyarakat b:rerasa . 

terikat kepada kewenangcµi yang ada? . Atau, . mengapa anggota 
masyatakat menaati keputusan politik? Pada pihak lain, adakalanya 
anggota. masyarakat ?dak menaati ·kewenangan yang ada, mengapa 
mereka ti.dak menaati keputusan politik? · · · 

Men1lrut . para ilmuWan. politik yang mematidang politik seoagai 
penyelenggaraaan -riegara, pertanyaan -pertama akan ditanggapi 
dengan jawaban. berikut ini; Anggota masyarakat merasa terikat pada 
kewenangan yang . ada. 01�· karena itu, mereka: menaati keputusan 
politik yang ada; mer-eka mera:sa terikat kepada ke\Venangan yang ada 
karena takut akan paksaan fisik yang p�ng'.gunaarinya dimonopoli 
negara. Apa' yang . dikemukakai;i _-penganut pandangan Weber ini 
merupakan salah · satu sebab anggota masyarakat yang menaati 
keputusan pemerintah. Namun, selain takut akan paksaan fisik
•dapat pula sejunilah alasari. lain, karena �disi, menguntungkan, 
dan kesadaran hukum. 

· · 
. Gene ·sharp menyimpulkan tujuh alasan inenaati ke� yaitu . 

tradisi, takut akan paksaan, kewajiban moral, kepentingan . sendiri, 
identifikasi psikologis dengan penguasa, tak beroamp• baginya, dan 
sikap kurang pereaya diri di kalangan warga negara. Sementara itu, 
menurut David Easton anggota masyara�t menaati keputusan politik 
karena mereka merasa: terikat dengan kewenangan ·yang ada, yang 
disebabkan takut akan paksaan fisik atau Sanksi psikolOgis, takut 
dikucilkan oleh masyarakat, kepentmgan diri sendiri, tra.disi dari 
kesetiaan, dan kesadaran hukum.17 

Di samping · itu, adakalanya anggota .ma�t tidak lagi .merasa 
terncat pada keweiiangari yang ada, dan karena itu tidak menaati . 
keputusan .politilc. Sebabnya -dapat bermaca-macam; ada yang 
menganggap, pemerintah tidak mempunyai kewenangan membuat dan 
mefuksanakan keputusan politik da;llun bidang t_eitentu atau yang 
bersangkutan tidak lagi mendukung pejabat pemerintah yang 
membuat dan melaksanakan keputusan; ada pula yang menganggap, 
substansi keputusan. politik yang bersangkutan sangat merugikan 
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dirinya. Selain itu,. a�a pula anggota masyarakat yang tidak mentaati 
kewenangan yang ada karena terpaksa (tidak ada jalan lain) untuk 
hidup. 

1 .T Konflik, Konsensus, dan Perubahan 

Dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik terjadi 
sejumlah konflik, kon8ensus, dan perubahan. Di da1ain hamplr setiap 
proses poliUk selalu berlangsung kon:flik antaia pihak- pihak yang 
berupaya mendapatkan dan/atau .mempertahaiikan . �ber yang 
dipandang penting dan pihak-pihak lain yang· juga berikhtiar 
mt;mdapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber tersebtit. . . 

Dalam proses politik berbagai kelOmpok . dan individu dengan 
:tnenggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras 
memperjuangkari aspirasi dan kepentingannya. kepada pemerintah 
sehingga menjadi bagian dm keputusan polltik. Aspirasi dan 
kepentingan setiap kelompok dim individu da1am .masyarakat tidak 
selalu sama, lnelainkan berbeda . -bahkan dalam banyak hal 
.bertentangan satu sainf1 lain. ASpirasi dan kepentingan pegawai negeri, 
inisalnya, dalam banyak hal betbeda (bahkan bertentangan) dengan 
aspirasi dan kepentingan·pecJagang. Yang pertama menghendaki·harga 
barang yang rendah dengan inutu barang yang tiaik, Sedangkan yang 
kedua justru· menghendaki harga yang relatif t�nggi untuk 
mendapatkan ketintungan . yang sebesar-besamya: Demikian pula 

· antara majikan dan buruh, antara ma5yarakat pers (yang menghendaki 
· ·.kebebasan .menyebarluaskan inform.asi kepada khalayak) dan aparat 

keamanan (yang menanih :perhatia� besar pada pengaruh informasi 
untuk stabilitas politik dail keamanan) terdapat perbedaan 
kepentingan dalam banyak· hal, Oleh karena itu, konflik

. 
merupalaµi 

gejal.a yang serba-hadir dalam setiap · masyarakat. Karena konflik 
inerupakan gejala serba-hadir maka· .ia tidak mungkin clihilangkan, 
melainkan hanya dapat diatur melamisme penyelesaiannya. . 

· 

Perbedaan, persaingan, dan. pertentangan dalam upaya 
mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai yang diail.ggap 
penting dapat diselesaikan melalui inekanisme yang dlsepakati 
bersama. Dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat, . dialog 
untuk mengadakan pemungutan suara (voting), atau kombinasi 
keduanya� merupakan beberapa bentuk �ekan.isme untuk mencapai 
kesepakatan berupa keputusan politik. Beri.tuk lain dari kesepakatan 
itu berupa kerja sama dalam bentuk koalisi dan alia�i untuk 
membuat · � melaksanak3n kepµtusan. 

Sebagaimana qikemukakan oleh·. Gaetano Mosca bahwa 
peinerintahan akan dapat berjalan dengan baik .dan stabil serta 
,berhasil apabila terjadi koalisi atau kerja sama antara satu atau lebih 
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kekuatan politik.18 Koalisi itu tidak selalu ·berupa kerja sama antara 
satu golongan dan golongan lain yang masing-masing memiliki 
ideologi dan kepentingan yang berbeda, tetapi dapat ]uga terjadi di 
antara k�ompok di .dalam suatu golongan politik tertentu. Hal yang 
terakhir mi dapat dilihat di Jepang seperti yang terjadi dalam tubuh 
Partai Liberal D�okrat (LDP). Dalam tubuh militer yang tengah 
mengendalikan kekuasaan di beberapa negara berkembang mungkin 
terdapat pengelompokan semu (tidak terorgailisasikan secara formal)· 
berdasarkan angkatan {laut, udara, darat), berdasarkan divisi, 
berdasarkan program d� strategi, dan mungkin juga berdasarkan 
loyalitas terhadap individu tertentu; Untulc dapat melaksanak:an 
pemerintahan, golongan militer tersebut harus niengadakan k�a 
-s.ama atau koalisi di antara kelompok · semu yang ada dalam tubuh 
. militer tersebut. Oleh karena itu, kerja sama, koalisi, dan konsensu8 
juga merupakan gejala yang selalu ditemui dalam proses politik. . 

Di samping itu, keputusan politik yang dilaksanakan secara efisien 
dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik 
itu perubahan aspirasi dan pola-pola konflik mauptin pola hubungan 
dan kerja sama. Berbagai kebutuhari masyarakat mungkfu dapat 
dipenuhi dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan sqatu 
aspirasi melahirkan harapan-harapan dan kebutuhai:J..;.kebutuhan 
baru� Namun, kelompok atau · anggota masyatakat tertentu yang 
merasa dirugikan atau yang tidak diuntungkan dengan kebijakan yang 
ada ten tu · berupaya pula untulc mempengaruhi pemerintah agar 
mengubah kebijakan yang ada atau membtiat kebijakan yang 
menguntungkan mereka. Dengan kata laiil, keputusan politik kadang
kadang dapat menyelesaikan konflik dala!n �kat, tetapi tidak 
jarang pula melahirkan konflik baru, yakni adanya ketidakpuasan atas 
keputusan itu maupun perubahan yang ditimbulkan oleh keputusan 
tersebut. Semua itu menimbulkan perubahan-perubahan, baik 
perubahan· yang direncanakan maupun yang tak terduga. 
:Pen:b�ngunan politik dalam arti yang luas tidak lain merupakan 
perubahan-perubahan. yang direncanakan. 

· 

1.8 M�syarakat Umum 

Politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan 
keputusall, untulc kepentingan umum'. . Kata "politik" mengandung 
pengerti� publik. Secara historis, politik diai-tikan sebagai usaha 
membicarakan .apa yang menjadi kebaikari bersama bagi para warga 
negara: yang hidup dalam polis . Selain itu, �em� politik 
merupakan keputusan yang mengikcit seluruh masyarakat. Keputusan 
yang hanya mengikat, menyaiigkut, dan mempengaruhi s�bagian 
masyarakat - setidak-tidaknya secara normatif - tidak dapat 
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dikategorikan sebagai keputusan politik. Sehubungan dengan itu, 
pendapat yang dikemukakaD. oleh Robert Dahl bahwa politik· 
:inenyangkut power, rule, and authority tidak dapat di�.19 

Konseptualisasi itu akan memasukkan gereja, perusahaan
perusahaan besar, dan semacamnya sebagai bagian dari politik hany� 
karena. gereja dan peruSahaan besar membuat dan melaksanakan 
kepufusan yang merigikat para ,anggotanya. Padahal kekuasaan dan 
kewenangan kedua pranata sosial ini hanya mengikat, menyangkut, 
dan mempengaruhi para anggotanya. Jadi, Dahl tidak membedakan 
secara tegas antara masyarakat-negara dan submasyarakat, seperti 
sukU, agama, perusahaan besar swasta. · 

Pertanyaan yang niuncul, apajtah perbedaail sistem politik bangsa
negara dan pemerintah lokal dengan organisasi submasyarakat? 
Sekur.ang.:..kurangnya terdapat · empat perbedaan utama di antara 
keduanya. Per:tama, warga IQ.asyarakat-negara lebih banyak daripaqa 
warga organisasi submasyarakat. Kedua, ruang lingkup urusan7'urusan 
yang ditangan,i oleh,  masyarakat-negara jauh lebih luas daripada 
urusati-urusan yang ditangani Qleh organisasi submasyarakat. Sistem 
politik masyarakat-negara memiliki tanggung jawab yang amat luas, 
.seperti pertahanan dan k�am.alian, hubuilgan luar negeri, keuangan, 
pemenuhan kebutuhan · :dasar' ma.syarakat; penyediaan sarana 
transportasi dan komunikasi� penggalian dan pengolalian sumber 
al.am, daii. menciptakan ketertiban termasuk mengatur sebagian ruang 
.gerak organisasi submasyarakat. Ketiga, pada umumnya masYarakat
negara memmki sumber-sw:nber (materill dan manuSia} yang lebih 
.besar daripada organisasisubmasyarakat sehingga masyarakat-negara 

. memiliki · kemam.puan· yang lebih besar pula untuk melaksanakan 
kebijakannya. Akhirn.ya, masyarakat-negara memiliki kekuasaan dan 

. kewenangan termasuk kewenangan menggunakan paksaan fisik yang 
sal:i yang dimonopoli negara serta t�ga ahli dan pelaksana (birokrasi} 
yang leb� besar daripada yang diptinyai organisasi submasyarakat. 
Jadi, �istem politik masyarakat-negara memiliki kemampuan yang 
lebih besat untuk membuat, �elaksanakan, dan menegakkan 
.keputusan yang mengikat warga masyarakat daripada organisasi 
submaSyarakat. · Walaupun · demikian, organisasi submasy�akat 
dengan menggufuikan sarana kekuasa� yang dimiliki acap kali dapat 
menentukan keputusan politik, · baik isi kebijakan umu:tn maupun elit 
pelaksananya. 

D� demikfan, konsep politik yang mendasari uraian selanjutnya 
berdasarkan konseptualisasi yang m�pfikan rangkuman di atas. Oleh 
karena itu, ilmu politik �erup$an �-q y� m_gnglqiji _in� . 
�tara pemerintah dan ma�t.dalam:nn.ml.§�i�ses- pembuatan 
dan pelaksanaan (dan menegakkan pelaksanaan} keputusan yang 
JD.engikat te.ntang kebaikan bersama untuk magyarakat umum. 
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Kenda ti demikian, pandangan klasik, kelembagaan,. kekuasaan, 
fungsionalisme d�-konflik tidak diabaikan begitu saja � k�· 
konsep· sudah terkandung dalam J;tonseptualisasi rangkuman jii atas. 

Konsep politik klasikyang sampai kini tetap digunakanialah ide-ide 
politik dan etika politik, y�g tidak Pernah terlepas dari prpseiJ poll�, 
khususnya dalam merumuskan tujuan yang hendak dicapai ·dan cara
cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan. �asyar;i�t-negara . . 

Pan4angail klasik malahan meri.jadi salah satu subbidang ilmu politik 
dalam berbagai jutusan ilmu politik di Amerika Serikat dan Indonesia. 
Subbidang ilmu politik. ini dikenal dengan nama teori-teori politik.20 

Konsep politik sebagai penyelenggara:an negara tenitiuba yang 
menyangkut kewenangan negara dalam memonopoli pengg\ulaan 
paksaan fisik; tetap me11jadi salah satu aspek yang dikaji dengan ilniu 
politik. Memandang politik.secara fungsio� dapat dikatakan se:I>agai 
pendekatan yang cukup dominan dalam ilmu politik. Namun;· seperti 
dijelaskan di afas, pendekatan ini mengabaikan berbagai sisi dan 

. wajah proses politik yang sesungguhnya terjadi dalmn kenyataan. 
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BAB 2 
KEBAIKAN BERSAMA 

2.1 Pengantar 

Setiap pihak dalain· kehidupan politik selalu menggunakan alasan 
�emi "kebaikan bersama" (public good). Alasan yang diterima secara 
umum itu dikemukakan untuk mengadakan pembenaran atas tuntutan 
a tau tindakannya; Di Amerika Serikat, Asosiasi · Nasional Peminat 
Senapan (National Rifle Association) menentang setiap upaya 
pembuatan undang-undang tentang pengendalian senjata api. Usaha 
ini dilaksanakan dengan .µasan, pengaturan itu mertgurangi kebebasan 
(freedorp,) clan merupakan ancaman · terhadap kemampuan individu 
untuk mempertahankan . dirinya. Seperti diketahui, individualism 
merupakan ni1ai, yang dianggap paling baik di Amerika Serikat. 

Sementara itu, di Republik �kyat Cina dan. negara-negara komunis 
yang lain dengan menggunakan apa yang mereka anggap sebagai 
k eb aikan bersama, yakni perencanaan terpusat di bawah 
kepem.impinan diktator proletariat untuk menuju masyarakat · 
komunis, pemerintahnya melakukan tindakan-tindakan seperli 
membatasi kontak dan komunikasi warganya dengan budaya _asing, 
mengendalikan proses sosialisasi untuk generasi baru, dan 
mengendalikan: semua organisaSi sosial 

Boleh jadi dengan alasan keamanan umum lebih penting daripada 
keamanan kelompok kecil pengacau maka pihak pemerintah atau 
golongan tertentu membunuhsemua penjahat kambuban. Di fudonesia 
tentu juga tidak asing Iagi dengan kebaikan bersama tersebut. Kita 
menilai kebijakan yang menguntungkan lapisan masyarakat tertentu 
sebagai tidak berkeadilan sosial. karena sebagai bangsa, kita sudah 
sepakat . keadilan sosial merupakan satu dari· lima nilai yang dianggap 
berharga sebagai. kebaikan bersama. 

Alasan-alasan kebaikan bersama itu, �pakah digunakan sebagai · 
pembenaran atau sungguh-sungguh digunakan sebagai pedoman 
penyusunan kebijakan, semua menunjukkan setiap sistem politik 
memiliki sejumlah nilai a tau · ide-ide yang dianggap terbaik sebagai 
kebaikan bersama . .  Dengan kata lain, setiap Sistem politik memiliki 
gambaran tentang negara dan masyarakat yang dianggap terbaik (the 
best regime). 

· 

2.2 Rezim Terbaik 

Re-ziIIi terbaik ia1ah keseluruhan tata masyarakat, politik, ek:onomi 
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dan sosial budaya, yang dianggap terbaik bagi .negara-bangsa. Dalam 
tata atau orde masyarakat digambarkan watak manusia; apakah 
mementlngkan diri sendiri (selfish) atau makhluk sosial, tujuan yang 
hendak dicap.ai, bagaim�na mencapai tujuan, dan bagaimana 
hubungan antara pemerintah dan individu (warga masyarakat)? 
· l3erikut ini dikemukakan sejumlah pandangan filosof/teoretikus 
politik tentang apa yang menjadi kebaikan bersam� atau rezim 
terbaik, seperti yang dikemukakan oleh Socrates, Hobbes, Locke, 
Rousseau, dan Marx. 

2.2.1 Socrates 

Menurut Socrates, keadilan (justice) merupakan tujuan politik yang . 
layak. Ini disebabkan . keadilan merup� hal yang esensial bagi 
pemenuhan. kecenderungan alan:llah manusia. Menempatkan keadilan 
·sebagai patokan politik tertinggi sama d�gan memandang tujuan 
kehidupan politik. · sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia. Baginya, 
keadilan ialah melaksanakan apa yang inenjadi fungsi .atau pekerjaan 
sendiri 8ebaik-baiknya. �pa mencampuri fungsi atau pekerja orang 
lain (the practice of min.ding. one's own bu.Siness).1 

· 

Fungsi setiap pihak dalani masyatakat ialah berupa apa· yang ia 
sendiri dapat lakukan atau sesuatu yang dapat ia laksanakan secara 
lebih baik daripada mengerjakan hal yang lain. Dan setiap ha1 yang 
dikerjakan mengandti.ng kebajikan (Virtue) tersendiri. Yang menjadi 
patokan kebaikail ialah secara alamiah sangat sesuai, yalmi kebajikan 
setiap hal untuk .melakukan aktivitas apa saja secara baik yang sesuai 
dengan sifatnya. 

· 

Berdasarkan �sumsi tentang adanya �esejajaran antara cara hidup 
atau tipe man� dan tipe inasyarakat, .Socrates membedakan tipe 
manusia (jiwa manusia ·dan cara hidup) menjadi tiga, yakni akal budi 
(reason), semangat (spirit), '. dan nafsu (desire). Ketiga bagian itu 
mencapai puncak kegiatannya apabila setiap bagian aktif secara 
p�nuh di bawah pengarahan akal budi. Lalu keadilan akan terwujud 

. dalam masyarakat apabila setiap individu (warga negara) melakukan 
. secara baik' apa saj'a yang sesuai dengan kemampuan dengan cara 
bekerja sama secara serasi di bawah pengarahan yang p aling 
bijaksana. 

Dari. tiga tipe tersebut, Socrates membagi masyarakat menjadi tiga 
kelas. Pertama, pedagang yang bekerja mencari uang sebanyak
banyaknya (nafsu). Kedua, prajurit yc¢g. bekerja memelihata tata 
masyarakat (semangat). Ketiga, filosof yang berfungsi sebagai 
penguasa (akal budi). 

Menurut Socrates, suatu rezim atau masyarakat dikatakan adil, 
manakala setiap .kelas melaksanakan fungsi dan pekerjaannya secara 
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maksimal dan bekerja sama secara harmoriis di bawah pengarahan. 
filosof-raja yang bijaksana. Berdasarkan asumsi. adanya kesejajaran 
antara cara hidup manusia dan tata In_asyarakat itit pula, Socrates 
membedakan rezim menjadi llma tipe.2 . 

Pertama, aristokrasi,. Tipe- ini dikategorikan sebagai rezim terbaik 
karena yang memerintah, seorang raja yang . bijaksana (filosof). 
Keadilan akan terwujud dalam tipe rezim aristokrasi sebab setiap 
kelas dalaln masyarakat melaksanakan fungsi secara makSimal ·dan . 
bekerja sama secara harmonis di bawah pemerintahan sang raja :Yang 
filosof. Rezim ini dijiwai dengan aka1 budi. 

Kedua, tiniokrasi. Tipe ini dikategorikan sebagai reziin terbaik yang 
kedua. SeW.n itu, .rezim ini diperintah ol� mereka yang men}rukai 
akan kehormatan dan kebanggaan, yakni prajurit. Rezim ini dijiwai 
dengan semangat. 

Ketiga, oligarki. Tipe ini dikategorikan sebagai rezim . yang 
diperintah oleh kelompok kecil yang memmki kekayaan melimpah 
(saudagar dan pengusaha). Rezim ini dijiwai dengan keinginan yang 
perlu (necessary desire). 

Keempat, demokrasi. Tipe ini dikategorikan seb�gai rezim yang 
dipimpin oleh banyak orang yang hanya mengandalkan kebebasan 
atau keingfuan yang tak perlu (unnecessary desire). 

· 

Kelima, tirani. Tipe ini dikategorikan sebagai rezim yang terburuk 
karena yang memerintah seorang' ti.ran yang bertindak sekehendak 
nafsunya (unlawful desire). Seorang ti.ran tid3k mempunym kontrol 
atas dirinya. Keadilan sama sekali tidak terwujud dalam rezim ini. 

2.2.2 Thomas Hobbes 

Thomas Hobbes .
· 
meinpunyai panruingan yang lain. Pada dasarnya 

manusia itu memen�gkan diri sendiri dan bersifat rasional Oleh 
karena itu, secara alamiah manusia cenderun.g berkonflik dengan 
sesamanya. Suat m:ementingkan diri sendiri tampak dalam persain� 
memperebutkan ·perolehan atau kekay.aan, ketid�beranian demi 
keselamatan, dan kemullaan demi reputasi.3 
· Manusia disebut bersifat rasional karena akal budi dan kemampuan 

berbicara dan berargumentasi. Sifat rasional ini yang memungkinkan 
. manusia bersilang pendapat tentang apa yang baik, dan sifat itu pula 
yang menyebabkan manusia mampu membedakan antara kepentingan 
sendiri dan kepentingan komunitas bersama. Oleh karena itu, sifat 
rasiorial manusia cenderung menimbulkan konflik daripada harmoni. 

Karena sifat mementingkan diri sendiri cenderung merugikan orang 
lain, manusia harus setuju mematuhi: suatu pemerintahan yang 
ditetapkan berdasarkan persetujuan yang - diperintah. Pemeriiitah 
berfungsi menciptakan dan memelihara perdamaian di· antara 
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manusia. Untuk melaksanpkm;i fungsi ini, pemerintah harus memililti 
·kewenangan politik yarig absolut sehingga semua · war.ga masyarakat 
taat pada tertib sosial. Warga masy�kat dapat lebih dipersatukan 
tidak oleh suatu ikatan yang berasal ·dari ucapan atau kata-kata 
sebab ucapan atau janji manusia mudah sekali diingkari tetapi oleh 
ketakutan karena akibat buruk yang akan ditimbulkan dari putusnya 
hubungan antara warga masyarakat.4 

· 

Yang dimaksud dengan kewenangan yang absolut ialah . pu� 
terakhir merigenai · aturan bertingkahlaku dalam masyarakat yang 
bera:da pada tcingan pemerintah yang berdaulat. Namun,dalam batag;.." 
batas yang ditetapkan oleh pemerintah, individu (warga masyarakat) 
beb� hidup ·sesuai dengan kehendakny� karena tujuan kewenangan 
yang absolut untuk mencegah seseorailg bertindak yang merugikan 
orang lain. · 

Bagi Hobbes, warga m:asyarakat hanya memiliki hak untuk. diWakili 
dalam pemerintahan dan mereka tidak memiliki hak untuk 
berperanserta· dalam pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh 
Aristoteles dan Rousseau; karena adanya hak yang tenlkhir ini akan 
mengurangi kewenangari mutlak pemerintah.5 

· 

Dengan kata lain, Hobbes berpandangart kebebasan inclividu hanya 
dapat dipelihara dengan suatu pemerintahan yang memiliki 

. kewenangan mutlak. 
· 

2.2.3 John Locke 

· John Locke berpendapat, kebebasan individu hanya . dapat- dijamin 
dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terbatas.6 

Sebelum terbentllknya masy�kat dan· pemerintah, secara alamiah · 

manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan 
berkedudukan. sam.a (perfectly free and .equalS). Karena bebas dan 
berkedudukan sama, tiada orang yang bermaksud merugikan 
kehidupan, kebeba5an, dan harla .niµik orang lain. Manusia bersifat 
r�ional karena dialah satu.:.satunya makhluk yang memiliki akal buc\i. 

Setiap mantisia ··berhak inendapatkan "n'lilik pribadi" (property) 
karena manusia juga .makhluk pencari milik pribadi. Fungsi 
pemerintah, menurut'Locke ialah memelihara "milik prlbadi", yakni 
perdamaian, keselama tan dan kebaikan bersama setiap warga 
masyarakat.7 

· 

Milik pribadi itu dapat dijam.in dengan · cara menetapkan hukum · 
sebagai patokan atas dasar benar dan salah, memilih hakim-hakim 
yang tidak pandang bulu .dengan kewenangan urituk memutuskan 
semua ·perselisihan, dan 4engan ;membentWt,suatu administra� yang 
memiliki kewenangan untWt menegakkan hukum.8 

. Dalam -mengembangkan kebebasan individu, pemerintah harus 
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melindungi dan menjamin persaingan ekonomi yang b_ebas dan sehat di 
antara individu yang cenderung mementingkan diri sendiri. Karena 
setiap orang bebas dan berkedudukan sama maka setiap orang 
merupakan individu yang otonom. Ha.I ini berar:ti, setiap orang 
memjljki hak untuk memerintah diri sendiri. Pada pihak lain, setiap 
pem.erintah harus memiliki · kewenangan tertinggi atas warganya. 
Pemerintah harus ditaati oleh para warga negara. 

Dilema pemerintahan gaya Locke ialah berupa suatu pemerlntah 
memiliki yang kewenangan hanya sepanjang itu menjamin hak�hak 
individu, tetapi setiap pemerintahan yang stabil harus meminta agar 
individu (warga masyarakat) mengurangi kebebasan niutlak demi 
terciptanya tertib sosial. 

· 

Locke memberi jalan keluar atas dilema itu. fa mengemukakan 
pemerintah ditetapkan berdasarkan persetujuan yang diperintah. 
Dengan. menaati hukum yang ditetapkan peJJ?.erintah� sesurigguhnya 
warga masyarakat ·berarti menaati diri sendiri karena pemerintahan 
itu dit�ta,pkan seseuai dengan perset\ljuan warga masyarakat. 
Persetujuan warga masyarakat terhadap tindakan pemermtah dapat 
dilakukan oleh warga masyarakat sendiri atau "Wa!Pl-wakil mereka. 
Persetujuan rakyat (warga masyarakat) berarti persetuj:uan mayoritaS 
warga masyarakat. Bagi Locke, setiap individu harus menyesuaikan 
diri dengan kehendak may�ritas. 

· 

Karena · setiap individu m,enyumbangkan jumlah "kekuatan" (fisik 
. rum moral) yang sama maka setiap keputusan yang disetujui oleh 
' jumlah individu yang lebih banyak har:us diterima- sebagai keputusan 
yang mengikat karena k�tan yang lebih besar itu.9 

Dapatlah disimpulka·n _dari pandangan. itu bahwa Locke 
membenarkan tirani mayoritas sebab tindakan majoritas mungkin saja 
melanggar hak.:.hak mdividu kalangan minoritas. 

Akan �tapi; untuk melindungi hak-hak golongan minoritas dan 
· hak'."'bak individu dari tirani kekuasaan yang absolut dan sembarangan 

(arbitrary), menurut Locke, pemerintah harus melaksanakan 
kew�nangannya berdasarkan hukum (rule of law). Baginya,· 
pemerintahan berdasarkan hukum tidak hanya menuntut semua· 
pejabat negara yang bertindak · sesuai · dengan hukum, tetapi juga 
pembuat h� (legislatif) harus · terpisah dari pelaksana hukum 
(eksekutif) dan pengadilan (judikatii). 

Dengan pemisahan · ltekuasaan itu, konsentrasi kekuasaan pad.a 
tangan sese01;-ang atau kelompok orang dapat dicegah. ;pemerintahan 
berdasarka.n huk:um dan pelliisahan kekuasaan, menurut Locke dapat 
mengendalikan sifat mementingkan diri sendiri dan nielayani 
kep.entingan sendiri dari orang yang berwenang. Atas dasar itu, Locke 
mengemukakan empat persyaratan bagi keweriangan legislatif, yalmi 
menetapkan suatu hukum bagi semua orang atau suatu hukum yang 
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tidak ·pandang .bulu, membu�t hiµwm yang hanya bertujuan bagi 
kebaikan warga masyarakat, tidak mengenakan atau menaikkan pajak 
atas harta benda warga masyarakat tanpa persetujuan warga 
masyarakat (no tax without representation), dan tidak. mengalihkan 

· kewenangan membuat hukum kepada lembaga yang lain.10 

2.2.4 J.J. Rousseau . 

Berbeda dengan Hobbes yang memandang perlunya suatu 
pemerintah yang kuat, dan Locke ·yang memandang kebebasan 
individu perlu diliridungi, Rousseau lebih menekankan keinginan 
um.um (general will). Menurut Rousseau, sejarah manusi.a telah m.elalui 
. empat tahap.11· 

· 

Pertama, tahap primltif atau awal kehidupan manusia ketika 
IllallUSia bidup dalam 8uasana damai, harmonis dan bebas .dari segala 
bentuk doµllruisi. Kedua, pembentukan inti masyarakat atau kcluarga
keluarga �ehingga tersuSunlah suatu ·masyarakat: .Dal� tahap ini 
l.intuk pertama kalinya terbentuk. lembaga hak mllik pribadi. Ketiga, 
penemuan metalurgi dan pertania,n yang pada gilirannya 
nienimbulkan perbedaan antara orang. yang kaya dan orang yang 
miskin� Pada tahap i,ni untuk pertama kali timbul ketimpangan dalam 
pemilikan harta benda. K�pat, sebagai akibat ketimpangan dalain 
pemilikan harta benda maka timbul koriflik · ailtara orang kaya dan 
orang miskiri. Konfiik itu m�bulkan kekaeauan sosial. 

Oleh karena itU, untuk menciptakall dan memelihara tertib sosia1, 
lalu dibentuk suatu pemerintah yang· melaksanakan kewenangan 
berdasarkan kontrak sosial clan keinginan um.um. Dengan kata lain, 
pada mulanya manusia hidup dalam suasana damai c:lan harmonis, 
tetapi setelah lembaga hak rilili.k ·daiam masyarakat diperkenaJkan 
maka timbul ketimpangan dalam maµa orang kaya mendQminasi 
orang miskiii. 

Dari situ inuncul suatu pemerintah yang berdasarkan keinginan 
qmum untuk menciptakan . tertib sosial dan membawa masyarakat 
kembali ke suasana ·damai clan harmonis, kendati merupakan hal yang 
mustabil untuk dapat menciptakan kembali kebebasan yang alamiab� 

Guna membentuk masyarakat yang.bebas dari dominasi yang satu 
terhadap yang lain, Rousseau. menyararikan 8uatu "badan politik'' 
yang merupakan kesediaan sukare1a individu warga masyarakat untult 
menyatukan diri ke da1am suatu negara-bangsa. Kesediaan sukare1a 
mdividu ini yang disebut kontrak sosial. Atau dengan menggunakan 

_ kata-kata Ro�eau, kontrak so� .merupakaJ). "aU�asi total setiap 
orang dengan semua haknya ke·druam suatu kom\lnitas politik''. 

Akan tetapi, menurut Rousseau karena setiap orang menyerahkan 
seluruh dirinya kepada seinua maka tidak akan ada orang yang 
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memiliki keinginan untuk merugikan orang lain. Di dalam badan 
politik (negara-bangsa) itu tidak ada orang y�g kehilangan karena 
setiap .orang menyerahkan seluruh dirinya kepada semua o�g. 

Atas da:sar itu, dengan menyatukan keinginan individual ke ,dalam 
sriafu keinginan tunggal, yakni keingb;lan umum atau kepentingan 
um um dan dengan menaati hukum yang dibuat .berdasarkan keinginan 
umum maka sesunggajmya warga masyarakat tidak hany� memilild 
kewenangan politik, tetapi juga kebebasan prib�di. Hal itu �ebabkan 
warga masyarakat tidak menyerphkan clirinya kepada kewenangan 
orang lain, · melainkan kepada pemerintahan berdasarkan hukum. 

Menurut Rousseau, keinginan· umum atau kep.entingan bE?rSama 
merupakan landasan setiap masyarakat. Keinginan umum cenderung 
menekankan pada persamaan, sedangkan keinginan pribadj, atau 
goiongan cenderung bersifat kepentingan yang. sempit. Keingiilan 
umum selalu benar dan dapat ·diinanfaatkan oleh semua orang sebab 
ia berasal dari semua untuk kepentingan semua, masing-masing untulc 
semua dati semua �tuk masing-masing. Apabila keinginan . um.um 
sebagai kepentingan seluruh warga masyarakat terancam dengan salah · 
satu b�gian · (kepentingan .�ndiyidu atau kelom.pok) maka tindakan 
yang Ill:enghancurkan . bagiaµ: yang m.engancam dapat dibenarkan.12 
Pandangan ini menyebabkan tulisannja dinilai cenderung bersifat 
totitliter. 

Hukum atau peratura?l perundang-undangan ·merupakan suatu 
pernyataan kepentingan umuin, sedangkan· kewenangan eksekutif 
merupakan pelaksan·aan peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh lemJ:>aga legislatif. Namun,menurut Rousseau setiap 
peraturan perundcuig".'µndaµgan harus . ditawarkan kepada pilihan 
bebas warga · masyarakat. Dengan kata lain, pembentuk peraturan 
perundang-lindangan .adalah mkyat itu sendirl, karena jika rakyat 
yang beroaulat maka meteka yang membuat peraturan p�dang-
uildangan yang fundamental. · · 

. 

Rakyat harus menyatakan kehendak secara langsung melalui majelis 
semua warga negara. Dalam hal ini, Ro�eau menegaskan tidak ada 
yang dtperkenilnkan mewakili sei?eorang dalam · membuat peratiatan 
perundang-undangan yang bersifat fundamental sepertl itu. · Rakyat 
dapat mendelegasikan perihal pelaksanaan peraturan kepada penjabat 

· negara, tetapi rakyat tidak dapat mendelegasikan kewenangan 
membuat peratm;an karena · jilol · mereka mendelegasikannya maka 
mer�a sesungguhnyci menjadi budak-budak segera setelah mereka 
memilih wakil"."waltjleya.1..3J)emQkrasi semacam itu tentu ha:hya. sesilai 
dengan komunitas. yang kecil a tau untuk negara· yang penduduknya 

. sediltjt. Bagi Rousseau, suatu demo!crasi untuk dapat terwujud 
memerlukan suatu tingkat kebajikan kewarganegaraan (ci'lJic' vir
tues).14 . 
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Oleh lcarf:'na itu, pemegang kedaulatail sebagai · badan polltik 
seyogianya menetapkan semacam "a�:rna politik" (civil religion) yang 
berisi dogma-dogma pokok untuk kewajiban-kewajiban sosial·politik. 
Agama politik ini menurut Rousseau hanya akan mengatur- sikap-sikap 
. dari perilaku umum, sedangka$. 1:llltuk k�dupan pribadi, setiap orang 
bebas menganut kepercayaan apa saj.a· yang, qipillh . . < : ·' .  . 

· · 

Lagi pula, · dogma-dogma publik 8-gama };olitik irii · begitu sedikit 
jumlahnya s¢lingga sebagian besar warga masyarakat tidak akan 

· mengalami kesukarari tnenaatinya. Selanjutnya disimpUlkan, setiap · orang yang menolak untuk menaati dogma .. dogma publilt agama 
. poii.tik dapat dikenakan sanksL Dengan demikian, setiap negar.a

bangs� menetapkan sej:umlah kewajiban-kewajiban yang ·harus 
dilaksanakail �leh setiap warga. negara, sebagaimana ·tampak dalain 

· mata pelajaran kewarganegaraau (civic). 

2.2.5 Karl Marx 
}4enunit Karl Marx15 masy�t bukan terdiri'atas individu- individu 
- · seperti pandangan Hobbes dan Locke ...,..:. melainkan .terdiri ata& 
kelas-kelas. Yang dirilaksudkan dqan kelas la1ah kelompok orang 
yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana.'produkSi. 
Karena mereka memiJ:iki pola ·hubungan yang ·sania terha�p sarana 
produksi, mereka mengembangbn pandangan yaiig khas terhadap. diri 
IQ.ereka dan dunia sekitarnya. 

·Yang �entfug bagi manusia, menmilt Marx adalah pekefjaannya, 
·karena pekerjaan itulah yang sebagian terbesar menibentuk 
wawasannya terhadap dunia sekitar . . Penilikan jeDis pekerjaan yang 
sama (memiliki pola hubungari yang sama terhadap sarans. produksi) 

· merupakan basls alamiah suatu kelas. Aiistokrasi, ·intelekt�al, 
industrialis, dan pekerja merupakan contoh-coritoh keias . di Eropa 
pada zamannya. · 

Menurut Marx, seorang anggota masyarabt tidak mengembangkai 
di!inya secara :.individual cialam situasi yang vakum, l'.Ilelainkan darl 
dan melalui kelas ia· tergolcing. Indi'Vidu tidak membentuk nilai-nilai 
meteka, tidak pulci gagasan-gagasan mereka tentang politik ataupun 
apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. 

· 

Akan tetap�, gabungan dari individu itulah sebagai kelas yang 
memb�tuk .nilai, - ,gagasan, dan kebutuhan. "Seseorang mlingkin ikut 
menyumbang pada· pembentukan nilai dan gagasan, tetapi semua 
orang lain juga demikian. Yang terjadi adalah setiap anggota 

. ,_ 
"' masyarakat lebih bany� dipengaruhi oleh keJas mana ja tergolong . 

daripada sebaliknya. 
· 

Berdasarkan pengalam�n dari Eropa, Marx mengajukan suatu teori 
dialektika-materialisme yang berisi, s�mua sejarah merupakan 
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pergantian dominasi dari satu kelas terhadap kelas Jain. Dominasi 
suatu kelas berakhir dengan revollisi terhadap kelas yang dominan itu. 
Kemudian mtµtcul kelas baru yang mendominasi kelas lain, demikian 
seterusnya. . 

Pada abad pertengahan Eropa didominasi oleh kelas arlstokrasi. 
Namun,di da1am kelas feodal ini terdapat kontradiksi internal yang 
pada gilirannya ·akan menghancurkan. kelas itu sendiri. Kontradiksi 
internal itu terjadi karena pada satu pihak mereka m�erlukan 
pelayanan bank dan pedagang, namun pada pihak lain secara etis 
status sosial -kebangsawanan menghambat mereka melakukan 
pekerjaan .. pekerjaan ekonomi. 

· 

Guna melakukan pekerjaan itu, mereka meinbentuk kelas b� 
yakni kelas kapitalis; Yang bersamaan dengan munc$ya revolusi 
�ndustri dan liberalisme. Kemudian kelas yang terakhir ini 
menjatuhkan kelas feodal. Setelah itu, kelas kapitalis menguasai 
Eropa� Namun,menurut Marie, kontradiksi internal yang melekat 
dalam kelas ini pula yang . akan melighancurkan kelas kapitali.s. 

Meriurut Marx, kontra(iiksi internal kapitalisme dapat berupa pada 
satu pihak persaingm bebas dan sehat haru$ terwujudkan, pada pihak 
Iain ·untuk dapa� . suroiVe mereka memerlukan koordinasi dalam 
p engadaan sarana produksi dan distribusi. Kontradiksi ini 
niemmbulkan akumulasi kapital. pada kelompok: kecil pengusaha, . 
sedangkan di pihak lain timbul kemelaratan besar-liesaran · di 
· kalangan buruh dan penduduk pada umumnya. Mayoritas pendudUk 
yang melarat ini kemudian melakukan revolusi untuk menumbangkan -
kelas kapitalis yang ·minoritas. Lalu para pekerja mengambilalih 
pemerintahan, dan pemerintah mengambilalih semua industri sehingga 
para pekerja - melalui pemerintah yang inereka · bentuk -
mengendalikan industri-industri temp�t mereka bekerja. Mod� 

· produksi itu akan menjamin adanya · perlakuan yang sama terhadap 
setiap pekerja. . 

. Sejarah Eropa menunjukkan apa, yang dikemukakan oleh Marx ti
dak selurubnya benar. Dia benar da1am hal jatulmya· kelas aristokrasi 
dengan. revohlsi industri dan liberalisme, tetapi dia keliru dalam 
perkiraan atas kehancuran ;kelas kapitalisoleh kelas pekerja karena 
sampai sekarang kapitalisme tetap jaya di dunia Barat, bahkan di Asia 
Timur dan Tenggara. 
. Fakta pula yang menunjukkan p'emerintah negara komunis Polandia 
ditentang justru ·oleh kaum pekerja (solidaritas) karena tidak 

. dilkuts_ertakan · dalam manajemen industri. Runtuhnya rezim komunis · di Uni Soviet dan di negara:..negara Eropa Timur juga menunjukkan 
ide (kebebasan dan demoki-asi) dati kepemimpinan yang tepat dapat 
niengubah s1ruktur masyarakat. 
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2.2.6 Pancasila dan uuo· 1945 

Indonesia memiUki pandangan tentang rezim terbaik, sebagaimana 
clirumuskan daiam Undang-Undang D�sar 1945 (UUD 1945). Rezim 
terbaik ataupun kebaikan bersama menurut UUD 1945 tampak dalam 
em.pat tujuan negara, yaitu melindungi sel.uruh go}ongan masyarakat 

. dan sel.uruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, meningkatkan kesejahtera.an. raJ:tyat, dan ikut serta 
menciptakan ketertiban dunia ber$sarkan kemetdekaari, keadilan 
dan pei-damaian abadi; · dan Pancasila sebagai sumber . dasar filsafat · 
negara, yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa, Keman�an yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh � 
kebijaksanaan dalain ·permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan 
sosial .bagi sel.uruh rakyat Indonesia. 

Sel.ain itu� rezim terbaik secara struktural tampak dalam bentuk dari 
susunan negara (negara republik �ian kesatuari)� struktur pemerln'tahan 
(cenderung bersifat peinbagian �ek�asaan daripada pemisahan 
.kekuasaan), dan jaminan atas hak-hak "Warga negara� seperti.menya
�an pendapat, µerasosiasi, beragama, dan. kesejahteraan. 

Selanjutnya rezim terbaik . dioperasionalkan dalam berbag.ai 
ketetapan MPR, seperti Garis-GariS Besar Haluan Negara (GBHN), 

. yang menggambarkan tujuan pemJ?aPgunan sebagai meiiciptakan 
· manusia Indonesia yang seutuhnya yang berintikan keseimban� . 

b�bagai dinien.Si · kehidupan (materiU�nonmateriil, dunia�at, 
lingktlngail sosial-lingkurigan alam, kelompok dan individu). 

2.3 ldeologi-ldeologi Dunia 

Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian mengenai .ideologi, 
yaitu ideologi secara fungsional dan secara struktura1 Ideologi secara 
fungsional diartikali -sepetangkat gagasan tentang kebaikan bersama; 
ata� tentang masyarakat dail Iiegara yang dianggap paling baik, 
sedangkan i'deologi secara struktliral diartikan sebagai sistem 
:pembenaran, seperti gagasan'dan formula politik atas setiap kebijakan 
dan tindakan yang diambil oleh penguasa. 
· Menurut pendekatan stru,ktural konflik, k�as yang memiliki sarana 

produksi materiil dengan.8endirinya memiliki sarana produksi mental, 
seperti gagasan, budaya, hukum. Gagasan kel.as yang berkuasa di 
manapun dan kapan pun merupakan ·gagasan yang donlinaµ. Gagesan, 
budaya, hukum, 'dan sebagainya · �adar atau . tidak merupakan 
pembenaran atas kepentingan materiil pihak y.cu;ig �emiliki gagasan 
yang dominan: Sistem pembenaran ini disebut ideolOgi.'' 

B�t ini d.luraikan ideologl dalam arti fungsional. Namun, untult 
memberika!l gam.baran singkat mengenai ideologi secara struktural, 
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kini dik;emukakan sejumlah contoh . .  Di Amerika Serlkat, menjamin 
keaman� nasional berarti peningkatan produksi persenjataan yang 
bermakna pula menguntungkan industri-industri senjata. 

Peningkatan pertumbuhan pertanian berarti peningkatan produksi 
pupuk dan . bahan . kimia yang .lain, yang berarti .. menguntungkan 
industri•industri pup� dan bahan kimia. Demi stabilitas nasional di 
negara-negara berkembang acap ka1i berarti mengurangi kebebasan 
politik warga negara. Uraian lebih jauh mengenai asal- usul berbagai 
konsep tentang. ideologi; antara lain, dapat dibaca pada buku yang 
disunting oleh Cox.17 · · . 

Ideplogi da1am arti fungsional digolongkan secara tipologi dengaii 
dua tipe, yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. 
Suatu ideologi. dapat digolongkan doktriner· apabila ajaran-ajaran 
yang terkandung .dalam ideologi itu dirumuskan seeara sistematis dan 
terinci dengan jelas, dilndoktrlnasikan kepada warga masyarakat,· <:Ian 
pelaksap.aannya diaviasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat 
peinerintah. Komunism.e merupak3n salah satu contohnya. Bi�ya 
sistem_ nilai atau ideologi yang diperkenankan_ hidup dalam 
masyarakat seperti ini hanyalah ideologi yang doktriner tersebut. Akan 
tetapi, apabila ajaran- ajaran yang terkandung dalam. ideolo� tersebut 
tidak dirumuskan Secal1l sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan 
secill'a- llIXlum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi itu ti
dak · diindoktrinasikan, tetapi . disosialisasikan secara fungsional 
melalui kehidupan keluarga, Sistem pendidikan, sistem· ekonomi, 
kehidupan agcµna dan sistem politik. 

Atas dasar itu, pelaksanaannya tidak diaw&si oleh aparat partai atau 
pemerintah, melail)kan dengan pengaturan kelembagaan. Maksudnya, 
siapa saja yang tidalt menyesuaikan diri dengan . nilai- ni1ai yang 
terkandung dalam ideologi tidak akan dap�t hidup secara wajar. 
Individualisme (liberalisme) merupakan salah satu contoh ideologi 
pragmatis. Biasanya tidak satu ideologi saja yang diperkenankan 
berkembang dalam masyarakat . ini,. tetapi ada satu yang dominan 

Berikut ini dijelaskan secara sekilas beb�pa ideologi dunia, yalmi 
liberalisme, konservatisme, sosialisme, · komunisme dan fasisme. 
Subbidang ilmµ politik yang secara khusus mempelajari ideologi
ideologi · dunia, yakni · Sejarah P� Politik (teori- teori politik 
dalam arti normatif.:..spekulatif).18 

• 

2.3. 1  Libera/isme 

Llberalisme tumbuh dari . konteks masyarakat Eropa pada a bad 
pertengahan. Ketika itu masyarakat ditandai dengan dWI karakteristik 
berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem 
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dominasi . kompleks dan kuknh, dan pola hubungan da1am sisten1 ini 
betSifat statis dan sukat berubah.18 · 

Kaum aristokrat. saja yang diperkenankan memili1d tanah, golon� 
feodal ini pula yang menguasai proses politik dan ekonomi, sedangkan 
para petani berkedudukan sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh . 

patronnya, yang harus membayar pajak dan �enyumbangkan tenaga 
bagi sang patron. · 

Di . beberapa.  tempat di Eropa, para petani malahan tidak 
diperkenankan pindah ke tempat lain yang dikehendaki · tanpa 
persetujuan sang patron (bangsawan). Akibatnya, merek� tidak lebih 
seb.agai milik pribadi sang patron . . Sebaliknya, kesejahteraail para 
penggarap itu seharusnya ditanggung oleh sang patron . .  
· Industri dikelola � bentuk gilde-gilde yang mengatur secara 

ketat, bagaimana suatu barang diproduksi, .berapa jumiah dan 
distribusiri.ya. Kegiatan itu dimonopoli oleh· kaum aristokrat .. 
Maksudnya, pemilikan tanah oleh kaum bangsawan, hak-hak istiinewa 
gereja, peranan poll�. raja dan kaum bangsawan, dan kekuasaan 
gilde-gilde dalain ekonomi merupakan bentuk-bentuk dominasi yang 
melembaga atas individu. 

Dalaln konteks perkembangan masyaiakat itu muncul induStri dan 
perdagarigan da1am skala besar; setelah 'ditemukan .beberapa teknologi 

. paru. Untuk mengelola indushi dan perdagangan dalam skala besar
besaran ini jelas diperlukan burtlh yang bebas dan dalam jumlah yang 
·banyak. niang gerak yang leluasa, mobilitas yang tinggi dan kebebasan 
berkreasi. 

· 
· 

Kebutuhan-kebutuhan baru itu terbentur pada aturan-aiuran yang 
diberlakukan· secara lJlelembaga oleh g'o�ongan feodal. Yang membantu 
golongan ·ekonomi . baru terlepas dari kesukaran itu ialah munculnya 
paham liberal.· Liberalisme .tidak diciptakan oleh golongan ·pedagang 
dan · industri, .melainkm .djclptakan oleh golongan intelektwil yang

. digerakkan oieh keresahan ilmiah (rasa ingin tahu dan keinginan 
untuk mencari pengetahuan yang baru}dan artistik umutn pada zaman 
itu. 

Keresahan hl�eldual tersebut disainbut oleh golongan pedagang 
dan indushi, b� hal itu digu'nakalruntuk membenarkari ttµitutan 
pol,itik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja, daD. gilde- gilde. 
Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk. dapat menjalanka:n 
kegiatan ekonomi secara bebas; tetapi juga mencari keuritungan yang 
sebesar-besamya. 

· 

Masyarakat yang terbaik (rezim ierbaik), m.enurut pa,ham liberal 
adalah yang memung� individu mengembangkan keinampuan� 
·kemampuan j.ndividu sepenuhnya. · Dalaln masyaruat yang baik, 

. semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bak&t
b�tnya. · Hal ini mengbaruskan para individu untuk bertanggung 
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jawab atas tiµdakannya, dan tidak menyuruh seseorang melakultan 
sesuatu unfuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus 
dilakukan. 

Seseorang yang b�dak atas tanggung jawab sendiri dapat 
mengembanglqlli. � bertirididi:''.Menurut asumsi liberalisme " ·  

inhah, jolin Stuart
.
Mill mengajukari aliUmen yang lebih mendulcwlg 

pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal.20 . 
Dia mengemukakan tUjuan utama politik ialah mendorong setiap 

anggota masyarakat untuk bei:tanggung jawab dan. menjadi dewasa. 
Hal ini hanya dapat terjadi manakala mereka ikut serla dalam 
pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh. karena 
itu, walaupun seorang raja yang bijaksana clan baik hati, mungkin 
dapat membuat keputusan yang lebih baik atas nania rakyat daripada 
rakyat itu sendiri, bagaimanapun juga demokrasi jauh lebih baik 
karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagr dµi 
mereka, terlepas dari baik-burulmya keputusan tersebut. 

· 

Jadi, ciri-ciri ideologi liberal sebagai ·berikut� Pertama, demo1$:rasi 
merupakan bentuk pemerfutahan yang lebih . baik. Kedua, anggota 
masyarakaf memiliJd kebebasan intelektual penuh, termasuk 

· kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers. 
:Ketiga, pemermtah hanya mengatur · kehidupan masyarakat secata 
terbatas; Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sebingga 
rakyat dapat belajar membuat keputusan untult dirl sendiri. Keempat; 
keltuasaan dari seseorang terhadap orang �· merupakan ha1 yang 
buruk. Oleh kareila itu, pemerintahan . dijalankan sedemooan rupa 
sehlligga penyalahgUnaan kekuasaan dapat dicegah.-- Pendek kata, 
kekuasaan dicuri� sebagai cenderung discµahgunakan,. dan karena 
itu sejauh mungkin . dibatasi. Kellina, .suatu masyarakai dikatakan 
berbahagia apabila setiap intµvidu atau sebagian terbesar individu 
berbahagia . . Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, 
k�bahagian sebagian besar individu belum tentu ·maksimal. 

Dengan demikian. kebaikan suatu masyarakat atau rezim diulpJr 
. dari seberapa �ggi individu berhasil mengembangkan kemampuan
kemampuan dan bakat-bakatnya.�1 Paham ini dianut di Inggris dan 
koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat. 

2.3.2·Konservatlsme 

Ketika liberalisme . m�nggonc�gkan struktur masyarakat feodal 
yang mapanl · g�1@.11 .;eqdal berusaha mencari ideologi tandingan 
uniult mengha.dapi kekuasaan persuasive liberaliSm.e. Dari ·csinilah 
muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal22 

· Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang. terlalu 
individualistis karena memandang masyarakat lerdiri atas individu 

35 



. 

· atau gabungan individu. Seballknya, menurut paham konservatif 
masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain tidak sekadar 
penjumlahan unsur-unsurnya; dan suatu. kelompok lebih dapat 
menCiptakan kebahagiaan yang lebih besar daripada yaJ.lg dapat 
diciptakan oleh anggota masyarakat secara individual, Liberalisme, 
menurut penilaian · paham koris�tvatif cendei-ung menimbulkan 
sejurillah individu yang hidupnya· Iebih baik tetapi tidak peduli pada 
keadaan.sekitarnya; 

· 

. 

Paham konsetvatif itu. ditandai dengan gejala-gejala berikut. 
Pertama, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. 
Masyarakat harus memiliki str$tur (tata) yang stabil sehingga setiap 
orang mengetahui, bagaimanakah ia hams berhubungan dengan orang 
lain. Sesec>rang akan lebili dapat · memperoleh kebahagia� sebagai 
·anggota- 5uatu ·keluarga, anggota gereja dan anggota ma5yarakat 
daiipada yang .dapat ·diperoleh. se�ara individual. Kedua, -untuk 
menciptakan·masyarakat yang ,tertata .dan stabil itu diperlukan suatu 
pemerintah yang mem:iliki · kekµ.asaan yang - mengikat tetapi 
bertanggung jawab. Apabila liberalisme mencurigai dan karena itu 
membatasi ke�an maka paham ini m�dang kekuasaan 8eCaI1l 
positif sepanjang digunakan mituk men�pai tujuan bersama. Paham 
konservatif berpandangan pengaturan yang tepat a�s kekuasaan 
akan menjamin perlakuan yang saIIia terhadap setiap .orarig. _Ketiga, 
paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa d� 
masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Posisi ini 
bertentangan dengan paham Uber.al. yang beq>andangan pihak yang 
lemah· harus bertanggting jawab atas urusan dan hidupnya. Sisi 
kouservati£ inilah yang. menimbiilkan untuk pertama kali negara 
kesejahteraan (welfare-state) dengan program-program jamina?) sosial 
bagi yang berpenghasi1an rendah. . 

· Liberali5me clan konservatis.me di -Amerika Serikat mempunyai 
pengertian yang lain. Di Amerib Serikat secara Unium dikenal dua 
ideologi yang bersaingan, yakni liberal yang mendasari · :i?artai 
· Demokrat dan konservatif yang mendasari Partai Republik. Selain itu, 
ada pula yang agak liberal di Partai Republik dan agak konservatif di 
Partai Demokrat. . . . . 

Kedua ideologi itu sesungguhnya merupakan pengembangan · dari 
liberalisme seperti yang dikembangkan di Eropa. Karakteristik paham 
. liberal di Amerika Serikat dalam hal ini menaruh perhatian pada 
ketimpangan sosial di kalangan minoritas, mendukung campur tangan 
pemerintah yang lebih besar. dalam mengatasi ketirilpan:gan sosial 
ekonomi, men.aruh perhatian pada._ .pem�an kebebasan menya.
takan pendapat dan hak-hakp�tik·yang Ialnymenekankan.pemisahan 

· negara deng� agama, kurang �endukung pem.buatan peraturan 
. untuk mengatur kehi4upari anggota · masyarakat s�cara moral 
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(misalnya menentang aturan yang melarang aborsi), dan kutang 
menyetujui pembangunan militer secara besar-besaran dan tidak 
menghendaki intervensi militer ke.negara lain. 23 

Paham konservatif berp�dangan sebalilmya dari karakterlstik lib-
. eral. Pemerin� yangterbaik ialah ya;ng memerintah sedikit mungkin, 

ekonomi dan pasar bebas akari dertgan sendirinya menguntungkan 
semua individu, menghendaki keterkaitan negara dengan agama, 
�g memperhatikan hak-hak �pil golongan minoritas, mendukung 
p eraturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara moral 
(menentang aborsi}, mendukung pembangunan industri persenjataan 
besar-besaran, dan· untuk menjamin kepentingan ekonomi: dan 
politiknya bersedia melakukan intervensi militer atas negara-negara 
lain. 

. 

Ciri lain yang membedakan kedua- ideologi ini menyangkut 
hubungan ekonomi dengan negara · lain. Paham konservatif tidak 
menghendaki pengaturan ekonomi (proteksi), nielainkan menganut 
paham ekonomi internasional yang .bebas (persaingan bebas), 
sedangkan paham liberal cenderung mendukung pengaturan ekonomi 
internasional sepanjang hal itu membantu buruh, konsumen dan 
golongan menengah domestik.24 

· 

2.3.3 Sosialisme dan Komunisme 

Sosialisme merupakan re� terhadap r�volusi industri dan akibat
akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad 
kesembilan belas dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih 
didasarkan pada pandangan kemanusiaan (humanitarian), dan 
meyakini kesempurnaan watak manusfa. Penganut p aham ini 
berharap dapat menciptakan masyatakat sosialis yang dicita- citakan 
dengan kejemihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara 
kekerasan dan revolu'si. 

Pada· perkembangan berikutnya, analiSis sosial paham · sosialis 
tampak lebih jelas. Paham ini b&keyakinan kemajuan manusia dan 
keadilan· terhalang dengari lembaga hak milik atas sarana produksi. 
Peniecahannya, menurut paham ini ialah dengan membatasi .atau 
menghapuskan hak mi1ik pribadi (private proverty) dan menggantinya 
dengan pemilikan bersama atas sarana produksi. Dengan · cara ini, 
ketimpangan distribuSi. kekayaan yang tak terelakkan dari lembaga 
peri:tllikan pribadi di bawah kapitalisme dapat ditiadakan. 

Perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme terletak pada 
sa:r:ana yang digunakan untuk menglibah kapitalisme. · menjadi 
sosialisme. Paham sosialis . berkeyakinan p erubahan dapat dan 
seyogianya dilakukan dengan cara-cara damai qan demokratis. Paham. 
sosialis juga lebih luwes dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh 
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secara bertahap, dan . da!am hal kesediaan berperanserta dalam 
pemerintahan yang beluni seluruhnya menganut sistein soSialis. Paham 
soSialis ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat . 

. Pada pihak lain, . paham komunis berkeyakinan perubahan atas 
sistem kapitalisine harus dicapai dengcin .cara�cara revolusi, dan 
pemerilltahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan .pada·. masa 
transisi. Dalam masa transisi dengan bantuan negara di bawah 

· diktator prolet�iat, selUr'Uh hak milik pribadi . dihapuskan dan 
· diambilalih untuk selanjutnya berada dalam kontrol negara. 

· 

Pada gilirannya, negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi 
diperlukan. Paham ko;munis ini pernah diterap�an di bekas. negara Uni 
Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Kini paham komunis � 
diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam. Paham 
komunis di bekas negara Uni Soviet berbeda dengan paham komimis 
di RRC dalain penafsirazi mereka atas ajaran Marxism.e . .  Contohnya 
Revolusi Oktober di Uni SoViet dimotori oleh kelompok pelopor 
(vanguard group), · sedangkan �olusi di RRC dilakukan dengan cara 
gerilya bersama ·petani. · 

Perubaban-perubahan drastis dalam peta politik dan ekonomi, 
seperti kehancuran di Uni Soviet ·dan kejatµhan rezim komtinis di 
negara-negara Eropa Timur pada sejak 1989 menunjukkan sosialisme. 
dan komunisme tengah dilanda .kri�is berat.25 Hal terbaik yang 
mtmgkin muncul dari krisiS ini berupa tiinbulnya sosialism.e yang 
berwajah manusiawi· (sosialisme humanis), sedangkan kemungkinan 
terburuk yang mungkin muneul .dari lqisis ini berup� hancurnya 
komunism.e� Tampaknya ha1 yang teraldrlr inilah yang sudah dan ·akan 
terjadi.· 

2�3.4 Faslsme 

Sebenarnya fasisme lebih merupakan gaya politik daripada ideologi 
sebagai seperangkat .gagasan tentang kebaikan bersania. :Paham ini 
·IQ.erupa1?m tipe nasiop.alism� yang romantis dengan segala kemegaluµl 
upacara dan simbol-simbol yang inendukungnya untuk mencapai 
kebesaran negara. · · 

Hal itu akan · dapat dicapai apabila terdapat seorang pem.inipin 
kharismatis sebagai simbol kebesaran negara yang · didukung oleh 
·massa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat 
indoktrinasi, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan sang 
pemimpin besar dan aparatnya. Fasis�� ini .. 1p�ah dit�pkan di 
Jerman, Jepang, Italia, dan Spanyol; t�tapi : 1>�!l�pan paham ini 
sangat bervariasi di antara negara-negara tersebut. 

Dewasa ini pemiklran fasiSme cenderung inuncul sebagai kekUatan 
reaksioner (right wing) di negara-negara maju, seperti Skin Head dan 
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Kluk Kluk Klan di Amerika Serikat yang berusaba mencapai dan 
mempertahankan supremasi kulit putih. 
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BAB 3 
BANGSA DAN NEGARA 

3�1 Pengantar : · · · 

Manusia dapat dikategorikan dalam berbagai kelompok. 
Pengelompokan atas dasar jenis kelamjn secarii konvensional dikenali 
dengan kategori . wanita dan pria. Dan segi adat-istiadat dan bahasa 
dikenal . dengan berbagai kelo�pok suku bangsa, seperti suku bangsa 
Jawa, Sunda, Arab, dan RuSia� Lalu b�kan ciri fisik biologis 
manusia dikdompokan menjadi beberapa :ras, seperti . Mongoloid, 
Eropa, Melayu; dan Melanesia. Menurut iman .  kepercayaan kepada 
Tuhan Yang· Maha Esa, manusia berkelompok menjadi penganut 
agama Islam (Sunni dan Syiah), KriSten Katolik, Kristen Protestan, 
·Katolik OrtodokS, Yahudi, Hindu, Buddha, . dan Shlnto. llerdasarkan 
juridis formal manusia dikelompokan da1am kategori warga n�ara . 
dan kategori warga negara asing; 

· 

. . :; �·· · . 
. seluruh kategori di atas dipelajari � ilmu . pQlitik.: .!Jal itu 

disebabkan kategori-kategori tersebut sangat berkai�an· dengan 
konsep.:.ko�J> bcµigsa dan negara. llmu politik memusa,tkcin perhatian 
pada konsep pangsa dan negara karena semua · proses politik 
menyangkut bangsa dan negara. . · 
. . Apabila permasalahan bangsa dibahas maka dua konsep lainmuncul 

ke permukaari, yaitu suku bangsa (ethnic group) ¢1nras.1 suku bangsa 
merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan k�aan ciri ... 

clri .fisik biol9gis, seperti warna kulit, bentuk wajah (hidung dan mata), 
bentuk rambut, dan perawakan. 

Suatu suku bangsa· dapat .memiliki lebih
. 
dari satu negara seperli 

suku ban�. ·Arab y;mg terkelompokan menjadi . }ebih dari sepuluh 
negara Arab. La!u suatu.ras terd.iri atas lebih dari satu negara bukan 
menjadi pertanyaan lagi karena tidak ada satu ras di dunia yang 
memiliki satu negara saja. Ternyata ras bukan fak:toryang m�entukan· 
.daJam pembentukan bangsa,.n�. Sebaliknya, .suatu negara dapat 
terdiri atas beberapa suku bangsa dan ra�, sep� Indonesia dan 
Amerika Serikat. . 

Negara juga bukanlah pengelompokan masyarakat berdasarkan 
kesamaan · identitas kultural a tau fisik biologis. Negara · 
menggambarkan adanya satu � kekuasaan yang memonopoli 
penggunaan paksaan .fisik yang sah terhadap kelompok masyarakat 
yang tinggal dalain wilayah yang jelas batas;.batasnya. Jadi, negara 
merupakan pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan struktur 
kekuasaan yang memerintalmya. 



3.2 Proses Pembentukan Bangsa-Negara 

Suatu negara yang memilild_ berbagai sll;ku bangsa dan ras berupaya 
keras membentuk suatu bangsa barn dengan identitas kultural yang 
baru .pula. Hal itu dimaksudkan agcir dapat bertahan lama dan mampu 
mencapai tujuan. 

Proses terbentuknya suatu negara terp·usat modern ya_ng 
penduduknya meliputi satu 'naSionalita's (8uatu bangsa) ·merupakan 
proses pembentukan bangsa-negara. Pengertian bangsa dalain istilah 
satu bangsa berbeda dengan pengertian·bangsa d� istilah bangsa
negara (nation-state) . .  · �,. • · · 

Bangsa d-alam bailgsa..;negara mencakup jumlah kelompok 
. maSyaraka"t (b�b.agai - suku bangsa dan ras) yang lebih luas daripada 
bangsa dalam .·suku .bangsa. Kesainaari · identitas kultural · dalain suku 
bangsa le})ih sempit'ca�pannya - daripada ·identitas ku}tural da1ain 
bangsa- negara. · 

· 

Lalu · Ben .Aflderson, seorang ilmuwan· polltik dari Universitas 
Cornell meruinuskan pengertian bangsa : secara unik. 'Menurut 
penga:m:atannya, .bangsa merupakan komunitas - politik yang 
dibayangkan (imagined political community) da1am wililyah yang jelas 
batasnya dan berdaulat.2 

-

Dikatilin sebagai komunitas polltik yang dibayangkan katena 
bangsa yang paling. kecil sekalipun. para anggotanya tidak kenal satu
sama lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa- yang paling 
besar se\mlipun -'-yang penduduknya ratusan juta jiwa.;_ mempunyai 
batas wilayah yang reiatif jelas. Dibayangkan sebagai berdaulat 
karena bangsa ini berada _di bawah suatu negara mempunyai 
kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebµt� �ya� 
disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena . tei'lepas dari 
adanya kesenjarigan <ian penindasan, para anggota bangsa itu seialu 
memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah. air. 
Perasaari ·sebangsa inilah ·yang menyebabkan berjuta-juta orang 
bersedia ma ti bagi · komunitas yang dibayangkan itu. 

· · 

Sem�ntara itu, secara umum dikenal adanya dua model. proses 
pembentukan bangsa-negara.3 Pertama, model o�doks yang bermula 
dari adanya suatu bangsa terlebih dahwu untuk kemudian bangsa itu 
membentuk satu negara tersendiri. Setelah bangsa-negara ini 
terbentuk, kemudian suatu rezim politik (konstitusi) dirumuskan. dari 
ditetapkan, dan.sesuai dengan pilihan rezim politik itu, dikembangkan 
sejumlah bentuk partisipasi politik warga masyarakat dalam 
kehidupan bangsa-negara . . Kedua, model mutakhir yang berawal dari 
adany8: -�egara · terleb�:�lj%�:�yai)g -te;��tuk melalui proses' 
tersendiri, sedangkan pendudwmya merupakan kumpulan sejumlah 
kelompok su1ru bangsa dan ras. 

Pada tingkat perkembangan tertentu, munculnya kesadaran politik 

�? 



di kalangan satu atau beberapa kelompok suku bangsa untuk . 
berpartisipasi dalain proses politik akan membawa mereka kepada 
pertanyaan yang lebih mendasar. Pertanyaan ini berkaitan dengan 
pilihan rezim politik. Hal itu dipertahyakan setelah melalui proses 
politi,sasi yang secukupnya. 

Suatu bangsa akan terbentuk ·apabila masalab-masalah bentuk 
partisipasi politik dan r� politik disepakati jawabannya. Namun, 
pada· proses politisasi yang dilakukari secara memadai, mungkin saja 
terdapat satu atau lebih kelompok suku bangsa yang tidak bersedia 
ikµf serta dalam b angsa yang baru. Mungki� disebabkan 
ketidaksetujuan mereka terhadap pilihan bentuk-bentuk partisipasi 
politik clan rezim politik. Dalam sit\lasi ini, mungkin terdapat satu 
atau lebih kelompok etnis yang menghendaki suatu negara sendiri atau 
iµungkin :in�nghendaki bentuk kompromi seperti. daetah istimewa 
dengan hak-hak dan kewenangan khusus. 

Kedua model ini berbeda dalam empat · hal. Pertama, ada tidaknya 
perubahan unsur dalam pengelompokan masyarakat Model ortodoks 
tidak mengandung perubahan 1,1D.Sur karena satu bangsa membentuk 
satu neg;µ-a. Model mutakhir niengandung p·erubahan unsur dari 
banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa baru. Kedua, 
lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa
negara. Model ortodoks memerlukan waktu yapg singkat sebab 
membentuk struktur kekua5aan saja (tidak perlu ·membentukidentitas 
Ioiltural barn), sedangkan -model mutakhll: memerlukan waktu _ yang 
lebih ·1ama karena harus · mencapai kesepakatan tentang identitas 
kultural (nasionalitas) yang baru. Ketiga, kesadaran politik dalam 
model ortodoks mun.cul setelah terbentukny� . bangsa- negara_, 
sedangkai:t dalam model mutakhir kesadaran politik muncul 
mendahului dan menjadi ko�disi awal bagi terbentuk,nya bangsa
nega"ra. Keemp�t, derajat pentingriya partisipasi politik dan · rezim 
politik. Dalam model ortodoks, partisipasi politik dan rezim· politik 
dianggap sebagai hal yang terpisah · dari proses integrasi nasional, 
sedangkan dalam model mutakhir kedua 

· 

hal · itu merupakan hal-hal . 
yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional (pembentukan 
bangsa-negara). 

Kedua model ·di atas sangat berguna. dalam menggambarkan secara 
sederhana proses pembentukan bangsa-negara yang dalam kenyataan 
bersifat rumit. N amun, kedua model mengandung tiga · kekurangan 

. pokok. Pertama, memandang proses pembentukan bangsa-negara dari 
. . sudut kemajem.ukan suku bangsa saja. Padahal permasalahan integtasi. 

nasional juga disebabkan dengan kemajemukan agama, ras· (pribumi 
dan nonpribumi) dan kesenjangan sosial ekonomi. Kedua� faktor 
historis �hususnya hal ihwal yang berkaitan dengan pengalaman 
penjajahan tidak dimasukan ke dalam model-model tersebut. Ketiga, 
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dalaln kenyataantidak banya terdapa.t dua mo4el proses pem.bentukan 
bangsa-negara, tetapi juga tel'.dapat mod� ketiga seperti yang dialami . 
Indonesia berhubung� dengan · proses pemb�tukan bangsa baru, 
yang mulai berlangsung jauh sebelµm negara terbentuk. Dalain ha1 ini, 
satu di antaranya yang terpent:ing berupa Sumpah Pemuda 1928. 

. . 
3.3 Faktor·Faktor Pembentukail ldentitas Bersama 

Sebagaimaila dijelaskan di atas, penibentukan bangsa-negara sangat 
berkaitan dengan identitas .yang· tersedia untuk menyatukan 
masyarakat. Fakto?:-faktor yang diperkirakan �enjadi _identitas 
bersama suatu masyarakat (bangsa) meliputi primardial, sakral, tokoh, 
bhinneka tunggal ika, konsep sej3rah, perkembangan ekonomi, dan 
kelembagaan. Berikut ini secara· ringkas dijelaskan keenam faktor 
terse but. 

3.3.1 Primordial 

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, 
daerah, bahasa, dan _adat-istiadat 'merupakan faktor:-faktor primordial 

. yang dapat membentuk bangsa-negara� Primordial ini -tidak hanya 
menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga-.melab.irkan 
persepsi yang sama tentang 1m1SYarakat-negara yann. dicita-citakan. · . 

Wahiupun ikatan kekei'abatan dan kesamaan budaya itu tidak 
menjamin terbentuknya suatu bangsa -:..karena mtingkin ada .. faktor 
yang lain yang lebih menonjol- namun kemaj�Ukari secara budaya 
mempersukar pembentukan .satu nasionalitas oaru (bangsa-negara) 
karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai. 

Salah scitu negara yang mengalami k� dalain membentuk . 
nasio�tas baru karena kemajemukan sulru bangsa, yakni ·Malaysia. 
Negara ini inenc3kup tiga kelompok masyarakat, seperti Melayu, Cina, 
dan India yang jumlah anggotanya relatif seimbang. 

3.3.2 Sakral 

Kesamaan .agama yang. �pelUk · oleh suatu masyarakat, atau ikatan · 
ideologi doktriner .yang kuat dalain suatu masyarakat merupakan 
faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-negara. Ajaran-ajaran 
agama dan ideologi doktriner tidak menggaiµbarkan semata-mata 
bagaimaila �eharusnya hidup ·cdahim ·hal irii · �ara, lllduJ)' yang suci, ·· 

· agama menjanjikan surga, ideologi doktriner menjanjikail masyarakat 
tanpa kelas). · . . . · 

Karena menggambarkan cara hidup yang seharusnya dan \ujuan suci 
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Walaupun kesamaan agama atau ideologi tidak menjamin bagi 
terbentulmya suatu bangsa-negara, sebagai'mana ditunjukkan dengan 
kenyataan lebih dari sepuluh negara Arab untulc Islam, puluhan 

. negara Amerika Latin -untuk Katolik, dan � negara komunis, 
namun faktQr sakraLmi.ikut menyutribangkal). b�gi terbentulmya satu 
narionalis. 

3.3.3 Tokoh 
Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani clan dihormati 

secara luas oleh masyarakat dapat pula. nienjadi faktor yang 
�enyatukan. suatu bangsa-negara . .  Pemimpin. . ini. menjadi panutan 
sebab warga . masyar�at mengidentifikasikaD. diri ·kepada · sang 
pemimpin, dan ia dianggap sebagai "penyambung lidah" masyarakat. 

Berdasarkan masyarakat yang tel,}gah membebaskan diri dari 
belenggu penjajahari, bia8anya muncul pemimpin .yang ldlarismatik 
untuk menggeraklcan massa· rak:yat mencapai kemerdekaannya. 
·Kemudian pemimpin J ni muncUl sebagai · sim�l persatuan bangsa, 
seperti tpkoh dwitunggal . Soekarno-Hatta ·di Indonesia dan Joseph 
BrQS Tito di Yugoslavia. 

A;kan tetapi, pemimpi� saja mungkin tid.ak menjamin bagi 
ter.Qentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat 
sem.entara. Dalam hal ini ada dua penyebab. Pertama, umur manusia 
(pem.impin) terbatas, clan khususnya pem.impin kharismatik tidak 
dapa( diwariskan. Pemimpin· tidak hanya yang masih hidup dapat' 
berfungsi sebagai siI,nbol p�tuan bangsa, tetapi jliga yang sudah 
menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi . 
masyarakat niemerlukan tipe kepemim.pinan yang sesuai. Kedua, tipe 
kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangaii �arakat. 
Masyai'akat yang berubah menghendaki tipe pem.impin yang befubah 
pUla. Pada pihak lain tidak hanya di negara-ne� berkembang 
seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai simbol persatuan 
bangsa,•tetapi juga :di negara-negara yang maju seoi:'ang pemimpin 
dllUrmpkm tampil sebagai "wakil" atau personifikasi bangsa di dalam 
maupun di luar negeri. 

· 

3.3.4 Se/arah 
Persepsi yang · sama . tentang asal-usul (nenek moyang) dan/atau . 

persepsi yang Sama funtang pengalaman masa lalu _seperti penderi�an 
yang · saµia yang disebabkal) dengan penjajahan tidak, hanya 
meiahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi , 
jUga tekad dan tujtian yang sama antarkelompok Diasyarakat. 

45 



Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identltas · 
yaJlg . �enyatuk;an mereka seQagai bangsa sebab hal-hal Jni akan 
membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat. Sejarah tentang 
asal-usul· dan pengalaman masa lalu · ini biasanya dirumuskan 
(cenderimg didramatis�), �dan disosialisasik8n kepada seluruh 
anggota masyarakat melalui media massa (film· dokumenter, film 
cerita, dan dramatisasi melalui televisi . dan radio). Khusus . bagi 
generasi baru, konsep sejarah iiµ disampaikan melalui pendidikan 
formal berupa sekolah-sekolah da� mata ajaran Sejarah Nasional.• 

Selai� itu, dipastikan .hampir · semua negara . secara sadar . 
menciptakan dan memelihara simbol-simbol yang dapat membentuk 
persepsi yang sama ·tentang niasa lalu, sep�i �tempat-tempat atau 
gedung-gedtmg bersej.arah, patung-patung, dan berbagai pernyataan 
dan u�apan bersejarah. · 

· · 

3.3.5 Bhlnneka Tunggal lk� 
. . . 

Faktoi' lain yang dapat menjadi identitas pembentuk bangsa- ne� 
b�pa prinsip .berSatu dalam perbedaan (unity m diversity). Yang 
dimaksudkari dengan bei-satu dalam perbedaan ialah kesetiaan warga 
masyarakat pada suatu 1.embaga yang qisebut .Negara, atau 

· pemerintahan· yang mereka pandang · dan yakini mendatangkan 
kehidupan yang lebih . manusiawi tetapi . tanpa menghllangkan 
keterikatan kepadci suku bangsa, .adat .. istia�t, ras, atau agama. 

Setiap warga masyarakat akan memnw kesetiaan ganda (�ulti 
ZoYalties) sesuai. dengari porsinya. Walaupun mereka tetap mem.iliki 
keterikatan . pada identitas kelompok, namun mereka menunjukkan 
kesetiaan yang lebih· bes.ar pada .kebersamaan yarig beiviujud � 
bentuk bangsa-negara di bawah suatu pemerinWi yang berkeabsahan. 
Untuk. yang terakhir in;i, mereka sepakat hidup bersama sebagai 
bang�a berdasarkan kerangka. politik dari prosedur hukum yang 
berlaku bagi anggota masyarakat. · 

Pengaturari tentang apa saja yang menjadi urusan negara dan apa 
saja yang ticl;µt dapa,t diganggu-gugat oleh.· negara itu dii'umuskan 
dalam kerangka politik dan hukum tersebut. · Negara ·Swiss ya,ng 
.meinililtj masyarakat terdiri . atas berbagai agama· . (Katolik dan 
Protestan), berbagai suku: bangsa (Jerm'an dan Prancis), pelbagai 
bahasa (Jerman dan Prancis) dan berbagai daerah (kanton-kanton), 

· menjadi salah satu contoh bangsa-negara yang terbentuk atas dasar 
prinsip bersatu dalam perbedaan. Contoh'yang lain Amerika Serikat. 
P.rinsip itu tampaknya dapat- ditefapkall -dalam inasyarakat yang· 
anggotanya inemiliki kesad� ·hukum dan . demokrasi yang· tinggi 
saja. 

· · 



3�3.6 Perkembangan Ekonomi 

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkaii spesialisasi 
pekerjaan yang- beraneka ·sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Semakin tinggi mutu . dan semakin bervariasi kebutuhan _µiasyarakat, 
'semakin tinggi pula tingkat saling bergan� di azitara berbagai jenis 
pekerjaan. 

Setiap ·orang bergantung pada pihak .lain dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antar
anggota masyarakat karena· perkembangan ekonomi maka semakin 
besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas 
yang ditimbulkan dengan perkembangan ekonomi itu disebutkan oleh 
Durkheim sebagai solidaritas organis.5 Hal ini berlaku dalam 
masyarakat industri maju, seperti Eropa Barat dan Amerika Utara. 

$.3.7 Kelembagaan 

Faktbr Iain yang juga berperan dalam proses pembentukan bangsa 
berupa lembaga-:lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, 
angkatan bersenjata, dan parj:ai politik.8· · 

Setidak-tidaknya terdapat dua sumbangan birokrasi penierhltahan 
(pegawai· nege.ri untuk konteks Indonesia) bagi proses pem.bentukan 
bangsa, yak:ni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi 
pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk 
sehingga tersusun suatu kepentingan · nasional, watak kerj�, dan 
pelayanannya yang bersifat impersorud; tidak .· saling membedakan 
untuk melayani warga. negara. 

Ideologi angkatan b�enjata yang nasionalistis -:-kareha fungsin)ra 
memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan 
bangsa- personilnya direkrut dari berbagai etnis·dan_golongan da1am 
masyarakat. Selain itu, · mutasi dan kehadirannya di seluruh wilayah 
negara merupakan sumbangan angkatan bersenjata bagi pembentukan 
bangsa baru. Keanggotaan partai politik yang bersifat umum (terbuka 
bagi warga negara yang berlainan etnis, agama, atau golongan), 
kehadiran cabang-cabangnya di wilayah negara, dan peranannya 
dalam menampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat 
menjadi suatu alternatif kebijakan umum merupakan kantribusi partai 
politik.daiam proses pembentukan bangsa. 

3.4 ldeologi Nasional 

Pada bab kedua, "Kebaikan Bersama', ideologi dilukiskan sebagai 
seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Hal itu biasanya 



dirumuskan dalam bentuk tujuan.yang hendak dicapai dan cara�ara 
yang digtmakan untuk · mencapai tujuan. Oleb � itu, ideologi 

· dapat pula dirumuskan s�bagai suatu pandangan atau sistem nilai 
· yang menyellll'.Uh �. mendalam tentang tµjuan-tujuan. yang hendak 

· dicapai oleh suatu masya.rakat,, dan mengenai cara-cara y�g paling 
dianggap baik urihik m�cap� tujuari. Tajuan dan .  cara itu � 
moral dianggap paling baik dan ·adil · bagi penghayatnya untU.k 
mengatur. perilaku sosial warga. masy�akat dalain . berbagai segi 

. kebldup� di dunia ini. · 
Dengan rumusan itu dapat disimpulkan ada dua luiigsi ideologi 

dalam masyarakat. Pertama, iiienj�di ·tijjuaI_l dan cita-cita yang h_endak 
dicapai bersama oleh suatu :masYara}{at. Dengan d�an, · ideologi 
menjadi pedoman · dalam inembuat keputusan politik dan menjadi 
patokan (alat ukw;) . untuk menilai keberhasilan pelaksanaan 
keputusan politik. Kedua, sebagai peµiersatu masyarakat, dan 
karenanya menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjacli dalain 
masya:rakat. · · · . 

Dalam masy�at majemuk -yang di dalamnya terdapat sejumlah 
kelompok budaya, seperti suku bangsa, ras, dan agania- setiap 
kelompok budaya juga memiliki pand.?zlgan atau sistem nilai ·yang 
dipegang sebagai landasan untuk memajukan kepentingan
kepentingan. yang khas. Sistem . rulai itu , dapat · disebut sebagai 
subideologi selµngga dalam masyarakat majemuk terdapat sejumlah 
subideologi . .  Dalam situasi . ini ideologi nasional menjadi kon8ensus 
berbagai kelompok �an golongan kepentmgan, atau merupakan ·basil 
konsensus berbagai subideologi.7 

Oleb karena itu, suatu masyarakat majemuk menjadikan nilai- nilai 
·kemanusiaan, keaclilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, 
ketakwaari terhadap Tuhan Yang· Maha Esa sebagai ideologi nasional, 
sedangkan nilai-nilai lain $eperti indiVidual.iSme, komuni5me, fasisme, 
dail teokrasi tidak mereka jadikan sebagai ideologi . nasioi;ial karena 
dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik 
masyarakat. 

. Seperangkat nilai yang dianggap be.µar, sesuai, baik, adil, dan 
menguntungkan itulah yang· dijadiltan s�bagai ideologi nasionaL Hal 
ini disebabkan sifatnya yang menyatukan berbagai kelompok . 
masyarakat, memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, menjadi pedoman bertingkahlaku dalam kebidupan 
berbangsa dan bernegara, � menjadi prosedur penyelesaian.konflik. 
Pancasila merupakan ideologi nasional ·bagi bangsa rum negara Indo-
nesia. 

· 

., 

3.5 Neg�ra: Sistem [)ominasl dan Konsensus 
· Apabila kita memandang negara dari dan di dalam �arakat, maka 
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.akan terlihatlah bahwa, negara merupakan hubungan sosiaJ. yang 
bersifat dominatif.8 Negara mendukung dan mengorganisasikan 
hubungan-hubungan dominasi ini melalui institusi-institusi yang 
bia5anya m�onopoli sarana paksaan fisik (coercion) di da1ain wilayah 
tertentu. 

Pada umumnya negara clipandang· memi1iki kewenangan yang sah 
· untulc mempertahankan Sistem dominasi sosial. Dalam �t 
kapitalistis -yang lebih bertumpu pada hubungan produksi . atau 
struktur k� negara merupakan refleksi hubungan produksi yang 
ada, khususnya kelas yang dominan sehingga ia ti®k lebih sebagai 
aspek politik dari hubungan-hubungan sosial yang bersifat dominatif. 

Berdasarkan perspektif itu negara pertama-tama merupakan suatu 
hubungan doininasi yang mewakili kepentingan komponen 
masyarakat ycµig dominan. Hubungan ·masyarakat yang dominatif ini 
dijalankan dan clitegakkan melalui institusi-institusi, seperti polisi, 
m.iliter, birokrasi; dan hukum. . 

Dari .uraian di atas disimpulkan dalam :realitas analitis, negara 
merupakan aspek politik hubungan sosial yang bersifat donµnatif; dan 
dalam · wujud yang kongkret, negara merupakan seperangkat. institusi 
dan norma-norma hukum. yang menjalankan dan. menegakkan 
dominasi ifu. · 

Menurut interelasi.kedua wajahitu, kurang tepat unttik menyatakan 
lembaga-lembaga negara merupakan suatu rasionalitas yang berbeda 

· dan bei:diri di atas masyarakat. Sebaliknya, kurang tepat. pula 
memandang negara sebagai tidak mempwiyai.peranan penting dalain 
mengai-tikUlasikmi kepentingan kelompok �ang dominan saja. 

Dari sisi lain; negara selalu menjadi fokus pengorganisasian, dan 
menjadi pengorganisasi. konsensus meiigenai kepentingan umum · 
dalam masyarakat karena hal ini yang menjadi basis legitimasinya.11 
Untuk mencapai konsensus itu lembaga-lembaga negara harus 
meruijnpilkan diri sebagai pengeniban k;epentingan umum (suatu 
bangsa yang bersifat mengatasi kepentingan-:-kepentingan golongan 
dan pribadi di da1am masyarakat). Peranan negara �bagai pengelola 
konsensus mengenai kepentingan wnum akan diakui oleh masyarakat 
manakala negara mempunyai "mediasi" (sambungan komwiikasi) 
dengan.masyarakat, yaitu bangsa, hak-hak politik warga negara, daii 
kelompok populis. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, pengertian bangsa ialah identitas 
kolektif yang mendefinisikan '�kita":  yang pada satu pihak 
mengandung jar.ingan solidaritas yang dikenakan terha:dap 

· kemajemukan clan antagonism� di dalaJn masyarakat, pada pihak lain 
mengandung pengakuan sebagai suatu kolektivitas yang berbeda dari 
"mereka" atau bangsa lain. Ke-kita-an itu diungkapkan melalfil. 
simbolisme yang kuat, sebagaimana diwujudkan dalam bentuk 
bendera dan lagu kebangsaan, · dan juga m�ui sejarah resmi yang 
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memitoskan ke-kita-an ltolektif masa lalu,yang dibanggakan bersama 
p�. 

. 
Yang dimaksudkan dengan hak-hak politik warga negara ialah 

peranan abstrak yang berwujud dalam tiga hak. Pertama; hak meiD.ilih: 
dalam pemilihan umum sehingga menjadi dasar pembenaran bagi 
pemyataan bahwa kektiasaan yang dilaksanakan oleh mereka yang 
mem.egcn;ig peranan adalah ata:s persetujuanwarga negara. Kedua, hak 
menyatakan p�ndapat dan berasosiasi. Ketiga; hak untuk 
mendapatkan perlindungan -� dari tiridakan lembaga-leµibaga . 
negara yang menyimpang dari kew�gannya. �ya, kel():Q!pok 
populis yang merup� pejuang k�dUan bagi lapisan masyarakat 
yang·terf:indas dan yang tidak meiriiliki akses terhadap kekllasaan dan 
pemerintah .. Apa yang dinamakan "mediasr' pada dasarnya · 
merupakan ·perWujlidan ideologi nasioncµ suatu negara. · 

InsUtusi-institusi. negara akan mendapatk.an pengakuan sebagai 
pengemban konsensus mengenai ·kepentingan umum ap.abila lembaga
lembaga tersebut mengidentifikasikan din dengan bang5a, mengakui 
dan menjamin hak�hak politik warga negara, dan tanggap terhadap . 
tuntutan berbagai kelompok populis. Hanya dengan cara itulah · 

lembaga-:-lembaga·_.negara dapat menaip.pilkan diri sebagai pihak yang 
memperjuangkan dan m�lindungi kepentingan ilmum, · yakni 
kepentingan umlim. ·�ltj.ta" yang . mengatasi kemaj emukan dan . 
antagoilisme dalam masyaraka�; · · 

s� itu, pelaks3naan -hak..:hak:pr>litik warga negara dan populisme . . 
secara · efektU -da1ain arti -sebagai suatu �ealitas institusional dan 
.dalam arti ·peneiimaan $W>jektif d� -�bagian besat elit politik yang 
relevan� akan menjadi basis konsen,sus bagi p�an kekuasaan 
pada um.ump.ya dan kelruasaari paksaan pada khu5usnya� . . 

· 

Lembaga-leinbaga ·negata hams . berbuat demikian karena basis 
k�kuasaan negara harus, tam.pak . di. luar ·negara .. Negara akan 
mendapat legitimasi apabila mtnnpu rn.enampilkan diri segueµ dengan 
ruj� �lnya, yakni ketiga mediasi "tersebut. ltu sebabnya, 
�engapa negara adakalanya: ip.en�iµpakkan diri · sebagai_ 
P.engorganisasi dan pemelihara doininasi sosial, tetapi seringkali 
tampak sebagai pengorganisasi kepentingan umum dan melindungi 
"seluruh masyarakat. . . 

. . . 
Penainpilan negara sebagal. pengorganisasi kepentingan umum akan 

menimbulkan keya!Pnan dalam diri .warga negaia bahwa apa yang 
dilakukan dan yang tidak- dilaltukan oleh lembaga-lenibaga negara-"
waJaupun secant sistematis dihainbat sistem dominasi so$.ial yahg ada 
merupakan konsekUensi dari hak-hak polif;ik yang dimiliki sebagai
waz:ga negara, dariloyalitas mer��a �bagai ai:ggo1;a;sµatu bangsa, dan 
dan tuntutan' kelompok populis� D1. :satu pihcik ketegangan antara 
realitas negara sebag'ai pengorganisasi dan pemelihara sistem dominasi . 
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sosial, di lain pihak sebagai .pengorganisasi . kepentingan umum $n · 
pelindung seluruh masyarakat,· kendati dibatasi sistem dominasi yang 
ada merupakan karakteristik setiap bentuk negaia. 

Berituk negara yang muncul dari ketegangan itu dapat berupa salah 
satu. dari tiga bentuk . berikut ini. l'ertama, negara mempertallankan 
kekUasaannya tidak semata-mata dengan dominasi dan paksaan fisik, 
tetapi juga dengan memanipulasi "mediasi" (menjadi semacam 
ideologi dalam arti sistem pembenaran atas kepentingan pihak yang 
· dominan) sehingga warga negara percaya bahwa-ineteka diperlakukan 
secara tidak adil, dan kareila itu mereka menerima nasib mereka yang 
malang. 

· 

· Yang menonjol dalam mempertahankan kekuasaan bukan hanya 
dominasi fisik oleh polisi, militer, dan birokrasi, tetapi juga dominasi 
secara ideologis melalui media komunikasi massa (dalam bentuk 
propaganda) dan: media kom'llnikasi pendidikan (dalam bentuk 
indoktrinasi) dengan telmologi yang canggih. 

· Kedua, negara mempertahankan kekuasaan semata:-mata dengan 
paksaan · fi_sik dan kepentingan yang diartikulasikan pun hanya 
kepentingan kelompok yang dominan dalam masyarakat Negara 
tanpa "mediasi" ini merupakan negara tanpa dasar korisensus 
sehingga ia bertumpu pada sistem dominasi yang vulgar. Negara ini 
sering pula disebut negara polisi. Ka:rakteristik negara yang pertama 
dan kedua jelas tidak dapat dikategorikan sebagai negara demokratis. 

Selanjutnya, negara mempertahankan kekuasaan tidak hanya 
dengan paksaan fisik, tetapi · juga dengan persuasi dan persetujuan 
rakyat. Negara ini jelas . dapat digolongkan demokratis karena 
lembaga-lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan rujukan 
eksternalnya (ketiga mediasi di atas). 

3.6 lntergrasi Politik 

Selain. kesamaan iP.entitas yang biasanya �uskan sebagai sistem 
$1ai yang dianut masyarakat sejumlah fak:tor lain juga sangat penting 
bagi pembentukan suatu bangsa-n�gara. Hal itU · disebabkan yang 
dibahas dalani · konsep bangsa-negara · tidak hanya . sebagai 
pengelompokan masyarakat atas dasar .kesamaan identitas (sistem 
nilai), tetapi juga konsep negara sebagai pengelompokan masyarakat 
atas dasar adanya satu struktur kekuasaan yang meinerintah. 

Wilayah yang jelas batas-batasnya merupakan faktor · y�g sulit 
diabaikan dalani proses pembentukan bangsa-negara. Hal itu 
disebabkan wilayah tidak hanya tE>.mpat bermukim dan menjadi batas 
berlakunya kewenail.gan pemerintah, tetapi j:uga . sebagai sum.her 
kehidupan duniawi. · Dalam wilayah itulah anggota masyarakat 

· bercocok tanam, dan dari daJ,am ·wnayah tersebut anggota masyarakat 
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berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh wilayah negar� 
harus dikuasai oleh negara (pemerintah). 

faktor pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) juga merupakan 
hal yang penting bagi pembentukan bangsa-negara. Hal itu 
disebabkan tujuan negara hany� dapat dicapai apabila terdapat suatu 
pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh 
potensi masyafakat,. baik manusia m;iupun materiil. Kemampuan 
menggerakkan dan · men:garabkan inf .tidak ban.ya ditentukan dengan 
kewenangan meng�akan paksaan fisik yang sah, . tetapi juga 
ditentukan dengan persetuju� dan · dukUngan masyarakat terhadap 
pemerlntah. Itu sebabnya, suatu·pola hubungan antara pemerintah dan 
rakyat yang cliariggap ideal (sesuai dengan sistem nilai yang disepakati 
bersama) perlu dilembag$m. · 

. Mungkin �berdasarkan pertimbarigan itulah,· Weiner menunjukkan 
betapa penting integrasi politik bagi sµatu negara. Yang �dkan 
oleh Weiner dengan integrasi politik ialah. penyatuan. masyarakat 
dengan sistem. politik.11 . · . 

Dalam hal ini, integrasi polltik dibagi menjadi . lima jenis, yakni 
integrasi b,angsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan 
kbahlyak, dan perilaku illtegratif. Penyatuan masyarakat dengan 
sistem politik melalui · kelima 'jenis ·integrasi ini merupakail proses 
pembentukan bangsa-negara. Proses pembentukan bangsa-negara 
atau proses . integra$i politik merupakan s�.lah satu bentuk 

· · pembangunan politik. 

3.6.1 Integras/ Bangsa 

Integrasi bangsa ialah proses. penyatuan berbagai ·�elompok soSial 
·budaya dafam satu-kesatuan wilayah da� dalam suatu· identitas 
nasional . .  Diandaikan, masyarakat itu berupa masyarakat majemuk 
yang inellputi berbagai ·suku bangsa, ras; dan agama. .  . . 
· !ntegrasi bangsa berarti penggabungan unsur-unsur yang berbeda 
menjadi satu-kesatuan yang utuh. Kelompok budaya itu saling 
dihubungkan . dengan lebih erat Arah kecenderungan yang akan 
terjadi.bersumber dari inasyarakat kecil merijadi 'masyarakat besar. 

Seorang Antropolog bernama Clifford Geertz mengemukakan, pada 
dasarnya ada lima pola keragaman primordial dalam masy�t 
majemuk, yakrii pola kelompok dominan · dengan minoritas, pola 
kelompok sentral dengan beberapa kelompok menengah yang agak 
menentang, pola tanpa kelompok dominan, pola kelOmJ>Ok budaya 
yang seimbang; dan pola berdasarkan pembagian suku bangsa yang 
terdiri atas pelbagai kelompok .kecil.12 · 

. · ·· . . 

· Dalam ha1 ilii; Weiner mengemukakan secara g� b� terdapat 
dua pola kebij� ya_ng ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai 
integrasi bangsa.13 Pertama, penghapusan sifat kultural utama dari 

52 



kelompok m.inoritas dan mengem:bangkan semacam .. keburuiyaan 
nasional", biasanya kebudayaan kelompok suk1i. bangsa yang dom1nan. 
Kebijakan · ini disebut sebagai asimilasi. Kedua, pembentukan 
kesetiaan nasional tanpa mengbapuskan kebudayaan kelompok kecil. 
Kebijakan ini disebut kebijakan ke8atuan dalam perbedaan, yang 
secara politik ditandai dengan penjumlahan etnis (suku ban�a). 
Dalam praktek jarang ada ·suatu neg8.ra yang menerapkan secara 

. mumi salah satu dari kedua pola kebijakan tersebut. Yang sering 
terjadi berupa penerapan secara campuran dengan titik berat yang 
berbeda. 

· 

MaSyarakat Indonesia apabila mengikuti pola kelompok masyarakat 
majemuk seperti yang �emukakan oleh Geertz di atas digolongkan 
ke dalam pola kedua, yakni satu kelompok sentral (Ja\lfcl) dan beberapa 
kelompok menengah yang agak menentang (Luar Jawa). . 

Akaii tetapi, dalam kenyataan bahasa nasional bangsa Indonesia 
bukanlah bahasa kelompok sentral (bahasa J.awa), melainkan bahasa 
kel9mpok minoritas (Melayu). Walaupun pada perkembangannya 
bahasa Indonesia justru diperkaya dengan bahaSa Jawa, bahasa daerah 
lain dari bahasa aSing. · · · 

Negara Indonesia dapat dikatakan secara umum menempuh pola 
kebijakan kedua dalam upaya menangani masalah integrasi bangsa, 
yaitu kelmdayaan nasional dilukiskan sebagai puncak-puncak. (hal 

. yang terb�) dari kebudayaan daerah, tetapi tanpa menghilangkan 
(babkan ·mengembangkan) kebudayaan daerah. 

Namun, · haI itu tidak seluruhnya benar karena dalam kenyataan 
Y8:llg disebut kebudayaan nasional justru kebanyalqm d8ri budaya 
Jawa, seperti Iambang, simbol, jargon, dan ,kebiasaan politik. P!lda 
tingkat nasional. Hal i,ni mungkin disebabkan dengan faktor-faktor 
objektif seperti kebanyakan pe.mimpin. (pemerintahan dan 
masyarakat), dan_penduduk Indonesia yarig berasal dari suku Jawa, 
kebudayaan Jawa telah lama dikembangkan dan dipraktekkaiimeJalui 
kerajaan-kerajaan Jawa, dan faktor subjektif, seperti yang dapat 
diterbna oleh kelompok Lµar Jawa daripada budaya kelompok yang 
lain karena berbagai . sebab dan motivasi. 

3.6.2 /ntegrasl Wiiayah 

Integrasi wilayah ialah pembentukan kewenangan nasional pusat 
terhadap wilayah a tau daerah politik yang lebih kecil, yang terdiri atas 
satu atau lebih kelompok budaya. Untulc integrasi Wilayah diperlukan 
sekurang-ktirangnya dua hal. Pertama, · konsep wilayah yang jelas, 
dalam arti wilayah itu meliputi apa saja (darat, laut, udara, dan isinya), 
uktiran yang digunakan untulc menentukan batas-batas· wilayah 
(berupa mil), :dan.dapat d,iukur (dari pulau terluar atau setiap pulau). 
Kedua, a:parat pemerintah dan sarana kekuasaan untuk menjaga dan 
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mempertahankan kedaulatan wilayah itu dari penetrasi luar. 
Adanya permasalahan integrasi wilayah ini diaktii p$ oleh 

Organski yang mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi 
pemerintah, khususnya di negara-negara yang baru merdeka adalah 
pemben�ukan suatu Pemerintah Pusat yang menguasai se]JJ.ruh 
wilay3h dan penduduk yang tinggal dalazn batls-batas Wilayah.14 · 

Sebagaimana dijel.askan pada bagian. awal bab ini, para ilmuwan 
politik ·membedakan pengertian negara dari peng�ian bangsa. 
Negara merujuk pada a�ya kekuasa� pusat yang menguasfil suatu 
wilayah dan penduduk yang tinggal dalam wilayah, sedangkan bangsa 
:pierujuk pada a�ya · suatu. kelompQk masyarakat yang memiliki 
kesamaan identitas. kultural · Oleh karena itu, integrasi wilayah 
berkaitan erat dengan pepibmaaD. negara-(state building) dailintegrasi 
bangsa berkaitan erat dengan pembinaan bangsa (nation .building). 

3o6.3 lntegrasi Ni/al 

lntegrasi nilai ia1ah per8etujuan berilama mengenai tujuan"" tti.juan dan 
prinsip dasai:�poll�,. dan_prQsedur-prosedur ·penyelesaian konflik dan 
permasalab.an bersama lainnya. Dengaµ kata lain, integrasi nilai 
*1erupakan, penciptaa� suatu sistem nllai (ideologi nasional) yang. 
dipandang ideal, ·baik dan adil dengan berbagai kelompok ma8yarakat. 

Sistem nilai itu biasanya dirumuskan dalain konstitusi (rezim 
politik) bangsa-negara tersebut. Proses. meyaklnkan berbagai 
kelompo� ·masyarakat untuk menerima Pancasila . dan UUD .  l945 
sebagai sistem ililai bersalna, dan proses pemasyarakatan sistem nilai 
kepada . seluruh Warga negara Indonesia merupakan proses integrasi 
nilai. 

3�6.4 lntegrasi Elit dengan l(halayak 

lntegrasi elit dengan "khalayak 1alah upaya untuk -menghubungkan 
�tara golongan elit yang memerintah dan khalayak atau rakyat yang 
diperintah. Integrasi antara eJ.i:t dan khalayak· tidak berarti 

· melenyapkan perbedaan .di antara. mereka. Kalau integrasi ini dillhat 
sebagai pros� maka integrasi elit dengan khalayak merupakan proses 
pelembagaan pola hubungan kewenangan antara i>.emerintah dan 
rakyat. 

Pola kewenangan yang dimaksudkan bersi£a: dua arah, yalmi 
kewenangan pem.erintah haruS ditaati oleh ·rakyat, ,tetapi .bentUk- . .  

bentuk. dan cara-cara. pel.aksanaan kewenangan harus ·mendapat ; . 
persetujuan rakyat yang diperintah.· Pola kewenangan ini dilukiskan 
secara tepat oleh Weiner sebagai berikut: "Tidak ada masyarakat yang 
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memiliki pennufakatan ·begitu besar sehingga kewenangan tidak lagi 
diperlukan, dan }idak ada masyarakat yang pem�tahannya begitu 
kuat dan secara internal kompak sehingga dapat ·bertahan dalam 
wak.tu yang lama hanya del}gan mengandalkan kekuasaan yang kuat 
clan: kompak.15 

·3.6.5 Perilaku Integratif 

Perilaku integratif ialah kesecliaan warga masyarakat untuk bekerja 
sama dalam suatu organisasi besar dan berperilaku sesuai dengan cara 
yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan 
lndividu, kekhasan kelompok, dan perbedaan p endapat bahkan 
persaingan sekalipun, tidak harus dipertent;mgkan dengan kesediaan 
bekerja sama, sebab kerja sama yang baik tidak dilandasi deng� 
kelemahan individu, " keseragaman· dan sikap pasrah, melainkan 
dengan. kemampuan individu, perbedaan pendapat, persaingan sehat, 
dan sikap yang tegar. 

Yang _diperlukan dalain hal ini berupa kesediaan menerima dan 
melaksanakan secara · ikhlas hasil kesepakatan, walaupun mungkin 
tidak sependapat dengan kesepakatan bersama t&Sebut. Di Amerika 
Serikat, calon presiden yang kalah dalam. pemilihari umum akan 
dengan ksatria mengakui kekalahannya, mengucapkan selamat, dan 
menyatakan kesediaan bekerja sama dengan pemenang dari partai 
lain . .  

Kemampuan suatu bangsa-negara mengejar dan mencapai berbagai 
tujuan bersama, dan kemampuan menyesuaikan diri d engan 

· perubahan- perubahan dan tantangan yang timbul sangat bergantung 
pada derajat perilaku . integratif liangsa tersebut. ·Ketidakmampuan 
para pemimpin partai-partai politik Indonesia untuk berperilaku 
integratif pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), sehingga setiap 
koalisi yang membentuk kabinet tidak pernah mencapai umur lebih 
dari dua tahun, mengakibatkan kegagalan dalam mengejar dan 
mencapai tujuan masyarakat-negara.16 
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BAB 4 
KEKUASAAN POLITIK t:t 

4.1 Pengantar 

Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam 
proses politik, namun di antara il.ml,lwan politik tidak ada kesepakatan 
mengenai makna kekuasaan. Beberapa di antaranya· bahkan 
menganjurkan agar konsep kekuasaan ditinggalkan karena bersifat 
kabur, dan berkonotasi emosional. Namun, tampaknya politik tanpa 
kekuasaan bagaikan agama tanpa moral. Oleh karena itu, berikut ini 
diuraikan konsep kekuasaan dengan cara menempatkan dalam 
konteks proses· politik secara lebih proporsional tanpa berpretensi 
untuk menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya konsep ilmu 
politik. 

Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang 
berkaitan erat ·dengan konsep kekuasaan (power), seperti influence 
(pengaruh), persuasi (persuasion), manipulasi, <;oercion, force, dan 
authority (kewenangan)� Keenam konsep ini merupaka:�1 bentuk
bentuk kekuasaan yang perbedaannya akan . tergambar jelas dalam 
definisi-definisi berikut. . 

· 

Influence ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar 
mengubah sikap dan perilakunya s�a . slikarela. Yang dimaksud . 
dengan persuasion ialah kemampuan meyak.inkan orang lain dengan 
argumentasi untuk melakukan sesuatu. Penggunaan pengaruh; dalam 
hal ini yang clipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkahlakuriya, 
sebenarnya mematuhi kefoginan pemegang kekuasaan, disebut 
manipulasi. Pengertian coercion ialah peragaan kekuasaan atau 
ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang 

· ·b ertentanga:h deilgari kehendak yang dipengaruhi, seperti 
penangkapan oleh polisi, diinterogasi oleh militer, atau melapor secara 
regul� kepada pihak militer. Yang dimaksud dengan force ialah 
p enggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, 
menimbulkan rasa .sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan 

· biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. 
Kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. 

Menurut Robert Dahl, A dikatakan memiliki. ke)ruasaan atas B apabila 
· . A  dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya 

tidak dikehendaki B.1 Maksudnya, apabila A mempengaruhi B tintuk 
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nielalrukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak B maka hubungan 
ini tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan. Yang menjadi persoalan 
dalam rumusan Dahl, bagaimana kita dapat m�ngetahui secara 
empiris, apakah perilaku yang dipengaruhi itu sesuai dengan 
kehendaknya atau tidak? Sebab dapat saja suatu negara menyatakan 
tindakannya sesuai dei::igan politik luar nege�i negara lain (yang 
mempengaruhi) yang . berlangsung atas kehendak bebas negara itu 

· sendiri. Padahal dalam kenyataan tindakan itu justru sebagai akibat 
· pengaruh dari negara lain yang kurang diketahui umum. Namun, yang 
· menarik dari rumusanDahl ialah batasannya yang tajam, dan karena 
itu berlingkup sempit. Dalam hal ini, membuat piha� lain berperilaku 
yang bertentangan derigan kehendaknya justru memerlukan 
kemampuan menggunakan sarana kekuasaan secara efektif. 

Dari sini muncul rumusan lain yang m�gatakan A mempunyai 
kekuasaan atas B apabila dia dapat mempengaruhi B untulc berpikir 
dan · berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (A). 
Namun, rumusan inipun menimbulkan persoalan mengenai apakah . 
seseorang atau suatu negara dapat dikatakan mempunyai kekuasaan 
setiap kali kehendak (tujuannya) terpenuhi? Untuk mengatasi hal ini, 
·dikemukaka.11- setiap hubungan kekuasaan harus memenuhi dua 
persyaratan, y akni tindakan itu dilaksanakan baik oleh yang 

. mempengaruhi maupun yang dipengaruhi, dan· terdapat kontak atau 
komunikasi antara keduanya baik 1angsung maupun tidak langsung. 

Walaupun demikian, rumusan kekuasaan tersebut masih. harus 
dilengkapi karena tidak setiap orang, kelompok atau negara dapat 
.mempengaruhi atau mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, 
kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan 
sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku 
pihak Jain· seliingga pihak lain berperil3ku sesuai. dengan kehendak 
pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit, kekuasaan politik 
dapat diriunuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber 
pengaruh untuk menipengarulii proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan politik sehingga keputus� itu menguntungkan dirinya, 
itelompoknya ataupun masyatakat pada umumnya. · 

Dalam 8etiap situasi, . hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur yang 
selalu terkandung di dalamnya. Ketiga unsur itu meliputi tujuan, cara 
penggunaan sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sum.her� 
Slimber pengaruh. Apabila dijabaikan lebih lanjut maka dapat 
disebutkan sejumlah ciri hubungan kekuasaan seperti berikut.2 

Pertama, kekuasaan merupakan hubungan antarmanrisia. Kedua, 
pemegang kekuasa� �empengaruhi pih,ak .lallL� ·KeUga, pemegang_ 
kekuasaan dapat seorang individu, kelompok., orgahlsasi, ataupun 
pemerintah (negara da1am hubungan iuar negeri). Keeiµpat, sasaran 

· kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, 
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organisasi atau pemerintah (negara). Kelima, suatu pihak yang 
memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan 
karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber 
kekuasaan secara efektif. Keenam, penggunaan sumber-sumber 
kekuasaan mungkin melibatkan paksaan; konsensus, atau kombinasi 
keduanya. Ketujuh, hal ini bergantung pada perspektif moral yang 
digunakan, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau 
buruk? Kedelapan, hasil penggunaan sumber-sumber p�ngaruh itu. 
dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat · juga P.anya 
menguntungkan kelompok kecU masyarakat. Hal ini bergantung pada 
ada atau tidaknya distribusi kekuasaan yang rel�tif merata dalam 
masyarakat tersebut. Kesembilan, pada umumnya kekuasaan politik 
memptmyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan 
dilaksanakan untulc masyarakat umum, sedangkan �ektiasaan yang 
bersifat pribadi cenderung digunakan untulc kepentingan · sebagian 
kecil masyarakat. Kesepuluh, kekuasaan yang beraspek politik 
m erupakan p enggu�aan sumber-sumber pengaruh untuk 
mempengaruhi proses politik. 

Dengan konsep kekuasaan seperti l.tu dapat dihindari pendapat yang 
mengatakan bahwa dalam penggunaan kekuasaan selalu terkait unsur 
kekerasan dan paksaan. Juga dapat dihindari konsep kekuasaan yang 
terlalu luas. Namun, konsep kekuasaan ini membuat kekeliruan.dapat 
dihindarkan bahwa memiliki sumber-sumber kekuasaan berarti 
mempunyai kekuasaan politik. Jadi, konsep kekuasaan politµt s�perti 
itu dapat dihindari pendapat yang menyatakan kekuasaan merupakan 
konsep utama ilmu · politik. 

Konsep kekuasaan yang diuraikail di bawah· ini berasal dari Barat. 
· Sebagai konsep yang berasal dari luar, konsep ini tidak dapat . 
menjelaSkan secara tuntas gejala politik kekuasaan dalam masyarakat 

. politik di Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian akhir bab ini 
diuraikan pula konsep " kekuasaan" (kesakten) sebagaimana 
dirumuskan oleh Anderson; Walaupun konsep kekuasaan menurut 

· budaya Jawa berdasarkan lingkup dan �tuasi zaman prakolonial dan 
pada taraf tertentu juga pada zaman kolonial, nall?-un karena sesuatu 
yang bersifat fungsional (berguna bagi kelompok masyarakat tertentu 
seperti kelompok penguasa) akan terus dipertahankan maka sebagian 
gejala politik Indonesia dapat dijelaskan dengan konsep kesakten 
tersebut. 

4.2. Dimensi- Dimensi Kekuasaan 

Untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas maka 
kekuasaan ditinjau dari enam dimensi, yaitu potensial dan aktual, 
positif dan negatif, konsensus dan paksaan, jabatan dan pribadi, 
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implisit d;m ekspllSit, langsung dan tidak Jangsung.3 

4.2.1 Potenslal dan Aktual · 

Seseorang dip�dang mempunyai kekua�an potensial apabila dia 
memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, 
pengetahuan dan informasi, popularitas, · status sosial yang tinggi, 
massa yang terorganisasi, dan ja}?atan. Sebaliknya, seseorang 
dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah.menggunakan 
sumber-:sumber yang dimililtinya ke dalam · kegiatan politik secara 
efektif (mencapai tujuannya). Seorang jutawan mempunyai kekuasaan 
potensial, tetapi dia hanya dapat disebut sebagai merniliki kekuasaan 

. aktual apabila dia telah menggunakan ·kekayaannya untuk 
mempengaruhi para pembuat dan pelaksana keputusan politik secara 
efektif. Secara potensial Angkatan Bersenjata Republic Indonesia 
(ABRI) dipandang memiliki kekuasaan yang 8angat besar, baik � 
senjata yang mereka miliki dan "jasa"· m� dalam membebaskan 
bangsa dari belenggu penjajahan dan menumpas komunis maupun dari 
jabatan yang mereka pegang dalam pemerintahan. Namun, yapg 
digunakan secara aktual oleh ABRI mungkin sebagian saja karena 
berbagai faktor, seperti ideoiogi, hukum; dan moral, sedangkan yang 
tidak digunakan tetap bersifat potensial . .  

4.2.2 Konsensus dan Paksaan · 

Dalam. menganalisis hubungan kekuasaan maka seseorang harus 
membedakan kekuasaan yang berdasarkan paksaan dengan kekuasaan 
yang berdasarkan konsensus. Penganalisis politik yang menekankan 
aspek paksaan dari kekµasaan akan cenderung memaridang politik 
sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik. Mereka 
m'Eilihat tujuan yang ingin dicapai oleh elit politik tidak menyangkut 
masyarakat secara keseluruhan, melainkan menyangkut kepentingan 
}telompok kecil masyarak�t. Sebaliknya, penganalisis politik yang . 
menekankan aspek konsensus dan kelruasaan akan cenderung melihat 
elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan 
kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. 

··Pertanyaan yang muncul, apakah faktor-faktor yang membedakail 
kekuasaan paksaan dari kekuasaan konsensus? Perbedaan dimensi ini 
menyangkut dua hal, yaitu alasan penaatan dan sarana kekuasaan 
yang digunakan. Pada uniumnya alasan untuk menaati kekuasaan 
paksaan �erupa raga takut. Da� hal ini takut akan paksaan fisik,· 

·- seperti dipukul, ditangkap, dan · dipenjarakah, atau dibunuh. Selain 
itu, rasa takut akan pakSaan nonfisik, seperti kehilangan pekerjaan, 
dikucilkan, dan diintimidasi. 
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Sementara itu, alasan untuk menaati kekuasaan konsensus ..pad.a 
umumnya berupa p ersetujuan secara s.adar dari pihak yang 
dipengaruhi. Kekuasaan berdasarkan paksaan m emang nyata 
merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan ketaatan dari 
pihak lain. Selain menyangkut pelanggaran etik, penggunaan paksaan 
menimbulkan kesukaran di kemudian hari, yaitu ketaatan d,itentukan 
dengan kehad.iran sarana paksaan fisik. Ke� sarana paksaan fisik 
tidak ada, saat itli pula ketidaktaatan muncul. Sebaliknya, pada 
kekuasaan berdasarkan konsens\is ketaatan cendei-ung lebih langgeig 
karena ketaatan timbul. dari kesadaran dan persetujuan pihak yang 
dipengaruhi. Namun untuk membuat orang lain sadar dan setuju 
menaati kekuasaan memerlukan upaya keras dan waktu yang lama. 

Sarapa kekuasaan yang digunakan uniulc mendapatkan ketaatan 
dengan kekuasaan paksaan berjumlah tiga macam, yaitu sarana 
paksaan fisik, sarana ekonomi, · dan sarana psikologik. Sarana 
kekuasaan paksaan fisilt, antara lain, berupa senjata yang dipegang 
oleh polisi dazl militer; senjata nuklir, dim senjata modern lainnya yang 
dimiliki oleh suatu negara. Sarana kekuasaan ekon9mi, seperti 
pekerjaan, ming, proyek, kesempatan berusaha, dan bentuk-bentl,lk 
kapital yang lain dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memaksa 
orang, lain menaati apa yang dikehendaki oleh p emilik sarana 
kekuasaan. 

K ehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan proyek, tidak 
mendapatkan izin usaha, dan tidak mendapatkan pinjaman · dari barik 
merupakan bentuk-bentuk paksaan ekonomi untuk mendapatkan 
ketaatan. Selanjutnya, sarana paksaan secara psikologik, sep-erti 
intimidasi, perang urat saraf, dan "euci otak" (brain washing) d�pat 

· pula digunakan untuk memaksa orang a tau negara lain agar menaati 
apa yang dikehendaki oleh pemilik kekuasaan. 

Seseorang diintimidasi untuk memilih partai tertentu, ancaman 
berupa . "cuci otak" bagi yang membangkang terhadap partai dan 
pemerintah komunis, dan demonstrasi kekuatan militer (show of force) 
sebagai perang urat saraf terhadap negara lain atau kelompok 
pembangkang di dalam negeri merupakan bentuk-bentuk paksaan 
secara psikologik. 

· 

Pada pihak lain kekuasaan konsensus menggunakan sarana-sarana 
seperti nilai kebaikan bersama, moralitas dan ajaran agama, keahlian, 
dan · popularitas pribadi terkenal untuk mendapatkan ketaatan. 
Sarana ·kekuasaa� ini memerlukan waktu dan upaya untuk 
menjelaskan dan meyakinkan orang lain sehingga mengerti, sadar, dan 
m�aati apa yang dikehenc:Iaki pemegang kekuasaan. 

-

Selain itu, pad.a kekuasaan konsensus tindakan orang lain unttilc 
menaati kekuasaan tidak bergantung pada kehadiran pemegang 
kekuasaan yang bersangkutan, nielainkan b ergantung pada 
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pengertian, kesadaran, · dan persetujuan yang .dipengaruhi sendiri. 
Dalam kenyataan, tidak hanya kekuasaan konsensus atau paksaan 
yang diguna�n, tetapi juga kombinasi keduanya bergantung pada 
situasi yang dihadapi. 

Positif dan Negatif 

Tujuan umum pem:egang kekuasaan untulc mendapatkan ketaatan atau 
penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Tujuan umum ini 
dikelompokan menjadi dua aspek yang berbeda, yaitu tujuan positif 
dan negatif. Yang dimaksud dengan kekuasaan · positif ialah 
penggunaan sumber.:.sumber kek:uasaan untulc mencapai tujuan yang. 
dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif 
ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untulc mencegah pihak 
lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, 
tetapi juga merugikan pihalmya. . 

Kemampuan seorang. presiden untuk me:Qlpengaruhi badan 
perwakilan rakyat agar menerima dan menyetujui rancangan undang
undang yang diajukan dapat dipandang sebagai kekuasaan positif, 
sedangkan kemampuan fraksi-fraksi di badan perwakilan rakyat 
wituk menolak seluruh rancangan undang-undang boleh dipandang 
sebagai kekuasaan negatif (dari sudut pandang presiden itu). Dari 
kedua contoh ini jelas betapa sukar membedakan secara tegas: 
manakah kekuasaan positif dan manakah kekuasaan negatif? 

Untuk menentulcan mana yang positif dan negatif diperlukan tolok 
ukur yang jelas dan disepakati bersarila, seperti sistem nilai bangsa
negara yang bersangkutan. Namun, �em nilai ini acap kali kabur 
maka perlu pen3fsirari tentang maknanya. · Di sini akaD. ditemui lagi 
kesukaran, yakni tafsiran ·siapakah yang benar? Oleh karena itu, 
apakah seseorang eUt ,politik inencapai tujuan . positif atau negatif 
sering kali ditentukan dengan posislliya dalam hirarki kekuasaan. 

·4.2.4 Jabatan dan Pribadl 

Dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan, kekuasaan 
terkandung erat dalam jabatan-jabatan, seperti presiden, perdana 
menteri, menteri-menteri, dan senator. Conteh, tanpa memandang 
kualitas pribadinya seorang presiden di Amerika Serikat akan 
memiliki kekuasaan formal yang besar. Namun, penggunaan 
kekuasaan yang terkandung dalam .jabatan itu secara efektif 
berganturig sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan 
oleh setiap pribadi yang memegang jabatan. 

· 
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Oleh karena itu, pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan 
maupun kualltas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber 
kekuasaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang sederharia, struktur 
masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak 
lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalmn jabatan. 
Dalam hal ini, pemimpin melaksanakan kekua8aa:�1 khususnya 
terhadap orang daripada terhadap lembaga-lembaga: Efektivitas 
kekuasaannya terutama berasal dari kualitas pribadi, seperti 
kharisma, penampilan diri, asal-usul keluarga, dan wahY\!. 

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kekuasaan Presiden 
Soekarno, khususnya tidak terletak pada jabatannya sebagai Presiden 
tetapi terletak pada ku�tas pribadinya yang kharismatik yang mudah 
menimbu1kan kekaguman dan ketaatan dari bangsa -Indonesia. 

4.2.5 lmplisit dan Eksplisit 

Kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi 
dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang 
secara jelas terlihat dan terasakan. Adanya kekuasaan implisit ini 
menimbulkan perhatian orang pada segi rumit hubungan kekuasacµi 
yang disebut "asas memperkirakan reaksi pihak lain". Kekuasaan 
Senat Amerika Serikat, misalnya, biasanya bersifat ini.plisit. 
- Oleh karena itu, dalani mengajukan calon-calon hakim agung, 
menteri, dan duta besar, biasanya presideii mempertimbangkan 
pendapat dan keinginan Senat (khususnya mayoritas) sedemikian rupa 
sehingga usul presiden dapat disetujui oieh Senat. Nixon dan Reagan 
di Amerika Serikat - pernah mengajukan calon �akim . agung yang -
-ditolak oleh Senat (demokrat), dan calon menteri .pertahanan (John 
Tower) yang diajukan oih Presiden Ge6rge Bush lalu ditolak oleh 
Senat (demokz:at) .. Dalam mempertimbangkan kenyataan ini para 
pemimpin politik - biasanya memp_erkirakan sungguh-sungguh 
kemungltinan reaksi atau, kekuasaan eksplisit pihak-pihak lain 
sebelum m�n suatu tindakan politik. 

4.2.6 Langsung dan Tidak Langsung 

Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber,..sun: : , .  · untuk 
mempengaruhi petnbuat dan pelaksana keputusan poli ti i\ i • 'ngan 
melakukan hubungan secara langsung, ta.npa melalui per. t r : tara. 
Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-. 
sumber untuk mempengaruhi pembuat · dan pelaksana keputusan 
politik melalui perantaraan pihak lain yang diperk; rakan memptinyai 
p�garuh yang lebih besar terhadap pe�h11at �n peLi ksana kt>putusan 
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politik. 
Dalam kenyataan, penggunaan kedua hal ini ditentukan dengan 

pettimbangan dari segi efektivitas. M3kslidriya, cara manakah yang 
. lebih berhasil? Tetapi sebagai pegaligan dapat �emukak:an seb�ah 

proposisi semakin besar akibat atau dampak keputusan politik yang 
hendak dipengaruhi, .s�akin diperlukan kekuasaan· Iangsung dan ti
dak langsung sekaligus. 

4.3 Pelaksanaan Kekupsaan Poltik 

Tiga masalah uiama yang · selalu diamati oleh il�uwan politik 
sehubungan dengan kekuasaan politik, yakni · bagaiman:a kekuasaan 
dilaksanakan, bagaimana ·kekuasaan didistribusikan, dan ·mengapa 
seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih 
besar daripada orang atau kelompok lain .dalam situasi dan kondisi 
tertentu? 

· 
· · 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kekuasaan politik atau 
penggunaan sumber-stimber terdapat empat faktor yang perlu dikajL 
Keempat faktor itu mcliputi bentuk dan jumlah sumber, distribusi 
_sumber, kapan seseorang atau keloinpok menggunakan sun:i.ber
sumber ¢tan hasil penggunaan sumber-sumber kekuasaan. Dengan 
mengetahui keempat faktor maka akan diketahui di bawah situasi dan 
kondisi yang bagaimanakah kekuasaaI). dapat dilaksanakan secara 
efektU? 

. 

4.3. 1 Bentuk dan Jumlah Sumber · 

Yang termasuk dalam .kategori sumber kekuasaan ialah s�na 
paksaan fisik, kekayaan dan harta benda (ekoliomi), normatif, jabatan, 
keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi,. dan · massa yang 
terorganisasi. Senjata tradisional, senjata konvensional, senjata mod
ern, penjara, kerja paksa, teknologi, · dan aparat yang menggunakan 
senjata-senjata ini merupakan sejumlah contoh sarana paksaan fisik. 

Pada masyarakat maju, senjata modern seperti nuklir dan misil tidak 
digunakan untuk mempenganihi proses politik dalam negeri. Di 
negara itu serijata modern berfungsi sebagaipenari.gkal (deterrent) dan 
sumber pengaruh (leverage) dalam percaturan politik 1nternasional. 
Dalam negara-_negara berkembang senjata konvensional tidak hanya 
digunakan untuk mempertahankan kedaulatan dari penetrasi luar, 

. tetapi juga untuk mematahkan oposisl dan kelompok-kelompok yang 
dianggap menentang, kekuasaan.derigan· alasan demi ketertiban dan 
kestabilan (internal war). . 
. Dewasa ini telah berkembang apa yang disebut TeknQlogi Kontrol 



Politik, seperti intelijen dan mata-mata, serta seluruh p�tan yang 
canggih untulc mengawasi gerak-gerik kelompok militan, telmologi 
dan psikologi pengendalian huru-bara, dan teknik-teknik interogasi 
dan penyiksaan·' 

· .. Uang; einas, tanah, barang-barang berharga, dan surat-sarat 
.berharga -merupakan sumber kekuasaan berupa kekayaaa Mereka 
yang memiJiJd kekayaan da1aJn jumlah. besar setidak-tidaknya secara 
potensial akan memilild kekuasaan· politik. Para bankir, induSt:rialls, 
pengusaha, dan -tuan tanah adalah orang-orang yang memiliki 
kekuasaan politik potensial. Pengaruh pemilik kekayaan ini timbul 
tidak hanya karena pembuat dan pelaksana keputuSan politllt dapat 
"dibeli,, · secara lang5ung dengan uang, tetapi juga secara _tidak 
langsung pemerintall: dapat dipengaruhi meWui lembaga-lembaga 
ekonomi, seperti pasar, bank, perdagangan, �an . pelayanan 
masyarakat lainnya yang menguasai kebidupan- masyarakat. _-

Sementara itu, para pemimpin agama tm pemimpin suku ditaati 
oleh anggota ·masyarakatnya bukan karena -senjata atau- k-ebyaan 
yang merel(a m.iliki, namun kebenaran agama yang "diw�" dan 
disebaduaskan oleh pemimpfu agama, dan adat dan tradisi yang 
dipelihara dan ditegakkan oleh pemimpin_ suku �but_. Se1ain i� 

_ sebagian anggota �t menaati kewena�� pemeri.ntah bukan 
. karena _takut paksaan fisik atau takut kehilangaa pekerjaan, 
melainkan melulu karena kesadaran hukum -demi ketertil>an umum 
dan pencapaian tujuan masyarakat-negara, 
· Ketiga hal yang baru - saja- dikemukakan m�rupakan sumber 
kekuasaan normatif .. Penampilan bintang film terkenal, pemain sep� 
bola cemerlang, penyariyi yang dipuja, ataupun pemimpin-kharismatik 
merupakan sumber kekuasaan popularitas ·pribadi (prib1di terkenal). 
Pengaruh orang-orang -ini terutama muncul dari rasa kagum o�
orang yang dipe:riga.ruhj. terhadap mereka� Pengetahwui, tekn.ologi, dan 
keterampilail merupakan sejumlah_ bentuk kekuasaan keahlian, Para 
dokter di daerah p_edesaan, pua ahli ekonomj.; dan insinyur, serta para 
ilmuwan yang ¥Un-di daerah. perkotaan cenderung IP,emiliki pengaruh 

. yang cukup besar karena kealiliail tersebut Orang yang tidak memUiki 
keahlian dalam_.bidabg · tertentu- cenderung dengan�sadar menaati - • 

orang yang memiJiii.k�ahlian -&tlam bidang� itu.- • .. ; · - -

_ 

K�. yang'..melekat dalain jabatan. jelas-m.erupakan -sumber 
pengaruh yang .efek.tif. ,Jtu sebabnya, mengapa, birokrasi di -m�ap� 
cenderung - nwmili_ki' ·pengaruh 1a1_1g : besar ·tidak hal'l!ya ,terhadap 
�at, - tet.api tjuga terhadap politikus 1yang menjadt.·<atasannya 

_ karena ketergantungan menteri akan informasi dan1�ahlian ·pada 
birokrasi. Terlebih-lebih di- negara.;.negara -.Dm::kemibang .. -ketika 
or,ganisasi polit.ik non.pemtrintah··-� · Jemah, -birolmisi1'.cenderung 

. m�_.masyarakat- daripada.melayani aasyarabt.: :Statlls.:� 



· yang tinggi, -�perti : kasta Brahmana, ketunman cikal-babl pendiri 
desa, .ataupun keturunan .bangsawan .dapat. pula dijadikan sebagai 
sumber pengaruh terutama dalam masyarakat yang masih 
menghormati status sosial. 
. Ma�- yang terorganisas� seperti organisasi-organisasi buruh, 
petani, guru,. sopir, pilot · dan · awak pesa:wat: udata, pemuda ·¢m 
mahasiswa, ' dan wanita dapat pula menjadi sumber kekuasaan. 
Pengaruh · organisasi massa ini · tidak hanya juinlah anggota mereka 
yang · culmp berarti ·· sebingga diperhatikan oleh partai-:-partai politik 
yang bersaingan memenangkan pemilihan umum, tetapi juga fungsi 
mereka dalam pr�ses pengadaan bar.µig dan jasa, daii pranata-pranata 
sosial yang lain cukup penting, sebingga· apabila mereka inogok-akan 

. ; ·dapat melumpuhkan kehidupan ekonomi-masyarakat. Tentu organisasi 
··ma� ini hanya akan memiliki pengaruh � masyarakat yang 
memiliki sistem kepartaian kompetitif dan yang menjainin kebebasan 

· berilsosiasi. . 
. · Selanjutnya, kemampuan pers (media massa) membentuk pendapat 
'umum melalui pemberitaan, tajuk rencana, reportase, ·clan karikatur 
, juga merupakan sumber kekuasaan. Persepsi baik-buruk, adil-tidak 
adil, benar-salah, menggembirakan-mencemaskan, · clan . optimis
pesimi.s di �alangan juta'.an partisipan m�a tentang kehidupan 
ekonomi, p'Olitik, . hukUm;, dan l>enierlntah dapat dibentuk dan 
diarahkah-· dengan media massa. , 

· 

Pemerintah yang bijaksa:na berapaya· 0keras untuk tidak· membuat 
· keputusan yang bertentangan dengan pendapat u,mum. Dalam hal ini, 

media: :massa · ·akan memfliki pengaruh politik hanya dalam sistem 
·:::politik . yang ' pienjamin kebebasan. menyatakan pendapat :dan yang 

memiliki otonomi pers' (tidak bergantung pada pemerintah maupun 
· pemilik media ma�a). Pengaruh· media massa .dalam · sistem - politik 
. deniokrasi liberal yang cUkup besar itu•mengakibatkan' media massa 
· dikategorikan· sebagai- kekuasaan keempat. :Media massa berfungsi 
sebagai kekuasaan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan judikatif. 
Di negara�negara · berkembang, dapat pW.a dinyatakan l:>egitu 
besarnya pengaruh media massa ·dalam. pembentukan pendapat umum 

· sehingga media massa cenderung dikontrol (langsung atau tidak 
langsung, terang-terangan ataU .terselubung) oleh pemerintah. . 

Semeiltara· itu, seoraiig · ilmuwan· menunjukkan pendapat lain 
mengenai jenis . sum)>er kekuasaan khususnya untuk p�litik 
internasional. Sarjana yarig bemaip.a Boulding menjelaskan 
kekuasaan .dibagi dalam tiga kategori utama, yaitu kekuaiaan 
ancaman;' (th1eat p.o.wer), kekuasaan ekonomi dan kekuasaan 
pemersatu (integrative power). s · 

Kekuasaan ancaman tampakn;Ya mirip dengan kek}iasaan paksaan 
yang dlsebutkan di atas.·Jenis kekuasaan ini pada dasamya bersifat 
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destruktif dan diterapkan dalam kehidupan politik. Kekuasaan 
ekonomi lebih bertumpu p ada kemampuan menghasilkan dan 
mempertitkarkan barang dan jasa dalam situasi dan kondisi distribusi 
pemilikan harta benda yang terus-menerus berubah. Jenis kekuasaan 
ini serupa dengan .sumber kekuasaan kekayaan dan harta benda di 
atas. 

·· 

· · · · ·· �., . -

Kekuasaan pemersatu merupakan kema:inpuan yang didasarkan 
pada hubungan-hubungan, seperti legitimasi, penghargaan, Sfeksi, 
cinta, komunitas, dan _ identitas. Tampaknya jenis kekuasaan ini agak 
Jnirip dengan kekuasaan normatif, pribadi terkenal, keahlian, status, 
dan � yang terorganisasi seperti dijelaskan di atas. Boulding 
menilai sebagai pendapat yang keliru untult memandang k�an 
ancaman sebagai jenis kekuasaan yang fundamental, karena jenis 
kekuasaan ini tidak akan efektif apabila tidak diperkuat dengan 

· kekuasaan ekonomi dan pemeciatu. 
Di samping sumber-sumber kekuasaan di atas masih. ada sum.her 

kekuasaan lain yang berfungsi sebagaipelengkap. Artinya, sumber
sumber kekuasaan di atas akan dapat digunakan apabila sumber 
pelengkap itu ada. Sebaliknya, sum.her pelengkap tidak ada artinya 
manakala sumber kekuasaan utama tidak ad.a. Sumber kekuasaan · 
pelengkap itu meliputi waktu, keterampilan, dan minat a tau perhatian 
pada proses politik. 

·waktu dan keterampilan sangat penting untuk dapat men�kan 
sumber-swnber kekuasaan dalam kegiatan politik, sebab tanpa waktu .  
yang cukup dan keterampilan yang memadai untuk mengamati proses 
politik, melihat akses yang tersedia dan menggunakan sumber 
kekuasaan tersebut, maka sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki 
tetaplah potensial sifatnya. Penganggur mempunyai waktu yang 
berlebihan tetapi karena tidak memiliki suinber kekuasaan maka dia 
tidak akan memiliki pengaruh. Lain halnya dengan seorang jutawan 
yang tidak hanya memiliki waktu dan keterampilan, tetapi juga 
sum.her k,ekuasaan berupa kekayaan sehingga dia dapat menggunakan 
sumber kekuasaan untuk mempengaruhi proses -politik. Kalauplin ada 
waktu dari keterampUan serta sumber kekuasaan yang berlimpah, 
namun kaiau yang bersangkutan_ tidak mempunyai minat dan 
perhatian atas permasalahan politik � sumber kekuasaan itu akan 
tetap merupakan kekuasaan potensial yang tidak berarti apa-apa. 
Tidak semua orang mempunyai minat dan perhatian pada politik. 
Minat ini bergan�g pada persepsi oi:ang yang bersangkutan terhadap 
politik, dan persepsi ini mungkin juga dipengaruhi dengan pengalaman 
yang bersangkutan tentang kehidupan politik. 

Seseorang yang anggota keluarga atau tetangganya tertangkap atau 
terbunuh karena menjadi. tokoh organisasi politik yang dinyatakan 
terlarang oleh pemerlntah akan mempUn.yai persepsi yang berbeda dari 
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orang yang anggota keluarga. atau tetangganya justru mengalami 
ke.naikan status sosial, · ekonomi, dan politik karena aktif 
berpartisj.pasi dalam proses politik. Sebalilmya, banyak p_ula orang 
yang meinpunyai minat dan perhatfan yang besar pada permasalahan 
politik tetapi tidak memiliki sumber kekuasaan apapun maka_ minat 
dan perhatian · itu tidak akan menimbtilkan pengaruh yang· berarti. 
Barangkali pengaruhnya · yang terbesar .hanya ketika memberlkan 

. suara dalam peinilihan umum. 
Berdasarkan · uraian . di atas disimpulkan banyaknya dan besarnya 

kekuasaan y;ing dimiliki oleJi seseorang atau kelompolc ora�g 
merupakan penjumlahan suin.ber kekuasaan utama dan sumber 

· kekuasaan pelengkap� Uri.tuk meilgukur jumlah kekuasaan yang 
bersifat materi_il, seperti sarana kekuasaan paksaan fisik, sarana 
kekuasaan berupa kekayaan, keahlian, dan �ssa yang terorganisasi, 

· · barangkali tidak terlalu ·sukar.· Namun, jumlah Suniqer kekuasaan 
yang bersifat nonmaterill, seperti sarana kekuasaan nor.matif dan 
p�pulari� pribadi mungkin sukar diukur tetapi dapat . dirasalµm. · 

4.3.2 Distribusi Sumber dalam Masyarakat 

Sumber-sumber kekuasaan· tidak pernah terdistribusikan- secara 
merata dalam setiap µiasyarakat atau sistem politik, karena 
kemampuan setiap or�g bervariasi. Ketidakniampuan seseorang 
mungkin karena diciptakan oleh orang lain tetapi mungkin juga yang 
bersangkutan tidak lagi memiliki semangat untuk mengubah nasib. 

Masyarakat yang strukturnya masih sederhana, distribusi pemilikan 
sumber-sumber relatif merata sebab �elain sumber-sumber.kekuasaan 
yang tersedia . masih sedikit, juga karena hubungan antarsesama 
dnandasi dengan prinsip kekeiuargaari., dan · hubungan dengan 
pemimpin didasarkan pada prinsip primus interpates. 

Ketika masyarakat yang sederhana ini mel�kukan perubahan 
(modernisasi) maka terjadi kesenjangan karena sebagian masyarakat 
tidak ikut dawn proses perubahan. Hubungan antarse8ama lebih 
didasarbn atas egoisme, dan · hubungan dengan pemimpin berubah 
menjadi _ hubungan yang hiratkls. Itu sebabnya, distribusi sumber
sumber di negara-negara ·betkembang cenderung tidak merata. 

"J)i negara-negara maju distribusi sumb� lebih merata daripada di 
· 

negara-negara berkembang karena telah dapat mengangkat lebih 
banyak· warga masyarakat ke .tingkat hidup yang lebih baik. Oleh 
karena· itu, distribusi sumber-sumber kekuasaan, .antara lain, 
ditentukan d�ng�n suslinan·:masyarakat, _ ting�!lt· ·perkembangan 
pendidikan dan teknologi, tipe bir6krasi dan tlilgkat;jenis dan ktlalltas 
penmtdaan barang dan jasa. 

· 

Untuk mengukur distribusi sumber-Sum.ber dalam masyarakat 
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berkembang dan masyarakat maju, keseimbangan pemilikan dan/atau 
pengu�saan sumber-sumber di antara berbagai kelompok dalam · 

· masyarakat perlu diperhatikan. Apakah suatU kelompok memiliki 
semua jenis sumber kekuasaan di atas? Apakah berbagai sumber 
kekuasaan itu tersebar secara merata kepada seluruh masyarakat 
ataukah tidak? 

· · 

Kenyataan lain yang perlu diamati berupa kelompok masyarakat . 
. tertentu yang memiliki dan menguasai sumber kekuasaan seperti 
kekayaan tetapi tidak memiliki pengetahuan clan teknologi (keahlian), 
sedangkan kelompok laiil memiliki dan menguasai sumber. kekuasaan 
paksaan fisik (senjata) dan keahlian tetapi tidak memiliki kekayaan. 
Namun, ada suatu kecenderungan umum seseorangyang memiliki dan 
menguasai suatu sumber · kekuasaan akan juga memiliki sumber 
kekuasaan yang lain karena kekuasaan cenderung berkembang biak. 

· Faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam di$ibusi sumber
sumber, yakni persepsi masyarakat" terhadap Sum.ber k�an, sebab 

· setiap masyarakat. memiliki persepsi dan penilaian -yang berbeda 
terhadap sumber-sumber kekuasaan. Sejuml� kelompok masyarakat 

. memandang · sumber kekuasaan normatif sebagai . lebih penting 
daripada kekayaan dan jabatan sehingga sumber kektiasaan normatif 
akan · ·memiliki. pengaruh yang lebih besar daripada kekayaan dan 
jabatan. 

· 

Pada kelompok masyarakat yang lain, keahlian d3n. jabatan lebih 
diliargai daripada s:umber kekayaan normatif dan popularitas pribadi 
sehingga dalam masyarakat ini keahlian clan jabatan m.empunyai 
pengaruh yang 1ebih besar daripada suinber kekuasaan normatif dan 
pribadi terkenal. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam 
mengukur distribusi sumber, yakni bobot (daya pengaruh) berbagai 
sumber yang cenderung berbeda. ·Artinya, .sum� kekuasaan paksaan 
fisik (senjata) memlliki bobot yang lebih tinggi daripada pribadi 
terkenal. · · 

-

4.3.3 Penggunaan· Sumber-sumber 

Seperti dikemukakan di atas, perbedaan kekuasaan potensial dengan 
kekuasaan. aktual terletak pada penggunaan sumber-sumber secara 
efektif untuk mempengaruhi proses politik. Pertailyaan yang perlu 
dijawab ialah dibawah kondisi dan situa_si yang bagaimanaka� 
seseorarig atau suel;tµ kelompok menggunakan sumber-sumber yang 
dimiliki atau yang dikuasai? Dibawah kondisi dan situasi yang 
bagaimanakah seseorang atau kelpmpok dengan · terampil 
menggunakan sumber-sumber untiJk mempengaruhi proses politik? 

Setidak:-tidaknya ;ida tiga pilihan bagi setiap orang atau kelompok 
dalam menggunakan sumber kekayaan. Pe+tama, menggunakan 
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sumber itu ke dalam kegiatan: nonpolitik, ·seperti · berbelanja, 
memherlkan sumbangan kepada yayasan sosial, membantu orang yang 
tak mampu dan · memberikan sumbangan kemanusiaan laiz:mya. 
Kedua, menginvestasikan sumber itu ke bank dan dunia usaha 
(perdagangan, industri dan jasa) atau membell rumah, tanah, dan 
barang-barang berharga {misalnya emas)i )�etiga, menggunaka:ri 
sumber . itu untuk. mempengarum .proses politik baik dalam hal · 

menjagokan calon tertentu sebagai pemimpin p olitik dan 
pemerlntahan maupun dalam hal memperjuangkan kebijakan terter..tu 
yang mengwitungkan. Yang harus diperhatikan oleh ilmuwan politik 
ialah pilihan ketiga dengan mempertanyakan dibawah kondisi dah 
s_ituasi yang bagaimanakah seseorang atau suatu kelompok 
menggunakan sumber yang dimiliki dan dikuasainya untuk 
mempengaruhi proses politik? . 

Menurut Andrain, ·empat faktor yang biasanya dipertimbangkan 
oleh pemilik sumber kekuasaan dalam menggunakan sUinber unttik 
mempengaruhi proses politik meliputi kuatnya motivasi untuk 

j mencapai tujuan tertentu, harapan akan keberhasilan mencapai 
1 tujuan. persepsi men�enai biaya dan risiko yang timbul . dalam 
'i·. 

mericapai · tujuan dan pengetahuan· mengenai cara-cara mencapai 
tujuan tersebut. Dengan mempertimbangkan keempat faktor maka 
asuinsi yang selama ini dipegang bahwa memiliki sumber kekuasaan 
berarti meniiliki kekuasaan politik belum tentu benar.' Hal itu 
disebabkan b ehun tentu semua orang yang memiliki sumber 
kekuasaan menggunakan sumber itu untuk mempengaruhi proses 
politik. 

· 

. 

Dalam kenyataan acap kali terdapat kelompok yarig sangat aktif, 
tetapi hanya memiliki sumber yang sedikit, lebih sukses menggunakan. 
sumber yang sedikit untulc mempengaruhi proses politik daripada 
kelompok yang niemiliki sumber kekuasaan yang banyak tetapi 
bersikap pasip. Fakta ini disebabkan oleh kenyataan bahwa · untuk 
mencapai tujuan dalam hal ini mempengaruhi pembuat dan pelaksana 
keputusan politik diperlulcan motivasi yang tinggi. · 

. Suatu kelompok yang memiliki ka�a.r ideologi yang tinggi dapat 
mengubah sumber kekllasaan potensial menjadi kekuasaan· yang 
aktrial, teruta'ma jika faktof lain seperti harapan, .persepsi, dan 
pengetah,uan juga �e�dulc\1i:lgnya. l!arapan terhadap .keberhasilan 
dalam usaha rilengubah sumber-sumber kekuasaan aktual juga 
menentukan apakah se�eorang. atau kelompok akan menggunakan 
sumber-sumber yang dimiliki untulc mempengaruhi proses politik. 
Harapan ini bergantung pada persepsi mengeiiai biaya· dan risiko 
dalam mempengaruhi pihak lain. · :· ::· · · . 

Sesebrang atau · suatu kelompok cenderµng 'menggunakan sumber 
lintuk mempengaruhi proses politik manakala dia memandang 
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kegiatan ittl akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dengan 
· kei-ug.ian atau risiko yang lebih kecil. Dengan demikian, pengetahuan 

seseorang atau suatu kelompok mengenai cara-cara dan prosedur 
untuk menggunakan sumber-sumber da1am kegiatan politik juga akan 
mempengaruhi keputusannya, apakah mengubah sumber-sumber 
menjadi kekuasaan politik aktual ataukah tidak?. · · 

Di samping itu, perlu dicatat tidak setiap orang atau kelompok akan 
·menempatkan keempat faktor itu . dalam kadar yang sederajat. 
Gerakan-gerakan revolusioner, misalnya, menekankari ·motivasi dan 
tindalcan merealisasikali ide-ide yang revolusioner, sedangkan· apakah 
fu.idakan itu akan berh3sil atau tidak akan menjadi pertimbangan 
yang kedua. 

· 

. 

Motivasi tintuk mencapai tujuan sangat kuat, apabila harapan akan · 
keberhasilan sangat tinggL Diperkirakan akan mendata�gkan 
keuntungan dengan risiko 'yang kecil, dan pengetahuan mengenai cara
cara dan ·pl'O$edur mencapai tujuan itµ memadai · $aka .��edianya 
oi:ganisasi, .k�tera.mpili\ri, prib�di yang. �t, da!J.. faktor luar yang 
�nqµkung merupakan kombinasi yang ef.¢ktif untuk .mengubah 
sw:nber-suml>ex: ,kekua,�an pQtensial menj_adi kekuasa� . politik 
ak�µal. Jika suatu k·elompok memiliki .keterampilan'· dalain 
mengadakan pendekatan, meyakinkan, bermusyawarah dan 
berkomproJDi, dan bekerja sama, dan memilild kemampuan mengelola 
organisasi man transforlnasi.sumber-sumber k.eruasaan aktual akan 
lebih efektif dan efisien. Pengacara�, birokrat, warta�, dan aktiVis 
organisasi mahasiswa memiJikj keterampilan dan kemampUan ini 
Sehingga tidak mengherankan mereka yang mexpiliki profesi . ini 
ceridenmg mempunyai pengaruh yang }>esar da1am .proses politik. 

Di samping faktor keterampilan, organisasi juga penting karena ia 
� menjadi wadah dan sa..--ana yang efisien untqk mengubah sumber 
menjadi kekuasaan aktual. Partai politik dan kelompok kepentingan 
memerlukan .organisa�i yang rapi, berakar . pada. anggota . dan 
pendukungnya dan mempunyai tujuan dail program kegiatan yang 
jelas untulc dapat mengubah sumber. menj�di kekuasaan aktual · 

• Se1ain itu, faktor pribadi, seperti kepercayaan pada diri -sendiri, 
berj>endirian kuat namun luwes pada situasi yang tepat, berorientasi 
ke depan, .u1et dan gigih dalam upaya mencapai tujuan tetapi cukup 
realistis dalam meniiai situasi (termasuk menenma kekalahaii) akaI1 
menjadi kekuasaan politik · aktual da1.am uienghadapi persafugan dan 
tantangan dari pihak lain. Jadi, faktor luar yang:mungkin menduk:lJ!lg 
atau menghambat, seperti cuaca, 'bencana almn, kematian, dan Jaktor · 
tak terduga yang lain akan ·menjadi taktor yang berpez:maiuh jµga 
dalaJn upaya mengubah sumber IJJ.enj�di kekuaSaan P.Olitik aldual. ·, 

Cuaca sudah dapat diperkirciltan sebelwneya. dengan meriggunab,n 
telau>logi yang canggih · ·sehqga dapat. disusun kegiatan dengan 

. . . . . .  ··' . · . '. 
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memperhatikan perkiraan cuaca· tersebut. ·Namun untult hil-hcil 
lainnya karena di luar kemampuan manusia maka yang dapat 
dilakukan dengan bei'upaya . sejauh mungkin untulc · tidak terlalu 
clirugikan dengan faktor luar. 

· .4.3.4 :Hasit Penggu�aan sumbiir;s[iiri/,�i?.'.�' �, 

Hasil p�ggunaan sumber-sumber ialah jumiah individu yang dapat 
dikeI,1dalikan ·oleh ·pemegang.kekuasaan, sektor-sektor kehi4upan yang 
dikendalikan oleh pemegang kekuasaan dan kedalaman pengaruh 
kekuasaan terhadap hiclividu dan masyarakat. 

· 

4.3�4�1 Jumlah. lndividu yang Dlkendallkan 

. Jumlah mdividu yang dikendalikan ialah jumlah ·anggota masyarakat 
yang menyesuaikan diri dengan kehendak pemegang kekuasaan. 
Contoh, jumlah individu yang dikendalikan oleh· pemerintah ·pusat 
sebagai pemegarig kektiasaan sangat bergantung pada dua hal� yalmi 
tfugkat kemajuan masyarakat dan tipe Sistem-politik yal)g diterapkan 
oleh negara itu. 

· 

. 
Masyarakat ,yang strukturnya masih seder)iana biasanya belum 

memiliki · sumber-sumber kekuasaan yang beraneka dan berbobot 
seh,ingga jumlah individu yang dikend� oleh peinegarl.g kekuasaan 
masih terbatas. -Sebaliknya, masyarakat �ndustri maju yang 
stri.tlrturnya sudah rulnit,biasanya memiliki sumber-sumber kekuasaan 
yang tidak hanya betaneka jenisnya, tetapi juga bobot dan jumlahnya 
sehingga pemegang kekuasaan dapat mengendalikan · lebih banyak-
orang daiain niasjarakat. · · 

Dalani sistem politik otokrasi tradisional, pemegang kekuasaan 
hanya dapat.mengendaµkan sekelomp.ok kecil orang saja. Kenyataan 
ini disebabkan keterbatasan sumber kekuasaan yang dimiliki d3n tipe 
sistem politik ini cenderung mempunyai lingkup kegiatan yang 
terbatas. Dalam hal ini, di Sekitar istana dan ibu kota kerajaan saja. 

Oleh karena itti, masyarakat yang tjriggal di daerah pedesaan yang 
jauh dari pusat tldak terlalu dipengaruhi dengan kekilasaan pusat. 
Sebaliknya, sistem poll� totaliter komunis maupun· fasis dapat 
mempengaruhi lebih banyak· warga masyarakat. Hal ini tidak hanya 
<Usebabkan tersedia sumber-s\lmber kekuasaan yang berliriipah,. baik 
jeirls; bobot maupun jumlah, t�tapi juga watak tipe sistem politik yang 
berkeP,_end�k . m�ncipPi,l,t� ��,;qan inasyarakat baru yang . 

· serafcilii: · ·sedangkan·-dalaSs'tem' politik demokrasi, walaupun 
sumber..:sumber kekuasaan yang tersedia berlimpah, baik jenis, bobot, 
mauplin jumlahnya, pemegang kekuasaan (pemerintah pusat) 



mengendalilcm lebih sedikit orang karena sumber-sum.bet kekuasaan 
terdistrib�an secara relatif merata di antara berbagai kelompok, . 
bahkan terhadap setiap individu warga negara. Perbedaan-perbedaan 
ini tentu bersifat analitis dan tipe ideal saja lW-ena dalain kenyataan 

· p�bedaannya tidak terlalu tajam. .. � , ; c .,_, , ; 

4.3.4.2 Bida.ng-Bidang Kehidupan yang Dlkendalikan · 
Bidang-bidang kehidupan yang dikendalikan iala,h sektor-sektor 
kehidupan atau urusan�urusan yang ditangani dan dikendalikan 
pemegang kekuasaan (pemerintah pusat). Lingkup pengaruh 
pemegang kek11:asaan jl.tga bergantung pada dua fakto�, yakni adanya 

· �ber- .sumber dan tipe dari sistem politik yang diterapkan. 
· Luas-'sempitnya lingkup urusan pemetintah ditentlikan dengan 
smnber:...sumber . secara memadai, pemerintahnya hanya menangani 
urusan-unisan penting, seperti pertahanan dan keamanan, dan 

· ke1langan, sedangkan perlhal kesejahteraan sosial belum: ditangani. 
Sebaliknya, masyarakat yang -memiliki sumber-sumber yang 
berlimpah cenderung menangani bidang-bidang kehidupan yang lebih 
luas, tiruik hanya urusan yang menyangkut pertahanan dan keamanan, 
tetapi juga kesejahieraan sosial dalam arti .yang seluas-luasnya. 

· Kecuali itu, sistem politik otokrasi tradisional biasanya menang3ni 
. Unisan pertahanan dan keamanan, dan perpajakari, sedangkan perihal 
kesejahteraan sosial menjadi urusan individu · atau kelompok da13m · 
masyarakat. Sebaliknya, sistem politik totaliter menangani semua 
bidang kehidupan manusia secara nienyeluruh (total} dalam rangka 
menCiptakan manusia dan maSyarakat baru sesuai dengan gambaran 
ideologi totaliter. · 

Di samping itu, sistem politik demokrasi biasanya mengadakan 
pembagian tugas antara pemerintah· pusat dan pemerintah lokal 
(urusan pemerintah· nasional dan urusan lokal) �al;lpun . antara 
pemerintah dan berbagai organisasi . politik, dan kelompok · so�ial 
(urusan publik dan urusan swasta) dalam masyarakat. 

Selain kedua faktor tersebut, faktor turitUtan masyarakat kepada 
pemerintah .untuk memb� pelayanari st:>sial yang lebih lttas dan 
merata merupakan faktor lain yang meniungkinkan ·bertambah 
luasnya w;usan yang ditangani pemerintah; Hal ini dapat dllihat <la.lam 
masyarakat berkembang yang menghendaki peranan pemerintah yang 
cukup besar dalru;n usaha meningkatkan ke$ejahteraan masyaraka.t. 
Akibatnya, hampir semua bidang kehidupan ditangani oleh 
pemerintah sehingga dijuluki sebagai negara pejabat. _ 

. .  · .  

4.3.4.3 Kedalaman Pengaruh Kekuasaan 

Kedalaman pengaruh ke�asaan ialah seberapa dalam perililku 
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individu d,ipen:garuhi pemegang kekuasaan apakah mempengaruhi 
perilaku luar ataukah sampai mempengaruhi perilaku dalam, seperti 
persepsi, orientasi, sikap, dan cara berpik.ir?· Pemegang kekuasaan 
dalam sistem politik otokrasi tradisional mempengaruhi perilaku luar 
agar anggota masyarakat tidak berperilaku yang dapat menimbulkan 
gejolak-gejolak yang mengganggu keselarasan, keharmonisan, dan 
ketertiban dalam masyarakat. 

Soal perilaku dalam, pemegang kekuasaan tidak begitu 
memperhatikannya karena perilaku luar dianggap cerminan perilaku 
dalam maupun karena sarana-sarana kekuasaan yang efektif tidak 
tersedia. 

Karena berkehendak menciptakan masyarakat 'dan manusia baru 
sesuai dengan gambaran ide0loginya, maka pemegang kekuasaan pada 
sistem politik totaliter m�nggunakan sarana-sarana paksaan fisik dan 
psikologis untuk tidak hany� mempengaruhi perilaku luar, tetapi juga 
perilaku dalam. Akibatnya muncul, gejolak massa karena etnis dan 
agama maupun golongan pekerja dan int$.ektuai pada negara-negara 
totaliter di penghujung tahun' 1980-an, 

Pengaruh pemegang ke�asaan .Pada sistem politik demokrasi (li
beral) tidak sampai mengubah perilaku dalain dan hiar,walaupun 
demikian, pemegang kekuasaan pada sistem ini menciptakan �asana 
yang memungkinkan indivi<;lu berperilaku dalam dan berperilaku luar 
yang demokrati�. Setiap orang sadar akan hak-haknya, tetapi 
menghormati hak orang lain dan pemerintah menjamin hak-hak 
ters.ebut. Kecuali itu, setiap warga negara patuh pada hukum yang 
ditegakkan pemerintah. 

· 

Anggota masyarakat disosialisa51kan melalui lembaga pendidikan 
dan media massa untlik berpersepsl., berorientasi, bersikap, dan 
berperilaku demokratis. Perbedaan-perbedaan yahg diutarakan di atas 
juga bersifat analitis dan tipologis karena dalam kenyataan, perbedaan 
itu tidak terlalu tajam. 

4.4 Distribusi Kekuasaan 

Apabila para ilmuwan ekonomi lebih menaruh perhatian pada 
produksi barang dan jasa dalam masyarakat maka ilmuwan ·politik 
lebih menar.uh perhatian pada distribusi barang dan jasa. Yang 
menarik perhatian ilmuwan ekonomi adalah bagaimana meningkatkan 
produksi barang dan. jasa, sedangkan ilmuwan politik lebih tertarik 
pada bagain:iana menciptakan suatu sistem politik yang_ mampu 
mendistribusikan sumber-sumber secara relatif mera� pada semua 
kelompok atau individu? . 

:M:enurut Andrain, ilmuwan politik biasanya menggambarkan 
distribusfkekuasaan dalam bentuk tiga model, yakni model elit yang 
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memerintah, model pluralis dan 'model populis.7 Model · pertama 
melukiskan kekuasaan ·sebagai dimiliki oleh kelompok kecil o,rang · 
yang disebut elit. Model pluralis menggambarkan kekuasaan sebagai 
dimiliki· dengan berbagai kelompok sasial dalam masyarakat dan 
berbagai lembaga .dalam pemerinta:han. Lahi model populis 
melukiskan: kekuasaan sebagai dipegang .oleh Setiap mdividu warga 
neg3ra atau rakyat seeara kolektif. . · -

· 

4.4.1 Elit yang Memerintah 

Gaetano Mosca melukiskan distribusi kekuasaan dalam masyarakat 
seperti berikut. Dalam setiap masyarakat terdapat · dua kelaS yang 
·menonjol. Pertama, kelas ·yang memerintah, yang terdiri darl sedikit 
orang, melaksanakan fungsi, politik, memonopoli kekuasaan, dan 
menikmati keuntungan-keuntungan yang Q.itimbulkan . dengan 
kekuasaan. Kedua, kelas yang . diperintah, yang berjumlah lebih 
banyak, diarabkan ·dan dikeridalikan qleh penguasa dengan cara-cara 

.. yang kurang lebih berdasarkan hukiun,:s�unya dan .paksaan.8 
Asumsi yang .mendasari model ini, �etiap masiarakat tidak pernah 

terdapat distribusi. kekuasaan · secara .  merata. ·Mereka yang memiliki 
sumber kekuasaan yang·niem.ililtj kekuasaan poll�, dan jumlah yang 
meniiliki kekuasaan politik sedikit . sekali, apabila dibancllilgk3n 
dengan jumlah penduduk dalain masyarakat-n�. Asunisi kedua, 
jumlah orang .yang memerintah .suatu masyarakat selalu lebih·sedikit 
daripada yang diperintah. Itu sebabnya, mengapa elit politik 
dirumuskan sebagai sekelompok · kecil orang yang mempunyai 
pengaruh besar da1am pembuatan dan peiak.sanaan keputusan poll� 
Asumsi ketiga, cu antara elit politik terdapat ke8ama� nilai dan 
berusaha mempertahankan nilai-nilai, ;Yang berarti memperiahankan 
status sebagai elit politik. 

· 

.. . . 

· Model elitisme ·secara terinci diuraikan oleh dua ilmuwan.9 Mei'eka 
membagi masyarami · menjadi �iia bagian, yakni sekelompok kecil 
orang yang memiliki kekuasaan dan banyak orang yang tidak niemiliki 

. kekuasaan yang berarti. Hanya sekelompok kecil · orang yang 
mempunyai kekuasaan_ itulah yang m.engalokasikan nllai-nilai kepa� 
masyarakat atau hanya sekelompok kecil or�g yang membuat dan 
melaksanakan k�putusan politik. . 

Khalayak (rakyat) banyak yang tidak ikut merientukan kebijakan 
um.um karena mereka tidak memiliki kekuasaan; Sekelompok. kecil 
orang yang membuat dan. melaksanakan keputusan politik··bnkanlah 
pencerminan dari khalayak yang �perintah. Elit politik itu diariibil 
secara tidak proporSional dari laplsan atas -masyarakat. Mobllitas 
nonelit untuk mencapai kedudukan elit harus berjalari �, Jambat 
sambil tetap memelihara stabilitas, yakni menghindari per.ubahan 
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yang revolusioner. . 
Nonelit; yang telah meD.erima "konsensus dasar elit" saja yang dapat 

diterima dalain lingkungan elit. Golongan elit memiliki konsensus 
mengenai nilcii-nilai dasar suatu sistem dan berusaha memelihara dan 
mempertahankan sistem itu. selain·. itu, kebijakan yang dibuat dan 
dilaksanakan oleh elit politik bttka$h cerminan aspirasi khalayak, 

- juga ·bukan hasil tuntutan yang Qia\ibkan.lthalayak, melainkan lebih 
Iilerupakan cepninan nilai- � yang dipegang teg\ih oleh kelompok 
elit. 

Perubahan dalain kebijakan tidak akaii · dilakukan seem radikal . 
J adi, khalayak yang apatis sangat ·sedikit mempengaruhi s�ara 
langsung elit yang memerintah . .  Yang terjadi ialah golongan· elit 

· menentllkan khaJ.ayak yang apatis. · 

Akan tetapi, ·kelompok elit kalau ·ditelaah .darl segi sifat dan 
karakteinya, sesungguhnya .bukanlal:r�ompok yang homogen, tetapi 
heterog�. Kelompok elit politik dapat ·digolongkan menjadi ·¥ga tipe. 
Pertama, elit politik yang dalam segala tindakan berorientasi pada 
kep�tingan pribadi atau. golongaii: . Ellt ·tipe ini eenderung bersifat 
tertuttip, dalam arti menolak golongan· yang bukan elit memasuki· 
lfugkungan elit: Di antara sesama. elit, tipe irii terdapat kolaborasi 
untuk mempertahankan keadaan yang. ap.a. Oleh karena itu, pelapisan 

. politik tidak hanya berbentuk piramid rum . hirarki, tetapi juga tidak 
tanggap atas agpfrasi dan tuntutan· masyarakat. Ejit . ini disebut 
lqmservatif. Maks�dnya·,. si_kap dan · peril�lpa .. yang cenderung 
�emelihara .dan mempertahankan ��asyarakat yang secara 
jelas menguntungkannya. _....... . 

Ked�a,. elit · politik liberal. l\!�dnya, sikap dan perilaku yang 
memb�a kesempa� selua.s.:luasnya bagi setiap warga masyarakat 
·untuk meningkatkan_ statils sosial. Elit ini c�derung.l:>ermat terbuka 
terhadap goiOnw4!"·fuasyaraJ.iai yang bubn elit untuk menjadi bagian · 
dari_ �gkungan · elit, sepanjang yang bersangkUtan mampli bersajng 

.. �cara sehat un.tuk menjadi �t, . dan menyesuaikan diri. dengan 
lingkungan yang elit. Adanya kesempatan yang sama dan persaingan 
yang sehat untuk menjadi elit cenderung membuat pelapisan 
masyarakat ini bersif�t pluralis. Elit polltik ini cenderung beronentasi 
pada kepentingan· ma�arakat umum sehingga mereka juga akan 
bersikap tanggap atas tuntutan niasyarakat. 

Ketiga, pelawan elit (counter elite). Menurut tipe ketiga ini,. para 
· pemimpin yang berorienta:si pada khalayak ·dengan cara menentang 
segala benttik kemapanan (established order) maupun dengan cara 

. menentang. segala ben!!Jk, perubahari. 9irl-chi ke1ompok ini, yakni 
ekstrim;'.c,tidak tol��a���� beridentitas superioritaS 
rasial tertentu, dan menggunakari kekerasan da1am memperjuangkan · 
aspiiasinya . .  
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Kelompok pelawan elit terdiri atas dua sayap, yaknl sayap kiri (left' 
wing) yang menuntut .perubahan secara radikal dan revolusioner dan · 
sayap kanan (right wing) yang menentang pelbagai perubahan sosial, 
btidaya, ekonomi, dan p()litik. Namun, k edua s ayap ini 
memperlihatkart · diri sebagai pemb�wa suara rak:jat dan menuntut 
agar rakyat mengllasai hukum, lembaga-lembaga, proSedur, dan hak
hak individu. lO 

Diantara yang konservatif dan liberal terdap�t persamaan. Adapun 
persamaan ini meliputi yang memerintah, yang membuat dan 
melaksanakan keputusan .politik, atau yang mengalokasikan nilai.,. 
nilai secar.a otoritatif. kepada masyarakat hanya·kelompok kecil orang 
yang· mempunyai kekua8aan politik 'aktual. Kecuali ·1tu, elit pplitik 
tersebut berupaya mempertahankan kedudukannya yang istimewa. 
Oleh karena itu, menurut ilmuwan politik apakah sistem politiknya 
otokrasi tradisional, totaliter ataukah demokratis; semua diperinWi 
oleh kelompok orang yang disebut elit politik. · 

Klasifikasi elit politik semacam · ini· lebih tepat untuk 
memggambarka_n kead,aan ·di Amerika Serikat dari,Pada -qntuk 
nienggambarkan keadaan di Indonesia. Herbert Feith menggoloiigkan 
elit politik di . �ndonesia pada tahun 1950-an menjadi dua tipe, yalmi 
pembina solidaritas (solidarity maker) dan administrator.11 Yang 
petj;ama menorijol d,arl ·�gi kemampttannya menggajang . persatuan 
bangsa, sedangkan yang kedua menonjol dari segi kemampuannya 
m�canakan dail melaksanakan prQgram pembangunan. 

4A.2 Model Pluralis 

ASumsi ��g menda�ari model ·ini ial� setiap indiyidu menjadi· 
anggota satu atau lebih ke.J.ompo� sosial a tau kektiatan oosial �tu 
sesiiai dengan aspirasi dan kepentingan yang bersifat kultural dan 
ideologis maupun yang berdasarkan okupasi dan profesi seperti 
aspirasi ekonomi. Kelompok kepentingan atau kekuatan sosial ini 
berfungsi sebagai wadah memperjuangkan ·�p�tingan, para anggot!l 
dan menjadi perantara antara para anggotanya, dIDi pemerintah selaku 
pembuat dail pelakSana keputusali politik. 

Lalu kelompok sosial dan kekuatan �osial ini berupaya 
mempertahankan karakteristik dan otonomiriya dari pengaruh 
organisasi lain maupun dari campurtangan pemeiintah� Oleh karena 
itu, . menurut model ini, kekuasaan: dalam masyarakat a'kan 
terdistribusika� secara telatif merata'cli antara berbagai organisasi dan 
kelompok kepentin:gan. . 

" Pera.nan peliierintah menurut model pluralis ialah sebagai :arena 
persaingan dan kompromi di antara berbagai organisasi dan kelompok 
kepentingan sehagai pmak yang merumuskan daii mengawasi atUran 
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permainan agar persaingan tidak .ip.eru8ak kesatuan masyarakat, dan 
sebagai pihak yang mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok 
yang ber8aing menjadi keputusan politik. 

Di antara berbagai kelompok dan kekuatan 8osial terdapat suatu 
kesadaran pentingnya pei;sailfgan yang seh�t dan kompromi sehingga . 
kepentingan· mereka tetap .terjamin. Di samping itv, mereka juga . 
sepakat pemerintah perlu menilliki kewenangan yang cukup tidak 
hanya' untuk mengatur dan nienegakkan aturan-'permainan bagi 
persaingan dan kompromi, tetapi juga untuk membuat dan 
melaksanakan keputusan politikyang merupakan basil persaingan dan 
kompromi. Har lain yang perlu· dikeniukakan, keseimbangan 

. kekuasaan tidak hanya terwujud di antara berbagai ·kelompok dan 
kekiiatan ·sosial druam masyarakat, tetapi juga di antara- lembaga
lembaga pemedntahan, seperti badan.,.:badan perwakilan rakyat, 
eltsekiltif dan birokrasi, .Clan badan pei;adilan� · 

Kelemahan pokok model ini terlihat dalam menempatkan 
pemerintah_ hanya.sebagai arena persalligan dan kompromi di antara 
berbagai kelompok atau kekuatan sosial dalain masyatakat_. Padahal 
pemerintah seba� le�baga maupun ·sebagai kumpuIBn · elit · politik 
juga memiliki kepentingan sendii-i. Pemerintah sebagai lembaga 
mempunyai 'kepentingan yang harus diterjemahkan ke dalam 

. keput.usan politik. Kepentingan lembaga pemerintah pada kepentingan 
· _umum karena fa dibentuk. untuk. mewakili kepentingan. umum. Oleh 

karena . itu, kepentingan pemerintah seririg kali justru bertentangan 
dengan berbagai kepentingan yarig diajukan dengan berbagai 

·kelompok dan kekuatan sosial. Sebagai kumpulan elit poliUk, 
pemerintahanan dikelola oleh . sejmlllah orang yang jelas memiliki 
kepentingan sendiri yang tidak selalu selaras dengan kepentingan 
len:ibaga · pemerintab, Clan acap kali pula· sesuai dengaii sebagian 
·tuntutan yang diajukari oleh sejUmlah keloml)ok atau kekuatan·soSial 
tertentu. 

4.4.3 Model Kerakyat;in 

Asumsi yang mendasari model keraky�tan ialah demola'asi. ArtmYa, 
partisipasi individu warga negara dalam proses pembuatan dan 
p�laksanaan keputusari politik yang jelas akan mempengaruhi sendi
sendi kehidupan individual dan sosial daiam masyarakat. Kunci utama 
demokrasi · sebagai suatti .. pandangaii hidup, yalmi . partisipasi setiap 
individu. yang telah ·dewasa · dalani p�m.b�ntukan nilai-nilai yang 
m�ngatur .. hidup mereka. Jadi, ,�etnoln:asi :rn�eritlakr p�pa!d 
rakyat dalam mengalokasikan Wµl mendistrlbUsilWi iiilai"'."ililai kepada 
masyarakat. 

D.i -��- para ijmuwan·yang m� model ini terdapat 
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perbedaan pendapat dalain menentukan, slapa yang dim.aksudkan 
denganrakyat? Pendapat pertama berpendapat yang dlmaksud dengan 
rakyat ialah individu warga negara, sedangkan pendapat kedua 
memandang rakyat sebagai keseluruhan warga negara atau rakyat 
·secara· keseluruhan (kolektif). Pandangan pertama terllhat · dalam 
negara yang menerapkan sistem ·politik demokrasi liberal yang 
dibangun berdasarkan individuallsme, sedangkan pandangan kedua 
terlihat dalam negll&-negara yang baru membebaskan d1rl dar1 
penjajah, dan dalam negara-negara yang menei'apkan s1stem soslells 
(demokrasl rakyat). 

· · · 
Sementara itu, · pertanyaan 18.m yang ·muncul," siapakah yang 

dimaksud dengan rakyat yang berpartisipasi dalam proses politik? 
Secara umum tampaknya terdapat konsensusi warga negata yang telah 
dewasa yang berhak berpartisipasi dalaln proses politik. Namun; 
defi,nisi tentang dewasa yang diberlkan oleh berbagal negara berbeda

beda. Di ·Indonesia, misalnya,. ·warga ne� yang dianggap .sudah 
de\Ylsa untuk m� .partisipasi polltik telah berumur n tahun 
atau sudah kawin. 

· · Berdasarkan pengertian demokrasi di atas �aka dapat· clirumuskan 
sejumlah asurnsi lain yang .mendasari model kerakyatah dalam artl 
individual. Pertama, setlap . wqa nega?a yang telah dewasa seeara 
potenslal memiliki kekuasaan poll�k seperti hak memlllh dalam 
pemllihan umum. Kedua, setlap warga negara yang sudah dewasa 
mempunyal perhatla.ti cian inhl�t yang besar pad& proses politlk karena 
setiap warga negara memillld motivasi yang kuat untuk aktif da1am 
proses politik. Ketiga, setlap warga negara, yang sudah deviasa 
mempunW. kemamp\lan untuk mengadakiui penllalan terhadap proses . 

politik karena mereka mem.Uiki. lnfomiasi politik yang niemadal. Jadi, 
setiap Warga negara yang sudah dewasa menipunyal peranan dalmn 
pembuatan dan pelaksanaan· keputusan. politlk." . . · 

Pada banyak nega?a ASia dan Afrika, pengertlan kei'akyatan sebagal 
seluruh warga negara dljelmakan dalam bentuk lembaga 
pemer:intahan, bahkan dalam diri seorang peinimpin besar. Lembaga 
pemerlritahan lnl·· dianggap sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 
Menurut pandangan ini, kekuasaan tertinggi terletak pada tangan 
·rakyat secara keseluruhan, namun pelaksanaannya dise?ahkan kepada 
suatu lembaga pemeri.ntahan $epertl majells rakyat atau kepala 
pemerlntahan. Dalam kasus yang ekstrlm, kedawatan i'akyat terjelma 
� figur seorang pemimpin·besar yang menyatakan dhinya sebapi 
penyambungJidah· rakyat, sedangkan dalam negara- negara komunis, 
kedaulatan rakyat- proletar dijelmakan dalam partal, khususnya 
po.utbiro. = · _ 

· · 
· 

Ketlga model distribusi kekuasaan ltu memlllld kelemahan
kel�ahan. Model elltisme memang benu dalmn ha1 jumlah orang 
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·�" . . 

yang memerlntah tetapi ent yang memerintah itu berasal dari mana? 
Pihak yang memerintah umumnya dipilih oleh rakyat secara langsung 
melalui pr.osedur dan mekanisme yang. demokratis, ata:u dipilih oleh 
pata"'angg<;>ta · organisa� melal.ui prosedur yang demokratis, setidak
tidaknya· di negara yang menerapkan sistem politik d�okrasi (liberal). 

Kelemahan model · elitispl.e 1alah -�erigabaikan pen� · khalayak 
terhadap golongan elit.' Namun dal8m bal besarnya pengaruh ·ent ini 
da1am · pro� politik, model eliti8me betul. mengandung keben3ran. 
Selain niengabaikari kepentingan lembaga .pemetjntahan, kelemahan 
model Kedua ialah kurang mempertimbangkan .peranari penting yang 
dimainkan oleh .. P�Piil kelompok sosial atau kekuatan sosial. 

Dalam kenyataan, pihak yang _lebih .banyak_menentukan arah clan 
gerak kelomp_ok ·atau. organisaSi masyarakat adabih sekelompok kecil 
orang yang berkedudukan sebagai pengurus.· Kelompok kecil pengurus 
irii dikategorikan · sebagai elit sehingga menyerupai model yang 
pertama, tetapi elit ini dipilih ol$ dan bertanggung jawab kepada 
para anggotanya .. 

Kelemahan modei; keµga -� menganggap semua war� negara 
yang sudah dewasa memiliki ·kem.ainpuan yang sama. ·Dalam 
kenyataan tid3k seinua warga negara yang dewasa mempm:lyai hak 

· pilih, seperti orang sakit jiwa, pembatasaii rasial, dan jenis kela.min, 
orang yang tengah menj�_hUkuman selania waktu tertentli, bahkaii 
beberapa waktu yang lalu juga dilakukan pemb�tasan atas · dasar 
pendidikan dan kekayaan. . 

· . 
Selain itu, tidak semua . warga negara yang sudali dewasa 

mempunyai .�t clan perhatian pada · politµc sehiligga tidak setiap · 
warga ne� ipemnno inform�· yang· memadai r,nengenai politik, 
apalagi mengadakan e�uasi atas proses politik. ApabUa demikian; 
bagaimana mung� setiap • warga negara mempunyai pengaruh . 
terhadap _pr(}Ses ·politik? . . 

Jawaban atas pertanya� itu dapa:t dinyatakan bahwa · sebagian 
b.esar warga negara memiliki kekuasaan satu _kali daiam empat atau 
lima tahun s�, ketika men�ak� hak pilih dalam pemmhan 
um.um. Pen.ga.rtl:h ini akan semakin. be5ar manakala -warga negara 
tersebut mengorganisasikan . diri ke dalam suatu organisasi yang 
kompak dan mandiri sebingga memmki pengaruh yang berarti. Hal · 
� mengatakan rakyat secara k�uruhan yang berkuasa juga tidak 
seltiruhnya benar karena dalam · kenyataan yang menjalankan 
kedaulatan rakyat justru para· wakil rakyat yang jumlahnya · sedikit. 
·Jadi .menyerupai mode)..'pertama, walaupun para wakll rakyat itu 
dipilih oleh rakyat. . 
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4.5 Kekuasaan Menurun Budaya Jawa 

Kebudayaan Jawa tidak · mengenal konsep kekflasaan seperti yang 
dipahami dan cligunakan di Barat. Dalam hal ini, wilayah Jawa yang 
dimaksud meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta; dan sebagian Jawa 
Timur. Kebudayaan Jawa yang dimaksud terutama bersumher pada 
kraton (Kesultanan Matarain) pada masa �olonial. Kebudayaan 
Jawa ini tidak hanya tersebar luas dalam masyarakat pada masanya, 
tetapi juga clihayati pada masa kini. Mungkin dipaham.i secara .  tidak 
lengkap lagi kar¢a telah m�galami .iriteraksi dengan· budaya lairi.. 
Kebudayaan Ja'wa memiliki istilah y�g mirip, tetapi tidak sama 
dengan konsep kekuasaan Barat, yakn1. · kesakten. Untuk menjelaskan 
konsep k�saanJawa, Anderson mengkontraskannya dengaii konsep 
kekuasaan Barat ·berdasarkan bebarapa kriteria, yaitu abstrak 
tidaknya kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, jumlah kekuasaan, 
dan moralitas kekuasaan. 12 

Kclcuasaan menurut budaya Barat memiliki tiga karakteristik. 
Pertama, kekllasaan bersifat abstrak: Dalam arti tertentu, kekuasaan 
me�upakan sesuatu yang tak tampak dengan mata. Kekuasaan 
merupakan suatu istilah·yang cligunakan untuk �enggarilbarkan suatu 
bentuk hubungan. antarmanusia. Hubungan yang dimaksud berupa 
hubungan mempengaruhi-menaati. D3Iain · hal fui terdapat Sajumlah 
orang yang secara sadar atau tidak sadar tnenaati (mengikuti) 
kehendak orarig lain. SeSeorang dikatakan mempunyai kekuasaan 
apabila clia dapat menunjukkan hubungan kausal antara penganlbnya 
dari perilaku ketaatan dari pihak lain. �edua, su,mber kekuasaan 
bersifat majemuk. seseorang dapat mempengarubi orang, lain apabila 
dia memmki dan mampu menggunakan sumber- sumber kekuasaail. 
Sumber kekliasaan terdid . atas banyak jenis, s-eperti yang 
dikemukakan pada bagian awal ·bab ini. Walaupun da1am kenyataan 
sumber-sumber k�saan sangat berkaitan· satu. sama lain maka 
wituk keperluan analisis Sum.ber-�ber.kekuasaan. harus dibedakan. 
Ketiga, jumlah kekuasaan "ijdak terbatas. Kekuasaan tidak · akan 
bersifat · terba�as karena kekuasaan : merupakan .abstrak.si yang 
ine�ggambarkan hubungan manusia. ·Lagi pula suml>er-slimber 
kekuasaan selalu bertambah, baik jenis dan jumla� maupun 
kuali�ya sejalan dengan tingkat perkembangan ilmu penge�huan 
da:n teknologi. 

· 

· · Oleh karena itu, kini jUmlah kekuasaan jauh lebih banyak daripada 
jumlah kekuasaan. pada tiga dekade yang Wu. Jumlah kekuasan pada 
tiga dekade· yang akan datang akaii lebih banyak daripaqa juinlah 

· ki>kuasaan pada . saat ini . .Akhirnya, secara moral kekuasaaii bersifat 
kabur. Konsep kekuasaan sekuler sebagai suatu hubungan 
antarmanusia, secara log.lka tidak dengan sendirinya memiliki 
legitimasi. Kekaburan secara moral itu timbul sebagai "akibat dari Sifat 
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kekuasaan yang. kedu� (majemuk). 
Teoretisi politik sampai saat ini masih mempertanyakan kekuasaan 

yang bagaimanak$ yang mempunyai legitimasi. Ada sebagian orang 
yang berpendapat bahwa sumber-sumber kekuasaan yang 
berlegitimasi, sedangkan paksaan fisik dan kekayaan tidak memiliki 
legitimasi. Pendapat ini tentu dapat diperdebatkan karena paksaan 
fis�k yang dilakukan oleh negara, misalny.a ;  justru diakui 
keabsahannya dengan undang-undang. Sementara itu, pada 
masyarakat · teitentu kekayaan menjadi sumbe.r kekuasaan yang 
dianggap wajar saja. Di siniliih letak kekaburan itu . 
. . Sebaliknya, karakteristik kesakten menurut . budaya Jawa justru 

bertolak belakang dengan gambaran kekuasaan Barat. Pertama, 
kekuasaan bersifat kongkret. Keberadaan kekuasaan tidak terikat 
pada orang yang menggunakannya. Kekuasaan merupakan kekuatan 
spiritual, misterius, dan tak nyata yang menggerakkan · dunia. 
Kekua tan ini termanifestasikan tidak hanya melal.ui setiap aspek dunia 
alami, seperti batu, pohon, awan,· dan api, .tetapi juga melalui inist� 
kehldupap., seperti proses geilerasi • dan ·regenerasi. Dalam pemikiran 

. tradisionalJawa ti_dak terdapat perbedaan yang tajam an� hal-hal 

. organis dan nonorganis karena setiap 4al .dimungkinkan dengan 
kek.uatan yang sama, tetapi tak·. terlihat. Kedua, kekuasaan bersifat 
homogen. Semua kekllasaan berasal dari tipe dan · sumber yang sama. 
_l{.ekuasaan dalam ta.ugan individu atau kelompok terteiitu identik 
dengan ·kekuasaan dalam.individu atau kelompok lain. Ketiga, jumlah 
kekuasaan di dunia ini bersifat tetap. Menurut. pandangan .ini, jagat 
raya tidak meluas dan tidak pula menyempit. Jumlah total kekuatan,di 
dalamnya juga ti<Wc berubah. Karena kekuasaan itu ada btikan karena 
produk kekayaan, organisasi ataupun paksaan fisik maka 
kuantitasnya tetap.  Namun, distribusinya dapat b erubah, 
pemegangnya dapat berganti.;ganti. Konsentrasi ·kekuasaan pada satu 
tempat .atau tangan berarti pengurangan secara proporsional pada 
tempat dan tangan lain. 

· 

.Akhir,nya, kekuasaan tidak memiliki implikasi moral. ·Kekuasaan 
titlak mempersoalkan yang baik dan bw.:-uk karena kekuasaan beras31 
dari sumb� yang sama (homogen}. Menurut cara berpikir Jawa tid3k 
ada artinya menyat� haknya memerintah berdasarkan sumber 
kekuasaan yang berlegitimasi, sedangkan pihak Jain memiliki 
kekuasaan yang tidak berlegitimasi.'Kektiasaan tidak perlu pengakuan · 
dari anggota masyarakat. 

Masalah utama yang muncul dari konsep. kekuasaan menurut . 
budaya Jawa yang berbeda sekali dengan tradisi �ri politik Barat, 
yakni bukan ba�a melaksahakan kekuasaan, tetapi .bagaimana · 
mengakumulaslkan kekuasaan? Oleh karena i tu, yang banyak 
dipermasalahkan dengan budaya ·Jawa bagaimana memusatkan dan 
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memelihara kekuasaan, bukan bagaimana menggunakan secara tepat 
guna. 

. 
Menurut budaya Jawa, kekuasaan diperoleh dengan cara ·bertapa 

dan praktek yoga, seperti berpuasa, berjalan tanpa tidur, meditasi, dan 
tak. melakukan hubungan kelan.iiri dalam jangka. wakiu tertentu. 
Selain bertapa dan prakiek yoga, k�asaan dapat juga diperoleh 

· dengan mengadakan upacara-upacara kebesar.¢ yang melibatkan 
banyak orang, objek-objek yang mengandung "kekuatan", dan 
simbol-simbol yang men�ndung pengertian mistis. Termasuk ke 
dalani kategori yang terakhir ini berupa upacara-upacara kenegaraan, 
dan pementasan wayang dengan lakon terpilih. 

Di samping cara-cara di atas, masih ada cara lain, yaitu dengan 
mengumpulkan benda-benda, seperti ·keris, · gamelan, kereta kencana, 
payung kebesai.an, d�n batang-barang pusaka (regalia) lainnya, a�u 
mereka yang dipandang mempuny� kesakten, seperti pelawak, orang 
kasim, orang .kerdil, peramal, dukun, resi, clan mereka yang dianggap 
memiliki kelebiban. 

Tanda yang jelas ·untuk mengidentifikasikan siapa yang mempunyai 

. kekua8aan ialah OraJJ.g yang memusatkan kekuatan diri, menyerap 
kekuasaan dari luar, clan memusatkan di dalam dirinya sencliri hal-hal . 
yang bertentangan. Pemusatall kekuasaan diri dilakukan dengan 
bertapa; -kemampuan inenyerap. kekuasaan dari luar dilakukan dengan. 

cara mengklaim bahwa dirinya merupakan inkamasi dari dewa; dan 
ken\ampuan. memusatkan hal-hal yang bertentangan da1a.tn dirinya, 
seperti jenis ke1amin .(laki-laki dan wanita), � (Nasionalisme 
Agama Komunisme atau Nasakom), agai;na (Islam, Kristen� Hindu, 
Buddha, � Aliran Kepercayaan), dan · golongan (militer, partai, 
daerah). Tanda umum laii:mya yang biasa digunakan u�nuk 
menge�ui ·siapa yang berkuasa, yakni wahyu (divine radiance). 
Perpindahari wahyu biasanya menandai memudarnya atau jatuhnya 
suatu dinasti aiau rezim. Kehacliran kekuasaan s$ari-hari dapat 
dililiat pada wajah orang yang berkuasa, yaitu ada-tidaknya teja atau 
cahaya pada wajah orang yang berkuasa. · 

Cirl-ciri sosial konsentrasi kekuasaan meliputi kesuburan (fertility), 
kemakmuran; stabilitas, dan kemuliaan. Kesuburan dapat dilihat 
dalrun jumlah ketunman dan cucu si penguasa; kemakmuran dapat 
dilihat dalam _ kehidupan sehari-hari anggota masyarakat, seperti 
terjaminnya kebutuhan pokok; stabilitas menggambarkan ketertiban 
pokok; stabilitas menggambarkan ketertiban clan ketentraman dalam 
masyarakat. Kebesaran clan kejayaan kerajaan atau negara yang 
bersangkutan ditandai dengan banyaknya kepala pemerintahan atau 
kepala negara asing yang mengunjungi negara tersebut. �-ciri sosial 
konsentrasi kekuasaan di atas secara jelas tergambar dalam semboyan 
berikut: Tata tentTem kerta roharja, gemah rjpah loh jinawi. 
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Pertanyaan yang layak diajukan terh�dap kekuasaan menurut 
budaya Jawa; apakah secara empiris kekuasaan itu ada· dan terjadi 
dalam proses politik ata.ukah tidak? Salah satu jawaban . yang 
diberikan terh.adap pertanyaan ini ialah masalahnya bukan aqa atau 
tidak ada tetapi apakah masm banyak anggota masyarakat Jawa, baik 
para pemimpin maupuli rakyat biasa, yang memahami kekuasaan 
dalam arti kesakten. Kalau masih banyak maka setidak:-tidaknya 
paham kekuasaan Ja.wa dapat. digunakan oleh pengu'!-sa sebagai 
sarana pembenaran atas kekuasaan yang diperoleh bukan dengan 
cara-cara yang digambarkan menurut budaya Jawa, tetapi dengan 
cara-cara menurut budaya �arat . 

. Cara lain yang digunakan untult mempertahal)kan kekuasaan 
menurut budaya ·Jawa seperti ungkapan berikut: "Siapa yang mencari 
kekuasaan tidak akan mendapatka�ya, sedangkan yang tidak 
mencarinya justru akan mendapatkan kekuasaan." Kalau ditelaah 
secara saksama maka pernyataan ini bertentangan dengan paham 
kekuasaan Jawa yang menggambarkan cara-cara .memperoleh 

· kekuasaan, yang sekalipun tidak.dengan cara-cara budaya Barat' tetapi 
terdapat upay a  s adar untuk mencari , mei:nusatkan, dan 

. mempertahankan kekuasaan. 
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BAB 5 
KEWENANGAN DAN LEGITIMASI 

5.1 Pengantar . 

Kewengan adalah kekuasaan. Namun, keklJasaan tidak selalu berupa 
kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam 
keabsahannya. Kewenangan merupak;an kekuasaan y� m� · 
keabsahan · (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu 
memiliki ke�bsahan. Apabila kekuasaan politik diruniuskan sebagai 
kemampuan menggunakan sumber-sumber .  untuk mempengaruhi 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik . ma.ka 
kewenangan merupakan hak moral untuk meinbuat dan meJaksanakan 
keputusan politik. Dalain. hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai 
dan norina masyarakat, ten;nasuk peraturan perundang-undangan. 

Or�g yang mempunyai .kekuasaan politlk dapat berarti mempunyai 
pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. 
Seba� tampak dalam keputusan politik yang mencerminJtan 
kehendaknya. · Selain itu, . 4apat pula berarli yang bersangkutan 
m6Upakan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dalam 
pengertian ·kekuasaan, · pengguttaan· sumber;sumber .tidak selalu 
berdasarkan hak mor.al tertentu, sedangkan cfulam pengertian 
kewenangan penggtinaan sumber-sU.mber ·  selalu berdasarkan hak 
moral tertentu. Sumber kekuasaan jabatan, . keahlian, · normatif, . dan 
pribadi populer dapat dikategorikan sebagai berdasarkan halt moral 
tertentu. · Oleh karena itu, orang yang mempunyai kekuasaan politik 
beluin tentu memiliki hak moral untuk membuat dan melaksanakan 
keputusanpolitik; sedangkan orang yang memilikj kewenangan politik 
berarti memiliki hak moral 

· 

. 

Prinsip moral bersifat lebih spesifik daripada nllal-nilai timum. 
Prinsip moral dapat berwtijud . hukum yang tertulis, dan dapat pula, 
berwujud tradisi dan hal-hal yang dianggap baik lainnya yang'. tak· 
tertulis, Prinsip moral memberikan hak untuk memerintah kepada 
orang atau kelompok tertentu. Prinsip moral mengatur perilakU yang 
memerintah 8elaku · pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan 
juga. mengatur perilaku · rakyat yang diperintah. Oleh �arel'la itu, 
prinsip moral akan menentukan siapa yang berhak memerint.ah 
(berwenang membuat 'dan melaksanakan keputusan politik) dan ak3n 
mengatur cara dan proSedur melaksanakan kewenangan politik. 
· Hal di atas dapat dijelaskan demikian, Setiap masyarakat.- p.egara 

mempun�ai .tujuan · dan cita-cita yang hendak dicapai. Inilah yang 
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disebut nilai-nilai. Kegia�-kegiatan untulc mencapai tttjuan disebut 
tugas, sedangkan hak untuk melakukan · kegiatan-kegiatan u,nt$ 
mencapai tujuan disebut kevienangan. Tugas dan kewenangan untulc 

. I 
mencapai tujuan masyarakat-negara disebut fungsi, _yang biasanya 
melekat pada lembaga-lembaga pemerintahan; seperti badan-badan 
perwakilan . rakyat, presiden, menteri-menteri, birokrasi, penjabat
penjabat tinggi negara, dan pengadilan. Oleh kcirena itu, nilai dan 
norma yang hidup dan berkemb'ang dalam masyarakat akan 
mempengarllhi pelaksanaan kewenangan politik� 

5.2 Sumber Kewena11gan 

Setiap .orang yang mempunyai hak untuk memerihtah selalu 
inenunjukkan sumber haknya. Sum.her �ewenangan·untulc memerintah 
diuraikan sebagai berikut.1 

Pertama,' hak memerintah berasal dari tradisi. Artinya, kepercayaan 
yang te1ah berakar dipelihara secara terus.:.meneru5 dalam masyarakat. 
Kepercayaan yang _mengakat .ini berwujud keyakinan· 'Qahw.a yang 
ditalcdirkan menja_di pemimpin masyarakat ialah dari ·keluarga 
tertentu, dan yang dianggap merniliki · udarah biru". Siapa pun yang 
menentang akan mendapat malapetaka (kualat). Oleh karena itu, Qrang 
yang berkuasa m:enunjukkan sumber kewenangannya memerintah 
sebag�i berasal dm tradisi karena cµa .keturunan dari pemimpin 
terdahulu. Dasar kewenangan Sri Sultan Hamerigl,tubuwono IX untuk 
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tradisi karena beliau merupakan 
· ketunman langsung dari Sultan sebelumnya. Deinikian pUla dengan 
Sultan Hamengkubuwono X. · · · 

Kedua, liak memerintah berasal dariTuhan, Dewa atau Wahyu. Atas 
dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral: · Orang yang 
berkuasa. berusaha menunjukkan p�da khalayak, kewenangannya 
memerlntah tilasyarakat berasal dari keku�ta:n yang sakral. · Kaisar 
Hirohito dari Jepang (dan penggantinya} menunjitkkan kewenangan: 
sebagru· Kepala Negara_ yang ber� dari Dewa Matahari (Amatei:asu 
O.mikam.i). Di Indonesia� khususnya di Jawa masih terdapat 
kepercayaan di antara sebagian mcisyarakat bahwa kewenangan· raja 
atau presiden (yang dianggap raja) berasal dari Wahyu cakraningrat. 
Apabila seseorang tidak lagi menjadi.raja atau-presiden berarti wahyu 
itu dianggap berpindah kepada raja atau presiden yang baru. 

Ketiga, hak memerintah berasal dar-i kualitas pribadi sang 
pem.impin� baik penampilannya yang agilng clan diri pribadinya yang 
populer maupun karena memilik,i ldl;;µ-isma., Seo.rang pemimpin yang 
kharismatis ialah · seorang . yang .memililti · ktµiliias pribadi . ·sebab 
mendapat . "anugerah istimewa" dari kekuatan supernatural sehingga 
menimbulkan ;>esona dan daya ·tarik bagi anggota i:nasyarakat. 
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Pemimpin ini biasanya mampu memukau massa dengan penampilan 
dali kem�puan · retoriknya; Mahatma Gandhi dan Bung Karno 
memilikl kharisma karena penampilan clan kemampuan. retorilmya. 
Namun, kepeinimpinan kharism.atis tidak clapat diwarlskan sebab 
sifatnya y�g melekat. pa<la pribadi tertentu. Penanipilari yang agung 
· tim?W. karena kualitas fisiknya, seperti ganteng, cantik, dan anggun, 
sedangkan pribadi yang populer tiinbul karena prestasinya yang 
cemerlang dalam bidang �tu, �ep� olahraga� film,. clan musik: . .  
Kedua hal inipun menimbulkan kekaguman pada khalayak sehingga 
acap kall pula digunakan sebagai swhber hak untuk memerintah. · 

.· Keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan 
perundang-undangan yang µiengatl.ir _p�osedur dan syarat-syaiat 
menjadi pemimpin pemerfutahan.2 Peraturan peiun,dang�undangan 
yang climaksud, an�a lain, koristitusi, undaiig-undang: dan peraturan 
pemerintah. UUD 1945, misalnya, tidak hanya mengatur tuga8 ·clan 
kewenangan· ·pre�iden dan ,wakil pi:esiden, tetapi juga mengatur 
prosedur dan syarat_;syarat . menjadi presiden :dan wakil presiden. 
�pabila seseo:i;ang menjadi kepala· ·pemerintahan melalW. prosedur 
. yarig ditetapkan dalam peraturan peruncllµlg:-undangan maka sumber 
kewenangannya berupa h�. 

Akan tetapi, perlu .pula . dicatat .�umber k�wenangan yang 
b�dasarkan hukum bukaµ monqpoli · negara-hegcll'a maju. Hal itu 
dise)?abkan masyarakat yang strulµurnya masih sederbana sekalipun 
sudah menggunakan. prosed�. hukum · (adat-istia:dat ya�g tida;k, 
tertulis) juga :menentUkan .. siapa- dan bagaimal_la menjadi i>�Pin: 

Kellina, hale niemerintah berasal d3ri sumb� yang bersifat instru- · 

mental seper:ti keahlian d�� ke�yaan. Keahli� yang dimaksud· 
terletak pada keahlian dalam �u · pengetahuan .dan _teknologi. 
Kekayaan·yang dimaksud ia1ah pemilikan uang, tanah,.barang .. barang 
berh.arga, surat-surat berrunga, saraDa, d3n alat produksi. Hal. itu 
didasarkan atas . asumsi berikut ini . . Keahlian diperlukan- untuk 
m.elaksanakan p�merintahan· y�ng . }llampu menc�pai tuju�n 

· ma8yarilkat. Orang yang tidak merniliki k�hljan_ akan patuh k¢pa� 
orang- yang"memiliki keah.Jian. Oraµg �ya akan .dap�t m�jal(Jnkan 
pemerintahan bukan un� kepentingan sen<Url karena · dia stidah 
menikmati kepuasan · dari kekayaa�ya, · tetapi untuk. masyci,rakat 
um.um. Sej:wnlah orang memiliki kewenangan memerintah sebab 
memiliki keahlian Qalam bidallg tertentuatau memiliki kekayaan yang 
b¢i,mpah. . • .  

. 

K�llma sumber kewenangan itu disimpulkan menjacU dua tipe 
·kewenangan utama, yaitu kewenangan yang QersUat prosedural ·diin 
kewenangan yang bersifat substansial. 3 Kewenangan yang betsifat 
prosedural ialah hak memeriittah berdasar�. peraturan perunc:iang
undanganyang·bersifat tertu1is maupun tak tertuns. Kewenangari yang 
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bersifat substansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor . 
yang melekat pada diri pemimpin, sep_.erti tradisi, sakral� kualitas 
pribacli dan instrumental. Semakin kompleks struktur masyarakat 
saatu negara maka tipe kewenangan.  yang digunakan cenderung 
berifat prosedural . . Siruktur masyarakat yang kompleks clitandai oleh 
diferensiasi struktur dan spesialisasi peranan, dan hubungan-

. hubungan · impersonal yang .sudah meluas sehingga masyarakat ini 
memerlukan pengaturan-pengaturan yang bersifat tertulis, dan 
rasional. 

· 

Sebaliknya, masyaraka:t ·yang strukturnya masih sederhana � yang 
clitandai dengan cliferensiasi struktur dan spesialisasi peranan dan 

· hubungan-hubungan impersonal yang masih sedikit- cenderung 
menggunakari tipe kewenangan . substarlsial karena .kehidupari lebih 
banyak berdasarkan pada �disi, kepercayaan pada kekuatan super
natural, dan kesetiaan .pada tokoh pemimpin. 

Perbedaan itu lebih bersifat an:alitis dan tipe ideal daripada 
menggambarkan kEmyataan yang sesungguhnya. Perbedaan yang 
clikeniukakan di atas lebih bersifat kurang-lebih (more-or-less) 
daripada ini atau itu (either�or). Dalam kenyataan jarang_ terdapat 
suatu masyarakat-negara yang menggUnakan satu tipe . kewenangan, 
melainkan menerapkan kedu.anya -denga:h :memruh sal� satu sebagai 
hal yang utama, sementara yang .Iain sebagai. peleng�ap. Contohnya, 
Amerika Serikat yang clianggap sebagai masyarakat-negara yang 
sudah maju, · yang menerapkan tipe kewenangan prosedural. Namun 
faktor kekayaan, ·keahlian, clan periampilan pribadi jup . inemegang 
peranan sangat pentirig · sebab se�rang tak _akan teq>ilih menjacli 
·preSiden' iltau ·senator hanya menga�dalkan . haknya sebagai warga 
negara ·imtuk menjaqi ptesiden :atau sen�tor yang clijamiµ · hllktim . 

. Sebalik:rifa, ; n,ia5yarakat yang . �aiing.·�ed�hana sekalipwi. al.tan 
�en���• ti!)e kewen.angan pro'sedural

: 
R·etdasar�an �dat-istiadat

. yang· dipellhara d� dip�ankan masy��t� · 

. · 
. · Se]aian dengaii · ittr m1ika ma8yarakal yang menggun,akan �pe 
kewenangan prosedural dibagi dala�· kateg�ri masyarakat-negara 
yang menggunakall. prOsedur hukum'tertulis dan prosedm: htikW:n tak 
tertulis. Sebagaim� ·yang di)tem:rikakan' 'di �tas� �atakat yang 
pertama merupakiID nu;.syarak8:t ko�pleks, sooangka.n masyarakat 
kedua merupakari; masyatakal· �ederharia. . · . 

Padci masya:rakat yang sederhana; kebiasaan, dan ad.at-istiadat yang 
mengatur prosedur mendapatkan kewenangan s�g kali dipengaruhi 
oleh pertimbangan-perijmbangan salaal. l{ebi�an dan adat-istiadat 
dipandang oleh anggota _masyaiakat sebagai saltral, yang bernapaskan 
religi sehfugga dianggap"tilak �pat cliubah.4 ·· . · . 

· · 

: Pelaksanaan kebiasaan d� ' adat-iStiadat· itu sering kill tidak 
bersifat universal, . dalain arti aturan tak tertulis diterapkan secara 
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berbeda di antara anggota masyarakat atas dasar jenis kelamin dan 
umur maupun atas dasar keturunan dan status sosial. Berlainan 
dengan masyarakat sederhana, peraturan dalatn masyarcikat kompleks 
dibuat dan ditegakkan secara rasional. Artin.ya, hukum dipandang 
hanya sebagai s� uritulc mengatur masyarakat da� kewenangan 
pemerintah. Apabila hukum tidak sesuai lagi dengan · perkembangan 
zamail maka hukum itu diubah. Hukum dalain masyarakat yang 
kompleks, secara formal, dilaksanakan secara universal, yaitu berlaku 
bagi setiap anggota masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, 
keturunan, suku, agama atau status sosial. 

5.3 Peralihan Kewenangan 

Jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang dan . 
· menjalankan .furigsi (tugas dan kewenangcint jabatan berSifat tidak 

tetap. Hal ini disebabkan umur manusia yang terbatas, kemampuan 
dan kearifan manusia yang juga tei;batas. Di samping itu, semakin 
lama seseorang memegang suatu jabatan, semakin dia menganggap 
dan memperlakukan jabatan sebagai milik pribadinya. Akibatnya, ti
dak hanya semakin .tidak kreatif dia dalam melaksanakan fungsinya, 
tetapi juga cenderung semakin menyalahgunakan jabatan untuk 
kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Oleh karena itu, peralihan 
kewenangan dari seseorang atau kelompok· orang kepada orang atau 
kelompok · 1ainnya merupakan keharusan. ·Perihal berapa lama 
seyogianya suatu · jabatan dipegang ol(ili seseorang atau kelo�pok· 
orang tertentu. akan sangat ):>ervariasi sesuai dengan jenis jabatan, dan 
sistem politik yang diterapkan. 

· 

. 

Menurut Paul Conn . secara um.um terdapat tiga cara peralihan 
kewenangan, yakni secara · tunm-temurun, pemilihan, dan paksaan.5 
Yang dimaksud .dengan peralihan kewenangan secara turun-�urun 
ialah jabatan dan kewenangan dialihkan kepada keturunan atau 
keluarga pemegang jabatan terdahulu. Hal ini terjadi dalaln sistem 
politik otokrasi .tradisional, seperti kerajaan dan kesultanan. Peralihan 
kewenangan dengan pemilihan dapat. dilakukan secara limgsung. 
meiahµ badan perwakilan rakyat. Hal ini dipraktekkan d,alam sistem . 
politik demokrasi. 

· 

. · .· 
Peralihan kewenangan secara, paksaan "ialah ja b atan dan 

kewenangan terpaksa dialihkan �epada orang atau kelompok lain ti
dak menurut prosedur yang sudah disepakati, melainkan dengan 
menggunakan kekerasan, seperti revolusi ruin kudeta, dan: .ancaman 
kekera�n (paksaan. tak berdarah). Pada timumnya cara semacam ini 
berlangsung dalam masyaiakat-negara yang sistem politiknya belum 
stabil. . 

Ada beberapa orang atau kelonipok masyarakat yang menghendaki 
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kewenangan untuk memerintah. Oleh karena itu, sering kali ambisi
ambisi ini menimbulkan konflik politik yang mendalam, dan luas: 
Pada masyarakat-negara maju yang menerapkan sistem politik 
demokrasi (liberal), biasanya peralihan kewenangan berlangsung 
secara periodik dan tertib sesuai dengan prosedur yang disepakati 
bersama. 

· · -". .. ., 1 - ·· 

Kesukaran niuncul untuk mencapai -kesepakatan · semacam ini. Hal 
itu . m.engingat . tahap ini_ dicapai setelah prosedtir peralihan 
kewenangan yang 9iterima secara 1uas oleh berbagai kelompok pen ting 
dalam masyarakat telah clipraktekkan berulang-ulang. Hal ini tidak 
berarti dafam proses peralihan kewenangan tidak ada konflik. Konflik 
justru dibiarkan dan disalurkan menurut aturan permainan yang 
disetujui bersama sehingga_ konflik tida'k memmbulkan 'perp� 
masyarakat. Itu sebabnya, ilmuwan polltik menggunakan peralihan 
kewenangan (succession) sebagai salah satu tolok - ukur tingkat 
perkembangan dan kestabilan politik. 

5.4 Sikap Terhadap Kewenangan 

Apabila orang yang berwenang ·atau penjabat m,engklaim hak 
memerintah - dengan menunj'ukkan dasar kewenangan yang bersifat 
prosedural maupun -substansial .maka anggota masyarakat yang 
diperintah meiniliki sikap-sikap tertentu terhadap kewenangan. 

Pada umumnya sikap atas kewenangan dikelompokan dalaln sikap 
menerima, mempertanyakan (skeptis), dan kombinasi keduanya . .Di 
bawah ini contoh dari Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia tentang 
sikap-sikap anggota masyarakat terhadap :kewenangan yang bersifat 
prosedtiral maupun yang.betsifat substansi�l (pribadi). 

Pertama, sikap masyarakat Amerika Serikat terhadap-.kewenanmpi 
prosedural merupakan perpadti.an ·antara sikap legalistik dan skeptiS. 
atas hukum yang ·tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 
Artinya, di .satu pihak ·masyarakat Amerika .merupakan ban:gsa yang 
legalistik; serba-hukum, . --hampir · semua _ bidang kehidupan diatur 
dengan undang-undang- sehingga disimpulkan masyarakat Amerika 
menerima kewenangan prosedural; di pihak lain pada umumnya juga 
mempertanyakan hukum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan 

· kebutUhan dan . perkembangan masyarakat sehi:µgga - banyak · sekali 
amandemeh ataupun : perubahan hukuni. Masyarakat yang semacam 
ini menganggap hukum bUkan bal yang sak;ral seperti hukum agama, 
melainkan bersifat instrumental. 

· 

Pada umumnya terhadap ��vv@aJ1gan pribadi, masyarakat Amei'lka 
juga menunjukkan sikap yang fu.en�ua�-Di satu pihak mereka menolak 
kewenangan hanya karena orangitu memiliki kualitas pribadi karena 
kharisma :ma'q.pun populari�s pribadi, di pihak lain apabila orang itu 
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terpilih berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi dan 
undang-undang maka mereka a-kan menerima dan mendukuilg 
'kewenangan tersebut: Bahkan kewenangan itu dapat dikatakan · 

· serilakin ditaati apapila pemegangnya memiliki kualitas pribadi. 
Namun, bangsa Amerika terkenal sangat kritis terhadap kewenangan 
penjabat pemerintah dan politikus sehingga diciptakan pengaturari 
kelem.bagaan berupa keseimbangan dan sating meng�>ntrol di antara 
presiden, kongres, dan mahkamah agung, yang berupa- pengaw�an 
dari media massa dan berbagai kelompok kepentingan dalam 
masyarakat. 

Kedua, sikap masyarakat Inggris atas kewenangan prosedural. tidak 
sekental sikap masyarakat Amerika karena Inggris tidak mem.iliki 
konstitusi. Mereka memiliki undang-undang, konvensi, .dan 
jurisprudensi. Hukum yang mengatur masyarakat cenderung tidak 
terfalu formal atau legalistik karena kesepakatan yang tak tertulis 
masih dihargai sama pentingnya dengan keten� tertl,lliS. Oleh sebab 

. . 

itu, prosedur untuk mendapatkan kewenangan juga di<!tur menurut 
peraturari perundang-undangan yang tak terlalu legalistik. 

Sejalan dengan hal itu, sikap . �asyarakat lnggris terhadap 
kewenangan prlbadi· dapat dikatakan menerima sebagaimana terbukti 
atas kewenangan kerajaan. I:Ial ini tidak berarti seseorang yang 
memiliki kewenangan dapat dengan semaunya menggunakan 
kewenangan .untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kewenangan 
karena ku_alitas pribadi diterinia oleh rilasyarakat sebab pem.egang 
kewenangan masih" menjunjung tinggi kehormatan dan martabat 
·pribadi. · 

Dalam setiap upaya melukiskan sikap masyarakat Indonesia atas 
kewenangan prosedural dan pribadi maka penting . dicatat dan 
diperhatikpn bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 
majemuk secara horisontal seperti suku bangsa maupui:i secara vertikal 
seperti_ kota-desa dan terpelajar-tak terpelajar. Hal ini bukan berarti 
masyarakat Amerika dan Inggris tidak bersifat majemuk, tetapi pada 
kedua · masyarakat yang terakhir ini telah terwujud suatu pola sikap 
terhadap kewenangan. Sebaliknya, di Indonesia sikap itu masih 
beraneka ragam. . -. 

Masyarakat suku J awa cender\ing menerima kewenangan pribadi, 
sedangkan masyarakat dari Minang dan Batak cenderung menerima 
kewenangan prosedural atau hukum adat. PacI:i umumnya orang kota . 
lebih kritis terhadap kewenangan dibandingkan dengan orang desa. 
Orang yang terpelajai: dianggap lebih kritiS terhadap kewenangan 
daripada: orang yang kurang terpelajar. Orang yang tinggal di kota 

. pada umumnya lebih dekat dengan pusat kekriasaan dan pusat 
informasi sehingga lebih mengetahui tindakan pihak yang berwenang. 
Orang yang terpelajardianggap lebih mampu menilai kebijakan umum. · 
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sehingga lebih dapat melihat al�tif keb�jakan. program maupun elit 
pelaksananya. 

· 

5.5 Legitimasi 

Seperti konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga 
merupakan hubungan antara pemimpin � yang dipimpin. Konsep 
legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. 
Artinya, apakah masyarakat menerima .dan · mengakui hak moral 
pemimpin untuk mepibuat dan melaksanakan keputusan yang 
mengikat masyarakat ataukah tidak? Apabila masyarakat menerima 
dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan 
melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka 
k�wenangan itu dikategorikan sebagai beriegitimasL Maksudnya, 
legitimasi merupakaii ·penerimaan dan pengakuan masyarakat 
· terhadap hak moral pemimpin· un� memerintah, . membuat, dan 
melaksanakan keputusan politik. 

'Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi 
pada kewenangan pemimpin yang menierintah. Pihak yang 
memerintah tidak .dapat .memb�an legitimasi atas keweruingannya. 
Pemimpin pemerintahan dapat mengklail'n kew�gan, dan berusaha 
meyakinkan masyarakat bahwa kewenangannya · sah. Namun 
demikian, hanya masyarakat yang dipimpin yang menen� apakah 
kewenangan itu be'rlegitimasi atau tidak. 

Berdasarkan pengertian legitimasi dapat dibedakan pengertian 
kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Apabila kekuasaan cliartikan · 

sebagai kemampuan · untuk menggunakan sumber-sumber yang 
mempengaruhi proses politik, sedangkan keweilangan merupakail halt 
moral untuk menggunakan suniber-sumber yang ·µiembuat dan 
melaksanakan keputus� politik (hak memerintah). Adaptin legitimasi 
merupakan penerimaan dan pengakuan inasyarakat terhadap hak · 
moral tersebut. 

Antara kekuasaan normatif dan kualltas pribadi berkaitan erat 
dengan legitimasi. Hal ini <llsebabkan kedua jenis kekuasaan ini timbul 
.atas ·dasar persetujuan yang clipengaruhi. ·Namun, kekuasaan tetap 
merupakan kemampuan. mengg\lnakan sumber_;sumber pengaruh. 
Selain perbedaan juga terdapat persamaan di antara ketiga konsep ini. 
Dalam hal ini, ketiganya menyangkut hubungan p emimpin 
(pemerintah) dengan yang dipimpin. 

Walaupun demikian, hubungan antara pemj.mpin dan yang dipimpin 
pada kewenangan berbeda dengan. hubu,ngan • ant� pemimpin dan 

·· yang clipim:pin pada legitim��� _.Pada. legititnasi, .liubungan itu lebih 
clitentukan ol� yang clipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas 
kewenangan hanya . dapat berasal dari yang cliperintah. Sebalilmya 
pada kew�gan, hubungan itu lebih clitentukan oleh yang mem.impin 
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sebab pihak yang berwenang untu1c memerintah dapat memaksakan 
keputusannya terhadap masyarakat, dan masyarakat wajib menaati 

· kewenangan itu. 
· 

Pada pihak · lain, kekuasaan ·menyangl,rut kedua bentuk -hubungan 
.karena kekuasaan berdasarkan sarana paksaan fisik dan kekayaan 
merupakan hubungan atas-bawah, yang · memiliki sarana kekuasaan 
·lebih menentukan daripada .yang dipengaruhi. Sebaliknya, sarana 
.kekuasaan normatif dan kualitas pribadi merupakan hubungan 
bawah- atas, yang dipengaruhi lebih: menentukan daripada yang 
mempengaruhi · sebab. yang mempeng·aruhi harus mendapatkan 
pengakuan-dari yang dipengaruhi. 

5.6 Obyek Legitimasi 

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara 
keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan 
pengaktian dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan 
bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unstir sistem 
politik yang lain. Yang menjadi objek legitimasi bukan hanya 
pemeiintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi, 
legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap 
. sistem politik, sedangkan dalam arti .sempit merupakan dukungan 
masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. 

Menurut Easton terdapat tiga objek qalam . sistem politik yang 
memerlukan legitiniasi agar . suatu sistem politik tidak hanya 

· berlangsung secara terus-menerus, tetapi mampu pula 
· mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga objek 

· · legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan.8 
Sementara itu, Andrain menyebutkan lima objek qalam sistem 

politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap 
berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi ini meliputi 
masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan 
kebijakan.7 . 

Ket:lua pQzidapat itu se8ungguhnya sama saja malmanya karena 
masyarakat politik sama dengan komunitas politik, hukum sama 
dengan rezim, lembaga politik, dan pemimpin politik sama . dengan 
pemerintah. Namun, berdasarkan pendapat Easton tidak terkandung 
unsur kebijakan secara eksplisit. Pendapatnya dianggap kurang 
lengkap. Berbeda dengan Andrain yang lebih lengkap. Oleh karena itu, 
berikut ini dikemukakan secara ringkas kelima sasaran legitimasi 
menurut Andrain. . 

Apabila pengertian legitimasi dilihat sebagai dukungan yang 
diberikan oleh masyarakat maka kelima objek legitimasi mempunyai · 

hubungan yang kumulatif. Artinya, kalau objek pertama tidak 
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mendapat dukt,mgan maka objek kedua, dan se�erusnya tidak ak� 
mendapat dukungan dari masyarakat. Hai ini disebabkan sifatnya 
yang prrarkis, yakni objek kelima · ditentukan objek keempat, objek 
keempat clitentukan objek ketiga, dem.ikian seterusnya. 

Yang climaksud dengan legitimasf terhadap komurutas politik. ialah 
adanya kesediaan para anggota masyarakat yang berasal dari berbagai 
kcl.orilpok yang . berbooa Iatar ·belakang untuk hidup secara rukun 
sebagai komunitas. Apabila masih terdapat berbagai upaya di dalaln 
masyarakat baru (separatisme) maka legitimasi terhadap komunitas 
politik dapat dikatakan .sebagai masih rendah . .  Hal ini beiarti 
dukungan terhadap konstitusi (hulpun dan rezim), lembaga politik, 
pemimpin politik, . dan kebijakan yang dibuat juga masih rendah. 

Apabila dukungan terhadap komunitas politik belum cu,kup tinggi 
maka dalam masyarakat ' terdapat · masalah penciptaan identitas 
nasional (krisis identitas). Kalau dalam l?lasyarakat belum terdapat 
dukungan yang bulat . terhadap hukum maka dalam masyarakat 
terdapat krisis konstitusi. 

. 

Manakala dukungan terhadap lembaga-Iembaga politik masih lemah 
�aka dalam ·mCc\syarakat terdapat krisis kelembagaan. Krisis 
kepemimpinan� akan terjadi pada · masyarak_at yang kurang 
mempercayai para pemimpin politik. J�di, krisis kebijakan akan 
terjadi apabila masyarakat menilai kebijakan pemerintah ·hanya 

. menguntungkan sekelompok kecil. bengan d�mikian, keliina objek 
legitimasi kurang mendapat pengakuan daii dukungan dari 
masyarakat. Lalu sistem politik akan menghadapi krisis legi�i. 

5.7 Kadar Legitimasi 

Sehubungan dengan kadar legitimasi atau jumlah dukungan terhadap 
kewenangan maka kewemµ1gan dikelompokan menja¢11 empat tipe.. 
Keempat kadar legitimasi iru meliputi pralegitilnasi, berlegitimasi, tak 
bedegitimasi, dari pascalegitiniasi.8 

· 

Kadar legitimasi terhadap kewenangan ditentukan dengan sikap 
yang memerintah dan yang· diperintah. Apakah menerima secara moral 
iµengikat 1tebenarart hak untuk memerintah? �engapa kadar 
legitimasi juga ditentukan dengan sikap yang memerintah? Jawaban 
atas. pertanyaan ini karena_ yang memeriD.tah juga berupaya keras 
untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga selalu pula 
�e�akinkan masyarakat bahwa pemerintahannya mendapat 
dukungan masyarakat . . Yang termasuk . dalam pengertian yang 
diperintah; · pa�a umumnya ·"bulca.1f hanya ·penduduk, tetapi juga 
berbagai kelompok sosicµ yang tidak melaksanakan kekuasaan secara 
aktual namun mempunyai kekUasaan potensial. . 

Pada masyarakat yang sistem politiknya belum stabil ·menjadi 
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keharusan bagi yang memerintah untuk mendapatkan dukungan dari 
kelompok itu, seperti militer, biroktasi, gqlongan agama, tuan tanah, 
dan intelektual, . s'edangkan dukungan massa tidak memiliki 
kekuasaan. Dalam kenyataan, yang penting sering kali justru 
dukungan sebagian penduduk yang aktif secara politik. 

. 

Suatu hubungan kewenangan disebut sebagai pralegitimasi apabila · 

pihak yang memerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk 
memerintah masyarakat. Sebaliknya, banyak pihak dari yang 
diperintah khususnya berbagai kekuatan yang diperintah bell.tm 
mengakui hak: moral. Penierintahan )rang baru dihentuk acap kali 
mengalami kewenangan semacam ini. Oleh karena itu, pemunpin . 
p emerintahan biasanya berupaya keras untuk menga-daka_n 
pendeka� terhadap berbagai kekuatan politik guna mendapatkan 
pengakuan dan dukungan. Apabila ·pemimpin tersebut gagal 
men�apatkan. pengakuan dan dukungan maka seharusnya dia 
mengundurkan diri dari pemerintahart, Apabila � menolak untuk 
meletakkan jabatan maka kewenangan itu berubah menjadi tak 
berlegitimasi yang cenderung menggunakan kekerasan untuk 
�empertahankan kewenangannya. 

Kewen.angan yang tak berlegitimasf ialah huhungan kewenangan 
tatkala pihak yang diperintah tidak mengakui bak moral penguasa 
UI\tuk memerintah, . s�gkall pihak yang memerintah secara terus
menerus mempeitahankan ·ketruasaannya dengan berbagai cara yang 
betcorak kekerasan. Semua oposisi atau upaya yang mendesaknya agar 
mengundurkan diri dihadapi dengan kekerasan. Contoh kewenangan 
yang demikian ini, yakni diktator Somoza dari Nikaragua. Ia akhirnya · 
terpental dari, kekuasaannya pada tahun 1979. 

Hubungan· kewenangan .yang berlegitimasi ialah yang diperintah 
mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memeriD.tah. 
Pemerintah .  y;:mg terbentuk berdasarkan hasil pemilihan um.um 
merupakan contoh hubungan kewenangan yang berlegitimasi. Dalam 
hal ini, pemilihan umum yang diselenggarakan secara umum, bebas, 
dan rahasia, serta jujUr clan adil atau fair. . 

Lalu, kewenangan pascalegitimasi ialah dasar legitimasi yang lama 
dianggap · tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah 
muncul dasar legitima8i baru yang menghendaki suatu kewenangan 
atas dasar legitiinasi baru tersebut. 

P�gantian pemerintahan karena perubahan dasar legitimasi acap 
kcili berlangsung dengan · kekerasan seperti kudeta clan revolusi. 
Jatuhnya Syah Iran, Reza · Pahlevi karena tradisi sebagai dasar 
legitimasi kewenangan Reza Pahlevf tidak diakui lagi oleh masyarakat 
Iran yang menghendaki agama (sakral) sebagai dasar legitimasi yang 
baru dengan pihak berwenang yang baru pula. · 
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5.8 c,ra Mendapatkan Legitima
.
sl 

Setiap · sistem politik termasuk: yang paling menindas .sekalipun 
memerluk:an legitimasi dari masj8rakat. Aldbatnya, pemerintah yang 
berkuasa .berupaya· keras

. 
untuk: mendapatkan dan mempertahankan 

legitimasi kewenan:gan.nya. · Cara-cara yang digunakan u;nt�k 
mendapatkan dan mempertahankan legitinlasi dapat dikelompokan 
menjadi tiga, yaitu simbolis, prosedural, dan m.aterill. 

Pertama, memanipulasi ' kecenderungan-kecenderungan moral, 
emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pada 
umumnya dalam bentuk �imbol-simbol. Penggunaaxi simbol-simbol 
untuk · mendapatkan dan mempertahankan legitimasi cenderung 
bersifat ritualistik, saki-al, retorik, dan mercusuar. Upacara 
kenegaraan yang megah, parade m.µiter, penganugerahari tanda-tanda 
kehormatan dan penghargaan, pementasan wayang dengan lakon 
tertentu� dan mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas 
dalam masyarakat · (misalnya, agama tertentu) merupakan sejumlah 
contoh penggunaan simbo�-siriibol yang bersifat ritualistik. 

Pengumpulan benda-benda yang dianggap keramat dan 
menggunakan angka-angka yang diailggap mengandung makna suci 
dan keberuntungan, umpamanya, tuj:uh belas, delapan, E1an .empat 
linia merupakan c<;)ntoh penggunaan sejumlah formula politik. Contoh 
lain yang berkenaan dengan pengguna� simbol yang bersifat retorik, 
yakni Orde Barn� pembangunan sebagai pengamalan' Pancasila, 
stabilitas, selaras-serasi-seimbang; konstitusional, . dw�fungsi, 
peniera�an. kebebasan yang bertanggung jawab, manusia seutuhnya, 
asas tunggal, toleransi, dan pengawasan melekat melalui berbagai 
pidato dan pernyataan kebulatan tekad. 

Membangun tempat-tempat bersejarah yang ·d?-lengkapi dengan 
kronologi peris�wa dan patung pahlawan, dan membangun monumen 
nasional yang megah atau membangun suatu jenis industri {seperti 
penerbangan) yang dapat dibanggakan merupakan contoh pengguilaan · 
simbol yang bersifat mercusuar {kemegahan). Contoh lain dari metode 
�bolls, yakni mengangkat sejumlah penjabat tinggi dari berbagai 
unsur masyarakat (suku bangsa .dan agama) sehingga m.asyarakat 
merasa terwakili dalam pemerintahan� Penggunaan metode in.i . 
· terutama .memerlukan kepekaan dan kemampuan mengidentifikasikan 
kecendertingan.,.kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan 
kepercayaan, dan nilai,-nilai budaya.yang dominan dalam masyarakat. 
· Kedua, dengan cara menjanjikan dan .memberikan kesejahteraan 

m.ateriil kepada masy3rakat, Seperti menjamin tersedianya kebutuhan 
dasar (basic needs), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana 
produksi pertanian, sarana komunikasi .dan transportasi, kesempatan· 
kerja, dan kesempatan berusaha dan modal yang memadai. 

· Di Indonesia metode instrumental dengan jelas dan nyata dapat 
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dilihat dalam . berbagai proyek Instruksi Presid� .(Inpres), seperti 
Iripre8· Daerah Tingkat I rum II, Inpres Seko� D�, Inptes Bantuan 
Desa� Inpres Pusat �esebatan Masyarakat (Puskesmas), dan Inpres 
Pasar · dan Penghijauan. Penggunaan metode instrumental jelas 
memerlukan anggaran yang cukup besar. · 

. 

Kefiga, -dengan'.· ·earn · · menyelengg3r.ikan pemmh�ri umtim untulc 
.merientukan para wakil ;cakyat, presiden dan �, presid.en, rum para 
anggota leinl?.aga· �ggi negara at�u refer�dum untulc ·mengesahkan 
suatu kebijakan umum. Penggunaa:n metode p�ura1 a�� pemillhan 
umum ini berlangsupg m$tl dari calon ttµiggal �pai dengan c�on. 
berSailigan bebas, daii mulai · dari yang bersifat ·um.um, langsung, 
. rahasia;.serta jujilr clan adil (fair) sampai dengan penµh manipulasi dan : 
intimidasi. Bagi s�eiitara sistem politik, penyelenggaraan pemilihan 
umum dianggap cUkllp untuk' menunjtikkan - pemerintaimya memUild 
legi�. 

· · 

5.9 Tip_e-Ttpe Leg.itis:nast 
P�nyaan yang h�ndak dijawab sehubungan dengan. tipe-tipe 
legitimasi dinyatakan seperli ini. A�s dasar apakah masyarakat 
membei:ikan pengakuan·dan dukungan,-kepada 11emerin� atau �tas 
dSsar apak3h pemhnpin pemerintahan mendapatkail legitimasi dari . 
masyarakat? Pr�p-prinsip legitimasi' ini berkaitan erat dengan tipe
tipe kevJenangan 8ebagaimana yang telah diuraikan. · .··

· : . 

Berd(lsarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap · 
pemerintah .niaka legitimasi dikelompokan menjadi lima tipe, yaitu 
legitimasi tradisional, legitil)lasi ideologi, legitiniasi kualitas prlbadi, 
legitimasi prosedural, dan legitmlasi iilstnimental.9 . · . 

Pada umumnya, pemlmpin pemerintahan yang mendapatkan 
legitimasi berdasarkan prinsip:.prinsip legitimasi tradisionat;ideologi, 
dan kualitas pribadi cenderung menggunakan metode simbolis da1aJn 
upaya meµcari dan mempertahankan l�timasi bagi kewenangannya. 
Pemimpin _pemerintahan yang mendapatkan legitimasi_ atas dasar 

· legitimasi . prosedural_ dan instrumentµ cend�g menggwW,can. 
metode prosedural dan .metode instrumenf.W.. 
. Pertama, masyarakat ;memberikan pengak\µm dan dtikungan kepada 

pemiJI1pin pemerintahan karena pemimpili .tersebut merupakan 
ketutunan peinimpiri "berdarah biru" yang dipercaya harus mem.impin 
masy�akat. ·Tradisi in.i seµtlu dipelihara clan dilembagakan oleh 
pemimpin itu ber,sama ketunmannya. Raja.Hussein dari Jordania; Ratu 
Elizabeth dari Inggris, dan Raja Bhun,libol dari Thailand merupakan. 
contoh kepala .negara yang diajrui. dan didukung oleh · rakyat karena 
tradisi tersebut. · - · · 

Kedua, masyarakat �emberikan·· dUkungan kepada pemimpin 
pemerin� karena pemimpin terseb�t dianggap sebagai penafsir 

,_., 



\ .  

0 

dan p'claksana ideplogi. Ideologi · Yazig. �aksud tiCWt .ha:1.1ya yang 
dektriner seperti ko�tihlsme, teia.pi juga yang:- pragmatis seperti 
liberalisme dan·gabungankeduanya seperti ide<;>loginasional P�eaajla 
di Indonesia. 

· Para pemi:mpin pemerintahan di nega:ra-negara komun,_is 
menggµnakan ideologi_ k<>munis tidak · hc$ya sebagai alat untu1t 
rilenqapatkan dan memp� legitimaSi bagi ke!{enangannya, 
tetapi juga untuk fuetiymgldrkan setiap pihak '.yang -memban�g 
terhadap kewenangannya. , .. _ _ .. · • · . ' . . 

. Di Indonesia, .ideologi tmsl.ona LPancasila acap kali diguriakan. 
seba� _alat untuk mendap�tka11· dan mempertahankan legitimasi 
ka:l:ena ideolQgi tersebut dipahdallg' masy3rakat sebaghl &sar n.egara� 
pedoman. hidup bernegara dan berjnasyaraka�� 1·dan kepribadian 
bangsa. . . . · . .  · - · . ' . . . . . . . ' 

Ketiga, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada 
pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebu.t :rnemiliki kualitas 
pribadi -berupa khmsma maupun penamt>ilan prlbadi rum prestasi 
cemerlang_ daJam bidang.� budaya �entu., . .  ··• 

Keempat, masyarak�t me:inbenkan pen�a�uan d�n dukungan . 
�epada · p�mimpin .pemerintahan karena p�mimpin tersebut 
mendapatkan ·kewenangan· menurut prosed,ur yarig ditetapkan &lam 
· peraturan perundang-undan� _ . . .· 

· 

. 

Kellina, masyarakat memberlkan pengakuan dan dukµngan kepada 
pemimpin pem�tahan karena pemimpin. tersebut menjanjikan atau . 
p:lenjamin kesejahteraan matetjil(instrumental) kepada masyarakat . 
. · nafam _kenyataan para penli�pin pemerintahan tidak )lany,a · 

· menggunakan satu tipe� tetapi juga kombinasi dari d� atau lebih dari 
kelima. tipe itu sesuai dengan struktut .dan tiiigkat perkembangan 
inasyarakatnya. 

. ,,. A 
.. , 

. 

5.10 Legitimasl ltu. Perit1ng 
Mengapa para 'pemimpin _pemerin� dari _ 8etiap sistem politik 
b.erupaya keras .untuk :tnendapatkan · dan/atau mempertahankan . 
legi� bagi kewenangaDnya? 'Secara · umum terdapat dua alasan 
utama niengapa le,gitimasi menja'di penting bagi peniimpin 
pemerintahan. · 
· Pertama, legitimasi a1tan mendatangkan kes:tabilan politik dan · 

kemungkman ... kemungkinari untuk perubahan $0SUili 'Pengakuan dan 
dukUngan masY'arakat pada piha:k jang berwenang akan mencipt;$.m 
Petp� ,� ��bil sehirigga pemenntah dapat ·membuat-<IU>- , ·, • 
mel�- kepufusan yap.g menguntungkan_ masyarakai umum. · · 
:Oalam situasi · yang sulit dari pelik, peinerintah yang . memlliki · 
legitimasi dari masyarakat akan lebih dapat· mengatasi permasalahan 
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daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi. Selain itu, 
:pengakuan dan dukungan masyarakat yang luas .akan mengurangi 
penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggaran yang semula 
.dimaksudkan untuk menyediakan sarana paksaan dapat digunakan 

. untuk memenuhi kesejahteraan wnum. ·Yang terakhir inilah yang 
.disebut sebagai membuka kemungkinan bagi perubahan sosial. 

Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas 
bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang 
kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi ju� ·untuk meningkatkan 
kµalitas kesejahteraan. Namun, perluasan bfdang- bidang yang 
ditangani juga berarti peningkatan pengawasan atas penggunaan 
kewenangan. 

5.11 Krisis Legitimasi 

Krisis legitimasi biasanya tetjadi pada masa transisi. Maksudnya, 
perubahan dari masyarakat tradisional yang berst.ruktur. sederhana 
menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Selain itu, 
perubahan yang terjadi dari suatu tingkat dan kualitas perkembangan 
menuju ke tingkat dan kualitas perkembangan masyarakat berikutnya. 
Pembangunan teknologi komunikasi dan transportasi, perkembangan 
ekonomi dan perluasan pendidikan tidak hanya akan menghasilkan 
masyarakat yang partisipatif dalam politik, tetapi juga masyarakat 
yang rasional-kritis dan penuh alternatif terhacjap proses politik. 

Masyarakat semacam ini akan cenderung mempertanyakan setiap 
kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi yang hidup 
dalam masyarakat. Apabila pihak yang berwenang tidak tanggap atas 
perubahan aspirasi masyarakat maka sikap mempertanyakan berubah 
menjadi meragukan keabsahan kewenangan pemerinfah sehingga 
dukungan kepada pemerintah kian memudar. Pengakuan dan 
dukungan yang memudar disebut krisis legitimasi. Naniun, krisis 
legitimasi tidak selalu berakhir dengan kejatuhan dan pergantian 
pihak yang berwenang. Hal ini tergantung sekali pada kematnpuan 
pihak yang berwenang untuk menyesuaikan diri dan mendapatkan 
kembali pengakuan dan dukungan dari masyarakat. 

Mengapa krisis legitimasi terjadi? Lucyan Pye menyebutkan empat 
sebab krisis legitimasi.1° Pertama, prinsip kewenangan beralih pada 
prinsip kewenangan yang lain. Artiilya, prinsip kewenangan yang 
selama ini digunakan tidak lagi diakui masyarakat, dan masyarakat 
sudah menemukan .prinsip kewenangan lain yang dianggap lebih baik 
sehingga pemerintah yang mendasarkan diri pada prinsip kewenangan 
lama akan kehilang� dukungan. J<edua, persaingan yang sangat 
tajam dan tak sehat tetapi juga tak chsalurkan melalui prosedur yang 
seharusnya di antara para pemimpin pemerintahan sehingga terjadi 
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perpecahan dalam ·tubuh pemer�tahan. Perpecahan semacam ini 
menimbulkan kelumpuhan pemeriniahan sebingga masy&-akat tidak 
8bn menaati kewenarigan ya:ng ada: Ketiga, pemerintah tak _mampu 
memenuhi janjinya sebingga menimbulkan kekecewaan- dall keresahan 

· di kalangan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat 
. memudarnya dukungan kepada pemerintah. Keempat, sosialisasi 
:tentang kewenangari. mengalami perubahan. Apabila selama ini 
:anggota _niasy�t disosialisasikan oleh orang tua dan lingkungan 

· untuk tidak hanya taat dan niengharapkan sepenuhnya . dari ·pihak 
y;mg berwenang maka dengan meluasnya pendidikan dan media riiassa 
.pola sosialisasi tentang kewenangan juga 'berubah. Perubahan ini 

· berlangsung tidak hanya menjadi rasional-kritis -terhadap 
kewenangan, tetapi juga partisipatif dalani politik. Akibatnya, setiap 

. tind�an p�erintah yang berwenang yang dianggap menyimpang 
· dari ·hal yang seharusnya atau dianggap tidak sesuai dengan aspirasi 
yang mdup dalam·masyarakat akan "dipersoalkan oleh inasyarakat. 

Krisis legitimasi akan semakin· gawat· inanakala pihak yang 
berwenang tidak tanggap atas P.erub3han sikap terhadap kewenangan 
dalani masyarakat Dalani keriyataan yang me:h.yebabkan krisis· 
legitimasi acap kali tidak harlya satu faktor, tetapi juga kombinasr dua 
atau lebih dari keempat faktor.terSebut atau faktor-faktor lain yang 

· belum disebutkan di sini. · :-
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BAB 6 
SISTEM PERWAKIIAN KEPENTINGAN 

6.1 Pengantar 

Komunitas politik dengan jumlah penduduk yang sedikit dan 
struk1:ur masyarakat inasih sederhana, · dalam ha! illi spesialisasi 
p eranan masih terbatas, kebutuhan akan adanya "lembaga 
peng}iubung''_ antara masyarakat dan · pemerintah belum . nien.desak. 
Dalam hubungannya dengan pemerinta4 terdapat dua kemungkinan 
sikap pe.merin.tah. Pertama, pemerintah masih mampu 
mengidentifikasikan dan merumuskan aspitasi masyarakat. Hal ini 
terjacll kalau pemerintah · bersikap _baik hati (benevolent). Kedua, 

. pemerintah ·membuat sendiri keputusan tanpa: peduli pada apa yang 
menjadi aspirasi masyarakat. Pemerintah ini bersikap unbik apa 
mencari kesukaran dalam mengidentifikasikan aspirasi masyar�t 
kalau masyarakat tidak menyatakanri;ra? 

_ 

. Sebaliknya, pada komunitas politik dengan jumlah penduduk yang 
hanyak, .secara kulturai majeniuk, clan. struktur masyarakat telah 
kompleks (diferensiasi struktural dan .spesialisasi peranan _sudah 
meluas) maka kebutuhan adanya i'lembaga penghubung,, 

semakin 
terasa. Dalam hal ini penting untuk dicatat setidak-tidaknya terdapat 
tiga . faktor yang . �enjadi basis sosial-ekoriomi bagi munculnya 
"leinbaga p enghubung'' �tau kelompok kepentingan, yaitu 
div�k�i pekerjaan, urbanisa'.aj, dan �dustri.µ!sasi.1 

Diversifikasi" pekerj9.an ialah berkurangnya pekerjaan 'pada sektor 
. pertanian disertai .dengan meluasnya pekerjaan pada 8ektor- sektor 
lain, sepertf indu8tri, perdagarigan dan niaga, pekel-jaan umum; 
pertambangan, transportasi dan komunikasi, dan jasa. · Diversifikasi 
pekerjaan berarti juga diversifikasi kepentingan sehingga akan 
melahirkan banyak· kelompok kepentingan. 

Urbanisasi diartikan· tidak hanya perpindaban penduduk pedesaan 
ke perkotaan, -tetapi juga pertambahanjuml,ah kota yang berpenduduk 
jumlah tertentu, .misalny� 50.000 atau 100.000. Urbanisasf itu tidak 
selalu menimbUlkan diferensiasi clan: diversifikasi struktural - karena 
setidak-tidaknya sebagian dari para migran tetap- berada,�da1am 
lapisan bawah masyarakat. Namun, sebagian para migran.walaupun 
tetap be:rada dalam lapisan bawah naniun t�ngkat penghasilan, 

pendicli'kan, · dan .kesehatan mereka jauh lebfu· tinggi daripada ketika · 
maSih hidup di pedesaaan, · 

Pada·satu pihak, sebagian para migran tj.dak terintegrasikan dengan 
sistem ekonomi formal, di pihak laiil kehidupan mereka di perk-0taan 
akan ·mendorong merekauntuk menggabungkan diri dengan berbagai 
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kelompok yang dapat m�perjuang� kepentingan mereka. 
Secara fungsional, industriallSasi berarti peningkatan jumlah 

-pekerjaan dalani sektor industri (manufacturing), sedangkan dari segi 
proses, industrlalisasi berarti peD.ingkatan · dalam jumlah keluaran� -
inves�, dan produktivitas. D� segi sas,aran, industrialisasi harus 

. dilihat dan segi sumbangannya · terhadap 'pota umum pembangunan, 
yciitu apakah menciptakan dan . memperkuat keti�akseimbangan 
ataukah justru menciptakan kebarint>ni�azi di an� ·se�or ekonolni, 
daerah, dan · kelas. . Oleh karena itu, industrialisasi tidak hanya 
menciptakan . peltetjaan, tetapi jtiga dapat melahirkan konflik 
kepentmgan. Hal ini pada �ya · akan ·melahirkan berbagai 
asosiasi dengan tujuan yang berbeda. . . 

Apakah suatu pemerintah bersikap sesuai dengan kemungkinan 
pertama at�u kedua di. ata�, kenyataan menunjukkan banyak 
keputusan. pemerintah tidak sesuai dengan_ aspirasi ma8yarakat. 
Akibatnya, banyak anggota i;nasyarakat melakukan protes terP.�dap 
pemerintah secara ·jelas dan terb'ilka (manifest) maupun secara 
tersamar dan tak ternyatakan secara jelas (latent). Dari pihak negara 
(pemerintah) kemutlian muncUl k�adaran akan pentingnya berbagai 

. asosiasi yang mewakil� kepentingan· ·yang berbeda . se-b�gai 
"penghubung" aptara . ma5yarakat dan pemerintah. Kesadaran itu 

. timbul karena berbagai faktor sepem yang dijelaskan nanti. 
· 

· Akan tetapi, permasalahan muncul · tidak ·�anya ·mengenai 
�ekanisme pembcntukan, artikUlasi kepentingan, dan kepeinimpinan 
dai-i asosiasi, tetapi . juga pola hubungan antara. asosiasi dan 
penierintah. Pengaturan mengenai· �rakteristilC- qrganisasi dan pola · 
hubungan kewenangan dengan pemerintah inl disebut sistem 
perwakilan kepen"tingan. Secara . uinum,_  sistem p_erwakilan . 
kepentingan dibagf menjadi dua, yaitu pluralisme dan korparatisme. 

6.1.1. Plur;1/isme 

Pluralisme ialah suatu sistem -yang memungkinkan seinua kepentingan 
dalam masYarakat bersaing. secara ·bebas untuk·m�pengaruhi proses · 
politilt sehingga. tercegah terjadinya suatu kelonipok mendominasi 
kelompok lain. Sistem ini beranggapan keputusan politikyang penting 
lebih dapat .dipeng� secara efektif melalui kelpmpok yang 
terorganisSsikan secara baik2 . . . · . 

Pluralisme mengharuskan adanya berbagai asosiasi yang bersaing 
yang tidak diSponsorl ataupun dimanipulasikan oleh pemerintah. 

" Pemermtah harus Wi:gjtip·,�a�p . berbagai · �entingan dalaDi 
masyarakat, dan poliiik _pada · dasarnya merupakan persaingan 
kelompok-kelompok kepentingan �tuk memperjuapgkan agar 
kebijakan yang mereka kehenda�hlijadikan sebagai k�utusan politik 
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· oleh pemerlntah.3 
Hak untulc berasosiasi clan menyatakan· pen�pat mempunyai arti · 

.sebagai bebas untulc mengajukan alternatif kebijakan dan pemimpin 
_p�erintahan, da1:. 

untulc inenyatakan duku���- �t��:rJ?,�P'?+,akan 
. .. . ; :terhadap suatu keb13akan atau terhadap seorang ca!on. p�in. · 

Pluralisme di Barat merupakan ciptaan negara dan produk khusus 
_ dari jaminan hukum dan jaminan-jaminan lain 'sebagai karakteristik 
masyaraka:t borjuis dan kehidupan organisasi kemasyarakatan .. 
Pluralisme dikondisi dan dikendala oleh Ul}.iversalisasi hubuilgan 
kapital dan pemasyarakatan produksi secara meluas. Hal · ini 
termanifestasikan dalam kontradiksi antara hak-hak publik dan 
pemilikan prib�di, antara· ·arena publjk · bagi partisipasi . politik. dan · 
kebebasan, �ntara .arena swasta bagi. rezime�tasi dan kewajiban. 
C'ltonomi yang bersifa.t .impersonal, 

Sebagai perbandingan; secara politik pluralisin� di Ainerika Latin 
bukan merupakan pelaksaiiaari hak-hak politik atau jaminan ·huklim 
yang di�erikan oleh. negara dari _struktur kekuasaan yang ada, namun 
timbul dari aktivasi politik tiba-tioa dari kalangan kelas menengah 
perkotaan · dan. sektor populer di bawab · rezim pemerintahan · populis 
sebagai tanggapan langsung terhadap struktur kekuasaan oligaiki. 

Demikian pula secara · ekonomi, korporatisme merupakan produk 
fragmentasi ekonomr dan disintegrasi dan secara fundamental 
·merupakan produk struktural clan historik bentuk kapitalisme yang 
berbeda yang penerapannya oleh Am.erika Latin . .  Kapiialisnie 
terian,tung di Amerika Latin tidak mencip�an konclisi-kondisi bagi 
solid_aritas organis; ia gagal menghapuskan pertanian feodal dan 

· bentuk-bentu� komoditi kecil di p�rkotaan, atau ia gagal 
merigintegrasikan massa yang kehilarigan pekerjaan. 

Secara ringkas dapat dijelaskan· beberapa kai'a�teristik pluralisme 
sebagai suatu · sistem ·perwakilan kepentingan. Pertama, setiap 
kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sania karena 
kesamaan suku, ras, dan agama maupun karena ke$amaan profesi; 
okupasi, dan kegemaran berhakmembentuk asosiasi yang dikehendal4 
tanpa camp1:Jr tangan pemerintal:i ·a tau kelompok Iain. Suatu jepis 
kepentingan· dapat saja diperjuangkan oleh lebih dari sattt asosiasi 
yang masing-masing bersifat- oto�om. Kedua, · ke�nggotaan asosiasi 
bersifat sukarela, dan seseora�g dapat saja menjadi anggota dari 
berbagai asosiasi kepentingan. Ketiga, pemerintah tidak mencampuri 
urusan kelompok kepentingan, melainkan bertmdak sebagai wasit 
untuk memelihaia aturan permainan. yang sehat bagi persaingan di 
antara kelompok kepentingan dan bersikap tanggap terbadapnya. 

· Keempat, para anggota aso�asi itulah yaz:ig berwenang menentukan 
ij>emimpin�ya dan merumuskan kepentingan ya�g ' hendak 
diperjuangkan kepada pemerintah. Kelima, keputusan· .di dalam 
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organisasi dan dalam berinteraksi cienga:n organisasi lain <li,capai, 
dengan p�dingan, tawar,..menaw�.·dap., kompromt · . ;  

Pluralisme sebagai sistem perwakila:n kep,entU.igan dinilai . m� 
·sejumlah kelemahan.4 Pertama,, · karena lebih meneltimkan pada 
persaingan kelo�pok kepentingan: ma�� ·��cara implisit plUI'�� 
se�gguhnya Ii!embatasi .Par1Jsipasi. ,Uldivi.du .dcilain pros� politik. 
Kedua,· dalam kenyataan segqlongah kecµ warga masya.rakat yang, 
:menjadi · anggota aktif s11tu ata:u l�bih .asosiasi kepentingan. Ketiga, 

· pengaruh p�mpin lebih merionjol dalam menentukan arah org�sasi. 
daripada . pengcµ-uh" para a,:iggota. Keempat, ter,dapat ketj.mpangan 
kekUasaan dalaln . proses perumw1gan;, . yakili kelomp�, yang kuat 

· te�api dengan inemperjua:ngka� kepentipgan yang menyangkut · 
kelomp()k �ecil masyarakat :Sering lebj.h · menentulcan d.0a:r,ipada 
·kelompok yang lemah tetapi memperjU�gkan kepentingan yang, 
menyangkut. kehidupan . masyaraka.t. yang leQih luas . . · Keli:J;na, 
mengabaikan · peranan p��intah:,sebagai lembaga .��penti;ng�n 
umuµi atau yang qiewakili k�pentingan nasional sebab pluralism.e 
menempatkan pemenntah sebagai V(asit . Y.ang m:emeijhara aturan 
permairuul bagi persaingan � aritara kelo;mpok kepentingan. 

: • ,  

6.1.2. Korporatisme . 

Korporatisme merup·akan upaya g�ncia. untulc menghublingkan negara 
(pemerllitah) dan masyarakat, ya1tu Pe!legaraan (statization) berbagai 

. kegiatan organisasi kemasyarakatan . (yang sering .9isebut dengan 
istilah lain, Seperti politisasi dati bi±okratisasi), . dan .pt'ivati�asi 
beberapa urusan kenegari.aI1. ltu ·sebabnya, mengapa Philippe 
Schinitter membedakan k-orp�ratisme . ne�ara dengan k�rporatisme 
masyarakat.5 · · 

Korporatistne negara meru'.p,akan ha:sll penegaraan · perbagai 
}cegiatan organisasi kemasyaraltatan, sedangkan · korporatisme 
masyarakat mer�pakan hasil penswastaan beherapa · urusan 
kenegaraan. Dajam'·korporatisme .Iriasyatakat, legitimasi pemerin�ah 
b�rgantung pada k�lompok -k�pentingan. Hal ini terjadi .pada 
masyarakat d� negara paseaindl.istrl di Barat dan Jepang. 

Akan · tetapi, pnva:tisasi beberapa urusan kenegaraan, dalam tataf 
·ter'tentu, juga .ditetapkan di Indonesia. ·  Pembentukan Dewan Pers, 
Dewan Film ::Nasional, �adan Sensor Film, dan Bad.an P�bangan 
Pendidikan Nasional, · yarig anggot'anya tidak hanya . berasal dari 
iilstaiisi pemerlntah, tetapi juga (balikan lebih banyak) dan berbagai 

.tµ1S1.lr dalam masyar�t merupakan sejunilah . contoh kotj>oratisme 
masyarakat. . . . . 

. 
. . 

P�bahan dari :pluralisine ��:;ijadi korpor�tisme . masyarakat di 
negara-negara Eropa: Barat setidak-tidaknya disebabkan oleh tiga hal 6 
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Pettama, kebutuhan . mengembangkan lingkup ek,onomi yang lebih 
efisien mituk menanggapi ' berbagai tantangan lingkungan akan 
meliimbulkan dorongan bagi kelompok pengusaha, bUruh, dan negara. 
_Hal itu berlangsung untuk:memiliki struktur b�okratis dan prosedur 
teri>usat:yailg sama dengan .korporatisme. Kedu��·peng\Jsaha, buruh, 
dan negara bekerja sama dalam pembuatan ·d.an pehiksanaan 
kebijakan. Halini'terjadi karena kerja sama itu saling menguntungkan 
untl,lk inemperkuat posisi setiap organisasi, sehubungan dengan 
alokasi anggaran dan dislokasi yang ditimbulkan dengan. 
restrukturisasi ekonomi. K�tiga,. kerja sama itu juga memberikan 
sumbangan bagi pendistribusian berbagai tuntutan.p<>liti:k; khususnya 
µintutan untulc meningkatkan pengeluaran ·negar� pada. masa 

· pertunibuban ekono� yang lambat Win pengang� yang tipggi. 
Dengan demikian, negcira dapat mengelakkan tuntutan sistem yang 
"kelebihan muatan" dan keloinpok kepentingan dap�t mengatasi 
kekuraiigan ekonomi melalui pengaturan .diri secara internal . 

Sebaliknya,: keberadaan kelompok kepentingan c;lalam·korpora�e 
negaril bergantung pada pemetjntah� KorpQra�e negara ada1ah 
suatu�1Sistem perwakilan kepentingan yang m�batkan peµierintah 
secara aktif dalam pengorganisasian kelompok kepentbigan sehingg� 
kelompok-kelompok kepentingan itti terlibat f,ialam perumusan 
kebijakan umum. Mengapa suatu peiµerintab memilih �tern ini dalam 
menjembatani aspirasi masya:rak,at de�gan pemerfutah? Dua 
kemungkinan penjelasan dapat diberikan atas pertanyaan· ini.7 

Pertama, 
· 

p·enjelasan ideologis a tau . kultural yang .menganggap 
�egara ·sebagai .suatu organisme yang terdiri atas berpagai wisur yang 
�g tergantung. Bagaikan orgartjsme tuQun man�, pemerintah 
sebapi kepala (otak) dan kelompok kepentingan sepa� unsur-unsur 
tubuh'lainnya. . • · .  . 

Sebagaimana dalam organisme tubuh manusia, dalain: koq>oratisme 
tidak _dikenaI persafugan bebas dan tekarum. terha�p. pEmJ,erintah, 
karena seperti tubUh yang sehat ditandai.d��n:lterja sama hannoms 
antar-tmsur tubuh di bawah;kendali o�k. Demikian pUla suatu $tem 

· politik yang sehat ditandai pula dengan ker.ja � semua unsut secara 
$etilsi di bawah pemerintah. Semua bagian �duk pada �eseIUruhan 
dan keseluruhan .terdiri atas _bagian- bagian. 

· 

Kedtia, penje1asan ekon6mi politik, yang n;i;eriganggap ltorporatisme 
sebagai cara pengendalian masyarakat yang dilakukari dengan suatu 
rezim birokratis-otoriter untulc mendukung kebijakaxi ekonomi . 
ortodoks dalam suatu negara yang ekonominya bergantung pada pihak 
luar, tetapi terlambat dalam -m� Pembangunan (delayed and 
·dependent capitalistic· development),' ·Penjelasan mana .yang benar 
bergantung pada realitas yang terjadi . p ada suatu negara. 
Korporatisme ini banyak diterapkan di negara-negara Amerika Latin, · 

dan negara-negara berkembang lainnya. . 
· 
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Selain kedua faktor tersebut, korporatisme.secara historis dipandang. 
sebagai fanggapan terhadap• lima · kondisi berikut .ini.8 . Pertama, . 
masala'.h kelas, khususnya terhadap .fragmentasi dan lconflik sosiaI . 

· yang d�timbulkan dengan pembagian kerj:a kapitalisme dan 
p&juangan. kelas, dan kebutu:han untuk memulihkan k$annonisan 

· sosial. "Kedua; ·.pluralisme dan ·pennasalahan yang dihadapkan pa.9:�· ·: 
·· . . ekonomi;' keserasian sosial; dan . · tertib politik · dengan bekerj�ya 

lemba:ga'.-lembaga pluralis; !tu sebabnya, niengapa �buat perbedaan . 
antara korporatisme· masyarakat dan korporatisme negara. Ketiga, 
mel�a.hnya hegemoni atau suatli krisis hegemoni yang disebabkan 
dengan perubahan ·. yang berjangkau lu.as dalam perimbangan 
kekuatan ... kekuatcµi kelas politik dan ancaman terhadap sistemrosistem 
kewenangan politik, icieologi penguasa, dan bentuk pemilikan yang 

· ada. Keempat, suatu krisis eko.rtomj. yang mungkin. berwujud da� 
berbagai bentuk; sepeitr krisis reproduksi ataupun kemµn.gkm,an 
beruntung, mfl'asi, atau pembangun� yang tertunda sebagaim�a. 
tetjadi · dalam kasus -korporatisme · negata .. Dalaln situasi sep¢i ini, 
korporatisme dilihat sebagai strategi yang terbuka bagi negara .dalam 
ekonomi yang didominasi·dengan usaha swasta. Selanjutnya, konteks 
khusus intemasional atau. pasar dunia; seperti perang, meningkatiiya · 
persain'gan' ekonomi hiternasional dan. dorongan bagi perbaikan 
persaingan pasar intetnasional. -

Dala:in· kaitan dengari· kondisi yang pertama, korporatisme 
dirumuskan sebagai rnodf! reorganisasi politik dan ekonomi 

· masyarakatkapitalls, yang walaupun tefap mempertahankan 51;r\jktur 
kelembagaan dan managerial. kepemilikan kapitalis, melibatkan 
per\vakilan dan koilsultasi, dan tavrar-menawar antara kepentingan 

· modal dan buruh yang secara kelembagaan terorganisasikan .dan 
berkekuatan hukum (bilateralisme), dan di ·antara modal, buruh dan 
negcira (tripamsme) . . .  • .  . . 

. . 
. . .  ; Korj)oratisme menyanglrut 'Pertukaran dan, konsesi ketiga. pihak, 

yakni pemilik.modal ·dart negata mengabulkan tuntutin bUruh berupa 
kesempatan kerja penuh, jaminan kerja; dan sosial, dan .upah yang 

· dirundingkan inaupun konsultasi mengenai kebijakan industri dan 
·pendapatan, · dan perwakilan pada. ·badan-badan yang bertanggung 
jawab. . 

· . 

· Pada pihak lam, buruh menerima keahsahan lembaga-lembaga 
dasar ekonollli dan politik masyarakat kapitalis, dan pembatasan atas 
·aspirasi politilmya untuk mengadakan reformasi. Selanjutnya, negara· 
tneningkatkan pelaksanaan fungsi..:fungsi pengawasan,, pengaturan 
dan · ekstraktif, dan · melaksanakan ldaim ideologisnya sebagai · arbi-

. ti'ator·yang.netrai�· sebagai pfiliri.dung·dan pejuang kepentingah umum. 
Kata kunci di sini berarti reorganisasi. Maksudnya, ia memperliha1;kan 
"historitas" dan pengaturan korporatis yang disengaja . untuk 
menanggapi fragmentasi dan konflik kelas yang ,;ditimbulkan oleh 
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kapitalisme. Berikut ini secara ringkas dikemukakan beberapa ciri 
korporatisme negara. . 

· 

Pertama, pengelompokan masyarakat secara fungsional (profesi dan 
olplpa�sj.},. �ang dimakstid dengan.profesi ialah bidang pekerjaan yang 

- me:µi�h.tkari. keahli�n yang relatif tinggi yang dieapai melalui proses 
· pendidikan dan latihan, seperti dokter, guru, dan wartawaii. Sebagai 
· balas jasa atas pelayanan yang diberikan, mereka menerima tanda 
kehormatan dan penghargaan (honor) yang sebagian saja berupa uang. 
Yang dimaksud dengan okupasi ialah pidang pekerjaan yang tidak 
memerlukan keahlian yang relatif tiiiggi yang dapat dicapai hailya 
dengan latihan secukupnya, seperti buruh, petani, nelayan, . dan 
pramuniaga. Tujuan utama okupasi mendapatkari upah atau uang. 

Kedua, _-pengelola� · jenis kepentingan dimonopoli dengan suatu 
asosiasi, dan asosiasi . yang tuilggal ini saja yang diakui dan 
didengarkan oleh pemerintah. Kongkr.etnya, untuk jenis kepentingan 
buruh diperkenankan satu organisasi buruh sehingga tidak dikenal 
organisasi bur.uh industri motor a tau organisas1 bun$ industri ro�Ok 
yang bersifat otonom, Pengakuan pemerintah atas monopoli 
kepentingan tersebut merup.3kan tukar-menukar ·atas dukungan yang 
diberikan organisasi tersebut kepada pemerintah. 
. Ketiga, pembentukan kel9mpok kepentingan h� mendapat 
persetujuan dan p engakuan dari peinerintah. Oleh karena itu; 
pemerintah bertindak sebagai pembina atas kelompok-kelompok 
tersebut: Kelompok-kelompok kepentingan semacam ini dapat 
tllbekukan ataupun dibubarkan oleh pemerintah. 

K�pat, keanggotaai:i kelonipok kepentingan bersifat otomatis atau 
setengah paksa. Kelima, penentuan kepemimpinan kelompok 
kepentingan langsung atau tidak langsung ikut ditentukan oleh 
pemerintah. Keenam, artikulasi kepentingan dari kelompok-kelompok 
harus berkisar pada kerangka . umum yang ditetapkan pemerintaji; 

Sebagai organisasi yap.g.secara struktural terdiferensiasUGtn, negara 
dan kelompok kepentingan didorong dengan dua keperluan organisasi 
yang bersifat kontradiktif, yaitu internal dan eksternal. 

Secara internal, keperluan itu berupa memelihar:a kekokohan 
organisasi dengan menciptakan keseimbangan antara kontrol ya:µg 
tersentralisasi dan pelaksanaan yang terdesentralisasi. Bagi negara, hq]. 
ini berarti menjamin konsistensi antara kebijakan· pengarahan yang 
luas dari pembuat kata putus di peringkat pusat dan keluwesan 
operasional oleh p ara penjabat _di p eringkat bawah dalam 
melaksanakan program-program yang ditetapkal}.. Bagi kelompok 
kepentingan, hal itu berarti menyeimbangkan tujuan-tujuan organisasi 
yang diartikulasikan .oleh pemimpin kelompok di peringkat pusat dan 
kepenti,ngan-kepentingan yang diartikulasikan oleh pe:µiimpin cabang 
dan para anggota. 

· 
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· Secara eskternai, keperllian itu berupa · menyerap sumber-sumber 
lingkungan untulc memajukan dan1llelindungi kepentingan orgaiiisasi, 

sedangkan pada waktu· yang sama harus menjamin integritas . 
kelembagaan· dan otonomi organisasi dalam meilghadapi desakan
desakan llilgkungan. Bagi neg3rai · hal ·ini berarti menyeimbangkan 
pentingnya akumulasi dengan kontrol, yakni . meningkatkan 
pertumbtlhan ekonomi guna melahirkan penerhnaa:n pajak yang besar 
untuk membiayai kegiatan. negara sambil tetap menjamin stabilitas 

· dan legitimasi sistem di tengah-tengah diSiokasi sosial dan tuntutan 
yang sating bertentangan di kalangan masyarakat. Bagi kelompok 
·kepentirigan, hal ini berarti .memelihara . soli�tas kelompok·· dan 
memenuhi kepentingan kelonipok di tengah"'.'tengah :persamgan·yang 
tajam dari kelompok lain dan t&anan tintuk meiaati pengarahan yang 
diberikan oleb negara. 

· 

. 

Keduanya niemruki keperluan orgarusasf yang sama; ·tetapi negara 
d�n kelompok kepentingan tidak · inemiliki· kepe:Q.tingan dan 
kemampuan yang sama. Dari segi kemampuan, negaifa yang 
menerapkan korporatisme jelas memiliki sumber.,.sttiliber .kekuasaan 
yang lebih banyak daripada kelompok kepentingan pada UIIiumnya.· 

. Pada pihak lain, kelompok kepentingan seperti Ka:ma.r Dagang dan. · . 

. Industri dan berbagai· asosiasi prQfesi jelas memiliki sumber kekuasaan 
yang leb�h besar daripada kelompok kepentingan· dalam sektor 
populer, seperti buruh, petani, dan· ·nelayan. Perbedaan ... perbedaan 
inilah yang menyebabkan perbedaan tanggapan dan · variasi · dalam 
pola-pola dan basil huburtgan antara negara dan �efompok 
)tepentingan. · · 

Sistem ·perwakilan kepentingan mengandung·. kelebihan. dan 
kelemahan. Keleblha:nnya; kelompok kepentingan tersebutdili,batkan · 

oleh pemerintah <;lalam perumusan dan .pelaksanaan kebijakan Um.um. 
KelerilahaDI1ya,. derajat otononrl organisasi sangat rendah karena 
campur tangan pemer.intah yang besar cen:derung ·lebih 
menguntungkan "kekotaari" . (urban biased). Halini disebabkan 

. kepentingai;i. organisasi penglisaha dan .prof�sional yang tertampung 
dalam kebijakan· pemerintah, sultar melakukan perubahan sebab 
sangat tetikat pada kerangka yang ditetapkan pemetlntah. · 

Korporatisme itu cenderurtg digunakan sebab sistem perwakilan 
· kepentingan semacam ini tidak hanya akan men:iberikan legitimaSi· 

b agi keweriangan pemerintah : (sebab berbagai organisa si 
kein�syatakatan· secara formal diikutsertakan dala:m perumusan 
kebijakan umum), tetapi juga bersifat praktis dan cepat (kar�na 

. pemeriritah cukup lI1emanggil pengurus pusat organisas�; ; , . -

kemasyara.katan yang tunggal itu); · ... /!.E, .P :1, ·· '· · · 
· Pad.a dasarnya sistem perwakilan kepentingan semacam itu 
berfungsi ganda, yakni sebagai sarana menguasai dan memobilisasi 
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masyarakat untulc melaksailakan program pemerintah, .dan sebagai 
.saluran aspirasi berbagai kepenting� dalam masyarakat yang bersifat 
terbatas karena harus menurut keranglqi yang ditetapkan pemerintah. 
Sistem politik yang menerapkan · sis�:tn p�akAan kepentingan 

. · ·, , · .. J:aln ini cenderung memiliki pluralisme terbata'S. 

6�2. Kelompok Kepentingan 

Kelompok kepentingan (interest group) ialah. sejumlah· orang yang 
. memiliki kesamaan sifat,. Sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang 

sepakat mengorganisasikan diri ·untuk melindungi dan mencapai 
tujuan. Sebagai kelompok yang. terorganisasi, mereka tidak ·hanya 
memiliki Sistem ke�ggotaan yang jelas, · tetapi ·· juga memiliki pola 
kepemimpin�n, · simiber keuangan untuk membiayai kegiatan� dan 
pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organiSasi. . 
· · Kelompok: kepentingan berbeda-dengan partai politik ciaii kelompok 
p·enekan (pressure group). �elompok kepentingan, • ·sesuai dengan 
�anya· memu8atk� perhatian pada ba:gaimana mengartikulasikan 
kepentjngan tertentu · kepa�a :  'pe�erintah sehingga pemerintah 
m.�yusun kehijakan yangmeriampung kepentfugankelomp9k. Jadi� i<l 
l�bili berorienta� · -kepada · p;roses peru,hiusan kebij;ikan umum · yang 
tiibuat · penier�ntah: .Kelompok . penekan .Secara . sengaj a  

. mengelomp.ok:kan . diri \i�ttik siiatu tujuan khusus ·setelah itu .. bubar 
dati se_cara khusils pulil "berusaha•mempe.ngaiuhi ·a�u menekan para 
penj�qat periierintah :��uk _menyetujui µmtutan. mereka� Dengan . 
demikian, l>erbe�annya. lebih pada �ara dan sasaran.- : . · 

Dalam inasyarakat begitu banyak �eloinpok yang memiliki 
kepent,ingan yang berbeda;· bahkan bertentangan sat� sama lain. 
trntuk itu diperlukan upaya unt1* memad:ukan berbagai .kepentingan 
ineniadi 'beberapa aiteinatif kebijakan um.Um yang dijadikan'Sebagai 
keptitusan politik. Fungsi ini dilakukan. oleh partai p�liµk. ·Fungsi lain 
yang membedakan _ partai politik dan .kelotilpok kepentingail _terletak 
paqa partai politik yarig berfungsi pula untuk mencari dan · 
menipertahaiikan kekuq.saan melallfi pemilihan urilum Chin cara-cata 
Iain yang sah sebagai sarana untuk me!llpei-juangkan · alternatif 
kebij� umum menjadi keputusan politht. Kelompok kepeD.tmgan 
tidak ni�liki fwig�i yang terakhir ini walauptin secara . tidak 
fungsung juga ikut menib�an dukllngan pada · cal.on atau partai 
tertentu. 

Kelompok kepentmgan diklpsifikasikan menjadi berbagai tipe sesuai. 
· dengan berbagai patokan: Menu.rut jenis kegiatan, dikenal berbagai 

ma.cam kelompok kepentingan, seperti pI'Qfesi, okupasi, keagamaaD., 
�egemar�n, lingkungan hidup, �epeJnudaan, dan · kewanjtaan. 
�erdasarkan lingkungan keperi.tingan yang diartikulasikan, dikenal 
adanya kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan 

. �· ' . ' . . . . . . . 
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·· : �> : �_.,, ;. � ;... :-. :. : · 
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· · •·· . · ·:· . :  ... 1 ': :· . ·· _:_�:: :-· r,--;� : -« ('.  ; :· _. . ;.! .l: .f. :·!· . . .  �:· _; :·.;_; � :- . .. ·· . -. -.- : -- �� ·.; � : r.; : ' "  

. yang terb9.:t�. sep� pet�:nJ1 �.·:d�Pr p���w�i t;l�geri,,��I>i:�9'a�'8cl;:: 
kelomppk: kep.eAtp.1ga11i 3-la,µg ,m.�mp�µaP.g19m: 1t�penpJ;�,�:P.�c ���·.; r 
ber.];!ngkMP; Ju�s_ ::��p��qle:i;µJ.?9ga :: R�Jt,t}\�µ.Jt}lk� .. d�n; ·l�pi��g�,::; 
koi:.u:a:.kan gaya . clan

. ��i�d� ;�bi�hik�� 'it�·�ntihgah� cfa'Bti�"' 
Almond membedakan kelompok kepeP.J;iµg�p,,.i:µei:ijR-d,i �p«�t t!pe.�� , .. , 
Pertama, kelomp ok kepentingan a'.nbfuik� '''y�hig ·lfi�eb:gttftikan•�· 
kepe!!1J9gan . . s.ecara. �ort�au;: �· cP.Wori!ilA�i p.�da, ;tffi.Q.�Fll, .. s�g�t� . 
�em2nstraSi,:;pemogo}@l;,l,d�. : ·4���;lflet:tP,�arn.�Gar;a-���·Yia;ti.��, 
d1gµnaka:n ;l:llit�., m�:mp�Ju�µg�a!!; ��P�P:tm�R-· , l}eJpp:1p,o:\t,, ... , .�� ,, 
di�ebut ··aE:o�� ··karen;a.;;ic;lEW:Hta�µ��r ya�g> .·ft��H� :j,e1,�s .. ,�K.�4pa,: j 
kelom.pok:ke:pentJng�:n.�m-�9�as;ii::Y�g.t,erb,ep,t\lk _apaJ:>i�. t��pat .. . 
kepentingan yang:,sa�::unt$; d.ipaj��g):cap. tk.;�Pt� y��, .���t:· ·

· 

temporer) . .  Setel�>w,el�aA'.��gi§�nlt��,mpok ·.ipi 1angsiuw;, bugar 
dengan sendirmya, , ��P"�W:: .�qµu>(}�:)�1*U;: ,:i:fts, �ail l{�d�W;��'. '· 
Kel,ompok·im�,bi���y,a, µiep�� �..,���hpen.d�tah tmPP.lial 
ternadap , •peme'cinWi · ;Cl�aitt,n.iemp�µ�� .!t�pen�gap . ... l):etig�, : 
kelompok · kep�nti�ga� J;nsti����oI1.�!�.: .. y�alQ:il . suatu. J(el,<;>i:ilp6J{ ; 

· · k:e;?n�:�:a:! ·µi�q�· -�titrii!1�?��a
k�·o��:aili1 P . m .  . Y ,  � ��� . .  . , . , _ . ,  · · ; , , ,g .. . , . . . � . . . · . P ·

.
· g · �· 

· �epeµic;kelompo� t�nm-.d.i cJa!atjl.AA�'lt� b��11ja�, b�kra�,:d�' 
, , . . . olitiki. , , a'a' _, . 'ta:kei''"  ·�'-k1W, endudUki :  'osisi� osisi' 
;:;n::,,rri��:i��r4�°rp,�����$r#a:4��:·'.Pf�s;e�- · vfa#$i����* 
lceJ?1�a�aI1 ;SaI1gat.::1>��a:r�.' .'te���1,:���q���. ¥17���<l� .. · .. W�:P��t����,� . senditj..- _ Keempa.t;· ... l.\e,!oznppk,; ·�P1m1�gliH �a�����QP:�?·,.���•:. ·�r.f� kh�su� ,,b e:f:mgg ,.1�w�g�r>1k�t��-ik,BJil;;, ,��P:�:n��n�f.�< ·:�elR�p,qk. Kclo.m�Qk liW ·-ter�g���S,lF:s��� : R,<P,�'E fl.�p :�,ec�; t:7:1:1.�;��� :m�nJ�;.hub�ga� :-�g�:·�� Ji��P�·cf�,an,,ffi��l�M'1:1 htfb�� 
:d�;ng(Ul. P,�.�nt@ • .  T,ermasu!t: :-�;.AA�� . ��tegor.i .�n1t- . . �elpµ;ipq'K. 

ke entin an; se eiti. . . . ar,t.f � a!( '·dariJn/ us· · · Serikat' :Pe · .. a· 

·
·
.lifu.ip�· .i?��.1 ·,�·��� jfcWt��: · . 1 :· 

· :�· · ::'. .. ., ... . . ': · • : · :: · ·:'. '.��·. : ' 
. : . APA .s�ja_ ya;ig, :Peri�: .�telaaJ( 4�¢ . k��mm� .��ngIDJ, : 1te16nipo� . l��peJttingan? Memahanlhalttiyi�a�,��W ��qmpok kepentiri�n sangat 
·. diper'llikan, -.tetap{� ·Pwa- w�rat a,cy,�m kc:>pt� yarig 1ebih iuas, 

yakni lingkung�n.·��1-0mp� kepeiltmgan ·berger� karena lingkungan 
Am, µllsamya sistem:p�litikj1�g 'per�kli m¢nipuny�i andn, yang hesa.r 
dalam aktivitas ��onipok. ]f�ld,:�r-fa�or yarig · dipfilitjari �ehtibungan 
·dengan kelompok kepentingan dapat disebtit b�berapa di antaranya 
yang terpentipg:10 . . . . : .. , . . , • •  . . . .. . · · · 

· ParJ s·egi inti;:rp.�t prg�:qisas� - .dapat . ditanyakan: lirrgkup 
ke.ai;iggo�aan.1 • .  Joyalit��· .�ggota . . (menj a,<J..i , .anggofa .. d(lri. pelbaga� 
org�asi . atau}i�f)i �lq;�· k��,fa.n� · 'd��:�· .· d.erajat J,t�alaman 

. .<�eg�atan . . p�r1 :seg1 , car�. d.an,: s,cp.:�J:!� yaµg dig:un:akan untuk 
. . -µiem; erjua . kan.:t11nt11tari d ·at dltan 'akan: Sifaf · · · ·  · ·� · · ·  ' · ' 

��� :tlik'�;��p'�i '�t1ari1k�fuiiipolc/bfui�=;�: 
'11= �  :'\ ,. 
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diajukan (terinci jelas atau umum dan kabur), derajat kekompakan . 
kelompok (group cohesion), dan sumber daya materiil dan manusia 
yang tersedia, daii yang-digunakan untuk mencapai tujuan kelompok. 
Lalu dari segi eksternal organisasi dapat ditanyakan: derajat 
kesesuaian dan ketaatasasan tujuan dan kegiatan kelompok dengan 
norma-norma dan kebiasaan budaya politik · yang berlaku, .derajat 
kelembagaan kegiatan dan prosedur yang dilkuµ kelompok telah 

· mengikuti pola yang ada atau berub�-ubah, dan derajat kemampuan 
kelompok memelihara· akses komunikasi langsun_g dengan pemerintah 
yang hendak dipengaruhi. 
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BAB 7 
·pARTAI POLITIK 

7 .1 . Asal, Ciri dan Artl 

ADA tiga teori yang mencoba menje1askan asal ... usul partai politik.1 · 

Pertama, te.ori kelembagaan yang melihat. ada· hubungan · antara 
parlemen awal dan timbulnya partai politik. · Kedua, teori situasi 
historik yang melihat .timbulnya partai politik sebagai upaya suatu 
sistem politik lintuk mengatasi . krisis yang ditimbulkan dengan 
·perubahan masyaraka� secara luas. Ketiga, teorl . pembarigunan yang 
melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. 

T�ori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh. 
kalangan legislatif (dan eksekutif) karena adci kebutuhan para anggota 
parlemen (yang ditentukan berdasarkan penganigkatan) untuk 
mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari 
�syarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, 
kemudian muncuL partai politik lain yang dib_�tuk oleh kalangan 
masyarakat. Partai politik yang terakhir "ini biiisanya · clib°entuk oleh 
kelompok �ecil pemimpin magyarakat yang sadar politik berdasarkan 
penilaian bahwa partai politik ·yang dibentuk pemerintah tidak 
mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal. 
iili tidak hanya dapatditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah 
dijajah yang membentuk partai politik sebagai aiat memobilisasi 
massa untu..lt memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dapat clitemui 
dalam masyarakat-negara maju dalam · IIµlna kelompok. masyarakat 
yang kepentinganny� kurang terwa� dalain sistem kepartaian yang 
ada ·memberi.tuk . partai sendiri seperti ·Partai Buru)l _di  Inggris dan 
Aiistralia, dan Partai Hijau di Jerman. 

· 

. Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjacli manakala 
suatu sistem politik mengalami masa transisi karena · perubahan 
rilasyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana 
menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks; Pada situasi 
ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk karena 
perbaikan. fasilitas. kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas 
Qkupasi, perubahan pola p�an dan industt,i, partisipasi ·media, 
urbariisasij ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan 
harapan-harapan �bai-u, dan munculnya gerakan-gerakan populis. 

Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni 
legitimasi, integrasi, dan partisipasi. · Artiiiya, perubahan- perubahan 
mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prlnsip yang 
mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah; 
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mehiinbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat 
sebagai suatu bangsa; .dan mengakibatkan �bulnya tuntutan yang 
semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik . .  Untuk mengatasi 
tiga permasalahan ·inflah partai politik ·dibentuk. Partai politik yang 
berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan 
p emerintahan sehingga · terbentuk semacam pola hubungan 
kewenangan yang berlegitimasi antara pemeriptah dan masyarakat. 
Partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dan 
beranggotakan pelbagai unsur etnis, agama, daerah, dan pelapisan 
sosial eko:p.omi · diharapkan dapat bei-peran sebagai pengintegrasi 
bangsa. Selanjutnja, partai politik yang �t serta dalam pemilihan 
umum sebagai s arana konstitusional mendapatkan d an 
mempertahankan kekuasaan diharapkan dapat pula berperan sebagai 
saluran partisipasi politik masyarakat. 

Teori ketiga m elihat moderni"sasi sosial ekonomi, sep erti 
pembangunan teknologi komunikasi · berupa media. massa dan 
transportasi, perluasan dan _peningkatail pendidikan, industrialisasi, 
urbanisasi, p erluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, 
pembentukan berbagai kelompok kepentmgan dan organisasi profesi, 
dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi 
lingkungan, inelahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik 
yang niampu memaduk.in dan memperjuangkan berbagai aspirasi 
tersebut. J adi; partai politik merupakari produk logis dari modernisasi 
-sosial ekonomi. Dengan demikian, teori ketiga memiliki kesamaan 
dengan teon kedua bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan 
yang ditimbulkan modeptlsasi. Perbedaan kedua teori ini terletak 
dalam proses pembentukannya, Teori kedua mengatakan perubahan 
menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk Wltuk. mengatasi 
krisis, sedangkan teori ketiga mengatakan perubahan-perilbahan 
itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik. 

Apabila memhicarakan partai politik, demikian Lapalombara dan 
Weiner maka yang dimaksudkari · bukan organisasi politik yang 
mempunyai hubungan terbatas dan kadang-kadang saja dengan para 
pendukungnya di daerah.,.daerah. Namun, yang dimaksudkan dengan 
partar politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang 
bersinambungan. Artinya, masa hidupnya tak bergaritung pada masa · 
jabatan atau maSa. hidup para pemimpinnya. · Organisasi yang terbuka 
dari permanen tidak hanya di· tingkat pusat, tetapi juga di tingkat 
lokal .. Para pemimpin di tingkat pusat dan lokal berkehendak kuat 
untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat
keputu8an politik secara sendiri maupun dengan berkoalisi dengan 
partcii lain, dan melakukan kegiatan· mencari dukungan dari · para 
p emilih melalui pemilihan umum · a tau . cara..;cara lain untuk 
mendap.atkan dukungan umuin. Jadi, ciri..;ciri partai politik menurut 
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kedua ilmuwan ini ialah berakar dalam magyarakat lokal, melakukan 
k egiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan 
mempertahankan kek.uasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta 
dalam pemilihan umum. 

Berdasarkan ciri-ciri itu, suatu organisasi politik yang tidak berakar 
di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki c�bang di daerah
daerah, tidak_mempunyai kegiatan secara bersinambungan, tidak ilrut 
serta ·9alam pemilihan umum, dan tidak memptmyai wakil di 
parlemen, tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Sebab 
tanpa memenuhi persyaratan ini, organisas! politik sulit menjalankan 

· fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat 
dan memperjuangkan melalui proses po:µtik. 

Akan tetapi, · dua catatan perlu dikemukakan terha�ap pendapat 
. kedua ilniuwan ini. Pertama, ideoiogi tidak dianggap sebagai cm 
penting suatu partai politik. Padahal apapun definisit yang diberikan 
atas ideologi, setiap pirrtai politik mesti memiliki ideologi yang 
berfungsi tidak hanya sebagai id�titas pemersatu, tetapi juga sebagai 
tujuan petjuangan partai. Kedua, kesimpulan ini tentu tidak berlaku 
sepenuhnya pada masyarakat yang tengah dijajah ketika partai politik 
lebih berfungsi sebagai pembina kesadaran nasional dan mengerahkan 
massa untuk .mencapai kemerdekaan . .  

:Oengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan 
dalam proses politik maka partai politik telah labir, dan berkembang 
menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan 
partai politik clianggap sebagai perwujudan . atau lambang negara 
modern. Oleh karena itu, �ampir semua negara demokrasi maupup 
komunis, negara maju maupun negara berkembang memiliki partai 
politik; Namun bentt.µ<: dan fungsi partai politik di berbagai negara 
berbeda satu saina lain. sesuai dengan sistem politik yang diterapkan 
negara itu. Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai 
politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, 
memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat. bahwa rakyat 
berhak ikut serta menentukan.seseorang yang akanmerijadi p�mimpin 
mereka, dan untuk . menentukan isi kebijakan umum y ang 
mempengaruhi kehidupan mereka. 

Sebaliknya, dalam sistem. politik totaliter seperti komunis dan fasis, 
gagasan mengenai partisipasi rakyat melalui partai politik · dilandasi 
dengan pandangan elit bahwa massa rakyat hartis dibina dan 
dimobilisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat. Untuk mencapai 
tujuan itu bentuk partai tunggal dengan kader-kacler yang militan dan 
sttuktur organisasi yang birarkis ketat.dipandang sebagai sarana yang 
tangguh. Apabila dalaril sistem politik demokrasi partai politik 
b erfungsi sebagai p ema4u b erbagai kepentingan, kemudian 
memperjuangkannya melalui proses politik dengan terlebih · dahulu 
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berupaya mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan 
umum. .maka partai p·olitik dalam sistem politik to'taliter _lebih 
berfungsi sebagai pengendali pemerintahan dan sebagai alat untuk 
memobilisasi seluruh rakyaf untuk melaksanakan keputusan partai. 
Partai politik di negara demokrasi juga melakukan fun�� sosialisasj 
.dan pendidikan politik, tetapi bukan dengan indoktrinasi sebagaimana 
yang dilakukan oleh partai politik di negara totalitet. Fungsi-fungsi 
partai politik ini diuraikan lebih lengkap pada bagian berikutnya. 

Lalu dip�yakan, apakah yang dimaksud dengan partai politik? 
Ada pelbagai definisi yang diberikan oleh pani ilmuwan politik. Cari. 
Friedrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia 
yang terorganisasij{an s�ara stabil �engan. �juan untlµc merebut atau 
Jn.empert?hankan kekuasaan dalani pemerintahan . b�gi pemimpin 
partainya; dan berdasarkan keku�saah itu akan memberikan kegunaan 
materiil dan id!il kepada ·para anggotanya. Sementara itu,: Solta� 
memberikan definisi partai politik �ebagai kelompok warga negara 
yang sedikit banyaft. terorganisasikan, :Ya?:lg' bertindak sebagai suatu 
kesatuan · politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk 
memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan 
kebijakan umum. yang mereka buat. 3 Sebagannana Lopalombara· dan 
Weiner, kedua ilmuwan terakhir inipun mengabaikan faktor ideologi. 

· Barangkali pendapat keempat ilmuwan ini dipengaruhi ·dengan 
pandangan ·di · Barat pada waktu itu bahwa ideok>gi sudah ma ti (the 
end of ideology). · · 

Akan tetapi, sep� yang sudah dijelaskan, apapun definisi ide0logi 
yang digunakan setiap partai politik maka di negara manapun ha:tus 
memiliki . ideologi apakah bersifat doktriner-, pragmatis, a tau jalan 
tengah dan keduanya? Dari uraian irii dirum.uskan partai politik 
Dierupakan kelompok anggota yang terorganlsaSi secara rapi dan stabil 

. .  yang dipersatukan dan dimotivasi denga??. ideologi tertentl,1, dan yang 
b erusaha mencari dan mempertahankan . kekua,saan dalam 
pemerintahan melalui peniUfuan umum guna melaksanakan alternatif · 
kebijakan umum. yang mereka susun. Alternatif keb,ijakan Ullium yang 
disusun ini merupakan basil pemad�ah bei'bagai kepen:Ungan yang 
hiaup dalam masyarakat, sedangkan cara . mencari dan 
mempertahankan kekuasaan guna melaksariakan kebijakan umum 
dapat melalui peinilihan umum dan cara-cara lain yang sah. 

1.2 • .  Fungsl Partal Po�ltik 

Fungsi utama partai · politik · ialah mencari dan mempertahankan 
kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun 
berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai 
politik dalam sistem politik demokrasi untuk ·mendapatkan· dan 
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mempertahankan kekuasaan iaiah ikut serta dalaln pemilihan umum, 
sedangkan . cara yang digunakan partai tunggal dalain �stem politik 
totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial 
kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis)� 

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalaJn sistem. politik 
demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan itu 
meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi 
pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutU).,Apabila kekuasaan untuk 
memerintah . telah diperoleh maka partai · ·politik itu berperan pula 
sebagai pembuat keputusan-politik. Partai politik.yang tidak mencapai 
mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai 
pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik totaliter 
kala�pun dil�anakan _maka pemilihan umum lebih berfungsi sebagai 

. sarana pengesahan calon tunggal yang ditetapkan lebih dah�u oleh 
partai tunggal. Namun, partai politik baik dalani sist� politik 
demokrasi :r;naupun s,istem politik totalitet,. juga mE!laksanakan· 
sejuml� µmgsi lain. Berikut ini dikemukakari sejumlah fungsi lain 
terse but. 

7.2. t .Sosialisasl Politik 

Pmama, pelaksana sosiahsasi politik. Yang · dimaksud dengan 
sosialisasi politik ialah proses pembentukan Silaip dan orientasi politik 
para anggota masyarakat. MelaIUi proses sosialisasi politik inilah para 

· . anggota masyarakat m·emperoleh sikap dan orientasi terhadap 
. kehldtip�n politik yang· berlangsung dalain masyarakat.5 Proses ini 
berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui 
pendicllkan formal, nonformal,: dan informal maup� secaia tidak 
disengaja melalui kontak dan pengal� seharj:..hari; baik dalain 
kehidupan keluarga da.n ietangga maupun dala� kehldupan 
masyarakat. 

· 

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dna, 
yakni pendidikan politik dan .i!ldoktrinasi politik. Pendidikan politik 
merupakan silatu prose_s dialogik di antara panberi dan penerima 
peSan. Melalui proses ini, para .anggota maSyarakat mengenal dan 
mempelajari nilai:-nilai, norma:-norma, dali Simbo, -simbol politik 

· negaranya dari berbagai pihak dalain sistem politik; ..;eperti sekolah, 
pemerintah, dan- partai politik. Pendidikan politikltiipandang sebagai 
proses dialog antara penclidik, seperti sekolah, pemerintah, partai 
politik, dan peserta didik da1am rangka pemahaman, penghayatan, dan 
pengamalan i:lilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal � 

. baik. Melalui kegiatan kursus, latihan · kepeJllimpinan, diskusi, dan 
keilrutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai poll� da1am 
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sistem politik demokrasi dapat mela�sanakan fungsi pendidikan 
pqlitik. 

. 
. 

. 

Yang dimaksud dengan in:doktrinasi politik ialah proses. sepihak 
ketika penguasa · memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat 
untulc menerima nilai, norm.a, dan simbol yang dianggap· pihak yang 
berkuaSa sebagai ideal dan baik. Melalili berbagai ·forum pengarahan 
�g penuh Paksaall psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, partai 
politik dal.am: sistem.politik totaliter .melaksanakan fungsi indoktrinasi 
politik. 

7.2.2. Rekrutmen Politik · 

Rekrutmen politik . ialah seleksi dan pemilihan atau ·seleksi dan 
pengangkatan seseorang afau sekelompok orang untuk melaksanakan 
sejumlah peranan: dalam _sistem , politik pada u,murimya dan 
pemerintahan · pada khususnya. Fungsi Jni semakin besar porsinya 
mariakhla part¢ politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam 
sisteni politik totaliter,· atau ·manakala partai ini merupakan partai 
mayoritas dalam badan perwakilari. · rakyat . sehingga berwenang 
membentulc pem.&intahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi 
rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan 
mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi · rekrutmen: · politik 

· sangat penting bagi kelangsurigan si.Sieni politik sebab tanpa elit yang 
niampu nielaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik 
akan tetancam. 

· 

1.2.3. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik· ialah kegiatan warga negara ·biasa dalam 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanan 
uinum dan dalaln ikut menentukan pemimpin pemerintah3ll. Kegiatan 
yang dimaksud, antara �airi, )riengajukan · tuntutan,. membayar pajak, 
melaksanakan keputusan, . IJ1engajukan kritik dan ko.reksi atas 
pelaksanaan suatu kebijakari umum, clan mendukung at�.u menentang . 
calon pemimpin . terte�tu, mengajukan alternatif pemimpin, dan 
memilih wakil rakyat.dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai 
pelitik mempunyai fungSi untuk membuka kesempatan, mendorong, 
dan mengajak para anggoui· dan anggota ·masyarakat yang lain untuk 
menggunakan partai politik sebagai _saluran kegiatan mempengaruhi 
proses politik. Jadi,_ partai politik merupakan wadah partisipasi 
politik. Fungsi ini lebih tinggi por.sinya dfilam sistem politik demokrasi 
daripada dalani Sistem politik t�taliter karena dalam sistem politik 

11$ 



yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga 
daripada aktivitas mandiri. 

7.2.4. Pemadu Kepentingan 

Dalam masyarakat .terdapat sejumlah .kepentingan yang berbeda 
bahkan acap kali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan 
keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan 
barang dan jasa dengan harga.murah tetapi berniutu;.antara �ehendak 
untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih, tetapi 
memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak U:ntuk 
medapatkan dl;ln mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk 
mencapai dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu 
tinggi, tetapi dengan jUinlah penerimaan :inahasiswa yang lebih sedikit 

· dan kehendak masyarakat untuk menyekolahkan anak ke perguruan· 
tinggi; antara kehendak menciptakan dan memelihara kestabilan · 

politik dan keq.endak berbagai kelompok, seperti mahasiswa, 
. intelektual, pers, dan kelompok agama untuk berkumpul dan menya
takan p�ndapat secara bebas. 

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang 
berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan 
meriampung� menganalisis. dan memadukan berbagai kepentingan 
yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif 
kebijakan umum, kemudian cliperjuangka:il dal� proses pembuatan . 
dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan 
fungsi pemaduan kepentingart. 6 

Sebagaimana·dikemukakan di atas, fungsi ini merupakan salah satu 
fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan 
kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. . 

. Karena dalam sistem politik totaliter, kepeiitingan dianggap seragam 
maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi 
p emaduan kepentingan. Alternatif kebijakan umum yang 
diperjuangkan oleh partai tunggal dal.am sistem politik totaliter lebih 
banyak merupakan tafsiran atas ideologi doktriner. · Dalam sistem 
politik · demokrasi, ideologi digunakan sebagai cara memandang 
permasalahan dan perumusan penyelesaian pennasalahan. 

7.2.5 Komunikasi Politik 

· Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai 
politik . dari pemerintah kepada . masyarakat dan dari masyarakat 
k�pada pemerintah.7 Dalam hal i�, partai politik berfungsi sebagai 
komunikator . politik yang tidak hanya menyampalkan segala 
keputusan dan p enjelasan pemerintah kepada inasyarakat 
sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi 
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juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok 
masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai
partai politik dalam sistem politik demokrasi. 

Dalam mclaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan 
begitu saja segala informasi gari pemerintah kepada masyarakat atau 
dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian 
rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah 
memaha:mi dan memanfaatkan. Dengan demiltian, segala kebijakan 
pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat 
diterj emahkan · ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat. 
Sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat yang 
biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat ditetjemahkan . 
oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahaini oleh 
peme.dntah. Jadi, proses komunikasi politik antara pemerintah dan 
masyarakat dapat berlarigsung s�ara efektif melalui partai politik. 

7�2.6. Pengendalian Konflik 
Koriflik yang dimaksud di sini dalain arti yang luas, mulai dari 
perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar..,individu atau 
kelompok dalam masyarakat: Dalam negara .demokrasi, setiap W¥ga 
negara . atau keloinpok masyarakat berhak menyampaikan dan 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik 
merupakan gejala yang sukar dielakk�n. · 

Akan tetapi, tentu suatu sistem politik hanya akan mentolerir 
konflik yang tidak menghancurkan.dirinya sehingga permasalahannya 
bukan .menghilangkan konflik itu, melainkan mengendalikan konfiik 
melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan· penyelesaian dalam 
bentuk keputusan politik. 

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk 
mengendalikan konflik melalui ca:ra berdialog dengan pihak- pihak 
yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi · dan 
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa 
p"ermasalahan ke dalam mu8yawarah badan perwakiian rakyat untuk 
mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik� Untuk mencapai 
penyelesaian berupa keputusan itffdiperlukan kesediaan berkompromi 
di antara para Viakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik. 
Apabila partai-partai politik keberatan lintuk mengadakan kompromi 
maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan 
menciptakan konflik dalam masyarakat. 
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7.2. 7. Kontrol Politik 

Kontrol poUtik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, 
kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam 
pelaksanaan kebij a kan yang dibuat dan dil a ksanakan oleh 

. pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrul politik atau pengawasan 
harus ada tolok · ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif 
·objektif. 

Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang 
dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai 
kebijakan atau peraturan perundang;..undangan. Tujuan kontrol 
,politik, yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang 

· menyimpang dan �emperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan 
pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol ini 
merup akan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik 
demokrasi untuk memperbaiki dan memperbarui dirinya secara terus
menerus. 

Dalam melaksanakan ftingsi kontrol politik, partai politik juga harus 
menggunakan tolok ukur tersebut sebab tolok ukur itu pada dasarnya 
merupakan hasil �esepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi 
pegangan bersama. Dalam sistem kabinet parlementer, kontrol ·yang 
dilakukan oleh partai politik oposisi terhadap k€'bijakan partai yang 
memerllitah dapat menjatuhkan partai yang berkuasa apabila mosi 
tidak percaya (karena pemerintah sulit memberi penjelasan yang · 

memuaskan terhadap isi kontrol politik oposisi) mendapatkan 
dukungan mayoritas dari parlemen. 

Berdasarkan kenyataan tidak semua fungsi dilaksanakan dalam 
porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya 
bergantung pada sistem politik yang menjadi konteks yang melingkupi 
partai politik, tetapi juga ditentuk�n oleh faktor lain. Di antara faktor 
lain itu berupa tingkat dukungan yang dibel"ikan anggota masyarakat 
terhadap partai politik (berakar tidaknya partai dalam masyarakat), 
dan tingkat kelembagaan partai yang dapat diukur dari segi 
kemampuan ada,ptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan 
kesatuapTiya.8 

7.3. Tipologi Partai Politk 
Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik 
berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan 
fungsi anggota, basis sosial <lan tujuan. Klasifikasi ini cenderung 
b ersifat tip e  ideal karena dalam ke-nyataan tidak sepenuhnya 

. demikian. Tetapi untuk tujuan memudabkan pemahaman, tipologi · ini 
sangat berguna. Di . bawah ini diuraikan sejumlah · tipologi partai 

. .  politik menurut kriteria- kriteria tersebut. 
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· 7.3. 1. Asas dan Orientasi 

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan 
menjadi · tiga tipe. Adapun ketiga tipe ini meliputi partai politik . 

. pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. 
Yang dimaksud dengan partai politik pragmatis ialah suatu partai 
yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada 
suatu doktrin dan ideologi tertentu. J\rtinya, perubahan waktu, situasi, · 
dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan'. 
penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik 
pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program 
yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang 
pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. 
Halini tidak berarti partai politik pragmatis tidak. memiliki ideologi 
sebagai identitasnya. · 

Dalam program dan gaya kepemimpinan terdapat beberapa pola 
umum yang merupakan penjab(ll'an ideologi tersebut. Namun, ideologi 
yang dimaksud lebih merupakan s�jumlah gagasan umum daripada 
sejumlah doktrin dan program kongkret yang siap dilaksa:nakan. 
Partai. pragmatis biasanya muncul dalam sistem: dua p artai 
berkompetisi yang relatif stabil. Partai Demokrat dan Partai Republik 
di Amerika Serikat merupakan contoh partai pragmatis. 

· 

Yang dimaksud dengan partai doktriner ialah suatu partai politik 
yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai 
penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai 
politik yang dirumuskan secara kongkret dan sistematis dalam bentuk 
program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat 

· oleh aparat partai. Pergantiaii kepemimpinan mengubah gaya 
· kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip 

dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan 
secara kongkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Partai 
Komunis di manq. saja merupakan contoh partai doktrii:ier. 

Selanjutnya, partai kepentingan merupakan suatu partai politik 
)taI'lg dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti 
petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara 

· 

langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering -

ditemui dalam sistem banyak partai tetapi kadangkala tE�rdapat pula 
dalam sistem dua partai berkomp etisi namun tak mampu 
mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat. 
Misalnya, Partai Hijau di Jerman, Partai Burull di Australia, dan 
Partai Petani di Swiss. 

. 

7.3�. Komposlsl dan Fungsl Anggota 
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Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat 
digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa atau lindungan dan 
partai kader. Yang dimaksud dengan partai politik massa atau 
lindungan (patronage) ialah partai politik yang mengandalkan 
kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi 
massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai 
pelindling bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga 
pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan 
ruisional dapat dipelihara, . tetapi juga masyarakat dapat dimobiliSasi. 
tµrtuk. mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai ini 
sering kali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat 
untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan . dan 
melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat 
um um. 

Kelemahan partai ini tampak pada saat pembagian kursi (jabatan) 
dan perumusan kebijakan katena karakter dan kepentingan setiap 
kelompok dan aliran · akan sangat menonjol.' Ketidakmampuan partai 
dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak 
merupakan ancama!l bagi keutuhan partai. Partai ini umumnya 
terdapat dalam negara-negara berkembang yang menghadapi 

· permasalahan integrasi nasional. Partai Barisan Nasional di Malaysia, 
yang merupakan koalisi antara Kelompok Melayu, Cma, dan India 
merupakan salah satu contoh partai massa. 

Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, 
keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan 
utama. Seleksi keanggotaan dcilam partai kader biasanya sangat ketat, 
_yaitu melalui kaderisasi yang berj enjang dan intensif, serta 
penegakkan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. 
· struktur orga¢sasi partai ·ini sangat hirarkis sehingga jall,U" perintah 
dan tanggmig jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian 
partai kader acap kali disebut sebagai partai yang sangat elitiS. Contoh 
partai kader iiii terdapat pada Nazi di Jerman dan Partai Komunis di 
manapun. 

7.3.3. Basis Sosial dan· Tujuan 

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan 
tujuannya.8 Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi "menjadi 
empat tipe, yaitu: . 

1. partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan SQSial dalaJn 
masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan baw� 
. 2 . .  partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok 

kepentingan tertentu, seperti petani, bUruh, dan pengusaha; 
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3. partai politik yang anggota-anggotcmya: berasal dari pemeluk 
agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu; da� 

4. partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok 
budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. 

Dalam kenyataan, kebanyakan partai politik tak hanya mempunyai 
basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangatL- .. : ,  
dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan� 
Pendukung Partai Demokrat di Amerika �erikat pada umumnya 
berasal dari kalangari menengah dan bawah, berkulit hitam, dan 
Katolik. Hal ini tidak berarti pendukling partai ini· tidak ada yang 
berasal dari kalangan atas, kulit putih dan Protestan. 

Berdasarkan tujuari, partai politik dibagi menjadi tiga. Pertama, 
parta'i. perwakilan kelompok. Artinya, partai yang menghimpun 
berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan seba�k 
mungkin kursi dalam parlemen seperti B<IPsan Nasional di Malaysia� 
Kedua, partai pembinaan bangsa. Artinya, partai yang bertuju�n 
menciptakan kesatuan nasional° dan biasanya menindas kepentingan
kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura. Ketiga, 
partai · mobilisasi. Artinya, .  partai yang berupaya memobilisasi 
m�syarakat" ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh 
pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan pei-Wakilan kelompok 
cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis 
karena hanya ada satu partai dalam masyarakat. Partai Komunis di · negara-negara komunis merupakari contoh partai mobilisasi. 

7.4. Sistem Kepartaian 

· Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah 
partai politik dalam suatu sistem p olitik. Maurice Duverger 
menggolongkan sistem kepartaian nienjadi tiga, yaitu sistem partai 
tunggal, sistem . dwipartai da:n sistem banyak partai.10 

.Sejumlah catatan perlu dikemukakan terhadap pendapat itu. 
Pertama, istilah sistem dalam kata-kata "si&tem partai tunggal" 
merupakan contradictio in termenis karena dalam setiap sistem terdiri 

. atas lebih dari satu bagian. Dalam hal ini, mestinya· IeI>ih dari satu 
partai. Oleh karena itu, istilah yang. tepat diguna!tan .berupa bentuk 
partai tunggal. Kedua, tidak membedakan secara tegas antara bentuk 
partai tunggal totaliter (komunis ataupun fasis) dengan bentuk partai 
tunggal otoriter seperti da,pat d1temui dalam banyak negara 
berkemban_g, dan bentuk partai tWiggal doininan (tidak totaliter dan 
tidak otoritet)seperti diterapkan di Jepang. Ketiga, sejumlah negarii di 
dunia ini tidak niemiliki partai politik, sebagaimana diterapkan dapat 



ditenmi sistertt politik Otokrasi Tradisional,.seperti Brunei Darussalam 
dan Arab S�ucli. Keempat, penggolongan sistem kepartaian tersebut 
berdasarkan jumlah_ partai _saja. 

4. 1. Jumlah Partai 

Penggolongan sistem kepartaian llerdasarkan jumlah partai dapat 
dikemukakan seperti berikut. Bentuk partai tunggal (totaliter, otoriter 
dan doniinan), sistem dua partai dominan dan bersaing, dan siStem 
banyak partai. Dalam negara yang menerapkan bentuk partai "tunggal 
totaliter terdapat satu partai yang tak hanya memegang kendali atas 
militer dan pemerintahan, tetapi juga menguasai seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. Partai turtggal totaliter biasanya merupakan· 
partai doktriner dan diterapkan di negara-negara komunis dan fasis. 

Bentuk partai tunggal otoriter ialah suatu sistem kepartaian yang di 
dalamnya terdapat lebih dari satu partai tetapi terdapat satu partai 
b esar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat niemobilisasi 
masyarakat dan mengesahkan kekuasaannya, sedangkan partai-partai 
lain' kurang ilapat menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi 
penguasa. Bentuk partai tunggal otoriter biasanya diterapkan negara
negara berkembang yang menghadapi masalah integrasi nasional dan 
keterbelakangan. ekonomi. Partai tunggal yang otoriter digunakan 
sebagai wadah persatuan segala lapisan dari golongan masyarakat, dan 
sebagai alat memobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan 
yang dibuat penguasa. Apabila dalam bentuk parta,i tunggal totaliter, 
partailah yang menguasai pemerintahan dan militer maka dalam 
bentuk partai tunggal otoriter pemeiintah dan militer yang menguasai 
partai. Partai Uni Nasional Afrika Tanzania (UNAT), daP. Partai Aksi 
Rakyat Singapura merupakan contoh partai otoriter. 

l3entuk partai tunggal dominan tetapi demokratis ialah suatu sistem 
kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai, naniun 
satu partai saja yang dominan (secara terus-menerus berhasil 
mendapatkan dukungan untuk berkuasa), sedangkan partai-· partai 
lain tidak mampu menyaingi partai yang dominan, walaupun terdapat 
kesemp�tan yang sama untuk mendapatkan dukungan melalui 
pemilihan umllin. Partai yang dominan itu biasanya lebih dahulu · 
muncul untuk membina bangsa dan mengorganisasikan pembangunan 
ekon:omi, dibandingkan dengan partai-partai lain . yang muncul 
beberapa dekade kemudian untuk mengoreksi dan menyaingi partai 
dominan. Ketika partai-partai . oposisi muncul, partai dominan sudah · 
�erakar dalam masyarakat dan organisasinya sudah melembaga. 
Partai Liberal Demokrat di Jepang merup�an contoh partai dominan 
tetapi demokratik karena terdapat kompetisi antar fraksi didalam . 
partai. 
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Sistem dua partai beI'Saing merupakan suatu sistem kepartaian yang 
di dalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapa�an 
dan mempertahankan kewenangan memerintah melalui pemilihan 
umum.: Dalam sistem ini terdapat pembagian tugas di antara kedua 
partai, yaitu partai yang memenangkan pemilihan umum menjadi 
partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah . dalam 
pemilihan um� berperanan sebagai kekuatan oposisi yang loyal. . 

Sebagai partai yang kalah dadam pelililihan umum, ·partai . ini 
.melakukan kontrol atas partai yang menang dalam pemilihan umum 
tetapi partai yang kalah tetap loyal terhadap sistem politik. Walaµpun 
berupaya keras untuk mengalahkan partai yang berkuasa tetapi tidak 
berupaya mengganti sistem politik yang berlaku. Sistem kepartaian ini 
biasanya d.apat berkembang dengan baik apabila terpenuhi tiga 
kondisi berikut, yalmi struktur masyarakat relatif homogen, konsensus 
nilai (konsensus tentang prinsip- prinsip dasar menyelenggarakan 
n:egara da:ri tujuan negara yang fundamental), dan mekanisme 
pengaturan dan penyelesruan konflik yang telah melembaga. 

Pembagian tugas yang digambarkan di atas khususnya berlaku 
dalam negara yang menerapkan sistem kabinet p_arlementer. Negara 
yang pemerintahannya menggunakan sistem kabinet presiderisial, 
pembagian tugas itu acap kali justeru berwujud sebagai berikut: satu 
partai memenangkan kursi kepresidenan, tetapi partai lain menguasai 
badan peiwakilan rakyat. Hal ini dapat dilihat di Amerika Serikat, 
seperti :i?residen dari Republik dan Kongres dari Dell}.okrat. 

Pada dasarnya kedua partai mem.iliki ideologi yang sama. Yang . 
membedakan kedua p artai, hanyalah titik berat dan cara 
menyelesaikan masalah. Partai Repuplik di Amerika Serikat lebih 
menekankan pada kebebasan dan persaingan, sedangkan Partai 
Demokrat lebih menekankan persarriaan kesempa.tan dan keadilan. 
Namun, keduanya memiliki ideologi individualisme dan kapitalisme. 
Sistem 'Pemilihan umum yang digunakan, yakni satu kursi per distrik, 
yang dipilih calon bukan tanda gam:t>ar partai, dan mayoritas atau 
pluralitas sebagai formula pemilihan. Sistem pemilihan ini cenderung · 
Il}.enghambat p erkemba�gan partai-partai kecil s ehingga 
memperkokoh sistem dua partai. Negara yang menerapkan sistem dua 
parta:i bersaingap ialah Amerika · (Partai Republik dan Partai 
Demokrat) dan Australia (Partai Liberal dan Partai Buruh). 

Sistem banyak partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih 
dari dua partai yang dominan. Sistem ini · merupakan produk dari 
struktur masyarakat yang majemuk, · baik secara kultural maupun 
secara sosial ekono:Irii. Setiap .golongan dalam masyarakat cenderung 
memelihara keterikatan derigan asal-usul budayanya dan 
memperjuangkan· kepentingan melalui wadah politik tersendiri. 
Karena- banyak p·artai yang bersaing untuk mendapatkan dan 
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mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum maka yang 
sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih 
partai yang secara bersama-sama dapat' mencapai mayoritas di 
parlemen. Untult ·mencapai konsensus di ai:itara partai-partai yang 
berkoalisi itu memerlukan "praktek dagang sapi" , yaitu tawar
menawar ·ctalam hal program dan kedudukan mentez:i. 

Sistem kabinet yang diterapkan berupa sistem kabinet parlementer. 
Dalam hal ini, kabinet bertanggungjawab kepada parlenien. Pada 
sistem ini, lembaga legislatif (parlemen) yang lebih kuat daripada 
lembaga eksekutif karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet 
dengan mosi tidak percaya. Atas dasar sifatnya yailg demikian inilah 
sistem banyak partai cenderung melahirkan pemerintahan yang 
kurang stabil. Sistem pemilihan umum yang digunakan meliputi satu 
atau lebih kursi per distrik, memilih orang dan tanda gambar partai, 
dan perwakilan berimbang sebagai formula pemilihan. Dengan siStem 
ini, partai kecil sekaliptin kemungkinan besar akan mendapatkan kursi . 

di .parlemen. Negeri Belanda, Prancis, Jerman Bara:t, dan Italia 
merupakan negara-negara yang menerapkan sistem banyak partai. 

7.4.2 • .  Jarak ldeologi 

Akan tetapi, ilmuwan politik Italia bernama Giovanni Sartori 
b ei:pendapat lain ·teiitang sistem kepartaian lni.11 Menurutnya, 
penggolongan sistem kepartaian bukan masalah jumlah partai, 
m elainkan j aralf ideologi di antara partai-partai yang · ada. 
Kongkretnya, penggolongan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah 
kutub (polar), jarak di antara kutub-kutub itu (potantas>, dan arah 
perilaku politiknya. · 

Oleh karena itu, Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian 
menjadi tiga, yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan 
plUrallsme ekstrim� 

SISTEM KEPARTAIAN MENURUT SARTORI 

Sistem Partai Kutub. Polarita� Arah 

Pluralisme Sederhana Bipolar. Tidak Ada Sentripetal 
Pluralisme Moderat Bipolar Kecil Sentripetal 
Pluralisme Ekstrim Multi polar Besar Sentrifugal 

Yang dimaksud dengan bipolar ialah kegiatan aktual suatu sistem 
partai yang bertumpu pada dua kutub, meskipun jumlah partai lebih 
dari dua - karena sistein kepartaian ini tidak memiliki perbedaan 
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' . . \ 
ideologi yarig tajam. Ya_ng dimaksud dengan multipolar ialah sistem 
partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang biasanya tercliri 
atas lebih dari dua parlai dan di antara kutub-kutub itu terdapat 
perbedaan ideologi yang taj�. Namun, yang terpenting tidak hanya 

_ jumlah kutub, tetapi juga jaralc antara · kutub:-ltutub tersebut. Yang 
dimaksud dengan polar�asi .yang besar i.alah jarak �deolo� di antara 
kutub-kutub sangat jauh: yang satu berideologi kiri (komunisme), yang 
lain berideologi kanan (kapitalisme). pengan kata lain, perbedaan 
ideologi di antara partai-partai sailgat tajam; Polarisasi yang besar ini 
merupakan indikator yang menunjukkan ketiadaan konsensus dasar 
mengenai asas dan tujuan masyarakat-negara yang hendak dituju. 

Akan tetapi, hal ini tidak harus ditafsirkan sebagai perpecahan yang 
tak terintegrasikan karena hal itu mungkin merupakan gejaia 
sementara yang masih dapat-cliatasi. .Dalam hal ini, perlu diperhatikan 
arah perilaku politik setiap partai apakah menuju ke pusat atau ke 
integrasi nasional ?sentripetal) ataukah menjauhi pusat atau hendak . · 
mengembangkan sistem tersendiri (sentiifugal)? 

· 

Apabila kecenderungan arah perilaku partai menjauhi pusat maka 
gejala ini disebut sebagai proses radikalisasi yang akan berakibat 
perpecahan yang tak teratasi. Sebaliknya, apabila kecenderungan arah 
p_erilaku partai mendekati pusat (integrasi nasional) maka gejala ini 
disebut depolarisasi yang pada gilirannya akan mencapai suatu 
konsensus dasar. Sistem bipolar cenderung bersifat _sentripetal, 
-sedangkan sistem multipolar cenderung bersifat sentdfugal. 

· 

Sistem dua partai di · �erika · Serikat merupakan contoh sistem 
partai berupa pluralisme sederhana, yakni bipolar (dua partai), tidak 
terpolarisasi, dan sentripetal, ftistem banyak .parlai di Negeri Belanda 
dapat ditunjuk sebagai contoh sistem partai berupa pluralisme 
moderat: bipolar (t�ga ata? empat partai sebagai basis), polaritas kecil 
(proses depolarisasi), dan sentripetal. Italia m€111pakan negara yang 
mempunyai9sistem kepartaian bertipa pluralisme Eikstrini: multipolar 
(banyak partai), polaritas sangat besar (polarisasi dan radikalisasi 
terjadi ;karena jarak ideologi di antara kutub-kutub sangat jauh, 
s�perti komunis yang kiri, . neofasis Yat!-g kanan, sosialis yang kiri-

. tengah· dan kristen demokrat yang kanan-tengah), dan sentrifugal. 
Dalam konteks negara-negara berkembang, dalam bukunya yang 

kemudian, diajukan berbagai sistem kepartain lain, yaitu pluralisme 
ekstrim dan hegemoni.12 Sistem kepartaian. pluralisme ekstrim (po
larized pluralism) biasanya terbentuk dalam masyarakat yang secara 
sosio-kultural sangat majemuk. Ji.lmlah partai dalam sistem ini sangat 
banyak (Tuna atau lebih) yang masing-masing memiliki ide<>logi yang ·- "  · 
b ertentangan s ehingga sukar sekali mencapai konsensus . 
. Kemungkinan untuk memerlntah berganfong ·pada · kemampuannya 
menyusun koalisi. Karena memiliki tingkat kol)Sensus yang rendah 
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maka setiap koalisi yang memerintah selalu diancam krisis manakala 
menghadapi pengambilan keputusan dalam soal yang menyangkut 
ideologi dah kepentingan pendukung. J adi, sistem kepartaian ini 
cenderung -menghasilkan ketidakstabilan politik. 

Kegagalan sistem kepartaian pluralisme ekstrim melahirkan suatu 
situasi akan pentingnya kekuatan yang tidak- hanya menciptakan 
ketertiban, tetapi juga memobilisasi masyatakat ke arah modernisasi 
sosial ekonomi. Pihak militer merupakan kekuatan yang sering tampil 
untuk melakukan hal ini. Kelompok militer cenderung mengurangi , 
jumlah partai dan menciptakan suatu partai hegemoni. Dalam sistem 
partai hegemoni, sejumlah partai diizinkan tetapi hanya sebagai partai 
..kelas dua karena mereka tidak diizinkan berkompetisi secara bebas 
dengan partai hegemoni. 

Sartori membagi sistem partai ini menjadi dua tipe, yaitu sistem 
hegemoni yang bersifat ideologis dan sistem hegemoni yang bersifat 
·pragmatis. Dalam sistem yang bersifat ideologis, partai- partai satelit. 
terwakili dalam pemerintahan tetapi tanpa hak-hak yang penuh. 
Sedangkan dalam sistem yang bersifat pragmatis, partai-partai mar
ginal memi� hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses politik. 
Sistem partai hegemoni ini begitu inklusif dan menampung semua 
kepentingan sehingga partai-partai kecil tak mampu menandingi 
partai yang hegemoni. Negara-negara berkembang biasa�ya mulai 
dengan sistem kepartaian pluralisme ekstrim, kemudian beralih pada 
sistem kepartaian yang hegemoni. 

Selanjutnya dipertanyakan, klasifikasi sistem kepartaian manakah. 
yang lebih tepat? Keduanya ternyata memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai memiliki 
daya generalisasi yang lebih luas karena dapat diteFapkan pada 
hampir semua negara. Keleniahannya terletak pada daya eksplanasi 
yang kurang tajam khususnya dalam menjelaskan gejala 
ketidakstabilan. Penjelasan yang diberikan dengan sistem kepartaian 
ini terhadap masalah ketidakstabilan politik di Italia, misalnya, karena 
menerapkan sistem banyak partai. 

Akan tetapi, pertanyaan yang kemudian muncul, meri.gapa Negeri 
Belanda yang juga memiliki banyak partai justru memiliki kestabilan 
politik? Sebaliknya, sistem kepartaian berdasarkan jara� ideologi di 
antara partai memiliki daya penj�lasan yang iebih tajam, khususnya 
dalam menjelaskan gejala kestabilan dan ketidakstabilan politik. 
Sistem kepartaian manakah yang lebih tepat menjelaskan mengapa 
Pemerintah Orde Ba:ru di Indonesia mengurangi jumlah partai politik 
dari sepuluh menjadi tiga? Apakah ketidakstabilan politik pada masa 
lalu disebabkan dengan jumlah partai yang banyak ataukah karena 
jarak ideologi yang terlalu jauh? 
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BAB S 
PERIIAKU DAN PARTISIPASI POLITIK 

8.1 Pengantar 

�ada bagian pendahuluan perilaku politik dirumuskan sebagai 
kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan 
masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu 
fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan 
fungsf-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. 

Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada 
dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yakni warga 
negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), · 
dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan 
tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi 
pemerintahan (fungsi politik). Namun fungsi pemerintahan maupun 
fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur .tersendiri, yaitu 
suprastruktur politik b agi fongsi-fungsi p emerintahan dan 
infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik. 

Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang muncul, "Siapakah" 
sesungguhnya y·ang melakukan kegiatan politik, individu atau 
struktur? Pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik akan menjawab 
lembaga (struktur) yang melakukan kegiatan politik sesuai dengan 
fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, serlangkan individu yang 
menduduki jabatan dalam lembaga menjadi pelaksana saja. Siapa pun 
yang menduduki jabatan dalam suatu lembaga akan berperilaku sama. 
Kesamaan dalam perilaku ini sesuai dengan peranan dan fungsi yang 
dimiliki lembaga. Oleh karena itu, yang perlu dipelajari bukan 
perilaku individu tetapi perilaku lembaga- lembaga politik dan 
pemerintahan. . 

Pendekatan behavioralisnie akan menjawab bahwa individulah yang 
secara aktual melakukan ·kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga 
politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola 
tertentu.1 Di b alik tindakan lembaga-lembaga p olitik dan 
pemerintahan, ,seperti keputusan pemerintah, tindakan legislatif, 
keputusan pengadilan, dan keputusan partai terdapat sejumlah 
individu yang membuat keputusan dan melakukan tindakan. Oleh 
karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perhl 
ditelaah bukan. lembaganya, melainkan latar. belakang indivi4u yang 
secara aktual mengend:ilikan lembaga. 

Dalam kenyataan, suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya 
ditentukan oleh fungsi (tugas dan kewenangan) yang melekat p a d a 
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lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendui 
merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat- negara. atau nilai
nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan 
dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orienfasi; harapan dan cita- . 
cita;; ketakutan: dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat 
keputusan tersebut. 

· 

Pada sistem politik yang mantap, mungkin lembaga yang menonjol 
daripada kepribadian individu. Dala:m �onteks dan permasalahan 
tertentu, misalnya ketika membuat keputusan untuk menyelesaikan 
konflik di antara berbagai kelompok dalam masyarakat mungkin 

· kepribadian individu yang lebih menonjol daripada. lembaga. Oleh 
karena itu, sisi pendekatan perilaku politik ini juga perlu ditelaah. 
Berikut ini diuraikan dua coritoh kajian pendekatan perilaku, yaitu 
suatu model perilaku politik pada lJIIlumnya, dan konsep partisipasi 
politik. 

. 

8.2 Model Perilaku Politik 

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga 
kemungkinan unit analisis, yakni individu · aktor politik, agregasi 
'politik, dan tipologi kepribadian 11olitik. Adapun dalazn kategori 
indi:vidu aktor politik meliputi aktqr politik (pemimpin), aktivis politik, 
dan individu warga negara biasa. · 
· Yang dimaksud dengail agregasi ialah individu aktor politik secara 
kolektif, seperti kelompok ·kepentingan, birokrasi, partai politik, 
lembaga-lembag.a pemerintahan, dan. bangsa, sedangkan yang 
dipelajad dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe.:.tipe 
kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. Kajian 
terhadap perilaku.politik sering kali dijelaskan darl sudut psikologik di 
samping . pendekatan struktural fungsional dan · struktural konflik. 
Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku politik individu· aktor politik yang merupakan 
kombinasi ketiga pendekatan tersebut. Menurut model ini terdapat 
em pat faktor yang mempengaruhi perilaku · politik seorang aktor 
politik.2· 

· . .- -
. . 

· · . 
Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem 

politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa; 
Kedua, lingkungan sosial politik 1ahgsung yang mempengaruhi dan 

membentuk .kepribacUan aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan 
kelompok p&gaulan . .  Dari lingkungan sosial politik langsung seorang 
aktor mengalami sosiallsasi dan internalisasi nilai dan norma 
masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan 
pengalaman""'.pengalaman hidup pada umumnya. Liilgkungan langsung 
ini dipengaruhi dengan lingkungan tak langsung. · 

Ketiga, struktu+ kepribadian yang tercermin dalam sikap incUVidu. 
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Untuk memahami struktur kepribadian perlu dicatat bahwa 
terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian 
diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis y ang pertama 
merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian 
seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan 
atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi 
fung�i penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek 
dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai a tau· selaras dengan objek 
tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi 
eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang 
terhadap suatu opjek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi 
konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme 
pertahanan diri dan eksternalisasi diri_, seperti proyeksi,. idealisasi, 
rasionalisasi, dan identifikasi dengan aggressor. 

· 

Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, 
yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika 
hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cua:ca, keadaan keluarga, 
keadaan :ruang, kehadiran orang lain, suas·ana kelornpok, dan ancaman 
dengan segala bentuknya. 

Faktor lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi 
lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi 
dan politisasi. Selain itu, mernpengaruhi juga lingkungan sosial politik 
langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial politik langsung 
berl,ipa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mernpengaruhi 
struktur kepribadian (sikap}. Perilaku seorang aktor akan dipengaruhi 
secara langsung oleh salah satu dari kedua faktor yang mencakup 
struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek_ kegiatan itu, dan 
situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hubungan kedua faktor 
ini terhadap perilaku akan bersifat zero sum:: apabila faktor sikap 
yang menonjol maka fa"ktor situasi kurang mengedepan, sebaliknya 
apabila situasi yang mengedepan maka faktor sikap kurang menonjol. 

8.3 Pemimpin Politik 

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses 
politik, adalah pernimpin politik dan pemerintahan. Seperti dijelaskan 
pada bah keempat dalam masyarakat terdapat stratifikasi dari segi 
kekuasaan yang dimiliki: yang · memiliki kekuasaan disebut elit 
(pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan karena itu 
mematuhi pemilik . kekuasaan disebut massa rakyat. Stratifikasi 
kekuasaan ini dapat ditemui dalam mas}7arakat macam apapun. 

Apakah pemimpin sama :dengan penguasa? 

· Siapakah yang membentuk dan mengubah sejarah pemimpin atau 
peristiwa? Mengapa terdapat kebutuhan mernimpin di antara individu? 

133 



. . 

Meng apa masyarakat mematuhi peinimpin? Bagaimanakah hubungan 
pemimpin dengan yang dipimpin? Apakah yang membedakan 
pemim.pin yang satu dengan pemimpin yang lain? 

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak 
sebaliknya. Mirip dengan kekUasaan, kepemimpinan merupakan suatu 
hubungan antara . piha� yang memiliki pengaruh clan orang yang 

· dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber 
pengaruh secara efektif. Berbedi:l dengan kekuasaan yang t&diri. atas 
banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan ·pada 
kemampuari menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. 
Sela.in itll, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan 
pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dail · 
yang dikuasai, kepemimpinan merupakail upaya untuk melaksanakan 
suatu tujuan yang melijadi kepentin,gan bersama pemimpin maupun 
para pengikut. 

Oleh karena itu, kepemimpinan politik juga berbeda dengan · elit 
politik, karena seperti .dikemukakan oleh Pareto, elit ialah orang-orang 
yang memili� nilai-'nilai yang paling dinilai tinggi �alam mas)rarakat, 
seperti prestise, kekayaan, ataupun kewenangan. Memiliki kekuasaan 
politik berbeda dengcin memiliki kepemimpinan politik, karena dua 
hal, yaitu jenis sumber pengarllh .yang digunakan dan tujuan 

· .penggunaan pengaruh. 
Sebu�an politik dalam kepeiµimpinan politik menunjuk�an 

kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga
lembaga pemerintalian), dan yang berlangsung dalam infrastruktur 

· politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, 
pemimpin. politik juga berbeda · dengan kepala suatu instansi 
pen:1erintahan karena yang t.erakhir i:rii lebih �enggunakan · 
kewenangan dalam mempengaruhi. bawahannya. Tidak seperti kepala 
instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal 
dan impersonal dalam menggerakkan bawahanilya, pemimpin politik 
lebih menggunakan hubungan-hubungan informal clan personal dalam 

. nienggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. 
Akan tetapi, orang yang · secara formal menjadi elit politik a tau 

kepala suatu instansi dapat saja memainkan peranan sebagai 
pemimpin politik ka�au memenuhi karakteristik kepemimpinan 
tersebut. Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses 
biasanya orang yang dapat m�gguna� berbagai tipe penggunaan 
sumber pengaruh sesuai dengan konteks dan jenis permasalahannya. 

Pertanyaan kedua yang perlu dijawab, apakah pemimpin IJ?.erupakan 
pihak yang mem}?uat ·sejarah atau peristiwa-peristiwa pentir:g yang 
menclptakan pemlmpln? Realltas tentu lebih kompleks daripada 
jawaban yang diberikan dengan kedua pandangan tersebut. Melibat 
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sejarah sebagai produk perbuatan seorang pemimpin yang luar biasa . 

mungkin lebih mudah · daripada melihat ·. �ejarah sebagai produk 
berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Namun, tepat kalau 
dikatakan sejarah merupakan hasil inter� antara kedua falqor 
tersebut, dan hal ini tentu lebih sukar untuk memahaminya. 

Untuk memberikan ilustrasi tentang ked:ua pandangan tersebut, 
beriktit ini dikemukakan sejumlah pandangari dari berbagai pihak 
mengenai peranan pemimpin dan peristiwa. ·. 

Pertaina, sejarah merupakan cerita tentang hal-hal yang sudah 
tjicapai oleh orang-orang besar. Hal ini didasarkan pada anggapan 
dasar bahwa sebagian kecil orang memiliki superforitas atas sejumlah 
besar orang lainnya, dan sebagian kecil orang. itulah yang menjadi 
pemimpin masyarakat. Pandangan ini tampaknya mfrip dengan 
gambaran yang dikemukakan oieh Nietzche yang memandang sejarah 
sebagai massa yang dipimpin oleh beberapa orang . yang memiliki 
kualitas luar bfasa, dan memandang apa yang dicapai di dunia ini 
merupakan . produk beberapa orang tersebut. Contoh yang diberikan 
atas individu yang mempunyai dampak besar atas perubahan 
masyarakat ialah kebijakari teror dalam negeri dan kebijakan agresi ke 
luar negeri di Jerman maupuri di Uni Soviet pada tahun 1930-an dan 
1940-an merupakan produk langsung dari kepribadian paranoid Adolf 
Hitler dan Joseph Stalin. 

Kedua, memandang sejarah masy.arakat sebagai berkembang secara 
uniform, gradual, dan progresif yang melibatkan banyak orang. 
Menurut pandangan ini tidak ada ip.dividu yang mampu mengubah 
proses perkembangan tersebut. Menurut Herbert Spencer, pengkajian 
atas sejatah secaril mendalam akan membuktikan perubahan sosial 
dan politik merupakan produk kumpulan kondisi (the aggregate con
dition8). Seperti yang diutarakan oleh Spencer terdapat tiga keyakinan 
yang keliru atas peranan penting yang dimainkan oleh pemiinpin, 
yakni cinta universal atas pribadi-pribadi, "berita menggembirakan" . 
bahwa untuk memahami sejarah hanya perlu mengk�ji kehidupan 
orang-orang besar, dan relatif mudah untuk melakukan interpretasi 
atas p eristiwa-peristiwa sejarah melalui tindakan beberapa 
pemimpin.4 

Ketiga, pandangan yang menerigahi kedua pandangan yang ekstrim 
di atas.  Pandangan ini melihat suatu p erubahap. sosial dan 
kepemimpinan hanya dapat terjadi apabila terdapat keseSuaian aiitara 
individu dan lingkungan sosial Hal ini didasarkan pada anggapan 
tidak setiap kepemimpinan cocok · dengan j enis dan tingkat 
perkembangan permasalahan · dalam masya:rakat. 

Dari pandangan itulah muncul pernyataan yang berbunyi: pemimpin 
X muncul mendahului zamannya (lahir terlalu cepat), atau pemimpin 
Y muncul kesiangan (lahir terlalu lambat}. Pendapat yang agak senada 
dengan in_i seperti yang diutarakan oleh Sidney Hoo�. D!a 

135 



membedakan antara peristiwa yap.g melahirkan pemimpin (the event
ful man) dari pemimpin yang menciptakan peristiwa (the event-making 
m<in).5 Daliun hal yang pertama, kemungkinan tindakan yang dramatik 
sudah dipersiapkan dengaii arah p eristiwa-peristiwa yang 
mendahuluinya sehingga peranan pemimpin hanya meneruskan dan 
menggiring kecenderungan tersebut. Namun, dalam hal yang kedua, 
pemimpin secara aktif menciptakan dan mengarahkan peristiwa- . 

· peristiwa ke arah . yang dituju. 
Pertanyaan berikutnya; mengapa terdapat kebutuhan memimpin 

proses politik di antara manusia'? Mengikuti Tradisi Freudian, Lasswell 
mengateg6rik:an orang yang memiliki . kebutuhan memimpin sebagai 
orang politik (political man) yang terjuri ke arena politik untulc 
mengejar motif-motif pribadi. · · 

. Dalani menjawab p�yaan di atas, .. Lasswell mengajukan ramus 
yang sederhana5 Adapun rumusan dari Lasswell dapat dilihai di 
bawcili lni. · 

. . 
RUMuS KEBUTOHAN l\.1EMIMPIN MENURUT LASSWELL 

I . p }  d }  r = p ! . ·I 
Yang dimaksud deng�m p ialah motif-motif pribadi dari individu · 

yang dipelihara dan diorganisasikan dalam hubtintan · dengan 
lingkungan keluarga dan tahap awal diri. Struktur psikolo@t primitif 
ini akan terus berfungsi da:lani kepribadian biarpun periode bayLrum 

. kanak-kanak sud.ah lama berlalu. -Melua5nya gejala kebencian dalam 
arena politik mungkin menunjukkan dua bal, seperti motif· pribadi · 

. yang paling penting ditekan, dan kebencian ·  yang kuat terhadap 
otoritas bapak yang sebagian terungkapk� dan sebagian lagi ditekan. · 

Unsur kedua dan rumus tersebut, yaitu d. Unsur ini menunjukkan 
pemindahan motif-motif "prl.badi dari objek keluarga ke· objek-objek 
politik. Kebencian yang tertelean· terhadap bapa� dialihkan menjacli 

· ·.kebencian terhadap raja dan kapitalis yang menjacli objek sosial yang 
meinainkan peranan dalam masyarakat Hubungan yang ,harmonis 
an.tara anak dan bapak mungkin bergantung pa.da keberhasilan anak 
memirtdahkan kE!bencian dari lingkungan keluarga ke. llilgkµngan 

· politik. 
Simbol r menggambarkan rasionalisasi atas peralihan . kebencian 

kepada objek.:..objek politik. EkSploatasi yang tak mengenal ka�an 
dari kapitalis terhadap golongan proletar mungkin menjadi 
pembenaran rasional atas sikap yang diambil terhadap kapitalisme. 

Simbol P menggambarkan orang . politik, sedangkan tanda 
tnenunjukkan adanya transformasi menjacli hal yang lain. 
. Apabila jawaban di atas masih mengaitkan tlpe kepribadian� 

konteks sosial, dan sejarah (permasalahansosial, ekonomi, dan polltik) 
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maka jawaban berikl:lt ini lebih melihatnya dari segi kepribadian. 
.Dalapi hal ini, motif mencari kekuasaan. Kekuasaan mungkin dicari · 
tintu.k satu atau lebih tujuan-tujuan berikut: untuk mendominasi dan/ 

: atau mengurangi hak orang lain, agar tidak didominasi atau 
dicampurtangani oleh elit-elit politik lain, dan untuk menghasilh.an 
prestasi-prestasi politik. 

Pandangan lain yang senada . dengan jawaban kedua berupa 
. pendapat yang menggambarkan pencarian kekuasaan sebagai sarana 

kompensasi terhadap penilaian diri sendiri yang rendah. Ada enam 
· perilakU yang dianggap sebagai indikator kepribadian dari pencari 
kekuasaan demi kompensasi.7 . 

Pertama, ketidaksediaan mengizinkan·orang lain mengambil bagian 
d3.Iam bidailg kekuasaannya. Kedua, keticiaksediaan menerima nasihat 
mengenai'fungsi yang seharusnya dalam bidang kekuasaaruiya. Ketiga, 
ketidaksediaan mendelegasikan kewajiban kepada· pih.ak lain, 
kewajiban yang menjadi bagian utuh dari bidang kekuasaannya-. 
Keempat, ketidaksediaan berkonsultasi dengan orang lain yang me
nyatakan diri memiliki kekuasaan, -mengenai peranan dalam bidang 
kekuasaaru:iya. Kelima,· ketidaksediaan memberikan informasi.kepada 
orang lain mengenai peranan dalam bidang kekuasaannya. Keenam, 
keinginari untu.k membentuk dan mengenakan sistem yang tertata 
kepada orang lain dalam arena· politik. 

. 

Apabila manfaat k ep emimpinan bagi pimpinan mudah 
diungkapkan, sepei-ti kekuasaan, status, dan kekayaan maka .manfaat 
bagi pengikut agak sukar dikemukakan: Oleh karena itu, pertanya('!n 
yang muncul, mengapa warga masyarakat menaati kewenangan 
pemimpin? Jawaban atas pertanyaan ini dibedakan menjadi dua, yaitU 
kebutuhan individu (termasuk di dalamnya untuk menghindari 
penderitaan) dan kebutuhan kolektif (termasuk di dalamnya untuk 
menghindari kesimpangsiuran dan kekacauan dalam masyarakat). 
Sebagian jawaban atas pertanyaan ini dikemukakan dalam bab kelima 
dan keenam, khususnya tentang gej� elitisme yang tak terelakkan 
dalam proses politik.. · 

Yang termasuk kebutuhan individu itu dijelaskan sebagai. berikut. 
Pertama, kebutuhan akan pahlawan yang memberikan arti hidup bagi 
orang yang tidak memiliki makna hidup.8 Kedua, mayoritas anggota 
masyarakat memerlukan figur kewenangan yang dikagU:mi dan yang 
kepadanya mereka menyerahkan diri. Seperti yang cliutarakan oleh 
Sigmund Freud, figur kewenangan ini memuaskan kerinduan akan 
figur bapak yang a:da pada setiap individu sejak lahir. Pemimpin yang 
�at akan menjadi tempat perlindungan seperti yang diberikan oleh 
seorang bapak. Ketiga, tipe kepribadian otoriter yang ditandai dengan 
adanya kebutuhan untuk menyerahkan diri 'kepada kewenangan, 
tetapi juga tidak segan menyerang pihak yang lemah clan pihak-pihak 
yang dill.am definisi masyarakat pantas menjadi "korban".9 Jadi, 
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kepribadian otoriter ditandai oleh sikap-sikap menjilat ke atas (pihak 
yang berwenang) dan menendang ke bawah (pihak yang lemah). 
Keempat, sejumlah orang tertarik pada otoritarianisme karena 
kewenangan ini memberikan mereka perasaan memiliki dan · perlindungan. Kebebasan dan demokrasi selalu diikuti dengan 
perasaan ketidakpastian dan kesepian sehingga membuat orang 
nielarikan diri pada kepemimpinan yang .otoriter.10 

Lalu dipertanyakan pula, bagaimana�ah hubungan pemimpin 
dengan yang dipimpin? Pertanyaan ·ini sangat berkaitan deng�n 
pertanyaan mengenai perbedaan . pemimpin yang satu dengan 
pemimpin yang lain ' (tipologi kepemimpinan) karena tiap tipe 
. kepemimpinan memiliki pola hubungan p emimpin-p.engikut 
tersendiri. 

Kategori8asi kepemimpinan dapat dilakul:tan atas tiga kriteria, yaitt\ 
proses kepemimpinan dan , karakter pemixnpin, hasil kepemimpinan 
dan sumber kekuasaan. . 

Pertama, yang berdasarkan proses kepemimpinan. Artinya, 
kepemimpinan demokratis yang menganggap kekuasaan dibagi 
dengan orang lain Cian dilaksanakan untuk menghonnati martabat 
pribadi manusia.1 1 Keberadaan demokrasi · tidak hanya bergantung 
.pada. mekanisme penentuan pemimpin, tetapi juga bergantung pada · 

a�anya pemimpin yang berkepribadian demokratis. :nalam hal ini, 
pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai 
dan: lembaga- lembaga demokrasi, termasuk·di dalamnya kemanipuan 
menahan diri dalam menggunakan kekuasaan; Demokrasi bukanlah 
pemerintahan oleh beberapa orang elit, tetapi pemerintahan oleh 
beberapa pemimpin. 

· 

Kedua, masih b erkaitan dengan proses kepemimp inan. 
Kepemimpinan dapat juga diklasifikasi be:r:dasarkan karakter 
pemimpin . . Karakter poliµk yang dimaksud berupa seberapa aktif 
pemimpin dalam menunaikan tugasnya, dan seberapa tinggi pemimpin 
menilai tugasnya. Berdasarkan karakter politik ini, kepemimpinan 
dibagi menjadi empat, yaitu pasif-positif, aktif-negatif, pasif'.'" negatif, 
�, aktif-positif.12 Kepemimpinan yang pasif-positif berarti pemimpin 
yang tidak secara .aktif melaksanakan tugas tetapi sangat menilai 
tihggi pekerjaannya. Kepemimpinan a:ktif- negatif berarti penumpin 
yang secara aktif ·melaksanakan tuga5 tetapi kurang menilai tinggi 
pekerjaannya. Kepemimpinan pasif- negatif ialah pemimpin yang ti
dak aktif dalam melaksanakan tugas dan juga · kurang .. menilai tingW. 
peker.j aannya. Lalu, kepemimpinan aktif-positif yang berarti 
·.pemimpin yang aktif melaksanakan pekerjaannya · dan juga menilai 
tinggi pekerjaannya. 

Hasil pro�es kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu ekstrimis daD. 
moderat.13 Kepemiriipinan semacam ini muncul manakala reziln lama 
b erhasil ditumbangkan. Pemimpin yang moder.at masih 
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mempertahankan sebagian unsur-unsur rezim lama, baik sistem 
nilainya maupun para pemimpinnya, khustisnya yang dianggap masih · 
disesuaikan dengan rezim baru. Organisasi pemimpin moderat tidak 
terlalu kuat dan para pengikut tidak ter.lalu patuh dan disiplin, dan 
lebih banyak inenggunakan dialog daripada tindakart kek�asan dalam 
mencapai tujuan. Sebaliknya, pemimpin yang ekstrim be,rupaya 
menghancurkan seluruh rezim lama· dan menggantinya dengan sistem 
yarig baru sama sekali. Hal ini dicapai karena organisasi politik yang 
dimiliki oleh ekstrimis ini sangat kuat, memiliki para pengikut yang 
patUh dan disiplin, dan· menggunakan kekerasan dalam mencapai 
tujuannya. 

Tipe ).{epemimpinan lain yang masih berdasarkan hasil proses 
kepemimpinan terdapat dalam tipe pemimpin wiraswasta (public en
trepreneurship). Pengertian tipe pemimpin wiraswasta ialah orang 
yang menciptakan atau mengelaborasikan secara luas organisasi 
publik sehingga mengubah pola a,lokasi sumber-sumber publik yang 
juinlahnya terbatas.14 

· 

Selanjutnya ·berdasar�an sumber.kekuasaan, kepemimpinan dibagi 
tiga,. yaitu kepemimpinan rasional, kepemimpinan tradisional, dan 
kepemimpinan kharismatik.15  Kep emimpinan rasional yang 
bersumberkan kewenangan legal beranjak dari legalitas pola-pola 
peraturan normatif, dan hak orang-orang yang · terpilih niemiliki 
kewenangan berdasarkan peraturan tersebut . untuk mengeluarkan 
perintah. Kepemimpinan tradisional yang bersumberkan kewenangan 
tradisional beranjak dari . kepercayaan yang · sudah ma pan terhadap 

· tradisi dan legitimasi orang yang memiliki kewenangan berdasarkan 
tradisi yang dianggap keramat tersebut. Sebaliknya, kepemimpinan 

. kharismatik berpegang pada kekaguman masyarakat terhadap seorang 
pemimpin yang memiliki kelebihan yang luar biasa, · dan karena itlu 
juga terhadap peraturan ataupun perintah yang dikeluarkannya. 

Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif 
dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan, seperti yang 
dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah 
(foxes) dan "tipe singa (lions). Pemimpin tipe rubah ialah pemimpin 
yang cerdik dan terampil yang menolak penggunaan paksaan dan1ebih 
mengandalkan diri pada manipul�si dan tawar-menawar dalam 
mencapai tujuan, sedangkan pemimpin tipe singa ialah pemimpin yang 
memlliki ke).matan dan integritas yang bersedia menggunakan paksaan 
dalam mengejar tujuan. 

·· 

Tipe kepemimpinan yang secara jelas menggambarkan hubtingan 
antara pemimpin dan yang dipimpin dikemukakan oleh Burns. 
Kepemimpinan dibagi. menjadi dua, yaitu kepemimpinan transaksional 
dan }cepemimpinan transformatif.16 Kepemimpinan transaksional 
terjadi manakala seorang pemimpin mengambil . prakarsa dalam 
.mehlkukan ko�tak dengan pihak. lain untuk tujtian pertukaran nilai-
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nilai yang dianggap penting. Yang dipertukarkan itu mencakup 
bidang-bidang politik, seperti 8uara (votes) dan kekuasaan, ekonomi 

. seperti uang . dan bentUk kekayaan lainnya, dan psikologi seperti 
k�diaan mendengarkan keluhan orang lain, Kepemimpinan semacam 
ini tidak menunjukkan kesamaan tujuan di antara .Pemimpin dan yang 
dipimpin sehingga mereka dapat saja berjalan sendiri- sendiri. Kontak 
antara mereka hanya terjadi karena kedua pihak menganggap 
transaksi itu penting untUk.mencapai tujuan mere� yang belum tentu 

. sania. Kepemimpinan transformatif terjadi manakala seseorang atau 
lebih terlibat dengan orang lain sed.emikian rupa sehingga mengangkat 

· pemimpin dan yang dipimpin ke tingkat moral, motivasi, dan kegiatan 
yang lebih tmggi. Tuju_an mereka Yang tadinya terpisah jadi menyatu, 
dan sumber kekuasaan digunakan tidak untuk tawar-menawar tetapi 
digunakan bersama �tuk mencapai tujuan bersama pula. 
· Sejalari dengan itu, Burns juga· membedakan antara pemimpin dan 
pengguna kekuasaan (power wielder). Yang pertama, dalam berbagai 
cara berupaya memuaskan motif-motif 'pengikutnya, sedangkan yang . 
ter¥ffir hanya berupaya mengejar tujuan tanpa pedhli apak� tujuan 
itu didukung atau tidak oleh orang-orang yang dikenakan kekuasaan. 

Hubungan pemimpin dengan yang dipimpin acap kali pula 
dilukiskan ibarat singa sebagai raja hutan dengan h.itan sebagai 
terr+pat singa hidup dan 'berlindung, atau bagaikan keris dengan 
sarungnya, dalam bahasa Jawa djsebut manunggaling Kawula Zan 
Gusti. Hubungan kepemimpinan dengan. perigikut ii1i befsifat saling 
melindungi, sating mendukung, dan saling �enghormat.i. Senada 
dengan hubungart yang semacam inl berupa hubungan patron dengan 
klien, yang merupakan pertukaran antara sumber-sumber ekonomi 
dan politik, kesetiaan dan dukungan. 

8.4 Partisipasi Politik 

Partisipasi m�pakan salah satu aspek pentizig demokraSi. Asumsi 
yang mendasari demokrasi (dan partisipasi} orang yang paling tahu 
tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.17 Karena 
lceputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 
'inenyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masjarakat maka 
}varga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. 
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah 
keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan ·segala 
keputusan yang menyangkut a tau mempengaruhi ·rudupnya. 

Dengan demikian, �pakah perbedaan perilaku politik dengan 
partlsipas! politik? Di atas dikemukakan yang melakukan kegiatan 
politik, yakni warga .  negara yang mempunyai jabatan dalam 
pemerintaha:n dan warga negar� biasa yang tidak · memiliki j abatan 
pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kewenangan membuat dan 
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melaksanakan keputusan politik, sedaJ+gkan masyarakat tidak 
memiliki kewenangan. . · 

Akan tetapi, keputusan politik me�yangkut' dan mempengaruhi 
kehidupan warga masyarakat maka warga· masyarakat berhak 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai 
dengan istilah partisipasi maka partisipasi berarti keikUtsertaan W(lfga 
negara bfasa (yang tidak mempunyai kewenangan) · dalam 
niempengaruhi proses pembuatan dail .pelaksana.an keputusan politik. 
Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi · dua, yakni 
mempengaruhi isi kebijakan umUill. dan ikut menentukan pembuat dan 
pelaksana · keputusan politik. Dengan kata lain� partisipasi politik. 
merupakan p� politik tetapi perilaku politik tidak sel�u berupa 
partisipasi politik. 

· · 

Pertanyaan · yang berikut, kegjatan .macam apalcah _·yang 
dikategorikan sebagai partisipasi · polit�k? Hal ini menyangkut 

. konseptualisasi tentang partisipasi politik. KonseptualisaSi merupakan 
upaya menyusun "ra�bu-rambu" . sebagai �iteria untuk menentukan 
apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasult. ke dalam konsep itu. 
Jadi, penentuan rambu-rambu . . setidak:-tidakny3.. bersifat• manasuka 
sep�jang didasari dertg.m penalaran tertentu. 

Berikut ini d1kemukakan sejumlah "rainbu-rambu" parti�ipasi · 
politik: Pertama, partisipasi politik yang · dimaksudkan berupa 
kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat 
diamati, bukan perllaku dalam yang berµpa sikap dan orientasi. Hal 
ini perlu ditegaskan karena sikap dari orientasi individu :tidak selalu 
termanifes4lsikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan itu diarahlam: 
untulc . mempengaruhi pemerintah selaku penib.uat dan pelaksana 
keputusan politik. Terinasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan 
mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pem�uat dan 
pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupim 
menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. · Ketiga, 
kegiatan yang berhasil (efektif} maupun yang gaga! memperigaruhi 
pemerintah tennasuk dalam- konsep partisipasi politik: Keempat, 
kegiatan manpengaruhi pemerintah dapat·dilakukan secara langsung · 

ataupun secara tidak lang8ung. Kegiatan . yang farigsung berarti 
individu memI_>engaruhi pem�intah tanpa menggunakan perantara, 
sedangkan . secara tidal< langsung berarti niempen,garuhi pemerin,t;ah 
melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. 
Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik. Kelima,  
kegiatan meinpengaruhipemerintah dapat dilakukan mellilui prosedur 
yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence), 
seperti ikut memilih dalam peinilihan umum,. mengaj�an petisi, 
melakukan kontak tatap mtika, dan menulis sµrat, maupun dengan 
cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa: 
kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk-rasa), masyarakat' ini 
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pembangkangan halus. (sepexti lebih memilih kotak kosong daripada 
· . ni�milih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, 

pembangkangaii sipil, . se;angan bersenjata, dan gerakan-gerakan· 
politik seperti kudeta dan :revolusi .. · 

Dalam beberapa hal kategorisasi itu tidak jelas,: seperti. apakah 
· demo!lStrasi, mogok a tau pembangkangan sipil dapat dikategorikan 
'sebagai tak konvensional? Hal- ini tentµ. ·dipengaruhi dengan faktor 

· apakah · lembaga dan mekaniSme penyaluran aspirasi berfungsi atau 
tidak? Apakah cara-cara talt konvensional dan kekerasan dapat 
dikategorikan ke dalaril partisipasi politik? Hal ini bergantung pada 
sistem politik . masyarakat-negara. yang bersangkutan,c apakah telah 
melembaga dan mendapatk.an dukungan yang kuat dari . �e�agian 
terbesar masyarakat? Pada sistem politik YCU!g mantap m�l�mbaga 
dan· mendapat dukungan, b;:irangkali hanya kegiatan-kegiatan 
konv�nsional dan. ta� berupa kekera$an yang hendaknya dimastikkan . 
ke dalam kategori partiSipasi politik. · 

. 
- . . Selanjutnya, kegiatan · individu· • untuk mempengaruhi pemerlntah 
ada yang dilakukan ;i.tas. kesadatan sencliri r{kegiatan otonom a tau self 
motion), dan ada puia yang· dilalrukan atas desakan, manipulasi dan 
paksaan dari pihak lam {mobilisasi)-, Palam, .kenyataim kedua hal ini 
sering kali,stikar dibedakan maka baik kegiatcµl yang otonoin maupun . 
mohilisasi t�asuk d� kategori partisipasi politik.18 Namun,· bila 
konsep partisipasi •politik digunakan �bagai salah satu ·in.dikator 
untuk . menibedakan · sistem pelitik demokrasi dari sistem politik . 

:totaliter maka sebaiknya kegiatan ot()nom saja yang. dikategorikan 
sebagai partisipasi politik. 

· , 

8;5 Tipologi Partisipasi Politik 
' . 

PartisipaSi sebagaf kegiatan di'bedakan menjaal partiSipasi aktu dan · 
partisipasi pasif. Yang term.a'suk �al.am kategori partisipasi akti:f ialah 
meng�jukan . usul mengenai sV,atu kebijcikari umum; mengajukan 
;lltenia..tif kebijakan \imµm yang berlainan dengan kebijakan yang 
. �ibuat pemerint(lh, nieng�j.ukan kritik · dap perbaj.kan untuk 
. µieiw-uskan kebijakan, .membayar pajak · dan memiUh pemimpin 
pemer�tahan. Sebaliknya,: · kegiata� yang tennasuk dalam kategori 
·partiSipS$i pasif bE,rilpa kegiatan _yang m�aati pemerintah, meneriiµa, 
.dan m� saja .�etiap �epµtusa11 pemerintah. 

J D,.engan kata lain, parijsipasi (iktif b�arti. kegia� yang berorientasi 
pac;la, ;proses · .input dan. output polltik, se<iang� partisipasi pasif 

· merupakap kegiatan yang beronentasi pada proses output. Di samping 
', .itu, �erdapat sejumlah anggota masyarakat yang ti� termasUk da,lam 

kategori partisipasi aktif maupw.i partisipasi pasif �ena mereka 
menganggap . masyarakat. · dan sistem . politik yang ada telah 
menyiin,pang dari . apa . yang mereka cita - .cita. kan Ke lom pok 
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disebuf apatis' atau golongari 'putih (golput)d', : )� � ;-:: ' . .  :.;; 
·sementaia itu, Milbrath dan Goel membedakan1 �pas.l .�j�<lj.x 

beberapa kategori.19 Pertama, apatis. Artinya, .  c:>.r� y,a.ng�J.i4.aJs.� 
berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedlla., speldator. · 

Artinya, orang yang setidak-tidaknya p.�nall: ilt.µ�; );ll.��:1:S�l�a;.D.'! 
· penµlihan UJll.um. Ketiga, gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif .. 
tetii"'at ' if�11inf. !Jt�seS }fol'.ft:ik, .:. ":YakniDk'Q:fifunik-i:iiM�! spe�ialisI 
nfaigadai(a'n teol)W< 'Wtiili niiika; aldiVisi,paita'f dW!pelterja:!ltimlpanye/5 
!��L?�W:,�tt:S,�n���-�t.�- p���fa:6��'.;��1:.��=� 

Berbeda dengan Milbrath dan Goel, OlsenU:m�artd.ang .rpaitisipask 
s���g�f: c;ll'Jilepsi'. utiinW1 stratmkasi 'so�1a¥. r· Di� �membagiiFartiSipasi 
P-olitrk inefiJ·afil 'enaili�'ta.p' faan ·y· :iitu p. A:m11wn:ifi!3idJftik} aiw�·�;o.--olitik·' . - . . . . . .. . . . ' ��r . .I:' . ' .. I! .. ' 
k9ili��of,J§ra�i·�filig:meJiethria:dari�riienyaill'p�n1fde:.ide,sikaP;; d�n·.· �illohn,as! . politik Iainny� kepada:_·otahg !}alfn)1Jwarga�:negara:,; · 

#}arguiat '(orang yang :sangat 'sedikit- meJ�ikonwt;;dengatuSist� 
. politlk}, dan I orang"yangl t�isOlasikan ';tot'cfiiigh,an(f>jarcmgrmelakukm: 
partlS�J>asr politlk);211'Tipol�ffe 'im dimakmtnam1m�ud��analisis 
ter�aap· liful:tWribent\ik···partisipasi: p0li1!i>lt·{�.: dawn. keny.a,taan 
tid.aJfada '. ·s�sedr.tjlg•yangdap_at: secararperSis1 dikategQrikank�1rl� 
�SJ�' safu tipe p�ipasrtersebut:, :1�z·<·>·:, .i:,c:·:: ::r ;r:_ ) h  ; • >:;,:_, ,,_i·: 
· 

· :Phl-tisipiisl "poliitik-' aap·at:ptila iilikat'eg<>.i'ikafi·:'bl?rd� sjmnlah 
�l(l\Ql, :yajmi. �di\ri,clu�<aap ltole�:L'.Ma�����rseseora�··yapg 
fueriuJ.is·' surat 'bensi: nmtutan ataa · kelliliim :k ·� -- tia -emeimuth :a'tau 
,. ,_ .. .. . . ,,.,.,.. : ., . . , ,  . . . . -,, . .  , ,, -. · . ... .. . .  -. .. . .. : . . .  . . : · .· . epa p . . . . 

�Q.l�}tti�: ��ri;g "diniak8ud. dertga:n · pattiSJ:paSi�-�oo�'-'-ftol�f dialah 
Jr;���t#W3t�'ti� 8�#3 serentak'lmtfilt�p�gamhlpenguasa 
��p�1;'�lg1#� ;:d;il.fun- proses 'pelnillHan :��21fPUii&�St: ·poll.tilt 
1'.olektif - filb'ed,��a#' :menj�di' ,: diia;.- yaltui(pari1sij,�1 zkoiJektif3�y�g 
k8liV.e!i$i<ma1' �epeHlik,egiatan.''dafumr pr(jse&j,� timqm.·aan 
'pafiisip�s,F: kolektifc'yatig' •'tidak ; k<>ritten�iolll'ili '4flr.'8�f>1(<seper.til 
pettibgdkmyaiig taR: san; me:ngt;iasai bat)�;.Umum;.daD��

� -.' 'L81il t>artihlpast politik 'korektif� �; a� ·dibedakait. meiljaQi 
\ilia�. yaifu aksl yang kuat orui aksi yang I®.lah. Msicy.ang:�:d@ 
lema{l ti<lak menunjukkan sifat yang baik atau b�. Dalam .llal,µp, 
kegfatan poll� ''dapat, dikategorikan7 kuat•,:apat>:ila ·memenuhi:;,tiga 
kondfsi· berllrut: bersifat •antirezim :dalatD.::arti•,�ggar{p'eraturan 
mengemli pa:rtisipasi-politik yang nortnfil!.(melariggar·liukllmk µmllpu 
mengg�ggti :furtgsi · .J>emerintahan, ·_dan •hams •mef\lpakan ·kegiatan 
kelompok Yclrig  dilaktlkan: oleh'nonelit�21• . :  . .i r .. ' ._ ,. : • ,c ,  > . .. ' . .  , �. 
_ . •$si protes yang dibenarkan oleh J1Ukmn 'tidak termasuk ke dalam 
kii�egpri partisipasi politik agi-esif, ; seperti pembaikotan,-,dan 

,,_, � pemogokci# 'l;>Uiu:h biasa tanpa :tu.juan ;..; tujuan:-·politik.. � A.  p:;a; b; i la 
partiSipasipolitik yang-.igreSif tidakm�d�gkekerasan,: kiegiatan 
ini disebut pembang'.kangan •warga negara ;(civil; ld:isob;edience) .. � 



penolakan wajib militer Sebaliknya, apabna kegiatan.itu m�gandung 
kekerasan disebut kekerasan politik · (po�itical violence), seperti 
pembunuhan politik. 

8.6 Model Partislpasl Polltik ·. · . 

Partisipasi politik di n�-negara. yang menei-apkan sistem politik 
. demokrasi mer.upakan hale · warga neg� tetapi dalam kenyataan 

persentase warga negara yang betpartisipasi ber})eda • d8ri satu negara 
ke negara yang lain. Dengan--kata lain, tidak semua_warga negara ikut 
serta dalam proses politik. . 
o -Pertanyaan yang kemudian ·m:uncul; �erigapa . seseorang 

· berp�pasi a�u kurang berpartisipasi dalam p�ses politik? Faktor
faktor yang diperkirakan-mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi 

· ·poll� ·seseorang, ia1ah k�adaran politik dan· kepercayaan kepada 
penierlntah. (sistem -politik). Yang diznaksud. d,engan kesadaran poµtik 
·ialah kesadaran � hak ®_Il.kewajiban sebagai warga negara. Hal ini 
menyangkut pengetahuan· .seseor,ang tentang . ;Lingktmgan masyarakat 
dan politik, dan menyangkut minat clan· perP.atiari seseorang tethadap 
lingkungan masyarakat dan politik tempat dia.hidup. Yang·dimaksUd 
dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerinta� ialah penilaian 
seseorang terhadap pemerintah: �pakah �a ni� pemerintah �pat 
dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?_ . . . 
· Berdasarkan tinggi-reµdahnya kedu� faktor tersebut, Paige 

n;i�bagi part;isipam menjadi empat tipe.23 Apabila seseorang memiliki 
kesadaran politilt dan kepereayaan kepa4a ·pem,�tah yang ·tinggi 
maka partisipasi .polltj.k cenderung aktif. Sebalikllya, apab�la 
kesadaran politik � kepercayaan .kepada p�erintah rendah maka 
partisipasi.·politik cenderung paSif-tertekail (apatis). Tipe partisipasi 

· ketiga berµpa. militari ra�l, yakni apapila kesadaran politik tinggi' 
tetapi keperc�yaan kepada .· pemerlp.tah sangat rendah. Selanjutnya, 
apabila kesatiaran· politik sangat rendah tetapi k�ereayaan kepada 
pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ·ini · disebut tidak aktif 
(pasif).· . 
. Kedua faktOr di atas bukan faktor-faktor yang bertliri sendiri (bukan 

variabel yang indepehden). Artinya, tinggi-rendah kedua faktor itu 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti statuS sosial dan status 
ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorgani�si. Yang 
diniaksud dengan status sosial ,ialah. kedudukan seseoraµg dalam 

· masyarakat karena ketur:unan, ·, pendidikan, dan . pekerjaan: Yang 
·· ··dimaksud' dengcm status ekonomi Wah ·  keQ.udukan seseorang �lam 

pelapisan masyarakat :berdasarkan pemilika11 rltekayaan . . .  Hal . ini 
· diketahui .dari pendap:atan; pengeluaran, at.aupun. pemilikan · benda
benda berh&rga. Seseorang yang memiliki status sosial cbm status . 



ekonoml yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan 
politik, tetapi juga mempuyai minat dan perhatian pada politjk, serta 
sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah. 

Hubungan faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut. 
Status.sosial d� ekonomi, afiliasi politik.orang tua dan pengalaman 
berorg.µlisasi dikelompokan sebagai variabel pengaruh atau variabel 

. independeil. Kesadaran politik clan kepercayaan kepada pemerintah 
dikategorikari sebagai. variabel antara a tau interoening �variables. Lalu, 
partiSipasi politik �ategorikan sebagai variabel terpengaruh atau' 
yariabel. 'dependen. · 

8. 7 Perilaku Memilih. 

Keikutsertaan watga negara dalam pem.ilihan umum merupakan 
serangkaian kegiatan membtiat keputusan, yakni apakah memilih atau 
tldak memilili dalam pemi� umum? Kalau mem.ut\lskan memillh, 
apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandiqat 
Y? 

Berikut ini diutarakan l>erbagai penjelasan atas pertanyaan berikut. 
Mengapa pemilih memilih kontestan tertentu dan bukan kontestan 

. lain? Jawaban 'atas pertanyaan itu clibedakan :rnenjadi 1iina sesuai. 
· dengan> pendekatan yang cfigunakan, yakni · s�tUi'al, sosiologis, 

ek9logis, psikologi sosial, dan pilihan �anal. · · · 
Pendekatan · struktural melihat kegiatan µiemilih sebagai produk 

dari konteks struktur yang 1ebih lilas, seperti struktur sosial, sistem 
parta;i, sistem pemilihan umum; permasalah�n, clan program yang 
ditonjolkan oleh setiap partai. 

Struktur, sosial4yang."menjadi SUinber kemajemukan· poll� dapat 
berupa kelas sosiaJ. · a tau perbedaan-perbedaan · antara majlkan . dan 
pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan 
nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai dan program-

. program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari satu Iiegara ke neg� 
lain karena perbedaan ·struktur sosial tersebut. 

Pendekata;ri soSiofogis cenderung menem.patkan kegiatan mex:nilih 
dalam kaitan · dengan kontekS sosial. Kongkretnya, pllihan seseorang 
dalam pemilihan umum dipengaruhi latar b$kang demografi dari 
·s9sial ekonorili, seperti jenis kelamin, tempat . tinggal (kota-desa), 
pekerjaan, pendidika� ·kelas, pendapatan, dan agama. 

. · Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalain suatu daerah 
pemilihan terdapat ·perbedaan karakt&istik pemilih berda$kan unit 
teritorial, seperti desci, ketur.ah�, kecarila�, clan kabupaten. Kalau di 
Amerika . Serikat terdapat distrik, .. precinct, da� . ward. Kelompok 
masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas 
menengah, mahasiswa; suku tertentu, subku1�ur tertentu, clan profesi 
tertentu bertempat tinggal pada unit t�torial sehingga penwahari 
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. .  

komposisi pendudUk yal)g tinggal : di unit teritorial .dapa� dijadikan . -
sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum: Pendekatan 
ekologis ip.i penting sekali digunakan karena karakteristik data basil 
pemUihan umum untuk tingkat prop� berbeda dengan karakteristik 
data. kabupaten, atau karaktenstik data kabupaten berb.eda dengan 
karakteristik data tingkat keeamatan. 

: · 

Pada dasarnya pendekatan psikologi so� sama· dengan penjelasan 
yang diberikan dalam model perilaku politik, 8ebagaimana dijelaskan 
di atas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan '1Iltuk 
menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umuqi · berupa 
ideiltifikasi partai. Konsep ini meruj� pada persepsi pemilih atas 
partai-partai yang ada. atau keterikatan emosional pemilih terl;ladap 
partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan 
sangat dekat dengarinya merupakan. partai yang selalu dipilih tanpa 
terpengaruh oleh faktor-faktor lain. · . 

Selanjutnya, pendekata:ri pilihan -rasional inelihat kegiatan memilih 
sebagai prodrik kalkulasi untung dari rugi. Yang. dipertimbangkan ti
dak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat 
mempehgaruhi hasil yang- diharapkan, tetapi juga: perbedaan dqri 
alternatif berupa plliha:ri yang ada. Pertimbangan ini digunakan 

- pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk t�ilih 
sebagai · wakil rakyat atau penjabat pemerintah. Bagi ·pemilih, 
pertimbangan :untung dan rugi digunakari untuk membuat keputusan 
tentang· partai atau kandidat yang: dipilih, terutama _untuk·membuat : 
keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut mei;nilih? 

Yang terakhil' ini membawa kita bukan pada pertanyaan� ;mengapa 
'\\'.'arga negara yang l:)e;hak memiiih tidak ·menggunakan hak. pilih? 
Namun, . pada pertanyaan mengapa banyak- warga. masyarakat 
bersus3h pay� menggunakan _hak pilih dalam pemilihan umum? 

Jawaban yang diberikan ·derigan: pendek�tan pilihan rasional tidak 
selalu memuaskan karena cukup banyak warga masyarakat 
menggunakan �ak pilih sebagai keba:nggaan _ psikologi�, seperti 
menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan indentitas 
k�lompok, dan menunjukkan - loyalitas, . te:rhadap partai. Seh�gian 
warga masyarakat juga menggunakan hak pilih berdasarkcin inform¥i 
yang tidak . len.gkap dan akurat, seperti :tradisi, ideologi, dan citra 

- partai. 
. -

Keempat pendekatan di atas sama-'sama berasumsi bahwa memilih 
. merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti .tanpa desakall dan 

paksaan dari pihak lain. Naµiun, d�m kenyataan di negara:-negara 
berkembarig perilaku ineiriili.h bukan hanya ditentbkan oleh pemilih 
sebagaimana clisebutian oleh keempat pendekatan cU atas, · te�pi 
dalatn banyak hal ju�tru. ditentukan oleh tekanan kelompok, 
intimidasi, dan p3:ksaan dari k�9mpok atau pemimpin tertentu. . 

. . 
- � ... 
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Masyarakat yang memandang kelompok atau publik iebih penting 
darip,da definisi situasi yang diberikan o.Ieh individu cend�g 
mempersukar individu untult membuat keputusan yang berbeda 
ataupun bertentangan dengan pendapat kelompok atau negara 
tersebut._ Oleh karena itu, perilaku memilih di beberapa negara 
berkembang harus pula ditelaah dari segi · pengaruh kepemimpinan 
terhadap pilihan pemllih. 
· Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional . 

(kepala adat dan kepala suku), religius (pemimpin agama), patron
klien {tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter {para 
penjab:;tt pemerintah, polisi, dan militer). Pengaruh para pemimpin ini 
tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, 
intimidasi, dan anca�an paksaan. 
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BAB 9 
KONFLIK DAN PROSES POLITIK 

9.1 Peng·�ntar 
: ·/ : ( : t l · . •. t � � .- - � � i , . 

Dalani ;ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan . yang saling 
bertentangan untuk mem�dang masyarakat. Kedua pendekatan ini 
meliput_i_ pendekataii struktural-fungsional (konsensus) dan 
pendekatan �truktural-konflik Pendekatan . konsensus berastimsi 
'masyarakat ' mencakup bagian-bagian yang berb.eda fungsl tetapi 
saling berhubungan . satu sama lain secara fungsional. Kec\,lali itu, 
masyarakat t'enntegraS.i ata�{dasar stiatu niliii yang di'sepakati bersama 
· sehingga .rpasyar��a,t selalu dalam ke�daan keseimbangan dan 
harmonis. La1u pendekatan konflik berasunisi masyarak�t mericakup 
berbagai bagian yang memililtj ,kepentingan yang saling bertentangan. 

· Kecuali itu; masyarakat terintegrasi · dengan suatu paks�an dari 
·keloinpo� yang dom.inan sehingga masyarakat sclalu dalam keadaan 
konflik. -Kedua pendekatan ini menganduhg kebenaran ·tetapi tidak 
lengkap. ' · . . · · · . 

' · 

Kop:fllk terjadi �tarkelompok yang memperebutkan halyang sama, 
tetapi l\onflik akan selalu menuju ke arah ·kesepaka� (konsensus). 
Seia.in itu,· masyarakat tak niungkin terintegrasikan secara ·pennanen 
dengan mengandalkal).. kekuasaan . paksaan dari kelompok· ·yang 
dominan. Sebaliknya, masyarakat yang . terintegrasi . atas dasar 
konsensus sekalipuµ,' tak mungkin b.e!tahan secara pEµnlanen taiipa 
adariya kekuasaan'paks�an: Jadi, konflik dan konsenstis merupakan 
gejala-gejala yang tak farelakkan dalam inasyarakat. . 

Istilah �ontilk dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan 
kekera5an, sepeffi kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik 
mengandung pengertian "bentgran", sep:erti p�rbedaan pendapat, 
persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok 
dan kelonipok, individu dan kelompok, dan antara individit: atau 
kelonipok dengan pemerintah. 

· . 

· 

Masing-niasing berupaya keras untuk m,endapatkan dan/atau 
ril.empertahankan sumber yang sama. Nam'.oo, guna mendapatkan dan/ 
atau mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan .bukan satu
satunya cara. Pada .umumnya kekerasan c�derung digunakari. sebagai 
altetnatif yang terakhir. Dengan demiltian, konflik dibedakan �enjadi 
dua, yaitu · �onflik yang berwuj�d kek�asaii dan konflik yang tak 

· berwuju4 J;cekerasan. 
Konflik yang mengandung kekerasan, pa4a umumnya terjadi dalam 

. masyarakat-negara' yang . belum ·memiliki konsensus dasar m�genai 
. . 
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daSar dan tujuan negara, dan mengena.! mekanisme pengaturan dan 
penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (riot), kudeta, 
peinbunuhan atau- sabotase yang .b�dimensi politik (terorisme), 
pemberontakan, ·dan separatisme, seita revolusi,xp.erupakan sejumlah 
contoh konflik 'yang nieng�4\ll>,g kcicerasan. · 

·Konflik yang tak beI"Wujllfiekerasan pada umumnya dapat ditemui 
dalam masyai'akat-negara· yang memiliki konsensus mengenai dasar 
dan tujuan negara, · da� . menge�ai mekanisme pengaturan dan 
penyelesaian .ko� yang. melembaga. Adapun contoh konflik yang 
tak berW11jud kekerasan, yakni urijuk-rasa (demonstrasi), -pemogokan 
(dengan segafa bentUknya), pembangkangan sipil (civil di.sobedien�e), 
pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah), dan polemik nielalui 
surat kabar. 

Sementara -itu, kon;flik tidak selalu bersifclt negatif seperti diduga 
banyak orang. Apabila ditelaah secara sakSama, konflik mempunyai 
�i positif, yakni sebagai . pengintegrasi masyatakat dan sebaga:i 
sumber perubahan:1 . 

· · · · 

Pengajuan . buah pikiran, : pendapat, · dan tuntutan kebijakah yang . . 
berlainan ataupun yang. bertentangan .merupakan ,ril.ekanisme guna ' 
menghasilkan pemikiran baru yang' l�bih mendekati kebenaran atau 
kebijakari. yang lebih baik. Seniua kreativitas, inovasi, dan
perkembangan da1am lCehidupan individu, kelompok, dan masyarakat 
muncul dari konflik yang 'eijadi antara kelompok dan kelompok, 
antara individti dan individu� serta antara emosi dan emosi 'dalam diri 
individu.2 

· · .  i 

Selain itu, sebagai. sumber perubahan konfilk juga berlungsi untuk 
menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam suatu hubungan. 
Dalam hal :ini, konfilk sebagai penyelesaian ketegangan ahtar� unsur
unsur yang bertenthngan, yang m�punyai fungsi "penstabilisasi" dan 
menjadi komponeh mempererat htibungan.3 

Konfl.ik merupakan geJ� i;erba.,.hadir dalam kehidupan i;nanusia 
. yang bermasyarakat dan bernegara. Nam\.tn; seperti diuraikan di atas, 

tidak semtia konfli� beraspek politik a tau. berimplikasi ' politik 
sehingga mekanisme pengaturannya tidak selalu melalui proses·politik. 
K.etidaksepakatan . yang t&Jadi antara dua . orang. sering kaU aapat 
diselesaikan dengan kedua orang· tersebut; atau dengan pihak ketiga 

,yang dihormati kedua pihak tanpa melib�tkan lembaga-lembaga 
politik dan. ,pemerintah. · 

Apabili,l pertentangan 1tu �ukar diselesaikan dengan pih.8k-pihak 
yang b,,e:r;kqnfFk .atau , deng�� kaianga� masyaraka,t · !llaka 
permasalahan tersebµt dapat dibawa ke lembaga pengadilan (lembaga 
pemerintahan). De:inikian juga persellsihan antara buruh dan majikan, 
pada hakikatnya buit�m urusan lembaga politik karena kedua pihak 

. dapat menyelesaikan· perselisihan tersebut melalui mekanisme yang 
disepakati tanpa melibatkan pihak pemerintah. · ' ·  

· 
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Akan tetapi, apabila mereka tak mampu mencapai kesepakatan 
maka pemerintah turun.:..tangail sebagai mediator maupun sebagai 
arQitrator. Kedua contoh · ini pada mulanya bukan konflik. politik, 
tetaP.i berkembang menjadi Jlonflik P<?litik karena pihak · yang 
berkonflik meminta pemeiintah membuat keputuscin yang adil atau 
pemerintah menganggap konflik itu, kalau tidak ditangani secara 
cepat dan tepat, dapat mengganggu kepentingan l.tmum. 

Walaupun demikian; ada sejumlah konflik yang dari sjf�tnya 
· betaspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik 
clan pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini, yaimi konflik antara 
kelompok masyarakat yang satu dan kelompok :inasyarakat yang .� 
da1am usaha mendapatkan dan/atau mempertahankah s\lmber-sumber 
yang dikuasai pemerintah; atau: kegiatan kelompok masyarakat yang 
menentang kebijakan penierintah; maupun sejuinlah tokoh ·mfilter . 
yang Clidukung. dengan sejumiah golongan untuk �elakukan kude� 
atas pem�ntah yang berkuasa. 

Berkaitan dengan hal yang pertama dapat dikemukakan contoh 
bel:ikut. Para petani padi melalui organisasi yang dibentuk menuntut 
kepada pemenntah agar harga gabah dinaikk� dan harga . sarana 
produksi pertanian· ·dikendalikan sehingg� pendapatan mere'ka 
meningkat. Sementara itu, para pegawai negeri dan masyarakat 
p erkotaan menuntut agai;- ·harga beras dikendalikan karen.a 
penghasilan mereka · terbatas. Dalam menghadapi tuntutan yang 
bei:t;entangan itu, pem�tali harus metl)buat kepu�san yang adil.-

Jadi, konflik politik dirumuskan secai'a longgar sebagai perbedaan 
pendapat, persaingan, dan pertentangan di aritara sejumlah individu; · 
kelompok ataupun organisasi dalam upaya meridapatkan dan/atau 
mempertahankan _sumber-sumper dai"i keputusan yang dibuat dan 

. dilaksanakan p�er,in�h. 
Yang dimaksud ·. dengan pemerintah meliputi lembaga legislatif, 

eksekutif dan judikatif. Sebaliknya, secara sempit kopflik politik dapat 
dirumuskan .sebagai . kegiatan kolektif warga .masyarakat yang_ 
diarahkan untuk menentang kebilakan um� dan pelaksanaannya, 
juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur 
··yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik. 

· 

9.2 Penyebab Konflik PoliUk 

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. . Konflik 
politik itu mencakup ke�ajemUkan horisontal dan kemajemukan 
ver?kal."' Yang dimaksud qengan kemajemukah hor.isontal ialah 

· .. ;·; �-, ; · :����syarakat ·yang inajeniuk secata kt,tltural, seJ>�i� :- :•a<> ;"" 
bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti · 
perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, · 

pengusaha, pegawai negeri sipil, militel"., wartawan, dokter, · alim 
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ulama, dan . cendekfawan; dan dalain arti perbedaan karakteristik. · 

teinpat tinggal seperti desa dan kota. 
· 

Kemajemukan horisontal ktilturaJ dapat menifu.bulkan konfllk 
·kareIµl · inasing-masing unsw.: kultural. berupaya mempertahankan · 

identi.tas dari karakteristlk budayallya dar.i ancaman kl.µtur· lain. 
Dalam masyarakat yang berclii � derilikian ini, apabila belum ada suatu 
konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik 
karena benturan budaya akan menimbulkan perang-saudara ataupun 
gerakan separatisme. ,. 

· 

Kemajemukan horis�mtal sosial dapat menimbUlkan konflik sebab 
masing-:rµasing kelomP,ok yang berdasarkan .pekerjaan dan profesi 
sei:ta tempat tinggal tersebut memiliki kepentipgan berbed� bahkan 
sallng b_ertentangan. Kelompok masyarakat yang ·tinggal di kota, 
mi�alnya, merighendaki' harga beras . dan. bahan bakar minyak 
dikendalikan oleh p emerintah, dan Jcalau. per�u disubsidi oleh 
pemer.intaht sedangkan. masyarakat yang tinggal di desa menghendaki 
agar pemerintah membiarkan . harga-harga beras dan bahan bakar 
minyak .. berkembang sesuai . dengan . · mt$.anism� pasar. Sebaliknya, 
pemerintah hanya berperan q�a� mericiptakan dan menegakkan 
aturan main .yang adil. 

Kemaj emukan vertikal ialah · struktur masyarakat yang 
terpolarisasikan inenurut pemili,kan ke�ayaan, pengetahuan, dan 
kekuasaan. Kemajemukan vertikal �apat menimbulkan konflik sebab 
sebagian besar masyarakat.yang tidak-memiliki a tau hanya menµliki 
sedikit .kekayaari, p eilgetahuan, dan kekuasaan akan m�niiliki 
kepentingan yang bertentangaii dengan· kelompok kecil masyacikat 
yang mendominasi k�tiga · sillnbe.r pengaruh tersebut. · Jadi, distribuSi 
kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan 
penyebab utama.·timbulny� konflik politik. . . . • . .· 
· Akan tetapi, . kenyataa!l.· menuµjuk��.n. perbedaan kepentingan 

karena keD?-ajemukan. horisontal dan v�tiktil tidak .dengan sen�ya 
menimbulkan politi_k. Hal ini disebabkan .a�anya fakta terdapat 
�ejumlah. masyarakat ·yang menerima. perbed�al} .. perbedaan tersebtit. 
Perbedaan-perbedaan 1Ila5yara�at irii baru m��iinbulkan konflik, 
apabila kelompok tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti 
kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan·k�horm.atan. 

Konflik terjadi manakala terdapat bentura:n kepentingan. Dalam 
rurilusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika .ada. pihak. yang 
merasa diperlakukan tidak .ad�l atau· manakalfl pihak berperilaku 
meny�ntuh "titik ketnarah�" pihaklain • .Dengan kata lain; perbedaan 
kepentingan .karena-.kemaj@Illukan ver.Ukal.dan horisontal merupakarf 
koncUsi yang ;h.arus ada (nf!C:essary «condition)' bagi timbulnya. konflik, 
tetapi ·perbedaan ·kepenting�n itu bµkan. k<;mdisi yang memadai :(suf-
ficient. con.,dition) untuk mP.Itimbulkan konfl.Uc. · ;_ 

. 
.· 

· 
. 

· 
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9.3 Tipe - Tipe Konflik 

Konflik politik dikelompokan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini 
.meliputi konflik positif dan konflik negatif.5 Yang climaksild :J.engan 
konflik positif ialah konflik yang tak mengancam ·eksi.stensi sistem 
politik, yang biasanya disalurkan· lewat mekan.isme penyelesaian 
konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang 
dimaksud ialah lembaga-:Iembaga demokrasi, seperti partai politik, . 
badan-badan perwakilan rakyat,. pengadilan, pemerlntah, pers, dan 
forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang 
diajuka� oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga
lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebalik:nya,, konflik 
negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik 
yang biasai:iya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti 
�deta, separatisme, terorisme, dan revolusi. . 

Kategorisasi ini mengandung kelemahan: ApabHa- mayoritas 
masyarakat mem_andang lembaga dan stiuktur yang ada tidak 
mencerminkan kepentingan umum maka konflik ; yang disalurkan 
melalui ·mekanisme politik justru dip;indang · sebagai konflik yang 
negatif. Sebaliknya, tindakan. yang menentang sistem yang. tidak 
mencerminkan kep·entingan umum dipandang .sebagai konflik yang 
positif. 

· · · 

Berdasarkan urafan di atas disimpulkan bahwa untuk menentukan 
suatu konflik, bersifat positif atau. negatif sangat bergantung pada 
per8epsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap 
masyarakat umum terhadap sistem politik yang berlaku. Dalam hal ini, 

. yang menjadi patokan -qntuk ·menentukan suatu konflik bersifat positif 
atau negatif,· �akni tingkat iegitimasi sistem politikyang ada. Hal ini 
dapat dilihat dari dukungan masyarakat umum terhadap sistem politik 
yang berlaku. 

· Sehubungan dengan· ko�ositif -dan negatif' maka sesungguhnya 
masyarakat . dapat dikelonipokan secara urp.um menjadi dua tipe. 
Pertama, masyarakat yang mapan . .Aftinya, masyarakat yang m� 
dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur· dalam 
konstitusi. Konflik yang dianggap positif dalam ma8yarakat ini berupa 
konflik .ya�g disalurkan melalui struktur kelembagaan, sedangkan 
konflik yang negatif berupa tiridakan "yang menentang stmktur yang 
ada, dan · yang disalurk_a� melalu1 cara-cara di luar struktur 
kelembagaan yang ada. Kedua, masyarakat yang belum mapan. 
Artinya, masyarakat yang belum rrte.miliki struktur kelembagaan yang 

. mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Biasanya 
struktur kelembagaan yang diatur . dalam koristitusi, selain tidak 
didukung oleh sebagian masyarakat, juga be�um. b erfUngsi 
sebagaimana mestinya .. Konflik yang dianggap positif · dalam 
masy.arakat ini acap kali justru konflik,yang disalw·kan nielalui cara-
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cara di luar struktur kelembagaan yang ada kar� dianggap lebih 
efektif. 

Kategorisasi itu tentU lebih bersifat analitis (lebih kurang) daripada 
pengelompokan secara hitam putih. Sebab dalam kenyata�, konflik 
dan dukungan masyara'kat· terhadap sistem yang ada (struktur 

. 'kelembagaah) tidak sesed�lllma '.ittr • .  " . _,, . ' < 

9.4 Struktur Konflik · 

Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi 
kon:flik menang-kalah (zero-sum conflict) dan kon:flik menang-meriang 
(non zero-sum conflict). 6 

. KonfUk menang-kalah ialah. situasi konflik yang bersifat 
antagonistik sehingga tidak memung}9nkan tercapainya suatu 
kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri 
struktur konflik ini,.yakili tak mungkin meI).gadakan ketja sam.a, hasil 
kompetisi akan dinikmati oleh pemenartg.saja (pihak pemenang akan 
mendapatlWi semuanya, sedangkan pihak yang kalah akan k�bilangan 
semuanya) dan yang dipertaruhkan biasanya menyangku:t hal-hal yang 
dianggap prinsipiil, seperti harga diri, iman· kepercayaan, masalah 
hidup atau matj, dan jabatan penting pemerintahan. Konflik antara 
penganut iman dan kepercayaan tertentu dengan partai atau kelompok 

. yang menganut ideologi komunis. merupakan konflik menang-kalah. 
Hal ini · disebabkan. keduanya tidak :r:nungkin mengadakan koinpromi 
dan bekerja sama secara utuh. Sementara itu, pemilihan umum, 
misa4tya pemilihan pre5iden dan anggota kongres secara langsung di· 
.t\merika Serikat yang menggunakan formula pluralitas dalaln. 
Iil.e�entukan siapa yang menjadi .pemenang ineiupakan salab satu 
contoh tentang kon:flik m.enang-kalah. 

Konflik menang-menang ialah suatu situasi konflik dalam mana 
pihak-pihak. yang terlibat dalam · konflik masih mungkin untuk 
mengadakan kompromi dan beketja sama.sehingga semua pihak akan 
mendapatkan bagian _dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalain 
1?ituasi konflik biasanya bukan hal-hal yang -prinsipiil, tetapi bukan 
pula hal yang tidak penting. Namun, justru Ml itu dianggap penting 
maka diadakan dialog, kompromi, dan ke.rja sama yang 
menguntungkan kedua pihak. Ciri struktur konflik ·ini, yakni 
kompromi· dail ketja sama, basil kompetisi akan dinikmati oleh kedua 
pihak tetapi tidak. secara maksimal. Konflik yang tetjadi dalam proses 
penyusun-an anggaran :pendapatan dan belanja .negara antara 
pemerintah dan fraksi.;fraksi, · atau di antara .fraksi-fraksi di badan
bad� · perwakilart. rakyat bfasanya . diselesaikan secara kompromi . .  
Akibatnya; semua pihak berhasil memperjuangkan usulannya, 
walaupun tidak secara m3ksimal. 

Lalu· dipertanyakan pula, apakah suatu kelompok atau individu 
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akan menggunakan konflik .menang-kalab atau Jconflik menang
-menang dalam usaha niendapatkan dan/atau mempertahankan 
sumber�sumber? Jawaban atas penanyaan ini sangat bergantung pada 
sifatyang dipertaruhkan berupa sum'Qer yang henda'k di�apatkan dan/ 
�tau dipertahankan seperti yang dijelasian di atas. · 

9.5 Tujuan Konflik 

Secara umum ada dwi tujuan dasar setiap k6nflik, yakni mendapatkan 
dan/atau mem'pertahanl_(an stimber-:suniber. Tujuan konflik• \llltuk 
mendapatkan sumber--sumber merupakan cirf roari\iSta· y�mg. hldup . 
bermasyarakat karena manusia memerlukan ·Sumber�sumber tertentu 
yang bersifat materiU-jasmaniah maupun .spiritual-roh8:� uhtuk 
dapat hidup secara layak dan terho�at da1aill masyarakat. Yang ingfu 
diperoleh manusia meliputi hal-hal yang se�' -dengan kehendak 
bebas dan kepenijngannya. . , .. . 

• Sejum1ah··anggota masyar;µcat lebih menekankan pada kebutuhan 
mater.ijl, �eperti proyek-proyek pembangunan, keimtungari berusaha, 
tanah yang lua.s, gaji yang tin.ggi, rumah dengan segala perabotan, dan 
mobil dengan model yang mutakhir. Lalu sejumlBh masyarakat yang 
lain lebih mementingkan hal-hal yang b�at nonmaterill, seperti 
jabatan, kekuasaan, harga diri, .status sosial, rasa aman, dan tenteram, 
dan kebebasan · mengekspresikan din; sedarigkan ·sejumlah anggota 
masyarakat yang lain jUstru berup�ya keras untuk mendapatkan dan 
menjaga keseimbangan antara kedua jezµs kebutuhan tersebut. 

Tujuan konflik untuk meinpertahal)kan sumber-:-sumber yang selcµna 
ini sudah dimfliki juga .merupakan l{ecenderungan hidup inanusia . 

. Manusia ingin · m�elihara sumber-sumber yang . menjadi miliknya, 
. dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain ilntuk merebut 
atau mengurangi suinber ... sumber tersebut . . Yang ingin dlpertahankan 
bukan hanya harga . diri, keselamatan hidup, dari keluarganya, tetapi 
juga wilayah/daerah tern.pat tinggai, kekayaan, da� kekuasaan yang 
dimiliki. Tujuan mempertahankari diri .tidak menjadi . monopoli 
manusia sQ.ja karena binatang sekalipun memililQ watak un� · 
bex:upaya mempertahankan diri. 

Perbedaan tujuan konflik ini merupakan, perbedaan yang bersifat 
analitis sebab dalain �enyataan jarang terjadi konflik yang bertujuan 
mendapatkan atau �em.pertahankan saja. Yang sering terjadi berupa 
perpaduan keduanya. Dalam· hal ini, yang berupaya mendapatkan 
maupun yang berupaya mempertahankan. Itu sebabnya, mengapa 
tujuan Jconflik dirumuskan sebagai me�da.patkan . danJatau 
niempertahlmkan sumber-sumber yang dianggap !Senting. . -

Dalam setiap kasus konflik, piliak:.pihak yang . terlibat . biasanya 
membuat perhitungan untung dan rugi. Maksudnya, .untuk 
memaltsimalltan. perolehan dan n:ieminimalkan risiko yang · aka?) 
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. terjadi. Artinya se�ap p�ak berusaha untulc ·mendapatkan sebanyak r 

mungkin. sumber-sumber tetapi dengan kerugian sekecil muhgkin; 
Yang terakhir ini sesunggnhnya menjadi motif atau tujuan 
mempertahankan $umber yang selama ini dikuasai. . 

Berdasarkan deslaipsi di· atas disimpulkari · · dalam setiap situasi 
konflik. selalu akan bertemu berbagai tujuan. Dengai'l asumsi ini maka 
dibuat kategorisasi tujuari konflik se\?agai berikut 

1.pihak-pihak yang �libat dalam konfl.!k. memiliki tujuan yang 
sama, yakni sama-sama berupaya mend.apatkan; • . · 

2.di 
· 

satu pihak hendak mendapatkari, sedangkan di pihak lain · 
. · berupaya kera�. mempertahankan �pa yang dimiliki. 

· 

Se,benarnya secara . teoretis terdapat �atu kemungkinan lain, yaitu · 
yang satu mempertahankan dan yang. lain mendapatkan. · Namuh, 
kemungkinan ini s� .saja· dengah situasi ·koriflik yang kedua (b) 
sehirigga tidak relevan dibahas lagi. · 

K�ungkinan yang.,pertama, yaitu sama-sama hendak menda:patkan 
sumber-sumber yang cukup banyak terjadi dalain kenyataan politik. 
Persamgan untuk mendap,atbn jabatan sebagai gubernur a�u bupati 
(apabila pemegang jabatari ·sebeltimnya tidak 'lagi menjadi calon), dan 
konflik antara pengugaha ·produk hµtan yang hendak mengusahakan 
wilayah hutari teitentu. dan .keiom.pcik .Pemelihara llngkungan . hidup 
yang berupaya.keras mencegah pengrusakan hutan merupakan co�toh 
kemungkinan yang pertama. 
' Lalu kopflik yang. terjadi pada Pemfilhan Vmum tahun 1977'- 1982, 

1987 dan 1992 antara Pa.rtai Persatuan Pembangunan dan Partai 
Demokrasi ��donesia yang berup.aya keras mendapatkan · kursi 
sebanyak-b�nyaknya di D�an Perwakflan �akyat (DPR) dan Dewan 
:Perw'akilan Rakyat Daerah (DPRD), 4an· Golongan Karya yang 
berupaya !{eras pula mempertahankan kursi mayoritas yang se'lama irii 
dipegangnya di DP� dan DPRD, merupakan contoh· kem\J.ngkinan 
yang kedU.a. · · · 

Sementara itl:l, keinungkinan yang ketiga tldak .terlalu ban.yak yang 
terjadi. Salah satu contoh kemungkinan ketiga, yakni ·persaingan 
,;enjata dan teknologi antara Amerika Seilkat dan Uni. Soviet (sebelwn 
runtuhnya negara yang terakbit ini), yang �juannya sebenarnya sama 
saja seperli ·�erupaya untuk �tap lebih uhggul daripada pihak yang 
lain . .  : Persa�ngan itu kerap �all disebut perang dingin. Artinya� 
kelebih�:ri sumber-supiber yang dipunyai plliak yang satu dianggap 
sebagai ancamail o�eh pihak lam. 

· · 

9.6 lntensitas Konflik ! .. / .  • •· \< l 1: > V •  

Konflik ·yang in.tens· tidak ·selalu sama artinya dertgan· kon:flik yang 
mengan'tlung kekerasan. Intensitas konflik lebih mei'ujuk pada 
besarnya energi (ongkos) yang · djkeiuarJ,Wi dan tfugkat · keterlibatan 
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partisipan dalam konflik. Sebaliknya, . konflik yang m.engandung 
kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik daripada seb�b
sebabnya. Dalam hal ini, menyangkut senjata yang digunakan oleh 
pihak-pihak yang berkonflik urituk menyatakan permusuhannya. 
Sementara itu, dimensi lamanya konflik (duration) dapat saja terjadi 
baik pada konflik yang intens maupun konflik ·ya,ng mengandung 
kekerasari ·karena kekerasan akan dibalas dengan kekerasan sehingga 
konflik akan terjadi berkepanjangan. · · . 

Pertahyaan yang muncul, apakah fakt6r"".faktor yang mempengaruhi 
intensitas dan violence (mengandung kekerasan) · tidaknya suatu 
k:onflik politik? Jawaban atas pertanyaan mi ada qua aspek. Pertama,· 
$egi eksternal. Aspek ini meliputi kondisi organisasi,-stratifikasi sosial, 
kelas, dan kemungkinan perubahan status.7 . 

Apabila kondisi organisasi kelompok yang berkonflik sec�a sah 
terorganisasikan maka konflik yang terjadi cenderung tanpa 
kekera�an. Sebaliknya, apabila kelo1Jlpok yang berkonflik tidak 
terorgari.isasikan secara sah man kemungki_nan konflik yang 
mengandung kekenisan semakin besar. Apabila dari segi stratifikasi 
sosial ekonomi, pertentangan antara _pihak-pihak yang berkonflik 
·mencakup pelbagai jenis, seperti orang desa, wong cilik, · dan abangan 
ya_Ylg berhadapan dengan orang kota, priayi, dan santri maka koiiflik 
cendenmg bersifat intens. Sebaliknya, kalau jenis pertentangan hanya 
satu, misalnya yang satu priayi, sedangkan yang lain wong. cilik tetapi 
kedua pihak sania.:..sama abangan atau santri maka konflik tidak akan 
in tens. . 

Selain itu, apabiia dari segi ke1as yang · mendominasi dan yang 
didominaslkan pertentangan itu mencakup pelbagai �ektor, seperti 
kelas yang dominan di dalam Iiegara, industri, partai, dan agama 
berhadapan dengan kelas yang i;nendominasi di dalam negara, industri, 
partai, dan agania n;iaka konflik . cenderung mengandting kekerasan. 
Sebaliknya,_ pertentangan yang bersifat kelas itu terjadi pada satu 
sekfor saj,a, misalnya di satu pihak menjadi kelas dominan di dalam 
negara. tetapi menjadi kelas yang didominasi di dalam negara namun 
menjadi �elas yang dominan dalam. agama maka konflik tidak 
mengandung kekerasan. Lalu, apabila kelas . yang dominan dalam 
industri maka konflik ·cenderung bersifat intens. 

_Selanjutnya, apabila pihak yang berkonflik memandang 
kemungkinan perubahan status tidak hanya tetjadi :t>agi keturunannya 
(mobilitas intergenerasional), tetapi juga bagi diri sendiri (mobilitas 
intragenerasional)" maka konflik tidak akan bersifat intens. 

· Sebalikny,a, apabila yang bersangkutan menilai tidak mungkin ·terjacli 
peningkatan status bagi dirinya dan keturunannya maka konflik tidak 

. saja cenderung intens, tetapi juga mengandung kekerasan. 
Kedua, segi internal a tau yapg dipertaruhkaii dalam konflik terdapat 
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dua faktor yang mempengaruhi intensitas suatu konflik, yakni besar
kecilnya sumher-suinberyangdiperebutkan, dan besar- kecilnya risiko 
yang timbul .dari konflik tersebut.8 
· ApabUa kontestan/pihak yang terlibat dalam konflik memandang 
sumber-sumber yang diperebutkan begitu besar artinya bagi dirinya . 
maka kemungkinan terjadi konflik yang intens bllkan hal yang 
mustahil. Persepsi kontestan .mengenai bertambah-tidaknya sumber
sumber yang diperebutkan, dan kegunaa� sumber-sumber yang 
diperebutkan bagi kontestan merupakail faktor-faktor yang 
mempengaruhi pandangan kontestan mengenai :i>esar-kecilnya 
sumber-· sumber yang diperebutkan. Artinya, kalau kontestan 
menganggap jumlah sumber yang diperebutkan tidak bertambah/tetap 
maka .kemungkinan timbulnya konflik yang inten5 cukup. besar. 

Demikian pula, manak.ala .kontestan menilai. sumber yang 
diperebutkan itu beimakna niendalam dan sangat . penting bagi 
hidupnya maka konflik yang intens akan terjadi. Sementara itu, kalau 
¢.hak yang terlibat_ di dalain konflik menilai risiko. yang bakal·terjadi 
lebih kecil daripada keuntungan (yang tak selalu dalam arti materiil, 
tetapi juga �onmateriil) yang akan diperoleh dari konflik � konflik 
yang .inten5 bukan tidak mungkin terjadi . 
. Konflik mengenai tanah yang terjadi di pedesaan, Jawa Timur ci?n 

Sumatra Utara pada tahun· · 1979 dapat dijelaskan dalam kerangka 
pemikiran ini. Para petani (ibu�ibu) dari Desa. Siria'."ria di Sumatra 
l]tara, dan para petani (bapak-bapak) diJenggawah, Jawa Timurtidak 
saja menganggap tanah merupakan s�ber yang tidak bertambah 
�ahk� semakin lama semakin 5ef Pit, tetapi jugci menganggap tanah 
m-etupakan sumber kehidupan utama yang menyangkut soal .hidup
.mati. Oleh karena itu, ketika tanah yang sempit dan �ber hidup 
utania diambilalih oleh Dfnas Kehutarian di Sumatra ·Utara dan 
Perusahaan Perkebl.tnan di .'f awa Timur maka koriflik yang hi.tens a._tau 
bersifat kekerasan tidak ayal lagi terjadi.9 · 

· 

Sementara itu, konflik yang terjadi dalain badan-badan penvakilan 
rakyat ketika membahas Anggaran Pe.ndapatan dan Belanja Negara 
merupakan contoh J.aih yang dapat m'.emperlihatkan intens/tidaknya 
suatu kon:flik. Dalam anggaran itu tidak hanya ditetapkan siapa yang 
menanggung dan berapa besarnya bel>an yang harits ditanggung, tetap� 
juga siapa yang akan menerima keuntungan dan berapa jumlahnya. 

Negara aiau daerah yang memiliki sumber-sumper pen�an tetap 
(tidak mengalami peningkatan, bahkan mungkin pengurangan) maka 
tuntutan suatu kelompok masyarakat untuk memperoleh keringanan 
beban atau untuk memperoleh keuntungan dari. pemerintah· akan 

. menciptakan suasana merumg-kalah (zero sum). Karena peringanan 
beban pada suatu keloiµpok masyarakat akan meningkatkan beban 
yang haru� ditanggung oleh kelompok lain, -dan peningkatan 
keuntungan yang diterima .oleh kelompok masyarakat tert�tu akari 
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berarti mengurangi keuntungan yang diterima oleh kelompok lain. 
:aai yang dianggap adil ditinjau dari asas keadilan sosial ialah 

apabila kelompok yang kliat dan berada yang dikenakan beban yang 
besar tetapi menerima s�dikit keuntuilgan. Untuk sampai paqa 
konsensus ini, jelas memerlukan dialog dan musyawarah yang 
mendalam yang akan memakan waktu lama. Namun, halnya akan lain 
apabila Pihalc yang lenah yang · dikenakan beban yang besar elm 
menerima sedikit keuntungan. 

Kalau hal ini berlangsung terus-menerus maka kesenjangan 
pemilikan sumber-sumber akan semakin lebar. Akibatnya, pada 
gilirannya konflik yang intens bukan tidak mungkin terjadi Lain 
halnya kalau negar� atau daerah itu memillki sumb� yang berlimpah 
dan senantiasa meningkat jumlah clan jenisnya sehingga pen�angan 
beban dail peningkatan keuntungan pada.suatu kelompok tidak selalu 
berarti · peningkatan beban . dan pengurangan keuntungan bagi 

.. kelompok. lain. 
Besar�kecilnya risiko yang akan timbuJ. juga menentukan intensitas 

. konflik. Risiko dapat berwujud' daria, nyawa, atau· paksaan fisik. 
Apabila·kontestan konflik menilai keuntungan yang akan. diperoleh 
lebih besar artinya daripada risiko yang mt.ingkin terjadi niaka konflik 
yang tajam dapat terjadi. 

Bagi golongan Islam Fraksi Persatuan Pemba�gunan di dDPR 
maupun yang . baik d;atang dari luar DPR, · yang dipertaruhkan itu 
menyangkut soal kebenaran agama karena Rancangan Undang
Undang (RUU) tentang Perkawllian dianggap mengandµngpasal-pasal · 

· yang bertentangan dengan ajaran agama sebingga mereka menolak 
dengan keras RUU itu pada tahun 1973� Itu sebabnya",. mengapa 
golongan Islam (waillta, pemuaa, dan alim. ulamal berdemonstrasi 
bahkan .sempat · menduduki tjiang sidang ·nPR untUk nienuntut 
perubahan pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran !Slam. Ketika 
itu; bagi · golongan Islam risiko yang akan timbul seperti ditahan oleh . 
pihak keamanan, atau dituduh melawan pemerintah dengan 
demonstrasi lebih kecil artinya $ripada keuntungail moral yang akan 
diperoleh apabila tuntutan dipenuiii. 

· 

9.7 Pengaturan Konflik 
Terlebih dahulu perlu · dijelaskan perbedaan tiga � agar . tidak 
mengacaukan pemahaman. Ketiga isp.lah itu b_erkaitan dengan 
penyelesaian koriflik, pembasmian konflik, clan pengatµran konflik. 
;I>enyelesaian kon:flik (confli.ct resolution) lebih merujuk pad.a sebab
sebab konflik daripada manifestasi konflik. Dengan asumsi selmDa ada 
antagonisme kepentingan dalam masyarakat, konflik selalu terjadi 
maka konflik tidak pernah dapat diselesaikan� Lalu pembasmian 
konflik lebih merujuk pada manuestasi konflik daripada sebab.:.sebab 
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konflik. Dalani jangka pendek, ·konflik dapat d.Q>asmi dengan 
keJcerasan, tetapi untuk jangka panjang tidalt akan dapat ditumpas. 
Semam dib3smi, semaklli m:uncul konfllk. Selanjutnya, pengaturan 
konflik berupa bentuk-bentuk pengendalian lebih diarahkan pada 
manifestasi konflik _daripada �bab..,sebab konflik. Dengan . asumsi 
·konflik·tidak akan dapat diselesaikan dan dlbasmi maka konflik dapat 
diattir saja sehingga konflik tidak mengakibatkan ·perpecahan 
masyarakat. . 

Menurut Ralf Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat 
bergantung pada·tiga faktor.10 P$"tama, kedua·pihak harus mengakui 
�enyataan dan si� konflik yang tetjadi di antara mereka (adanya 
pengakuan atas kepentingan. yang diperjµangkan· oleh· pihak lain). 
Kedlia, kepentirigan-ltepentipgan yang diperjuangkan . harus 
teroi-gaiUSasikan secara rapi, tidak-tercerai-berai, .dan terkotak-kotak · sebingga masing-masµig. pihak memahantj. · deng�ri jelas lingkup 
tuntu� pihak lain. Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan. main· 

· (rules of the game) y�g menjadi land�n dan. pegangan dalam 
huburi.gan dan . interaksi .. :di antara .mereka. Ketika ketiga syarat 
dipenuhi maka berbagai ·bentuk pengaturan .konflik dapat dibuat dan 
dilaksanakan. . . 

· · Lalu Dahrendorf menyebutkan tiga bentt.Uc pengaturan konflik . 
. Pertc\ma, bentuk . . konsiliasi seperti parlemen .atau kuasi-par�emen 

dalam :man;i semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan . 

. . mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang 
inemonopoli penibicaraan atau memaksakan ·k�enru.i,k. Kebanyakan 
konflik politik .disalurkan dan· diatur dengan ,bentUk konsiliasi. Kedua, · · 

bentuk mediasi dalam mana kedua.pihak .sep�t mencari nasihat dari . 
pihak ketiga (seorang mediator . berupa tokoh, ahli, atau lem�aga 
tertentu yang dipandang mymiliki . pengetahuan· dan keahlian yang 
mendalaih mengenai ha1 yang dipertentang�), tetapi. nasihat ·yang 
diberikan oleh mecilato� .µu ti�ak mengikat ·mereka. Konflik buruh 
tambang batubara dengan pihak manajemen. perusahaan di Amerika . 

Serlkat di�tur dengan bentuk mediasi, yalmi kedua pihak mem.inta 
¥enteri Perburuhan · untuk menunjuk· · su�tu Satliari TUgas y�g 
beranggotakan tokoh-tokoh berp�ngalaman _untuk ·memberikan 
nasihat jalan keluar bagi konflik mereka. Selanjutnya, · bentuk 
arbitrasi. Artinya� kedua pihak sepakat untulc mendapatkcin keputusan 
akbir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik :Pada pihak 
ketiga sebagai arbitratOr. Pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrasi 

· lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator� · Ketiga bentulc pengaturan 
konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiganya secara 
bertahap . 
. kalau J?ahi:eildorf melihat pengaturan konflik darl segi saluran ·dan 

:nietode maka ilinuwan _ lain lebih melihat ·pengaturan konflik yang 
cend� bersi.fa� kekerasan (political· violence) ·dari segi kebijakan 
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yang clitempuh pemerintah dalain mengatur perilaku pihak- · pihak 
yang berkonflik.11· Hal yang terakhir ini dilandasi asumsi terdapat 
8uatu kemampuan untuk memelihara perilaku di dalam batas-batas 
yang diinginkan atau dalam batas variasi yang dikenal:. Selain itu, . 
negara (pemerintah) memiliki kewenangan yang sah dalam mel.akukan 
pengendalian konflik politik tersebut. . 

Meri.lirut Ziegenhagen, pemerintah dapat melakukan salah satu dari 
tiga kebijakan intervensi sebagai upaya mengendalikan konflik politik, 
yaitu kemampuail pemaksaan secara fisik (coercive capacity) dan 
.ancaman penggunaannya, penggunaan sanksi ·negatif atas salah satu 
atau kedua pihak yafig berkonflik, dan p·engurangan atau penghapusan 
sanksi negatif.12 Penerapan kebijakan-kebijakan intervensi ini tentu 
bervariasi sesuai · dengan jenis dan intensitas konflik yang dihadapi 
oleh setiap pemerintah. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi. kemampuan stiatu 
pemerintah menguranw konflik politik pada umumilya atau mencegah 
munculnya konflik politik tertentu ialah pemilikan kapasitas 

· pemaksaan secara fisik. Apahila masyarakat menyadari bahwa 
pemerintah memiliki kemampuan dan daya paksa yang besar m� 
kemungkinan konflikpqlitik yang bersifat kekerasan akan berkurang� 
KapaS.itas ini clitandaj dengan persentase anggaran pertahanan dari. 
Gross · National Product (GNP), jumlah personil militer per 10.000 
penduduk, jumlah satuan keamanan internal, seperti polisi, mata
mata, aparat penjaga dan penegak keamanan tiap populasi dan tiap 
kilometer, pengguriaan sarana, i:netode penangkapan, dan penyiksaan 
yang didengar oleh penduduk, Namun, ada juga pendapat yang 
mengatakan kohflik politik terjadi dalam menentukan besarnya 
anggaran pertahanan dan postur militer. Hal ini perlu ditel.aah lebih 
lanjut dengan penel.itian empiris� 

. Kebijakan intervensi yang kedua untuk menge�dalikan konflik 
politik ialah penggunaan sanksi negatif terhadap pihak-pihfilc yang 
melakukan ancaman terhadap pemerintah dan kebijakannya. 
Kebijakan ini· biasanya climulai dengan mengel.uarkan peraturan yang 

· me.larang .melakukan - tindakan . tertentu yang dianggap oleh 
p emerintah s eb agai mengganggu ketertiban umum-, atau 
menggoricangkan stabilitas politik dan ekonomi, seperti larangan 
b erdemonstrasi, larangan untuk melakukan mogok, larangan 
berasosiasi dengan mengiunakan ideologi tertentu, larangan untuk 
mel.akukan tindakan separatisme, dan larangan mengritik penjabat 
pemerintah dan kebijakan pemerintah. Siapa saja yang mel.anggar 

. larangan ini langsung clikenakan tindak ·penangkapan, penyikSaan, 
· bahkan eksekusi. Apakah tindakan berupa pengenaan sanksi negatif 
irii efektif dalam arti mampu menghilangkan atau mengurangi konflik? 
Jawaban atas pertanyaan inj perlu ditelaah lebih mendalam. Namun, 
untuk ·sementara dapat dikatakan untuk jangka pendek kebijakan 
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,. 
intervensi ini mungkin berhasil tetapi tidak untuk jangka panjang 
sebab korifiik yang ditindas d�ngan kekerasan akan mela.hirkan 
kekera5an yang berkepanjangan. · 

Selanjutnya, lcebijakan berupa menghilangkan ataupun mengurangi 
tindakan-tindakan yang hersifat �epresif di at�s. Hal · ini dapat 
dilakukan: dengan cara menghapuskan semua larangan di atas atauptin 
melunakkan larangan-1.arangan. Selain itu, pelunakan dalam 
pelaksanaan sariksi negatif. Penghilangan/pengurangan sanksi negatif 
ini dilakukan karena .pertimbangan:..pertimbangan berikut: 

1 kebijakan berupa pengenaan sanksi negatif dinila,i tidak efektif, 
dan karena: itu perlu .kebijakan pengaturan lain; . 

2.konflik politik sudah berktlrmg karena intervensi· maupun faktor
faktor lain sehingga · pengenaan sanksi negatif. dimlai tak 
diperlukan lagi; dan . 

3.koriflik politik tetap tidak berkurang seperti yang diharapkan, dan 
pengurangan atau penghilang� sanksi· negatif dinilai sebagai 
alternatif baru untuk mengw:angi konflik politik. . . . 

/ Hal yang terakhir ini dilandasi dengan stiatu penilaian ternyata 
konflik politik terjadi karena pengenaan sanksi negatif. Seperti halnya 
dengan kedua sanksi kebijakan lain, kebijakan inipun perlu ditelaah 
lebih lanjut. Dalam hal _ini; tjipertanyakan, apakah pengui-angan sanksi 
negatif berhasil ·mengurangi koliflik politik jenis tert�tu tetapi gagal 
mengurangi konflik politik jenis· yang lain? · 

Setelah merumuskan pengaturan konflik �b.agai prosedur- prosedur 
pembuatan keputtisan, peliataan politik, dan sejumlah peraturan yang 
dianggap mampu mengakomodasikan berbagai kelompok yang 
antagonistik, Eric Nordlinger menyimpulkan enam cara pengaturan 

· konflik yang peniah diterapkan.13 
· 

· Pertama, koalisi pemerintahan yang stabil di antara partai- partai 
politik. Koalisi .. ini melibatkan organisasi-organisasi utama yang 
berkort£lik. Koalisi biasany� dilakukan sebelum pemilihan umum 
diselenggarakan, seperti Barisan Nasional di Malaysia yang 
merupakan koalisi di antara partiri-partai etnis, seperti Union Malay
sia National Organization; ·UMNO atau Organisasi Nasional Melayu 
Bersatu untuk Melayu, Malaysi!J,. Chinnesse Association; MCA · a  tau 
Asosiasi Cina Malaysia untuk Cina, dan Malaysian Indian Congress; 
MIG atau Kongres India Malaysia untuk India. · 

Kedua, penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu posisi-posisi 
· pemerintahan yang terpenting diclistribusi.kan kepada golongan
golongan masyarakat s�suai dengan porsi jumlahnya dalam 
keselutuhan penduduk. Hal ini diterapkan •. di Lebanon yang 
berdasarkan kesepakatan tak tertulis, jabatan presiden. diduduki oleh 
seorang Kristen, jabatan perdana . menteri diduduki oleh seorang 
Muslim Sunni, dan seorang Musllln Syiah menduduki jabatan Ketua 
Parleinen. 
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Ketiga, penerapan sistem saling-veto, yaitu suatu keputusan tak 
akan dapat diambil lanpa disetujui semua pihak yang berkonflik. Hal 
ini dapat meliputi semua bidang pemerintahan atau berlaku untuk 
badan legislatif saja seperti yang diterapkan di Belgia. Misalnya, 
antara golongan penduduk yang berbahasa Belanda - dan golongan 
penduduk yang berbahasa Prancis. 

· 

Keempat;-para- pemimpin kelompok yang berkonflik sepakat untuk 
tidak melibatkan pemerintah dalam bidang-bidang kebijakan umum 

- yang mempengaruhi nilai-nilai dan kepentingan berbagai kelompok 
yang berkonflik. Cara depolitisasi purposive bahkan diterapkan pada 
bidang yang lebih luas. Dalam hal ini, setuju tidak menyinggung 
kemajemukan· masyarakat sebagai tema kampanye dalaIB pemiUhan 
um.um, seperti suku, agama, ras; dan antargolongan (SARA) di Indo
nesia. Cara ini acap kali disebut sebagai avoidance model (model 
menghindarkan konflik). _ 

Kelima, semua pihak yang beFkonflik bersedia-saling menyesuaikan 
diri d,engan kepentingan · dan ni1ai pihak lain. Kompromi seperti 
diterapkan di M$ysia antara suku bangsa �elayu dan golongan 
masyarakat keturunan .Cina, atau antara golongan Katolik dan 
golongan Llberal di Belgia. 

Keenam, cara konsesi. Berbeda dengan - kompromi yang 
menghartiskan 'semua pihak yang berkonflik saling menyesuaikan 
dengan kepentingan pihak lain, dalain konsesi hanya satu kelompok 
yang memberikan konsesi. Hal ini dapat berupa kelompo� yang 

' terkuat mem}Jeri konsesi kepada kelompok yang lemah seperti yang 
ciuakukan oleh golongan Protestan kepada golongan Katolik di Swiss 
pada tahun 184�, atau konsesi di antara kelompok yang seimbang 
kekuatannya. _ 

. Pertanyaan yang mun.cul, apakah iederalisme · merupakan cara 
pengaturan konflik atau malahan sumber konflik? Federalisme · 

tampaknya ·cara pengaturan konflik yang b�l\asil di.Amerika Serikat, 
tetapi menjadi sumber konflik di Nigeria bahkan di negara seperti 
Kanada, · federalisme belum berhasil khususny� karena masih ada 
kel.nginan penduduk yang berbahasa l:'rancis, Quebec untuk 
. mendirikan negara sendiri. Lalu apakah negara kesatuan dengan 
otonoini yang nyata dan bertanggung jawab pada pemerintah lokal 
merupakan cara pertgaturan konflik atau malahan sumber konflik? 

9.8 konflik Dan Proses Politik 

· Kopfllk merupakan gejala serba:..hadir dalam k�dupan manusia 
bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu .dimensi 
penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan 
pemerintah. Proses "penyelesaian" konflik politik yang tak bei-sifat 
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kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi 
tabap politisasi dan/atau koali.si, tahap pembuatan keputusan, dan 
tahap pelaksanaan · dan integrasi.14 

Apabila dalam masyarakat terdapat konflik: politik di �ntara 
berbagai pihak, dengan segala moUvasi yang mendorongnya maka 
masing-masing pihak akan berupaya merumUSkan 'dcin. mengajukan 
tuntutan kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan 
· politik. Agar tuntutan mendapat perbatian dari pemerintah, lalu para 
kontestan akan berusaha mengadakan politisasi. Artinya, 
memasyar3katkan : tuntutannya melalui berbagai media komunikasi 
sehingga menjadi . "isu politik�. Deiigan kata lain; menjadi bahan 
pembicaraan di kalangan pengeniuka peri.dapat (opinion leader) 
maupun di lqtlangan pemerln� Dalam tahap ini, setiap koritestan 
akan mengadakan perhitungan mengenai cara · yang _paling efektif 
untuk Iilemperjuangkan tuntutannya, · yakni apakah dengan 
mengadakan koalisi dengan pihak lain a tau 'cukup 
memperjuangkannya sendirlan? Hal ini perlu dipertimbangkan karena 
untulc memperjuangkari suatu tuntutan jela8 men.ierlukan dana, waktu, 
keterampilan, strategi, duktmgail massa� dan sumber-sumber lain yang 
mungkin hanya dapat dipenuhi apabila berkoalisi dengan kelompok 
lain yang memiliki kepentingan yang sama dengannya atau bersim.pati 

. pada tuntutannya. 
· · 

· 

· Setelah diputuSkan untuk berkoalisi atau tidak, langkah selanjutnya 
berusaha untuk mempenganihi p�buat keputusan politik, agar yang 
� ini mengabulkcin tuntutannya. Pemerintah selaku pembuat 
keputusan politik tentu .tidak begitu saja menerima tuntutim dari 
masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan ketika 
menanggapi tuntutan berbagai kelompok da1am masyarakat. 
� Kem:ungkinari pertama menolak tuntutan dengan tiga alasan utama, 

yaitu: . 
. 

1.tuntutan kelompok masyarakat ·tidak menyenangkan dirinya 
. (alasan subjektif); . 
2.tuntutan ·kelompok masyarakat menempati uru� prioritas yang 

rendah (alasan pragmatik); dan 
· 

3.tuntutan kelompok masyarakat bertentangan dengan ideologi 
bcµig8a (alasan·koiistitusi). 

Penolakan suatu tuntutan dapat secara menyeluruh atau sebagian 
saja artinya, ada kemungkinan suatu turitutan masyarak8t dianggap 
oleh pemerintah sebagai bertentangan dengan ideologi bangsa maka · 
pemerintaP. akan menolak seluruh tuntutan . .Sebaliknya, kalau 
tuntutan itu pada dasarnya dapat'diterinia, tetapi mengingat anggaran 
yang ada· terbatas niaka kemungkiiian seb�gian sajC\ darl. tuntutan itu 
tiitolak penierintah. . 

Kemungkinan kedua, �enerima tunttitan kelompok .masyarakat 
secara tuntas maupun secara marginal. Yanjl dimaksud dengan 
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menerima secara tuntas ialah keputusan yang dibuat pemerintah 
dalam menanggapi 8uatu tuntutan masyarakat dapat menyelesaikan 
konflik secara menyeluruh dan mengakar. Lalu yang dimaksud dengan 
menerima secara · m.argirial ialah keputusan yang dibuat pemerintah 
dalam menanggapi suatu tuntutan hanya menyelesaikan "pinggir
pinggir,, permasalahan sehingga tidak mampu menyelesaikan suatu 
konflik secara tuntas. Hal ini akan dibahas .dalam bab keputusan 
politik. 

Apabila pemerintah menerima sebagian atau seluruh' tulitutan 
berbagai kelompok yang berkonflik dalam masyarakat maka tahap 
berikut melaksanakan keputusan itu dalain kenyataan politik. Hal lni 
disebabkan keputusan tanpa pelaksanaan secara nyata dalam wujud 
alokasi anggaran ataupun .dalam wujud penegakkan hukum oleh 
aparat yang berwenang lidak .akari dapat menyelesaikan konflik. 
A.palagi birokrasi sebagai aparat pelak8ana kebijakan pemerintah 
memainkan peranan utania secara kongktet untuk m,enyelesaikan 
konflik dalam masyarakat. 

· · 

Suatu keputusan politik lebih menguntµngkan lapisan bawah 
masyarakat adakalanya berarti pengenaan beban yang lebih·besar clan 
pengurangan keuntungan bagi lapisan atas ma5yarakat. Hal im 
berakibai dapat menimbulkan ketegangan karena lapisan atas 
memiliki sarana.lebih banyak untulc mengeluh dan mengritik tindakan 
pemerintah. Untuk mengatasi ketegangan yang tidak hanya dapat 
niengurangi dukungan kepada pemerintah, tetapi juga · dapat 
menimbulkan perpeeahan dalam · masyarakat, . lalu pemerintah akan 
berusaha mengintegrasikan pihak-pihak yang terliba� .dalam konflik 
agar menerima keputusan pemerintah dengan berbagai langkah 
pendekatan. 

· · 

Imbauan dan persuasi untuk meyakinkan lapisan atas masy�at 
bahwa .membantu meningkatkan kualitas hidup _lapisan bawah 
m_asyarakat, pada akhirnya menguntungkan masyarakat secara 
keseluruhan (memperkuat sistem politik), clan menguntungkan lapisan 
atas. Hal lni merupakan salah satu pendekatan:. Cara lain dengan 
mengenakan beban yang lebih tinggi dan mengurangi keuntungan 
diilam sektor tertentu, tetapi mengurangi beban dan meningkatkan 
keuntungan pada sektor lain. Jadi, 'pelaksanaan suatu keputusan 
politik harus diikuti dengan langkah-langkah meniadakan ketegangan 
sehingga integrasi politik tetap terjamin. 

Akan tetapi, lkadangkala suatu keputusan yang dibuat dan 
dilaksanakan pem�intah tidak mampu menyelesaikan konflik secara 
tuntaskarena sebagian pihak tetap tidak puas atas keputusan yang · 
dibuat pemerintah sehingga tuntutan dan konflik terus-. menerus 
dilanjutka·n a tau dimulai dari awal · lagi. Sementara itu, suatu 
keputusan . politik yang dibuat rum dilaksanakan pemerintah dalam 
selang waktu aerikutnya justru berhasil menimbulkan sejumlah 
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perubahan sosicµ, ekonomi, dan politik. Misalnya, lap!san bawah 
meningkat menjadi lapisan menengah. Perul:>ahan- p�bahan.ini pada 
g.llirannya menimbulkan harapan-harapan baru· dan tuntutan..; 
tuntutan baru sehingga muncul konflik-konflik baru dengan jenis, 
inten&tas dan lamanya yang berbeda .. �putusan. yang t� ini 
disebut umpan-balik (fee�ack). 

· " 

Cat;ltan 'Kaki 
1. Ralf Dahrendorf. 1969. "Conflict Groups, Group Conflicts, and Sqcial Change,11 dajam 
Peter dan Sonya Orleas, eds. Social Structure and Social Process: An Introductory Readers. 
Boston: llyn and.Bacon. Hhn. 437. 
2. Lewis Coser. 1956. The Function of Social Conflict. New.York: A Free Press Paperback. 
Him. 80. 
3. Nasikun. 1974. Sebuah Pendekatan untuk. Mempelajari Sistem Sosial Indonesia. 
Yogyiikarta: Fak:Ult.as .Sospol UGM. �· 30-31. · . 
4. Paul Conn. Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Stjence. '.New York: 
Harper & Row Publisher. Him. 3Q-31. 
5. Conn. Op. cil Him. 15-20. 

· 6. Balf Dabrendorf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, Cal.: 
Stanford UniveISity Press. Him. 210-223. 

· · · 

7. Bandingkari dengan Dabrendorf . . Op. cit Him •. 440-441. 
8. 'Majalih Berita Mingguan. 11 Agustus 1979. 'Tempo. 
9 • .  Dahrendorf. Op. cil mm. 225-226.. . 
10. Dahrendorf. Op. cil mm. 228-230'. . 
11. Eduard A. Ziegenhagen. 1986. '!be Begulation of Political Conflict New York: Praeger. 
12. "Zi�. lbid. Him . . &-13.. . 

. . . 

13. Eric A. Nordlinp. 1972. ConflicJ·Reguiation in Di\rided Societies. Center for Interna
tional Affails, Harvard University. Him. 21-33. 

· 14. eonn: Op. cit. min. 63-64. 
· · 

166 



BAB lO 
PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN 

10.1 Pengantar 

Seluruh kegiatan politik berlangsung dalam suatu "sistem". Sistem 
politik ini bukan suatu tern.pat yang jelas batas teritorialnya. Namun, 
sistein politik merupakan suatu konstruksi .analisis, yaitu suatu istilah 
yang digunakari untuk·memudahkan analisis atas berbagai hal yang 
kongkret. Politik dipanciang sebagai sistem karena politik merupakan 
interaksi antarunsur. Unsur yang satu dengan unsur yang lain saling 
·berkaitan. Seluruh interaksi da.Il. interdependensi dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan sistem, memelihara dirinya, serta menyesuaikan 
dirinya dengan perubahan yang sestlai dengan tuntutan zaman. 

Yang membedakan antara sistem politik dari sistem yang lain ialah 
pola-pola interaksi yang dalam sistem p<;>litik melibatkan kekuasaan 
dan kewenangan. Apa yang diputuskan melalui proses politik 
mempunyai kekuatan mengikat (otoritatif). Un8ur utama sistem politik 
ialah p emerintah yang diberikan kewenangan memonopoli 
penggunaan paksaan fisik sesuai dengan undang-undang. Walaupun 
demikian, selain faktor kekuasaan clan kewenangan. yang otoritatif, 
sistem politik memiliki batas yang bersifat analitjs dengan sistem sosial 
yang lairi.· · 

Sebelum tahun 1960-an yang dipelajari dalam ilmu politik terfokus 
pada kegiatm pemerintah. Namun,. sejak tahun 1960-an para . ahli 
melihat kegiatan politik juga ·berlangsung dalam masyarakat (di luar 
pemerintah), seperti partai politik, kelonipo� kepentingan, pers, dan 
golongan m9$Yarakat yang lain. Bahkan pemimpin pemerintahan 
berasal dari masyarakat melalui pemilihan umum.Kel:>ijakan unium 
yang dirumuskan merupakan hasil interaksi dengan berbagai 
0rgaiiisasi, kelo�pok, dan golongan dalam masyarakat. Itu s�babnya, 
mengapa politik dirumuskan sebagai interaksi antara pemerintah dan 
masyarakat. · 

1 0.2 Pemerintah 

Pemeriiltah (government) secara etimologis berasal dari ka� Yunani, 
kubernan atau nakhoda kapal. Artinya, menatap ke · depan. Lalu 
''memerinfah" berarti m�lihat ke depan, menentu;Ican berbagai 
kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuah masyarakat
negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa 
yang akap. datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan 
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untuk: menyongsong perkembangan. masyarakat, serta mengelol,a dan 
mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. 

Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkutl>embuatan 
dail. pelaksanaan keputusan politik dalcim rangka mencapai tujuan 
masyarakat-negara. · Sementara itu, istilah pemerintah · dan 
pemerintahan betbeda artmya. Pemerintahan menyangkut tugas dan 
kewenangan, sedangkan pemerintah . merupakan aparat yang 
menyelenggcn-akan tugas dan kewenangan negara. 

· Yang dimaksud dengan tugas ialah segala kegiatan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan. Maksudnya, setiap masyarakat- negara 

· memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 
· 
sifatnya s.tatis, 

sedangkan tugas sifatnya dinamis. Seseorang urituk melaksailakan 
tugas harus mempunyai ke:wenangan, yakni hak tintuk melakSaI).akan 
tugas. Tugas dan kewenapgan negara disebut fungsi negara. . 

Pengertian pemerintahan· dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu d3ri 
segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan darisegi tugas dan 

· kewenangan (fungsi).1 
• · · 

Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala 
kegiatan atau usaha yang terorga�isasikan, ·bersumber p ada 
kedaulatail dan berlandaskan pada d.asar negara, mengenai rakyat dan 
Wilayah negara itu demi tercapainya tujuan· negara. 

Segala kegiatan yang terorganis<l$ikan berarti kegiatan.. kegiatan . 
yang memenuhi syarat-syarat organisasi . .Artinya, kelompok manusia 
yang merilpunyai tujuan. bersama, yang dapat . dilakuka:r;i dengan 
bekerja sama. Lalu agar kerja sama itu berjalan dengan baik maka 
diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Pengertian 
l:)ersumber pada kedaulatan ialah bersumber pada pemegang 
kedaulatari dalam negara, misalnya rakyat yang memegang kedaulatan 
di Indonesia. Selanjutnya berlcindaskci.n pada dasar negara berarti 
semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negata, 
misalnya Pancasila dan UUD .1945 di Indonesia. :Mengenai rakyat 
berarti semua warga negara yang bersangkutan. Tentang wilayah 
berarti seluruh wilayah ·negara yang bersangkutan· yang mencakup 
darat, laut, dari udara sesuai deng� batas-bata:s yang diaktlj duriia 
internasional. Akhirnya, · tujuan negara berarti. kegiatan pemerintahan 
diarahkan unt� mencapai tujuan masyarakat- negara yang disepakati 
bersama, umpamanya Indonesia mempunyai einpat tujuan · negara 
sebagaimana diruniuskan dalam Pembljkaan UUD 1945. 

Ditinjau darl segi struktural fungsional, pemerintahan .berarti 
sep�ngkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan 
secara fungsional, :dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar 
tertentu demi tercapainya tujuan negara. · LalU: ditinjau dari aspek 
tugas dan kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh 
tugas · dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan di atas 
dapatlah disimpulkan pemerintahan merupakan segrua kegiatan yang 
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berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fun� negara). Yang 
melaksanakan tugas dan kewenangan negara ialah pemerintah. 

Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan 
yang berkenaan dengan fungsi negara ma�a perlu dikemukakan 
pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan 
dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, 
eksekutif, dan judikatif. Sedangkan pemerintahari dalam arti sempit 
meliputi fungsi ekSekutif saja. Demikian pula dengan pengertian 
pemerintah dalam arti luas yang berarti seluruh aparat yang 
melaksanakan fungsi-fungsi negara, sedangkan pemerintah dalam arti 
sempit menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan 
kabinetnya. 

10.2. 1 Kesatuan dan Republik 
Berkaitan derigan pengertian pemerintahan dan pemerintah maka 

relevan pula· dibahas tentang bentuk susunan negara dan bentuk 
negara. Bentuk susunan negara dibagi dua, yaitu kesatuan (unitaris) 
dan federasi (negar:a serikat). 

Sistem federasi merupakan penggabungan bewian-bagian menjaw 
satu tanpa mertlnggalkan atau menghapl;1Skan ciri khas m�sing-masing 
bagian. Dalam negara federasi terdapat sej�ah negara bagian yang 
sepakat bergabµng menjadi satu negara serikat dengan sejumlah rugas 
dan ' kewenangan tertentu. Negara-negara hagian l.tu menyerahkan 
sejumlah tugas dan kewenangan untuk diselenggarakan oleh suatu 
pemerintah federal, sedangkan t.irusan-urusan · lain tetap menjadi 
kewenangan negara bagian. 

Pada dasapiya dalam negara kesatuan ada satu negara dengan suatu 
pemerintah pusat yang memiliki seluruh tugas dan kewenangan 
negara. Apabila di dalam negara kesatuan terdapat sejUmlah 
pemerintah lokal yang otonom maka tugas dan keweruuigan untult 
men� rumah · tangga sendiri (otonoini) berasal dari pemerintah 
pusat. Jika di dalain negara federasi, pemerintah negara bagian bukan 
bawahan dan tidak bertanggung jawab pada pemerintah feder!tl maka 
dalam negara kesatuan pemerintah lokcµ tunduk dan bertanggung 
j�wab pada pemerintah pusat. 

Sementara itu, bentuk neg�a dibedakan menjadi republik dan 
kerajaan. Faktor utama yang m�bedakan. kedua bentuk negara ialah 
proses penetapan kepala negaranya. Apabila kepala negara ditetapkan 
berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk negara disebut 
monarki atau kerajaan. 

Sebutan bagi kep�la _negara kerajaan bervariasi, seperti ratu atau 
raja, kaisar, dan sultan. Penetapan kepala negara yang dilakukan 
dengan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat yang . berhak 
memilih maupun secara tidak langsung oleh para wakil rakyat yang 

. . 
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dipilih oleh rakyat yang berhak, memilih maka bentuk negara ini 
disebut republic. Sebutan,kepala negara ini (biasanya) ialah presiden. 

10.2.2 Kabinet Parlementer dan Presidensial , 

Be�ikut illi dijelaskan perbedaan sistem kabinet parlementer 
(pemerintahan parlementer) dengan sistem kabiliet presidensial 
(pemerintahan presidensial) dalam bentuk "tipe ideal" yang diwakili 
negara Inggris (parlementer) dan Amerika Serikat (presidensial). 
Negara-negara lain menempuh sistem 1aUi yang merupakari variasi clan 
niodifikasi · kedua sistem. Ada pun ciri-ciri dasar sistem kabinet 
parlementer seperti . berikut ini.2 

· 

Pertania, parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya 
· dipilih secara langsung. oleh warg(:l negara yang berhak memilih 

melalui pemilihan um�m. Kedua, anggota: dan pemimpin kabinet 
(perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi 
dan kewenangan. eksekutif. Sebagiali besar atau seluruh anggota 
kabinet biasanya juga menja·di anggota parlemen sehingga mereka 
memiliki fungsi ganda; yakni 1egislatif dan eksekutif. Hal ini berarti 
yang memerintah adalah partai yang memenangkan pemilihan umum 
atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang 
mencapai suara mayorltas. Ketiga,_ kabinet dapat bertahan sepanjail.g 
mendapat dukungan mayorltas dari parlemen. Halini berarti parlemen 
dapat menjatuhkan k;,tbinet manakala mayoritas p arlemen 
memberikan "mosi . tidak percaya" kepada· kabinet. Keempat, 
manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, 
perdana menteri dapat . membubarkan parlemen, 1alu menetapkan 
waktu penyelenggaraan pemilihan -unium untuk membentuk parlemen 
yang baru. Kelima, fi,mgsi kepala pemerintahan (perdana menteri) dan 
fllngsi · kepala negara (presiden, �ja) dilaksanakan oleh orang yang 
berlainan. . 

· 

Sistem kabinet parlementer mempunyai kelebihan dan kclemahan. 
Kelebihan sistem ini ialah Sl,latu permasalahan dapat ditangani secara 
tuntas melalui pembu�tan kebijakan umum (undang-undang) yang 
bersifat komprehensif karena kekuasaan l�gislatif dan eksekutif 
berada padia satu -partai. Keuntungan kedua, gatis tanggung jawab 
dalam penibuatan da,n pelaksanaan kebijakan umum ·sangat jelas 
sehingga dalam p emilihan u'.mum p ara p emilih dengan j elas 
mengetahui, siapa yang harus dicela atau dipuji dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Lalu kelemahan yang muncul dari 
sistem ini ialah apabila terdapat suatu kabinet yang cenderung 
mengendalikan parlemen. Mengapa demikian? 

Hal itu disebabkan dengan posisi p�ting yang dipegang petdana 
menteri dan anggota kabinet yang lain dalam partai, yang 
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memungkinkan mereka mempengaruhi isi kebijakan partai yang harus 
dilaksanakan dengan semua anggota partal di parlemen maupun di 
eksekntif, Selain itu, anggota parleme� yang menjadi anggota kabiiiet 
biasanya merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh di parlemen. 

Dengan demikian, karena posisi mereka dalam partai .dan penga.i;uh 
mereka di parlemen, kabinet akan dengan xnudali mendominasi 
parlemen. Hal lain yang menjadi chi pemerintahan parlementer ialah 
parlemen menjadi tempat kaderisasi .bagi jabatan.;.jabatan eksekutif. 
Pengalaman dalam membahas berbagai permasalahan dalam parlemen 
sesuai dengan bidang komisinya masing-masing merupakan bekal 
penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif yang lain. 

Dalam sistem kabinet presidensial, lembaga legislatif, dan eksekutif 
memiliki kedudukan yang independen, sedangkan pemegang 
kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah. Lembaga legislatif 
maupun eksekutif mempunyai kewenangan membuat_undang- undang, 
tetapi yang satU harus inendapatkan persetujuan dari ya.ng lain 
sehingga setiap undang-undang merupakan basil kesepakatan kedua 
pihak. 

. 

Seperti halnya . dalam sistem kabinet parlementet, ikatan partai 
dapat mendorong timbulnya kerja sama antara pemegang kewenangan 
legislatif dari eksekutif. Namun, ikatan partai lebih longgar ·pada 
kabinet presidensial karena masing-niasing pihak khususnya para 

- anggota badan legislatif sangat bergantung pada konstituennya. 
· Dengan _kata lain, dalam pemerintahan presidensial, ikatan partai 
sama pentingnya dengan hubungan baik . terhadap para pemilihnya. 

Beiikut ini diuraikan ciri-ciri pemerl.ntahan presi�ensial.3 Pertama, 
kepemimpinan dalam . rnelaksamikan kebijakan (administrasi) lebih 
jelas ·pada sistem presidensial, yakni di tangan presideil, daripada. 
-cialam kabinet parlementer, tetapi siapa yang .bertanggung jawab 
dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer 
dibandiJigkan dengan kabinet presidensiaL Kedua, kebijakan yang 
bersifat komprehensif jaraiig dapat dibuat karena legislatif dan 
eksekutif meinpunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak dapat 
mempunyai fungsi ganda),  ikatan partai yang 10-nggar, dan 
kemungkinan kedua l:;>adan ini didominasikan oleh partai yang 
berbeda. Ketiga; jabatan kepala pemerintahail dan kepala negara 
berada pada satu tangan. Keempat, �egislatif bukan tempat kaderisasi 
bagi jabatan.ojabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber 
termasuk legislatif . .  

Uraian berilrutnya berkaitan dengan fungsi presiden. Pada · sistem 
kabmet presidensial fungsi seorang presiden mencakup bidang yang 
luas. Pertama, sebagai kepala negara.'Ia melaksanakan fungsi simboiis · · 
dan seremonial mewakili bangsa-negara. Kedua, sebagai kepala 
eksekutif. Ia · memimpin kabinet dan.·birokrasi dalam melaksanakan 
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kebijakan umum. Ketiga, i;ebagai kepala legislatlf. Ia mengajukan 
rancangail undang-undang kepada badan perwakilan· rakyat, � 
berusaha meyakinkan ·para .wakil rakyat untuk menerima rancangan 
kebijakannya. Keempat, sebagai . panglima tertinggi angkatan 

· beJ:senjata. Kellma, sebagai pemi�pin dalam perumusan dan 
· . pelaksanaan kebijakan luar negeri. Keeriam, sebagai pemimpin partai. 

1 0.3 Fungsi - Fungsl Pemerintahan 

Fungsi-fungsi negara (pemerintahan) .dllakukan dengan beberapa 
struktur yang tidak tergastung satu sama lain. Selain itu; fungsi ini · 
dapat dilakukan d�gan satu struktur. Secara teoretis terdapat dua 
kemungkinan ·. pelaksanaan fungsi negara, yakni· "pemusatan . fungsi
fungsi neg�a" pada satu tangan atau struktur dan "pemencaran 
fungsi-fungsi �egara" ·  kepada. beberapa .  organ atau strtiktur 
pemerlntahan. . . 

· · 

Pemusatan fungsi-fungSi. negara pada satu struktur biasanya ditemui 
pada 'seprang diktator atau ketajaan absolut ketika seinua tugas dan 
kewenangan negara cllpegang dengan: satu tangan. Pemegangnya dapat 
saja menugaskan beberapa fungsinya secara· verlikal ke bawah, tetapi 
semua bagian di. bawahnya tundUk dan · .bertimggung jawab kepada 
organ yang satu� . 

· · · 

Pemencaran fungsi-f\lJlgsi negara · dapat ·berwujud "pembagian 
fungsi" dan dapat berupa "pemisahan fungsi". Pembagian fungsi 
. negara berarti pemencaran fungsi. negara pada berbagai struktur 
pemerintahan yang satu dan yang lain iliempunyai hubungan 

· sederajat, tidak sating meml;>awahkan, tetapi berhubungan secara 
fungsiona1 dalam .usaha bersam.a mencapai tujuan negaia. Lalu 
pemisahan fungsi negara berarti- pemencaran fungsi negara kepada 
beberapa struktur penierintahan yang satu sama · lain terpisah dan 
berdiri sendiri, tetapi yang satu melakukan kontrol terhadap yang lain 
sebagai pengimbang (check. and· balance) • .  

Di samping itu, pemericaran · fungsi riegR!'a dapat dilakuk� secara 
horisontal maupun secara vertikal. Kedtia bentuk pemencaran £ungsi 
negara di atas pada dasapiya merupakan. pemencaran secai'a 
horisontal, atau acap kali disebut pemencaran secara fungsional 
(pembagian kekuasaan}.4 

�alah satu struktur pemerintahan yang mendapatkan fungsi itu 
dalaril rangka pembagian maupun pemisahari mungkin 
mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada daerah 
tirigkat yang leb�h rendah. Hal ini �namakan pemencaran fungsi 
negara sec�ra vertikal, .atau disebut pemenca:ran seeara teritorial 
{pembagian kekuasaan secara teritorial).5 

Pemencaran fungsi negara· secara teritorial dibedakan menjadi tiga, 
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yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Dalam asas 
sentralisasi, pemerintah lokal yang mene.ririla tugas dan kewenangan 
negara merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh · 

. karena itu, bertanggung jawab penuh kepada pemerintah pusat. 
Apabila pemerintah lokal yang menerima .tugas· dan kewenangan 
negara itu, selain tetap tunduk dan bertanggung. jawab kepada 
p emerifi.tah pusat, teta:pi memillki sejumlah keleitiasaan d�lam 
pelaksanaan tugas dan kewenangan (sesuai dengan karakteristik 
daerah) maka: pemencaran fungsi ini disebut dekonsentrasi. Lalu yang 
dimaksud dengan de�entralisasi ialah pemencaran· fungsi negara 
kepada pemerintah loka:l yang berhak mengurus rumah tangga sendiri 
(otonomi) .  Pemerintah lokal yang memiliki otonomi ini 
m enyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tqgas dan 
kewenangan yang secara terinci diserahkan oleh pemerintah . pusat; 
tetapi ia tida:k bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Karena 
fungsi · itu berasal dari pemerintah pusat maka pemerintah pusat 
dengan alasan yang secara liukum dan p olitik dapat 
dipertanggungjawabkan dapat saja mencabut sebagian atau seluruh 
fungsi yang otonom ·tersebut. 

Dalam hal ·ini; orang biasanya berpaling kepada Montesquieu yang 
berka:itan dengan fungsi negara. Filosof berkebangsaan Prancis ini 
membagi tugas dan _kewenangan negara ke da1ain tiga ·jenis, yaitu 
legislatif, eksekutif, dan . jtidikatif. · 

· 

Ketiga istilah ini inengandung kelemahan karena mempunyai 
"pengertian struktur mapan yang tersp esialisasikah untuk 
mela:ksana:kannya, dan proses yang eksplisit untuk melaksanakannya. 
Sebaliknya, pada pelbagai masyarakat·fungsi itu tidak dilaksanakan 
oleh satu struktur, dan adakalanya prosedur pelak.sanaannya 
cenderung bersifat informal. 

Oleh karena .itu, lebih tepat digunakan pembagian fungsi yang 
dikemukakan oleh Almond. Ia membagi fungsi pemerintahan menjadi 
tiga, dengan menggunakan i�tilah peraturan, yaitu pembuatan 
peraturan (rule making), penerapan peraturan (ruling application), dan 
penghakiman peraturan (rule adjudication).8 

Peraturan berarti keputusan politik karena semua keputusan politik 
biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, seperti 
undang-undang, peraturan pemerin,ta:h, "keputusan ataupUri insttuksi 
presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan peraturan desa. 

Sebagaimaila dikemukakan oleh Almond, pembagian fungsi itu 
cenderung bersifat multifungsional. Artinya, satu · fungsi dapat 
dila�p�mi: ql�. _}e�iA ,datj satu struidur, seba:liknya satu- struktur 
dapat meialtsanakan lebili dari satu fungsi. . 

Berikut ini dijelaskan fungsi pembuatan peraturan yang 
diselenggarakan ·oleb badan-badan perwakilan rakyat, fungsi 
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penerapan ·peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah (kabihet) 
dan birokrasi, clan fuiigsi penghakiman (periegakk.an) peraturan yang 
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan. 

1 0.4 Perwakilan Rakyat . 

Pada b�b keenam juga digunakan konsep siste�, perwakilan 
kepentingan yang pengertiannya berbeda· dengan konsep perwakilan 
rakyat. Dalam sistem. perwakilan kepenti�gan, yang diwakili adalah 
kelompok masyarakat yang memiliki kepent,fugan yang · sama tanpa 
terikat pada batas-batas wilayaj.l administrasi politik, sedangkan yang 
· mewakili adalah k�mpok yang terorg�sasikan.. . 

Dalam perwakilan rakyat, yang cllwakili a<ialah sejtimfah ·warga, 
Iiegara yarig bertemp.at .tinggal di. sµatµ daerah atau distrik tertentu� 
Hal ini .  mencakup . berb�gai kepentl:qgan, sedangkan yang . mewa.ltili 
adalah s�orang atau lebih, w� raJcy�t yang bergal;mng ke dal� satU . 
ataµ lebih pC,\rtai, . .  politi�. 4pabila dalam sistem ·p_�rwakilan 
kepim:ting�:���rang .mewakilkan .kepenting�ya dengan menjadi 
anggota. aktif organisasi/kelompok kepentii:lgan ma�a dalam 
perw�an ra].{yat seorang warga negara me�altilkan dirinya sebagai 
yang berdaulat �epada soorang c�on waltiJ rakyat.  atal,J. ·partai politik 
yang dipercayainya:lllelalui pemllihan wn.Um. . . Tiada perwakil� rakyat 
tanpa pemilihan uin.um. · . . . . . . . 

Perta,nyaan yang perlu ·dijawa,b iikan, perkaitan dengan 
baga1maruikah ,hubungan aiifara yang diwakfil . clan yang . mewakili? 
Dari segi keterikatan antara wal9.l rakyat dan keinginan. rakyat yang · 
�wakill, konsep perwakfla.n dib�aka.n :nienjadi dua tipe. 7 

Pertama, perwakilan tipe delegasi . (mii,ndat), yang berpen� wakil 
rakyat merupakan corong kcln�nan raeyat, Ia harus inenyuarakan apa 
saja keing4lan .rakyat yang diwakili. Wq.kll rakyat s.angat terikat 
denga�.�eingipaq rakyat yang .diwakili. Ia sama sekali tidak memiliki 
kebel;>asan .untuk ·berbkara lain. daripada . apa . yang dikehendaki 
konstitu�nnya. Fungsi wakil_ .rakyat' menurut tipe perwakilan ini 
meiiyuarakan p endapat ,dan keinginan para p emilih,. dan 
memperjuangkan kepeniinga·n para pemilihnya.  Keingirian 
konstituennya c4pat diketahui meialufkontak langsung· yang secara 
perioQ.i.K dilakukan atau ,D.;i�lalui suiat-menyurat. Keingincin yan:g 
hCl!US diilruti wakil. raky�t· ialah sti� µiayorita.s kotistltuen. Apabila 
dalant sµatu pemlm.gUtan. suara (pengambilan keputlfSari), ia tidak 
sependapat dengan kE!inginan par(l pemilil�nya · maka ia hanya · 

mempunyai.dua pi¥hazi, yakni II1eilgllruti· kenginan para pei:nilili' atati. 
mengtindUrkan dir.L8 ' . . , . . I '; . . . " . . . . 

. . 

. . . • , 

Ke(lu?.,; ·P��kilan tipe �ee'.(llJ.'ie�}- .bE(J;'Pendtii�n · .wakil 
raky�� ��\}lh -����kan:P�n,ibap� (Yang · btµ"S�g�u� dan 
memiliki kem�puaii mempertimbangkan secara ba� (good ;udg-
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ment). Oleh karena itu, untult dapat melaksanakan hal ini wakil rakyat 
memerlukan kebebasan ciaiam be.rpi.kir dan bertindak. Selain itu, tipe 
perwakilan ini · berpandangan tugas wakil rakyat adalah 
memperjuangkan kepentingan nasional.8 

· 

Dengan demikian, manakala terdapat pertentangan antara 
keinginan lokal atau para pemilih dan kepentingan nasional maka ia 
haJ:-us· mernihak kepada· kepentingiln nasi()nal. ·Jadi, keinginan para 
pemilih tetap iklit dipertimbangkan· tetapi tidak mengikat Tipe 

· · perwakilan ini disebut trustee karena whldl rakyat dipercaya sebagai 
pemegang kekuasaan. Setelah mempercayakaii kekuasaan kepada 
wakilnya meialui pemilihan umuni, dan para pemilih tidak J.agi 
mempunyai·  kekuasaan sampai pada pemilihan berikutnya. Secara 
implisit terkandung penilaian bahwa wakil rakyat memiliki 
keniampuan politik yang lebih tinggi daripada para ·pemilihnya. 

· Dalmn kenyataan dapat dikatakan kedua tipe perwakilan ini jarang 
· diterapkan secara murni. Amerika Serikat yang dikenal sebagai 
penganut individualisme, dan anggota Kongres (Senat dan DPR). tidak 
selalu mengikuti begitu saja keinginan konstituell$inya. Para w3kil 
rakyat di Amerika Serikat biasanya sangat memperhatikan keinginan 
konstituennya pada dua hal, yakni menjelang pemmhan kembali, dan 
pada permasalahan yang secara langsung menyangkut kehidupan 
pemi1ihnya. Di lµar itu para wakil rakyat menggunakan·pertimbangan 
sendlri, apakah itu sesuai dengan kebijakan partai,. keinginan pemberi 
dana kampanye· pemilihan, a�upun demi kepentingan nasional? 
Demikian_pula para·wakil rakyat dalani tipe perivakilan.trustee tidak 
jarang jl,lStru sebagai corong partai atau merilperjuangkan kepentingan 
g0longan tertentu. 

Pandangan lain dari kedua . tipe ·perwakilan berkaj.tan dengan 
penman partai .politik. Pertama, p�gan yang mengatakan wakil 
rakyat melaksanakan fungsinya sesuai dengan program partai. Kedua, 
partai merupakan . penghubung antara kepentingan lokal dan 
�epentingaD. · nasional sehingga memilih partai tertentu berarti 
menduktmg program 'nasional yang diperjuangkan oleh partai politik. 
Dengan m� program partai,· wakil rakyat metaksanakan 
kepentingan nasional. Keiiga, apa yang diperjuangkail oleh suatu 
partai politik tidak selalu menyangkut kepentingan nasional. Oleh 

· karena itu, wakil rakyat sebagian terikat pada program partai 
sebagian lagi ditentukan -dengan pertimbangan �emi kepentingan 
nasional. Keempat, pandangan yang membedaltan perwakilan.rakyat 
dari_segi kepentingan siapa yang diperj�angkan oleh wakil -�at atau . .  

.. . Y�S. d!c;!�ukali ,ole� wakil rakyat, yakni kepentingan da,er�J)"· � - - .  ··"'·-· ·':.-'''. 
· • "(diStrlk)' 'atau-kep'entfugan nasional (bangsa- negara). · · • · · ; �  ' · · ·· 

Apabila suatu masyarakat lebih besar dari sekadar jaringan J:teluarga 
luas maka tujuan dan nilai-nilai akan dapat dicapai melalui peraturan 
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yang mengikat yang dikenakan �erhadap. seticip anggota ma51arakat. 
Makin besarjumlah penduduk, ma.kin luas wilayah negara, dd.n makin 
·majemuk suatu masyarakata baik· dari segi kultural maupun sosial
ekonomi maka makin kompleks pula fungsi pembuatan dan 
pe.�gakkan peratUran . . Sejak abad · keduapuluh; di ,mana-:-:rq�a di 
qunia ini masyarakat melibat pemerintah sebagai sum.her jatall keltiar. · 
atau permasalahan yang dihadapinya� 

Masyarakat yang sema]rin terpolitisasikan (semakin tinggi 
' pengetahuan politilmya dan semakiri luas minatnya terhadap politik) 
cenderung memandang pemerintah sebagai yang .bertanggung jawab 
atas pennasalahan yang dihadapi . manusia. Dalam inasyarakat ini1 
pemerintah (legislatif. dan eksekutif) berfungsi menanggapi berbagai 
tuntutan dari b erbagai golongan . masyarakat . .  Selanjutnya 
merumuskan suatu kebijakan umum (Uiidang-undang) yang �edikit 

. banyak sesuai dengan tuntutai?. masyarakat; Yang paling langsung 
berhubungan dengan berbagai tuntutan. masyarakat ialah para wakil 
rakyat ·yang duduk dalani lembaga legislatif (badan perwakilan 
rakyat). Walaupun eksekutif juga memiliki kewenangan mengajukan 
rancangan kepijakan umum, namun per8etujuan wakil-wakil rakyat 
mutlak . diperlukan. Tidak · ada undang-undang tanpa · melalui 
pemb$asan dan persetujuan badan perwakilan rakyat. 

· 

Adapun fungsi ·badan . p:erwakilan rakyat (legislatif) dapat 
dirumuskaii secara umlim serutgai berikut. Pertania, membuat undang
undang bersama-sama dengan pihak eksekutif. Baik badmi perwakilan 
rakyat maupUA piha� eksekutif' �pat I_nengusi.µkan rancangan 
undang- undang� tetapi tetap harus dibicarakan . dengan mitra 
kerjanya. Di Amerika Serikat; veto Presiden terhadap rancangan 
undang-uµdang yang disetujui Kongres. (S.enat dan DPa). _dapat 
dibatalkan Kongres apabila ·mayoritas anggota.  Kongres . nienyetujui 
(OVE!r rule). Kedua, meliyusun angg3:1"an penerimaan dan belanja 
negara. Ketiga, . men;g�:was! pelaksanaan . updang-undang dan 
penenmaan dan penggunaan angga.ran negara. Keexnpat; me�h, 
mei;iyetujui.  a tau mengusulkan s�ang a�tl ,lebih penjabat negara 
s�perti yang dikehendaki 01¢1 konstitusi a:tau undang-undang. · :. · 

Guna melaksanakan fungsi ini maka para anggota badan.perwakilan. 
rakyat memiliki sej�h hak, yakni hak prakarsa, hak·anggaran, hak 
interpelasi, hak angket, dan hak inengajukan pertanyaan. . 

10.4� 1 Sistem Pemi#han Umum 
" ' �  . 

Konsep yang berkaitan erat dengm badan perwakilan IifitY.at ialah 
berupa siStem peniilihan um.um. Hal ini disebabkan scilah satu fungsi 
sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedut' seseorang untiik 
dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi �pala 
pemerintahan. Oleh karena i� berikut ini diuraikan sistem pemilihan 
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�um. 
Setiap sistem pemilihan umum, yang b1asanya diatur dalam 

. peraturan perundang-undangan, setidak-tidaknya ·mengandung. tiga 
variabel pokok, yaitu penyuaraan (balloting), distrlk pemilihan (elec

. tOral district), dan formula pemilihan. 10 

Pertama� peny.uaraan. Artinya, tata cara yang harus diikuti peinilih 
yang ·berhak dalanr · memberikan suara. _Apakah pemilih 
diperkenankan memilih salah satu alternatif (categorical) atau pemilih 
dipe.i-kenankan mendistribusikan �ya l{ep;ida beberapa alternatif 
sesuai dengan peringkat yang dikehendaki (ordinal). Pilihan yang 
dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan, yakni memilih partai� 
memilih calon, atau keduanya (partai politik dengan dafta.r calonnya). 
Variabel penyilaraan ini terdapat di negara-negara ·yang meiiganut 

. sistem politik demokr.isi yang menjamin kemajemllkari (pluralism), 
sedangkan pemilihan umu·m· di negara-negara komunis tidak 
· mempunyai alternatif terhadap partai politik ataupun calon. Dalam 
sistem politik yang terakhir ini, pemilih dihadapkan pada seorang 
calon· dari satu partai sehingga pemilih �enentukan "ya" atau "tidak" 

· terhadap calon tunggal. 
Kedua, daerah. pemilihan (electorate district). Artinya, ketentuail 

yang.mengatur berapa jumlah kursi wakil r�at untUlc setiap daeiah · 

pemmhan. Apakah satu kursi per distrik (single member district) atau 
lebih dari satu kurst per daerah pernUiban. Dalam meneritukaii daerah. 
pemilihaii ini setidak-tidaknya dua faktor selalu dipertimbangkan, 
yakni ¢!ayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. 

Amefika.Serikat mempertimbangkan k�ua faktorltu� Setiap negara 
bagian �dak pedUli luas wilayah dan jumlah penduduknya mempunyai 
dua kursi untult Senat. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(House of Refresentatives) per negara bagian ditentuk� berdasarkan 
juinlah penduduk. Wal�upun "demikian, pemilihan anggota kedua 
badan ini ·dilakukan menurut prinsip satu kursi per diStrik. Namun, 
llias wilayah �k untuk Senat berbeda deng.µi luas distrik untult 
anggota DPR. . . . 

Menurut Undang-Un¢mg Pemi1ihan· Umum Nomor . 1  .Tahun 1985 
Indonesia menganut ketentuan banyak kursi per dae\Cih pemmhan. 
Da:lam Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan badan
badai:\ perWakilan rakyat sudah ditentukan. jumiah. anggata DPR/ 
D�RD I/DPRD Il per daerah pemilihan. Partai politlk peserta. 
pernUihan umum akan mendapat kUrsi sesuai, dEµigan jumlah sqara 
yang diperoleh di daerah pemilihan. Variabel yang kedua ini berkaitan 
erat d�gan varia1>el ketiga, yaitu varl,abel"fom:ml� pemiliban. ·, . , . .  

Ketiga, formula pemilihan. Artinya, rumus yang· digunakan mlttk· . · . .. .  · 

menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di 
suatu daerah .pemilihan. Formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, 



yalmi formula pluralitas, formiJa·ruayqritas, dan formula perwaldlan 
benmbang ·.(proportional refresentatjon). Apabila· menggunakan for
mtila pluralitas maka seseorang atau �suatu partai dapat dikatakan 
menang pada sua:tu daerah pemi1ihan manakala orang/partai tersebut 
berhasil memperoleh suara lebih banyak daripada calon-calon ,a�u · 

• partai-p� lain tidak peduli apakah bedanya satu su�a atau lebih . 
. Pemmhan anggota Kongres di Amerika Seri,kat menggunakan formula 
pluralitas. Apabila menggunakan formuhi. mayoritas maka seorang 
calon atau partai harus mencapai suara terbanyak dengan rumus: 50% 
+·1. Rumus ini berguna utituk �pat ditetapkan sebagai menienangkan 
satu kursi di satu daera.h perni1iha.n. Atau dalam bahasa yang lebih 
abstrak, kcµau mengguruOOµi formula mayori� seotang calon atau 
partai harus mencapai suatu jumlah 8uara yang·melebihi kombinasi 
jumlah suara yang . diperoleh calon�calon a tau partai lai11. ;Lalu 
menurut formula perwakilan berimb�g, setiap partai.. · politik akan 
·memperol� kursi sesuai derigan jumlah stiara yang diperoleh. Apabila 

. inengikuti formula yang terakhir ini, jumlah suara per kursi ditetapkan 
lebih dahulu (jumlah peinilih yang menggunakan lia�ya dibagi 
denga'l jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pelnilihan yang 
bersangkutan), untuk kemudiBll. kursi dibagi berdasarkan jumlah 
suara yang diperoleh oleh setfap partai peserta pemmhan umum. 

Ketiga variabel itu bersilat Saling berhubungan. Dari ketiga variabel 
ini, variabel ·ketiga yang terP,enting . karena kedua yariabel lainnya 

· atj.akalanya m�pakan konsekuensi logis dari yang p�ma. ltu 
sebabnya, setia,p sistem pemilihan umum ditandai dengan formula 
pemilihlm yang digunakari. Apabila formula pemilihan pluralitas yang 
digunakan niaka. sistem penyuaraan yang · digunakan cendetung 

· betsifat kategoris, dan daerah peinilihan yang digunakan biasanya 
. sis� distrik (satu kursi per distrik). . 
· · · Sebaliknya, apabila formula perwakilan berimbang yang digunakan 
niaka daerah' pemilihan yang digunakan cenderung banyak kursi per 
distrik, sedangkan sistem · penyuaraan yang digunakan dapat 
kedlianya. Dalam sistem pemilihaD.. yang menggunakan formula 
pluralitas, pemilih biasanya :memilih calon-calon dari berbagai partai 
_politik (seorang calon ·per· paliai). Lalu )rang .menggunakan formula 
perwakilari. berimbang, para pemilih yang Il!emilih partai politik. yang 
tel.ah menyustµl program d� calon-calonnya. Italia menggunakan cara 
yang terakhir ini. N a:tnun, .. pemilih diminta menuliskan nama caloD 

· yang djkehendaki dari · parlai poll Uk. y�ng dipilih. 
Sementara itu, sistem pemilihan um.um di �donesia menggunakan 

formula . perwakilan berimbang, tetapi pemilih memilih partai politik 
yang telah menyu8un/ program _dan daftar jn-utan calori. sehingga 
gemilih . p,ra�tis ,tidak memilih nama c;:alon _yang · dikehen.daki. 
K:eterangan di ata8.illerupakan pola umtlln., sebab dalaDi ·kenyataan 
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hampir SE?Illua negara memiliki kekhususan dalam sistem · pemilihan 
umum sesuai dengan ·karakteristik sistem politik ·yang bersangkutan. 

Karakteristik formula pluralitas ialah secara perhitungan j�h . 
. dapat dikatakan kura:ng adil (karena suara yang clikumpulkan calon

calon lain dapat saja melebihi perolelian suara · pemenangnya), tetapi 
secara praktis lebih:mudah dilaksanakan, cend,erung mematikan partai 
·kecil sehingga cenderung menciptakan sistem dua partai bersaingan: 
Partai yang secara. nasional' memperoleh miporitas suara dapat 

. ·memperoleh mayoritas kursi. di badan perviakilan rakyat atau 
seb�ya. Selain itU, cenderung menciptakan pemerintahan yang 
mayoritas.11 · 

Karena cenderung· menciptakan sistem dua partai bersaingan maka 
.alternatif yang muncul bagi para pelnilih menjadi · terbatas. Formula 
pluralitas dapat diterapkan dengan baik apabila memenuhi kondisi

. kondisi berikut ini. 
Pertama, distribusi. jumlah pemilih untult setiap di� (daenm 

pemilihan) relatif seimbang, dan penetapan batas wilayah distrik yang 
relatif adil. Kedua, tidak terdapat suatu golongan etnis, ras atau agama 
yang secara jumlah m�pakan mayoritas menguasai partai . politik 
tertentu. Apabila terdapat "mayoritas terkristalisasi" ini· maka 
komunilqiSi.. dan kompromi di antara partai politik cenderuilg tidak 
mungkiii terjadi karena partai yang mayoritas dari golongan tertentu 
censierung mei;naksalcan kehendaknya seperti yang terjadi di Afrika 

'-Selatan. Dengan kata lain1 masyarakat seeara kultmcli harus rela� 
homogen� K_etiga, bangsa'.'"negara yang bersangkutan memiµki 
seperangkat nilai tentang kebaikan .bersama · (public goo_d) sehingga 
peserta penillihan umum (partai politik) pada. dasarnya· tidak lagi 
memiliki perbedaan ideologi yang tajam, melainkan perbedaan dalam 
titik berat (program) saja seperti Amerika Serikat dan Inggris. 
Keempat, · para pemilih dan wakil rakyat memiliki htiblinga� yang 

. intim karena setiap wakil rakyat memiliki batas wilayah dan para 
pemilih yang jelas. Pemilih mengetahui dengan jelas kepada siapa ia 
haru,s menyampaikan tuntutan dan .dukungan, sedangkan wakil rakyat · 
juga mengetahui kepada siapa ia hams bertanggung jawab. 

Formula mayoritas biasanya diterapkan dengan liegara yang 
memp�yai banyak partai, dan · negara . yang mempunyai partai 
tunggal. Pemilihan umum dalam negara yang menganut sistem banyak 

• partai cenderung menghasilkan pemerintahan koalisi. Pemerintahan 
koalisi mi dianggap rapuh dan kurang menciptakan pemerintahan 
yang stabil. Oleh karena itli, formula mayoritas sengaja digunakan 

.. .  s�bagai sarana menghasilkan pemerintahail yang didultung }Xl;iyori.�, . 

sebingga $bil. 
Dalam undang-undang pemilihan umum ditetapkan suatli ketentuan 

bahwa seorang kandidat dari partai tertentu dapat ditetapkan sebagai 
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pemenang apabiia ia berhasil ID.engumpulkan jumlah sual'!l mayori� 
(mayoritas. sederhana · (50% + 1) atau niayoritas mutlak (75%). Dalam 
undang-undang itu · pula ditetapkan · ketentuan 1$ · apabila · dalam 
. peinllihan. umum pertama tidak tercapai suara mayoritas maka akan 
diadakan pemilihan umum kedua deilg.m, peserta yaµg lebih terbatas 
(biasanya dua besar) . 

. FormUla pemilihan yang diteraploµl P8:da pemilihan Uinum tabap 
. kedua ini b�asanya bukan lagi formUla mayoritas, melainkan pluralitas 
. sebingga kemungkinan besar · akaii terbentuk perilerihtahan yang sah. 

Prancis adalah satu dari sedikit negara yang menerapkan formula ini. 
Negara yang menerapkan bentuk partai tunggal totaliter (negara
negara komunis) cenderung mengguiiakan fortnUla mayoritas untuk 
menentukan pemenarig dalam pemilihan umtim yang bersifat meminta 
persetujuan massa altan calon tunggal yang ditawarkan partai 
komw;lis . .  Karena tidak ada al�tif pilihan yang ditawarkan kepada 
massa niaka formula · pluralitas dan perwakilan berunbang tidak 
mungkin diterapkan dalam negara totaliter seperti ini. · · 

Tujuan . utama . penetapan formula. perwakilan berimbang untuk 
meng�asilkan suatu badan perwakilan' rakyat yang merupakan replika 
kehendak rakyat pada waktu pemilihan lJPlum diselenggarakan. Fo�- · 

mula ini mencakup rilasyarakat pem.ilih yang lebih lua� karena para 
· . pemilih yang bu� huruf sekalipun, dapat dengan inudcih memberikan 

suaranya. Sistem pemilihan ini cendenmg menempatkan partai dalam 
· kedudubn berdaulat · sebab daiam pemilihan umum para pemilih 

inemilih partfil bukan mernilih calo.n. Di samping· itu, sistem inJ. 
memillltj. kelebihan lam yang tidak dimiliki fonilula pluralitas · dan 
niayoritas. Maksudnya, tidak ada suara yang terbuang atau suara yang 
teral;>aikan sebab �tiap partai mendapatkan kursi sejumlah suara 
·yang diperolehnya daliun pemilihan ·UJ:llum. Titik lemah sistem ini, 
yakni sukai' . mencapai pemerintahan y�g mayoritas� 

�alj_tetapi, · acap kali tetjadi pemerin�han koalisi lebih dari dari 
satu partai. Selain itu, setiap partai yang b�koalisi mempunyai· pro
gram (kepentingan) yang berbeda, bahkan bertentang� cl.an setiap 
partai meiniliki ·tokoh-tokoh "yang ·mgin mendapatkan kedudukan 
dalam pemerintahan. ·Atas dasar itu, konflik yang tajam. sering kali 
terjadi sehingga pemerin�n cenderung tidalc st;allil. Upaya untuk 
memperba� keleniahan ·ini, khususnya yang menempatkan parta! 
dalam kedudukan berdaulat, Thomas Hare memperkenalkan c� lain 
yang merupakan · modifikasi · dari sistem daftar yang selama ini 
diterapkan tetapi masih _tetap btµ"dasarkan · formula ·perwakilan· 
ber�bang. · · · 

' . , . .  . . . · . ... · · 

DalaJn pemilihan umUln, para pemillh dimi�ta menyuslln nomor 
urut calon:-'calon (nomor urut kesafu dianggap yang terbaik, demikian 
seterusnya) dari sejumlah nama calon .wakil rakyat yang ditawarkan 
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oleh partai-partai politik yang ada. Sistem Hare ini dari segi 
penyuaraan bersifat ordinal. Tujuan penerapan si� ini mengurangi · 

;pengaruh partai politik yang dominan �alam sistem daftar. Fungsi 
partai politikdalaln pemilihan uinum ialah memberikan pertimbangan 
kepada para penillih tentang calon-Calon yang sebaiknya dipilm dan 
diberi nomor urut keciV2 

Penclaahan yiUig<i�bib mendalam tentang sistem pemilihan umum . 
dapat dibaca, antara lain, buku yang disunting kedua ilmuwan politik 
berikut ini. Kesimpulan itu bahwa pluralitas dan · perwakilan 
berimbang merupakan dikotomi · yang kurang beralasan.13 Ada lima · 

alasan yang dikemukakan oleh mereka. Pertama, formula pluralitas 
hanya merupakan salah satu .J:>entuk sistem mayoritas (metode 
mayoritas relatif) sedangkan bentuk lain ·adalah sistem mayoritas 
penyuaraan ganda seperti yang diterapkan ·oleh Pran¢s. Dikotomi 
yang lebih fundamental dan relevan ialah sistem mayoiitas dengan 
sistem nonmayoritas. Kedua, sistem perwakilan· benmb�ng bukan 
suatu sistem pemilihan, · melainkan suatu kategori wnum yang di 
dalamnya terdapat berbagai sistem beSar. Dua subtipe perwakilan 

. berimbang yang terpenting ialah s�em daftar dan · sistem suara 
tunggal yang dapat didistribusikan (sistem Hare). Ketiga, klasifikasi 
dikotomi -lain yang rel� ialah mengontraskan dua metode dasar 
perwakilan benmbang dengan semua sistem lain, seperti pluralitas, 
mayoritas, daii sei¢ · perwakilan berimbang (seperti yang diterapkan 
Jepang). Klasifikasi ini mirip· den� ketip-variabel yang diguriakan 
dalam bab ini: Keempat, terdapat sejumlah variasi ·dan modifikasi di 
dalam dua metode besar perwakilan berimbang yang mempunyai 
pengaruh pada prinsip keberimbangan sisiem iiii. Kelima, dikotonrl 
pluralitas dengan perwakilan berimbang hanya berlaku u�tuk 
pemilihan anggota badan perwakilan rakyat (legislatif) atau badan 
yang anggotanya lebih dari satu o:i;ang. Naml,lli mituk jabatan yang 
diduduki oleh satu orang (eksekutif) kedua formula ini tidak relevan 
sama sekali. 

Pada dasarnya �da . tig� hal dalam ·tujuan pemilihan um�.u 
Pertam�, sebagai mekanisme untuk menyeleJ,tsi para pemimpin 
pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip 
demokrasi .yang memand·ang rakyai· yang berdaulat, tetapi 
pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi 
perwakilan). Oleh kai'�a itu, pemilihan mpum merupakan mekanisine 
penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada 
orang atau partar yang dipercayai. Untuk inenentukan alternatif 
kebijakan yang harus. ditempuh oleh pemerinta&-=bfasanya yang 
m�yangkut hal yang prfusipiil beberapa negara menyelehggatakan · 
pemnihan umum .sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. 
Biasanya rakyat yang memilih climinta untuk menyatakan "Setuju" 
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atau "tidak setuju" terbadap kebijakan yang clitawar� pemerintah. 
Pe'!11ilihazi um.um untuk menentukan kebijakan um.um yang fuiidamen- . 
ta1 ini disebut referendum. . . 

· Ke<iua, pemUihan um.um juga dapat dikatakan sebagai mekanisme 
memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada · badan-

. badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil.rilkyat yang · terpilih 
�tau melallli partai-partaiyang niemenangkan kursi sehingga integrasi 

.· masyarakat -tetap terjamin. Hal ini. didasarkan atas anggapan di dalain 
masyiirakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak banya berbeda, 
"tetapi juga kadang-kadang .malahan salirig b�taJ::igan, dan dalam. 
sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan · kepe:iltingan tidak 
diselesaikan.dengan keker8$an, m� melalui proses musyawarah 
(deliberation)� · . , 

Ketiga, pemilihan umum merupalam sarcm.a. memobilisasikan· �an/ 
ataumenggalang dukUngan rakyat terbadap negari dan· pemenntahan· 
dengan jalan ikut .serta dalam proses·politik. Hal yang ketiga· ini 

· 

tidak 
ha!).ya. berlaku . di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara
negara yang meri.g�ut . demokrasi liberal (negara-negara industri 
maju), kendati sifatnya berbeda. Mengapa negara-negara komunis 
menyelenggarakan pemilihan umum . yang ·. daiam keny ataa� 
. menawarkan calon tunggal dan memerlukan anggaran yang besar? 

Ja�ban yang leb� bera}as� barangkali berupa menyegarkan. 
antusiasme dan dukungan· rakyat terhadap r�mi. Seballknya, di 
pelbagai_ negara -berkembang, pemilihan mnum. cenderung digunakan 
sebagai alat meinbenarkan rezim yang berkuasa sehingga untuk iiu 
perlu · diadakan mobiµsasi dan kalau. perlu dengan intimidasi clan 
paksaan fisik terhadap rcik.yat Yang berhak memilih.15 

Dinegara-negara demokrasi liberal, pemilihan Uniuinjuga bertujuan 
meyakinkan clan �elibatkan·· individu anggota ma$yarakat dalam 
proses politik. Hal yang terakbir·ini berkaitan dengan gejala seinakin 
berkurang gairah da-n keterlibatan anggota masyarakat dalam 
pemilihan umum. 

10.5 Birokrasi · 
Fungsl penerap�n peraturan tidak ha�ya berarH�· pelaksanaan 
peraturan sebagai pedoman dan aturan b�erilaku, tetapi pertama
tama juga berarti pembuatan perincian dan pe<ioman pelaksanaan 
peratur.an, malahan. dalam banyak �al justr.u harus_ memberikan 
penafsi,ra:p atas peraturan tersebut (yan� .bias�y�- �t18�� secara 
umum oleh lembaga legislatif) sehingga mudaj:l dipab.azll;i ,dan ditaati 
oleh para warga negara. · 

. 

, I>engan ltata lain, 1ungsi penerapan per�tu.ran. tidak hanya meliputi 
pelaksanaan perat-q.ran sebagai aturan berperilaku, �etapi juga 
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mencakup pembuatan keputusan yang bersifat .penjabaran .. Struktur 
pemerintahan yang menyelenggarrucan fungsi ini ialah pemerintah 
( eksekutif). 

Yang dimaksud dengan pemerintah dalam negara yang menerapkan 
kabinet presidensial ialah presiden dan wakil presiden, para menteri 
dan birokrasL 0 Dalam sistem kabinet parlement�. yang dimaksud 
dengan· pemerintali ill.tab perdana menteri dan menteri- menteri dan 
birokrasi. 

. . 

Tugas .dan kewenangan kabinet (sistem p arlementer dan 
presiden&al) sudah dijelaSkan sehingga yang perlu dijelaskan secara 
ringkas ialah biroktasi. Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata 
"biro" (bureau) yang berartr kantor ataupun dinas, dan kata "krasi" 

. (cracy, krati.e) yang berarti pemerintahan. Dengan d�an, birokrasi 
berarti. dinas pemerintahan. Seeara tipologik (tipe ideal). Max Weber 
mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi seperti berikut.16 

Pertama, dalam organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan 
spesialisasi peranan yang jelas. Pembagian kerja yang jelas dan tennci 

· ini akan terbuka kesempatan untuk hanya merekr_ut para pegawai . 
yang ahli dalam bidangnya · dan memungkinkan masing-masing 
pegawai sebagai pihak yang bertanggung·jawab dalam pelaksanaan 
tugasnya. 

· 

Kedua; organisasi jabatan ini mengikuti prln:sip hlrarki. :Artinya, 
jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan 
jabatan yang lebili �ggi. Setiap penjabat dalam hirarki administrasi 
ini ·mempertanggungjawabkan kepada atasannya tidak saja setiap 
keputusan dan tindakan yang diambilnya sen<liri, tetapi juga . setiap 
keputusan dan tindakan yang diambil oleh bawahannya. Untuk dapat 
mempertanggungjawabkan tindakan bawahan, penjabat memiliki 
kewenangail unfuk:·memberntan pengarahan· kepada bawahan dan 
penjabat bawahan berkewajiban menaati penjabat atasan. 
. Ketiga, kegiataii'· organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan 
· sistem afuran abstrak yang korisisten · dan ·terdiri atas penerapan 
· aturan-atUran in'i rlt'e dalam k�kasus yang khlisus . . Sistem standar 
ini dirancang untuk menjamin keseragainan tidak hanya dalam 
pelaksana_an setiap tugas, terlepas dari berapa pun jumlah personil 
yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dalam koordihasi berbagai 
tugas. Aturan dan pengaturan yang eksplisit membatasi kewajibari 
masing;..masing anggota orgarusasi dan hubungan-hubungan di antara 
mereka. 

Keempat, setiap penjabat mela.ksanakan tugasnya dalam seinangat 
pan __ .h�bungan yang _ _  fo1'Ilal· dan impers()nal, yakni· tanpa ·p�asaan . 
benci1atau · sinipati, dan karena itu tanpa afeksi atau antusiasme. 
Perilaku diskriminatif dan ketidakefisienan hanya dapat dihllangkan 
apabila pertimbangan-pertimbangan pribadi iidak ·dilibatkan dalam 
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pelaksanaan tugas organisasi. Dalam hal ini, terdapat suatu. iaitik 
terhadap Weber, yaitu hubungan-huburigan informal yang 
berlangsung di .  antara anggotanya justru mendorong pelaksanaan 
kegiatan org�si formalP · . 

. Kelima, setiap pegawai dalam organisasi· ini direkrut menunit· . 
ptinsip kualUikasi tekajs (merit system), digaji, dan dipensiun menurut 
pangkat dan kemampuan1 dan dipromosikan menuru� asas kesenioran 
atau kemampuan, atau keduanya. Prinsip-prinsip ini akan mendorong 
pengembangan kesetiaan kepada organisasi dan. pengembangan 
semangat · korps di antara para anggotanya. Hal-hal ini akan 

. mendorong para pegawai untulc memajukan tujuan-tujuan organisasi . 
. Keenam, organisasi adm_inisttasi yang bertipe bil'.<>kratis dari segi 

· pandangan teknis murni cenderung _lebih manipu. mencapai tingkaf 
eflsien8i yang lebih ti�ggi. Oleh karena itu, birokrasi mengatasi 
masalah unik organisasL · Artinya, memaksimalkan koorclinasi dan 
pengendalian sehingga akan- tercapai tidak ban.ya efisiensi organisasi, 
tetapi juga ·efisiensi produktif setiap pegawai. 

· Seluruh karakteristik birokrasi itu akan menghasilk�n, suatu 
birokrasi yang tidak hanya superior dalam efektivitas, yaitu ska1a Y,lU}g 
besar, tetapi juga superior da1am ·efisiensi. 

Di samping fungsi birokrasi yang positif (efektif dan efisien} �perti 
disebutkan di. atas, Weber:juga J?lenyebutkan fungsi negatif dari 
birokrasi. Pertama, birokrasi cenderung· me�onopolLinformasi 
sehingga pihak luar tidak dapat mengetahui atas dasar apa keputusan 
itu cliambil. · KQnsep "rahasia jabatan" merup�a,n penemuan tinik 
birokrcisi, dan· tidak ada yang lebih clipertahankan secara fanatik oleh 
biroIFasi selain rahasia . .  jabatan t�sebut. Kedua," apabila sudah 
terlembaga; piroktasi merupakan sa1$ satu stru.ktur sosial yang paling 
sultar dihancur�. ·Menghapuskan · birokriisi :·merupakan pekerjaan 
yang sia-sia. Tidak mungkin meng�ola suatu bangsa-negara yang 
besar atau perusahaan swasta. -tanpa menggunakan spesialisasi dan 
keahlian yang clipunyai birokrasi. Pegawai dapat diganti tetapi seluruh 
pola administraSi yang konsisten dengan .model .bµ'okratis itu tidak 
�udah cliubah. Ketiga, biro� yang sudah mapan cendening bersifat 
mendua tei"hadap demokrasl. -Pada satu pihak, prinsip-prinsip 
persamaan di depan hukum. yang melandasi kegiatan birOkrasi (imper
sonal, sistem �- a tilran yang homogen) inendukung · pelaksanaan 
demokras�; pada pih�k .lain. bitokiasi. ce�d,,erung tidak tanggap 
terhadap · pendapat um.um. Bail{ fungsi positif · niaupun negatif dari 
birokrasi ·dapat dipahami: sebagai akibat dari prinsip-prinsip 
pengorganisasian 'Yang-dimaksudkan untuk ineneapai- koQrdinasi dan 

. pengendalian.11. . 
Pada dasamya birokrasi merupakan ap�t y�g melaksanakan. 

keputusin·yang dibliat" dan dijabarkan oleh pemetj.nta11- (kabinet) . 
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Vntuk itu, birokrasi berkewajiban memberikan informasi dan sumber 
manusia (kea,blian) kepada pemerintah selaku pembuat peraturan, 
sedangkan kepad� masyarakat · birokrasi tidak hanya memberikan 
pday�, tetapi · juga mengenakan (menegakkail) peratul'an sesuai 
dengan keweWmgan _yang ada · padanya. 

· _. · -

. 

Sehu}?l;Ul� 4�gan µIgas-�s piro� ini. dapat ditambahkan 
bahwa keJ:lya�n menunjQkkan birokrasi tidak hanya. melaksanakan 
kebijakan l1tnum, tetapl juga· birokrasi yang. pertama-tama 

· mengusullc'an kebljakan tersebut. Berbeda dengan Weber yang 
memandang b.ii-okrast sebagai netral dalam politik� dewasa .ini 
kenyataan menunj�an babwa birokrasi memilikj pengaruh politik 
dan tiridaka.D.nya ikut menentukan gerak-gerik pemerintcllian.19 

Selain itu, birokrasi #i.alahan ber�embcµig menjadi penguasa ketika 
pera�uran'diterapkan kepada masyarakat. Kedua hal yang <fueb:utkan 
terakhir inf merupakan gejala atau kat'akteristik sistem po:J.itik yang 
disebut birokratik polity atau birokratis- otorlter.�0 

· 

' . 

.. 10.6. Penghakiman Peraturan 

Fungsi penghakiman peraturan merupakan suatu per�an untuk 
menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut 
persoalan peraturan/pelanggaran peraturan dan peri�asan fakta-. 
fakta yang -perlu 1llltuk mendapatkan keputusan ;keadilan. Apabila 
iildividu warga negara yang berkedudukaii sebagai penjabat J;llaupun 

. Warga biasa ditudUh - melanggar peraturan · maka_ apabila . terdapat 
bukti:-bllkti yang kuaHndiviQ.u tersebut akan diajukan oleh' polisf dan 
kejaksaan kepada pengadfuin untuk diuji apakah yang beiSangkutan 
terbukti bersalah ata'u tidak. Kalau .dalaln pe.riifuiksa.an di depan 
pengadilan terbukti bersalah maka pihak terttiduh akan dijattihi 
sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatalll).ya� Perasaan 
kepastian htikµm, jaminan atas hak�hak asasi inclividu dan .perasaan 
rakyat bah� ke�dakadilan � dapat dipUlihkan dan dapat tercipta 
niahakala .badan peradilan mampu membuat kepu� yang seswu 
derigatl' asas moral yang hidup � masyarakat · -

Penghakiman peraturan pada dasarnya bertujuan '-menjam.1n 
kepastian hu)rum sehingga tercipta suasana tertiJ:> dalam masyarakat. 
Naµit.µt, fungsi . penghakiman peraturan ini pada perkembangannya 
juga menjadi fungsi pembuatan peraturan karena dua hal. Pertama, 
karena keputusan pengadilan atas siiatu kastis dapat digunakan oleh 
hakim lain sebagai dasar keputusan untuk kasus y�ng saina . 
(jw.isP,nid�) . .J<;edua, hakin,1 secara akUf melakukan interpretast.atas. _ 

. pera�petundang-undangan (konstitusi dan un<iang-undang)·yang .. -
ada (yang cenderung abstrak dan kabur) dalam menanggapi kasus
kasus hukum yang berkembang dalam masyarakat� · - -. ' · 
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vengan Kata lam, rungs1 pengnakllnan peraturan ciibeciakan menjadi 
fungsi konservatif clan progresif. Menjamin kepastian hukuni dengan 
llanya menerapkan peraturan yang ada atau menggunakan 
jurisprudensi merupakari. fungsi ·konservatif. Selain itu, menciptakan 
peraturan barn dengan mefakukah interpre�asi atas undang�undang 

, �¥ atau undang-undang yarig ada merupakan fungsi p:oogresif�· ·: · ,. 
· · Sejak tahun 1960-an para hakim.- agung di An;>.erika Serlkat seCar.a ' · 

aktif menciptakan peraturan baru dengan melakukan interpretasi atas 
konstitusi dan peraturan yang ada, seperti legalisasi· aborsi dengan 
·kondisi tertentu dan larangan bagi pemermtah yang ·memberikan 
bantuan kepada lembaga-lembaga agama. Di Indonesia, badau 
peradilan cenderung _konservatif karena hanya melaksanakan fung& · 
pertama dan jarang melakukan fungsi yang kedua. . · 

· Fungsi. penghakiman peraturan ini dilakukan oleh suatu sistem 
pera<filan yang terdiri atas peradilail tingkat p�a, peradilan band
ing dan peradilan ka:sasi·yarig terl�tak pada mahkamah agung seoagai 
puncak badan peradilan. Kewen.angan badan peradilan diteniukim 
dalam undang-undang dasar atau unciang-undang negara .t�ebut . .  
. Di Amerika Serikat, mahkamah agung berw�g menguj'i undang

und�mg yang dibuat pleh presiden . da11 kongres dengan jalan 
melakukan interpretasi .atas konstitusi. Sebaliknya di lndqnesia, 
Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-

. undang; mulai c;\ari . .  peraturan .pemerintah ke bawah. Suatu sistem· 
peradilan, yang bebas "dan merdeka dari campur tangan lemb�ga 
eksekutif dan badan perwakilan · .rakyat inetupakan kondisi bagi 
·terwujudnya suptu pengadilan yang nienjamin kepastian hukum, dan · 

membantu tercapainya tujuan masyarakat-negara pada umumnya . . · 
Di_ samping padan-badaii perwakilan tersebut, pemerintah 

mempunyai ft.tngsi dalam penegaltkan peraturan ini. Hal ini. terblllrti 
presiden sebagai kepala negaratidak hanya memiliki hak prerogatif, 
seperti memherikan graSi, abolisi,_amnesti, dan rehabilitasi, tetapi juga 
aparat kepolisia� dan kejaksaaillah sebagai apatcitur pemerintah yang 
membawa kasus pelanggaran hukum ke pengadilan. Di Indonesia, 
secara adriiinistratif para hakim. malahan dikelola. oleh Departemen 
Kehakiman, sedangkan secara �gsiona). dikelola oleh Mahkamah 
Agung. 

. -
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BAB ll 
KEPUTUSAN POLITIK DAN 

KEBIJAKAN UMUM .  

1 1 .1 Pengantar 

Proses "penyelesaian" konflik melalui sistem politik dluraikan pada 
bab sebelumnya. Lalu salah satu tahap proses penyelesaian konflik 
politik ini berupa pembuatan keputusan politik. Yang menjadi 
pertanyaan, yaitu: . 

. L APakah yang dimaksuclkan dengan keputusan politik? 
2. Apa bedanya dengan kebijakan umum, apa: saja yang menjadi isi 

kebijakan umum (publk policy)? 
3. Apakah unsur-unsur yang ·harus clipertimbangkan dalam 

p�buatan keputusan? · · 

4. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi eorak dan arah 
kebijakan umum? 

5. Apa sajakah tahap yang harus ditempuh � proses pembuatan 
keputusan politik? . 

· · 

6. Apa saja yang menjaqi bentuk dan tipe keputusan politik? . 
7. Siapakah yang membuat keputusan politik dan bagaimana cara 

mengetahui siapa yang membuat keputusan· politik? 
Jawaban atas tujuh pertany;µm itu diuraikan pada bab ini. 
Namun, sebelum menjawa� pertariyaan ini akc;in dijelaskan perihal 

- pengambilan keputusan. · · 

Setiap hari ataupun setiap menit manusia inengambil keputusan. 
·Hal ini disebabkan sejak kecii hingga meninggcilkan dunia yang fana 
mani.tsia selalu dihadapkan pada berbagai kemungkiruin pilihan untuk 
�enjalankan kehidupannya, baik kehidupan dan pekerjaan sehari-hari 
maupun dalam kehidupan berinasyaraka t dan bernegara . 
Kemungkinan-kemungkinan pilihan itu harus dilakukan, babkan 
memilih unfuk tidak b�dak apapun sesungguh.nya juga merupakan 
keputusan . .  Namun, sejUinlah orang mengalam.i kesukaran _ dalam 
memilih alternatif dan sejumlah orang lain · fobih mudah dalam 
memilih alternatif. Semua ini tergantung tidak saja. kepada p�buat 
keputusan, seperti tingkat kedewasaan, keterampilan dan 
p engetahuan, tujuan yang hendak 'dicapai dan kemamp�an 
memperkirakan risiko, tetapi juga jenis permasalahan yang 
diputuskan, lingkungan sosial, dan tersedianya informasi yang 
mem.a� mengenai objek keputusan teisebut. 

Sem.akin dewasa s�rang semakin berat pula pilihan-pilihan yang 
<Uhadapinya sebab . pada tahap ini dia akan memilih berbagai · 
kemungkinan mengenai baik tidaknya sliatu perbuatan, relevan 
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tidaknya suatu hal, clan kadangkala dia dihadapkan pacia pilihan yang 
sangat p� seperti memilih.yang terbaik dari berbagai pilihan yang 
semuanya memiliki akibat buruk. 

Membuat keputusan, berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai 
alternatif yang ada, sedangkan alternatif-. alternatif itu tidak selalu 
semua mengandung akibat-akibat yang positif. Dalam menentukan 
apakah suatu altematif �bagai terbaik daripada alternatif lain harus 
ada patokannya. Yang dapat menjadi patokan dalam pengambilan 
keputusan politik, misalnya idecilogi dan. konstitusi, undang-undang, 
tersedia anggaran dan sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi, 
etika dan moral yang hidup dalam masyarakat, dan agama. 

Alternatif keputusan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 
program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat
negara (kebijakan ·umum), dan orang-orang yang akan 
menyelenggarakan kebijakan umum (penjabat pemerintah). Dengan 
demikian, kebijakan umm:n merupakan bagian dari keputusan politik. 

Sementara itu, keputusan tidak selalu menyangkut politik sebab 
sebagaimana dikemukakan keputusan dapat menyangkut diri sendiri, 
.kelu ... rga, kelompok atal!- golongan, pembangunan ekonomi, 
pengemb�mgan pendidikan a tau pengembangan sumber daya manusia .. 
Y:ang menjadi pertanya_an, bagaimanakah keputusan yang dapat 
dikategorikan sebagai keputusan politik? 

Pada bah "Pendahuluan" dikemukakan ciri khas politik ialah 
keputusan yang keluar dari proses politik bersifat mengikat (oforitatif). 
�an dimaksudk�n untuk kebaikan bersama masyarakat umum. 

Dengan demikian, keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, 
menyangkut, dan mempengarU.hi masyarakat umum. Hal-hal yang 
menyangkut atau mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus 

dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh 
karena itu, keputusan- politik dapat pula dipahami sebagai pilihan 
yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang 
menjadi kewenangan pemerintah. 

Bidang-bidang ·kehidupan masyarakat yang menjadi kewenangan 
pemerintah biasanya ditentukan secara umum dalam konstitusi atau 
dalam undang-undang negara tersebut. Bidang-bidang kehidupan 
masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah nasional di 
Amerika Serikat berbeda dengan bidang-bidang kehidupan 
masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah nasional di Indo
nesia karena kedua negara ini memiliki sistem politik (sistem 
pemerintahan) dan sistem ekonomi yang berbeda. Olahraga, keluarga 
berencana, pers di Amerika bukan menjadi· urusan dan tanggung 
jawab peµierintah melainkan urusan pribadi dan tanggung jawab 
swasta. Kalau di Indonesia, semua urusan yang disebutkan itu justru 
menjadi tanggung jawab pemerintah. Sdn1 1iknya, dalam negara 
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totaliter semua bidang kehidupan masyarakat menjadi urusan 
pemerintah. 

· 

Di samping itu, urusan yang menjadi lingkup kewenangan 
pemerintah nasional dapat berbeda dengan urusan yang_ menjadi 
lingkup kewenangan pemerintah lokal a tau pemerintah peringkat yang 
lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan perihal p�bagian tugas dan 
kewenangan negara (bab kesepuluh). Pembagian tugas dan 
kewenangan ini ditentukan dengan sistem pemerintahan yang dianut 
negara tersebut. 

· · 

Apabila negara ini menganut sistem sentrali$asi tnak:a semua urusan 
yang ditetapkan dalam konstitusi sebagai urusan negara akan menjadi 
urusan pemerintah pusa�. Namun, apabila pemerintah lokaJ diberl 
kewenangan untuk mengurus rumah _tangga sendiri (dengan urus3n 
dan sumber keuangan sendiri) sesuai deiigan karakteristik daerahnya 
maka negara itu menerapkan sistem desentralisasi. Namun, apabila 
urusan itu sesungguhnya nienjadi lingkup kewenangan pemerintah 
pusat namun penyelenggaraannya diserahkan .kepada pemerintah 
lokal maka negara itu menerapkan sistem dekonsentrasi. Jadi, 
pembuatan keputusan dapat berlangsung di peringkat pusat, daerah 
atau tingkat yapg lebih rendah. 

1 1 .2 Unsur - Unsur Pembuat Kebijakan 

Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuat keputusan, 
yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan 
pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan, dan 
informasi.1 

Yang membuat keputusan dapat satu orang, dua atau lebih, babkan 
jutaan orang. Pemilihan . um.um merupakan proses· pengambilan 
keputusan secara massal, walaupµn setiap pilihan bersifat individual 
_yang melibatk� berjuta-juta warga negara yang berhak memllih yang 
bertindak seb�gai pengambil keputusan tentang siapa saja yang akan 
menjadi .wakil rakyat atau kepala· pemerinb:han. Presiden dapat 
mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan penasihatnya, 

. sedangkan wakil rakyat atau pimpinan panai politik biasanya 
membuaf keputusan secara kolektif. Makin banyak orang y�g ikut 
serta daiam mengambil keputusan maka semakin besar "·ongkos" yang 
harus ditanggung. 

Yang dimaksud dengan· peraturan pembuat keputusan ialah 
ketentuan yang mengatur jumlah orang atau persentase -orang yang 
harus memberikan persetujuan terhadap suatu alternatif keputusan 
agar dapat diterima dan disahkan sebagai �eputusan. Peraturan ini · 

hanya · diperlulcan bagi proses pengambifan keputusan yang 
melibatkan banyak orang, baik secara kolektif maupun massal. 
Peraturan atau formula pengambilan keputusan ini biasanya 
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dirumuskan dalam konstitusi ataupun · undang-undang bagi negara, 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi politik dan 
kemasyarakatan. 

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi dua,· yaitu 
muf8kat . (semua orang harus· m�berilam- pe.i:setujuan) dan suara 
terbanyak. Yang terakhir ini dapat dibagi tiga� y3itu dua-pertiga dari 
orang yang berhak' mengambil keputusant f�ula mayoritas (50% + 
1), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak). 

Informasi yang sangat diperlukan dalam. pembuatan · keputusan 
berdasai-kan asumsi bahwa dalam proses pembuatan keputusan terjadi 
diskusi, perdebatan, tawar-menawar, dan kompromi maka informasi 
yang akurat dan dalam jumlah yang memadai akan mempeng;uuhi isi 
keputUsan yang diambil. 

Strategi yang. akan ditempuh dalam proses pembuatan keputusan 
akan sangat.bergantung pada kt¥erigkapan dan keakuratan informasi 
yang tersedia. Ketepatan pengambilan keputusan, dalam arti mencapai 
sasaran yang hendak ditUju, juga sangat bergantung pada lengkap 
tidaknya dan akurat: tidaknya · informasi yang tersedia pada pembuat 
keputusan. Fakta, data, teori, dan kecenderungan.:: kecendenmgan 
dalam masyarakat merupakan beberapa contoh wujud informasi 
tersebut. Guna mendapatkan informasi yang· lengkap dan akurat ini 
tentu mem�lukan usaha-usaha perielitian dan 'pengkajian, sedangkan 
untuk menga�a�an penelitian dan pengkajian jelas memerlukan 
tenaga· ahli dan dana yang ·mema�ai. Jadi, untuk mendapatkan 
inforniasi yang lengkap dan akurat ptm memerlukcin ongkos yang 
besar. . 

· 

1.1 .3 Isl Kebijakan Umum 

Dalam bab "Pendahuluan" dikemukakan pada dasamya isi kebijakan 
umum dibedakan menjadi tiga, yaitu ekstraktif, alokasi, dan distribusi, 
dan regulatif. · ISi kebijakan umum agar dapat di� secara lebih 
mendalam maka berikut· ini · dikemukakan tipologi lain seperti yang 
disusun oleh Theodore Lo.wi. Kalan ketiga ,tipe kebijakan di atas · 
dikategorisasikan atas dasar pemanfaatan dan beban yang dikenakan 
kepada individu anggota masyarakat, Lowi mengategorisasikan · 

kebijakan um.um menjadi empat tipe berdasarkan dua kriteria, yai� 
dikenakan tidaknya suatu paksaan s�ara langsung (immediate coer
cion) dan langsung tidaknya kebijakan diterapkan kepada individu. 2 

Kedua kriterla ini dikemulmkan dengan asumsi bahwa pemahaman 
a)tan kekuasaan paksaan (coercive force) dari pemerintah dan 
bagaimana kekuasaan diterapkan merupakan kondisi utama bagi 
pemahaman pembentukan dan pelaksanaa�, kebijakan umum. 
Sebagaimana dikemukakan di a tas, .ciri khas kebijakan unium 
(keputusan politik pada umumnya) . sebagai produk tindakan 
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pemeriri� i_alah sifatnya yang mengikat da1ain · arti p�annya 
ditegakkan dengan kewenangan memaksakan secara fisik yang 
.dimonopoli oleh pemerintah. Keempat tipe kebijakan umtµn itu. ia1ab 
regulatif, redistributif, distributif, dan konstituen.3 

Pertama, kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan mengandung 
paksaan dan akan · diterapkan secara langsung terhadap individu. 
aiasanya kebijakan i-egulatif dibuat untulc mencegclh agar individu 
tidak melakukan suatu tindakan yang . tak diperbolehkan, seperti 
undang-undang hukµm pidana, undang-undang antimonopoli dan 
koinpetisi yarig tak sehat, clan . berbagai ketentUan yang menyangkut 
keselamatan umum. Da1am hal·ini, pengawasan obat dan makanari, 
serta pengawasan keselamatan kerja. Selain itu, kebijakan regulatif 
dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan 
hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk 
p� dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut �jat hidup 
orang banyak (publi.c goods). . 

Kedua, kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan 
secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui 
lingkwlgan. Pengenaan pajak secara progrem kepada sejumlah orang 
yang termasuk kategori wajib pajak untuk membenkan manfaat 
kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan 
inti kebijakan redistributif . . Hasil penerapan undang-Uildang pajak 
pendapatan, pajak kekayaail, pajak bumi dan. banguruln, pajak atas 
keuntungan dan bunga tabungan, . dan iuran listrik, yang digunakan 
untuk inembiayai pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, 
jembatan, sekolah, dan rumah sakii merupakan contoh kebijakan 
redistributif. Retribusi sepel'ti tiket parkir bukan kebijakan 
redistributlf ltarena ia dikenakan seeara sama kepada setiap .orang 
yang inenggunakan fasilitas ·umum. 

Ketiga, kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan 
secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat 
j�uh), tetapi kebijakan itu diterap�an secara langsung terh'adap 
individu. Individu dapat menarik manfaat dari ke}?ijakan itu, 
walaupun iidak dikenakan paksaan kepada individu .untuk 
menggunakannya . .  Dalaln pengertian yang leb� kongkret, kebijakan 
distributlf berarti penggunaan anggaran belanja · negara atau _daerah 
untuk memberikan manfacit secara langsung kepada individu, seperti 
peildidikan dasar yang beba8 biaya, subsidi kepada sekolah lanjutan 
dan. perguruan tinggi negeri, subsidi energi pahan bakar minyak, 
subsidi sarana produksi pertanian, pelayanan kesehatan, fasilitas jalan 
raya� dap pemberian hak paten kepada individu yang berhasil 
menemukan sesuatu yang baru. 

Keempat, kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan 
pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan 
itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Walaupun tipe keempat 
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iili, merupakan konsekuensi logis dad ketiga . tipe sebelllmnya, 
sebenarnya tipe ini merupa!tan kategori sisa (residual category) ·yang 
mencakup tipe-tipe lain yang tidak dapat clln?.asukan ke dalaln_ketiga. 
tipe seb�umnya.Kebijakan. konstituen mencakup dua lingkup bidang 
garapan, · yaitu urusan keamanan ·nasional dan luar negeri, dan 
berbagai dinas pelayanan administrasi. Yang pertama mencakup 
pertahan�n dan k�amanan, badan, intelijen, .ketertiban um�, 
diplomasi, dan penerangan luar negeii <iari kementerian luar negeri. 
Yang kedua lebih bersifat pelayanan kepada pemerintah daripada 
kepada bangsa, · seperti fombaga administrasi negara, b adan 
administrasi kepegawaian negara, percetalqm. negara, biro statistik, 
pengkajian clan penerapan tekno_log:i, dan pemetaan · nasional. 

· 

· 11 .. 4 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan 

Secar� umum terdapat empat faktor ·yang mempengaruhi proses 
kebijakan, yaitu lingkungan, ·persepsi pembuat kebijakan meng�ai 
lingkungan, aktivitas pemetintah 'p�al · kebijakan dan aktivitas 
masyarak:at perihal .kebijaj{an.4 · Keempat faktor ini beserta subfaktor 
yang ·diuraikan 'di bawah ini salirig m�pengaruhi. 

Yang men]adi pertanyaan, apakah fakto:r (siibfaktor) yang lebih 
dahulu mempehgaruhi faktor · (subfaktor apa) dan dalam kasus 
kebijakan apa? 

· · 

· Pengertian lingkungan dikelompokan ke dalam tiga· kategori. 
Pertama, lingkUngat1umum di luarpefuetintahandal� arti pola- pola 
yang melibatkan fak:tor sosial; ekonomi,' politik, sistein kepercayaan, 
dan riilai-nilai," seperti pola :penganggUran,· pola- pola partisipasi 
politik, rum urbanisasi. Kedua� lirigkungan di dalam pemerintah da1am 
arti sti-uktural, seperti karakteristik bitokratis, dan personil·berbagai 
departemei:i dan karakteristik berbagai komisi, dan para anggota 
dalam · badan perwakilari. rakyat maupun dalam arti ¥roses, seperti 
karak:tenstik proses pembuatan keputusan· di berbagai departemen 
dan badan · perwakilan· rakyat. ·Ketiga, linglcl.lngan khusus dari 
kebijakan tert�tu. Suatu kebijakan akan. dipeligaruhi ·oleh kebijakan 
yang dibuat sebelumnya. . 

. 

Ketiga jenis, lingkUhgan ini secara sendiri atau bersania-sama 
kemungkinan akari memp�garuhi proses dan isi kebijakan. Selain itu, 
persepsi pembuat kebijakan yang akurat maupun yang tidak akurat 
atas lingkungan-lingkungan itu� terinasuk atas berbagai peristiwa dan 
kecendeiilngan yang . terjadi di dalam pemerintahan: mauptm' di luar 
pemerintah, juga ikut mempengaruhi kebijakan yang akan · dibuat 
karena elit a.lean bertindak atas p�epsi sendiri. . . 

AktivjtaS .J>'emerinta:h y�g menyangkUt kebijakan .bersifat sallilg 
mempengaruhi dengan. aktivitas masya:rakat.  Sebagaimana 
dikemukaitan· dalam bab · "Pendahuluan.", pemerintah . berinteraksi 
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dengan masyarakat dalam konteks lingkungan tertentu untulc 
menyusun kebijakan umum. Apa yang dilakukan pemerintah dalaln 
bidang perkoperasian turut ditentukan oleh apa . yang. dilakukan 
masyarakat dalam bidang koperasi, demikian pu�a sebaliknya. 
Aktivitas pemerintah dalam bidang perbankan akan mempengaruhi 
aktivitas ._ masy

.
arakat dalam bid�ng· tersebut; demikian pula 

sebaliknya. 
· 

Akti_vitas pemerintah yang ll'.lenyangkut kebijakan meliputi dua hal. 
·'Pertama, sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu 
0rumusan �ebijakan (pernyataan mengenai tuj� yang hendak.dicapai) 
-yang inenyangkut intern pemerintahan maupun yang menyangkut 
masyarakat umum . . Kedua, pelaksanaaii kebijakan yang mencakup 
upaya-upay� penyediaan sumberdaya bagi pelaks8naan kebijakan, 
membuat peraturan, dan petunf uk pelaksanaan, menyust.in. rencana 
detail kegia tan, pengorgarusasian pelaksanaan, dan memberikan 
pelayanan dan kemanfaatan. . · 

Di samping itu, . aktivitas inasyarakat yang _berkaitan dengan 
kebijakan juga mencakup dua hal. Pertama, pemanfaatan kebijakan 
oleh masyarakat dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijakan dan . siapa saja yang memetik m�a� dari kebijakan. 
Kedua, hasil program a tau kebijakan dalam arti apa dampak 
kebijaksanan terhadap · masyarakat dan inengapa berdampak 
demikian. 

· 

Betbeda dengan keempat faktor yang berfokus pada · proses 
kebijakan mak� berikut ini clikemukakan · sejumlah faktot yang 
'diperkirakan akan mempengaruhi corak dan arah keputusan 
(kebijakan umum). ·Faktor:..faktor yang dimaksud ialah ideologi dan 
konstitusi, latar belakang pribadi pembuM keputusan, informasi yang 
tersedia, golongan pendukung pembuat keputUsan dan keputusan yang 
telah, aaa:5 . . 

Ideologi nasional biasanya memberi arah mengenai masyarakat- · 
negru.-a macam apa yang hendak dituju, sedangkan bidang-bidang apa 
saja yang akan ditangani oleh negara (pemeriiitah), lembaga apa saja 
yang akan ·menyelenggarakan dan bagaimana nienyeleiiggarakannya 
biasanya cliatur dalam konstitusi. Oleh karena . itu, ideolOgi dan 
konstitusi tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung 
akan turut mempengaruhi corak dan arah suatu keputusan yang 
diambil. Pancasila dan UUD _ 1945 akan selalu mendasari dan 
mewarnai keputusan politik yang dibuat oleh para pembuat keputusan 
di Indonesia, 
· Latar belakang pribadi pembuat keputusan, seperti asal su.ku, 

agama, p�mbawaan, kecenderungan dan keinginan pribadi� hatapan 
dan kekhawatiran, pengalaman masa lalu termasuk pengalaman 
traumatis, pengalaman b erorganisasi dan tingkat pendidikan 
diperkirakan mempengaruhi corak dan arah suatu keputusan · yang 
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diambil Sebagai ilustrasi dikem� con�h berikut. 
Seorarig pembuat keputti.san'Yan.g betsukti Jawa darl.Yogyakarta 

beragania Islam "abangan", anggdta l\BRlAngkatan '45 yang b� 
pengalaman dalam m�pin revolusi kemerdekaan, berasal dari 
kelµarga. priaYi dan pamongpraja, lulusan sekolah lanjutan tingkat 
pertama akan memUiki kecenderungan membuat keputusan yang lain 
corak dan 'arahnya dibandingkan derigan seorang pembuat keputusan 
yang bersuku Madura, beragama Islam "santrl"� berpendiQ.ikan 
pesantren, berasal · dari lceluarga pedagang, dan pernah menjadi 
anggota salah satu lasjkar yang terlibat dalam revolusi kemerdekaan. 
Perbedaan ·corak dan· arah keputusan itu Ii:lungkin terletak pada 
.bentuk dan sifatnya, yaitu ·yang satu mungkin berdampak yang 
ditimbuJ.kam;lya· bersifat menyeluruh, sedang:kan yang lain mungkin 
inenyentuh pinggir-pinggirnya saja. . 

· 
Pengan;ibilan keputusan yang menyangkut kebijakan umum maupun 

yang menyangkut penjabat pemerintah memerlukan. informasi yang 
lengkap dan akurat. Apakah keputusan akan diterima atau ditolak 
oleh masyarakat, .dan:apakah keputusan itu: efclrtif (mencapai sasaran 
yang hendak dicapai) ·atau gagal, banyak sekali bergantung pada 
tersedianya informasi yang lengkap dan ·akurat. ·nalam men� 
suatu kebijakan mengenai pembangunail pertanian bidang pangan, 
misalnya jelas memerlukan informasi yang lengkap dan akurat 

. mengenai jumla;h dan jenis pangan yang dibutuhkan secara nasional, 
luas tanah yang dapat digarap, jerus tanah dan jenis tanaman yang 
cocok, bibit unggu1, persediaan air dan sistem irigasi, perkiraan volume 
curah hujan, struktur pemilikan tanah, struktur tenaga _kerja, aspirasi. 
petani, teknologi bercocok tanam yang ·mkuasai petani, sarana 
produksi yang tersedia, sistem pembclian dan distribusi yang cocok. 

Dalam inembuat keputusari mengenai siapa ·yang akan dipilih atau 
diangkat menjadi penjabat pemerintah pada silatu instansi pemerintah 

:tertentu juga memerlukan kualifikasi pendidikan, kemampuan, 
· pengalanian dan pangkat yang bersangkutan untuk memegang jabatan 

tersebut. Selain itu, perihal latar belakang suku dan agama, 
�oyalitasnya pada·negara dan.keniampuan bekerja sama dengan p� 
lain juga diperlukan. · 

Peridukung bagi pembuat keputusan turut pula· menentukan corak 
. dan arah suatu keputusan yang akan diambil. Pendukung-pendukung 

ini dapat berupa kelompok atau golongan masyarakat tertentu, _  
kelompok faksi tertentu dalam. pemerintah atau dalam badan 
perwakilan · rakyat, maupun lembaga intemasional atau pemerintah 
asing. Seorang pembuat keputusan yang· mem.punyai pendukung di 
kalangan nasionalis . dalam kabinet dan badan perwakilan rakyat 
maupun dalam masyarakat, dan birokrasi cenderung mempunyai 
corak · dan arah keputusan yang berbeda dengan pembuat �eputusan 
yang didukung, oleh kalangan penganut ekonomi bebas dalam 
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pem�ntahan (kabinet dan. badan perwakilan rakyat), pengusaha 
na5ional tingkat-internasional, dan mungkin juga para konsunien. 

Selanjutnya, keputusan. yang pemah dibuat dan masih berlaku juga 
akan mempengaruhi. corak dan arah .  keputusan yang dibuat demi . 
kesesuaian dan kPsinambungan suatu program tertentu. Hal ini tidak 
mutlak karena .apa yang ·diputuskan dapat saja diubah sebagian a tau . 

seltituJmya. 

1 1 .5 Tahap - Tahap Kebijakan 
Yang · dimaksud dengan tahap ialah seperangkat k�giatan yang 
melahirkan suatu produk yang dapat diidentifikasikan yang merni1iki 
awal dan 3khir. Setiap tahap · terdiri · atas sejumlah kegiatan yang 
menghasllkan suatu produk, dan setiap produk mempeng3ruhi tahap 
berikutnya sampai pada :tahap akhir. Ada pelbagai rumusan · yang 
diltemUkakan mengenai tahap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan 
umum. · Berikut ini dikemukakan suatu pentahapan yang seclikit
banyak merupakan sintesis dari berbagai · pentahapan yang pernah 
dikemukakan. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi 
menjadi em.pat tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan 
agenda), . p·erumusan, dan peng�sah.an tujuan dan pro gr.am, 
pelaksanaan program, dan monit<?ring dan evaluasi pelaksanaan pro-. . 8 . 

. 

gram. 
Politisasi suatu. permasaJ.ahan yang �dapi ·masyarakat dapat 

dilakukan oleh pemerintah a tau kalangan masyarctltat 1seperti individu 
atau kelompok. · Apabila upaya itu berasal dari masyarakat maka ia 
akan berivujud imbauan atau tuntutari agar pemerintah menaruh 
_perhatian yang saksama terhadap permasalahan yang. menjadi 
kepentingannya _itu. Apabila mungkin juga menjadikannya sebagai 
program pemer.intah. Tujuan peinasyarakatan ini untuk menggµgah 
perhatian dan dukungan dari ma8Yarakat luas pada �Ulllliya, dan 
pernerintah pada khususnya. Apabila upaya datang dari pemerintah 
In;aka ia akan berwujud pernyataan tentang tekad pemerintah untuk 
menangani permasalahan tertenttL 

· Dengaii demiltian, banyak permasalah� clan kepentingan yang 
''dipolitikan" (dimasyarakatkan) · dan bersaing unttik mendapatkan 
perhatian pemerintah. maka ·perilyataan pemerintah tersebut
sebenarnya_ juga merupakan suatu keputusan atau _ pj.lihan 
permasalahan yang hendak digarap, dan k3rena itu penolakan atas 
permasalahan lain. · Tujuan pemasyarakatan ini tak hanya untuk 
menenangkan berbagai kelompok · masyarakat yang inenaruh 
perhatian pada permasalahan tersebut, tetapi juga untuk 
mendapatkan dukµngan dan saran-saran kongkret mengenai program
program yang akan dirumuskan. Dalam tahap inl, jenls permasalahan 
tidak hanya akan ditangani dan diputuskan,, tetapi juga didefinisikan 
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permasalahannya. Hal itu disebabkan suatu permasalahan dapat 
. di\injau daii ·berbagai segi yang dipilih, yang tidak berlsi pernyataan 
kehendak saja, tetapi juga niobili�si dukungan dari masyarakat. 

Dalam kenyataan. tidak semua permasalahan yang sudah menjadi 
agenda pem.erintah mendapat perlakuan detail yang sama dalam a.rti 
dijadikan sebagai kebijalaµi. Ketika suatu agenda digarap secant detail 
maka kegiatan-kegiatan berikut ini yang merupakan tahap perumusan 
dan pengesahan harus dilakukan. 

Pertama, sejumlah imormasi perlu dikumpulkan, diolah dan 
didiskusikan sehingga ia tak hanya lengkap, tetapi jug;i akurat. Kedua, 
informasi yang lengkap dan akurat tidak hanya akan menghasilkan 
berbagai a1ternatif kebijakan (program-program) tetapi juga sebagian 
besar kemungkinan dampak .positif dan negatif setiap alternatif 
kebijakan . dapat diperkirakan sehingga atas dasar itu dapat dipilih 
salah satu alternatif untuk disahkan sebagai keputusan . .  Ketiga, 
menggalang kesatuan.pendapat dan koalisi di antara berbagai individu 
atau kelompok yang mempunyai pandarigan· dan k�pentingan yang 
berbeda. K'.eempat, . diskusi, · perdebatan, tawai:-menawai, dan 
kompromi yang berhasil menel\Jrkan kesepakatan. Apabila upaya ini 

· · gagal n;i�eapai kesepakatan maka tidak ada keputusan yang akan 
disahkan. Produk tahap kedua ini p·ernyataan kebUakan (yang 
biasanya berisi tu:juan yang ·hendak dicapai) dan program-program 
kongkret yang .dirancang uritUk mencap� tujuan tersebut. Apabila . 

. keSepakatan dicapai dengan kompromi maka tujuan dan program7" 
program itu dfrum.uskan secara umum dan abstrak. Makin kongkret 
dan spesifik suafu tujuan dan program m<,1.ka m<;Lkin · sukar dicapai 
kesepakatan; . Sebaliknya, apabila kesepakatan itu dicapai dengan 
suara bulat maka tujuan dan program akan dirumuskan secara 
kongkret · dan spesifik. Faktor lain yang mempengaruhi spesifik 
tidaknya kebijaksanan tersebut, yakni waktu . yang tersedia untuk 
merumuskannya. Apabila keriiisi atau. panitia khusus DPR yang diberi 
tugas merumuskan suatu kebijakan· (undang-undang) hanya .diberi 
waktu yang terbatas padahal kebijakan yang dirumuskan b�t 
�trategis dan sangat kompleks maka . kebijakan · yang dihasilkan 
cenderung bersifat uni.um dan abstrak. · 

Apabila tujuan dan program-program kebijakan diruinuskan dan 
disahkan sebagai keputUsan ·politik maka tibalah tahap pelaksanaan 
kebijakan. Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah 
kegiatan. Pertama, menyediakan sumb�daya (anggara:ri, personil, dan 
sarana) bagi . pelaksanaan kebijaksanan. Kedua, melakukan 
interpretasi dan pe;njabaran kebijakan dalam bentuk peraturan 
pelaksanaan dan petunjuk pelaks�aan. · Ketiga, menyusun rencana 
sejuml� lm,gkah · kegiatan pelaksanaan .men'1I'Ut . waktu, tempat, 
situasi, dan anggaran. Keem.pat, pengorganis;lSian secara · rutin atas 
personil, anggaran, dan saiana materlil lainnya. Kelima, memberikan 
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manfaat kepada dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku 
terhadap individu, dan masyarakat pada umumrtya. Sebagai akibat 
pelaksanaan kegiatan yang terakhir ini sejumlah pihak yang tidak 
kebagian manfaat, atau yang menanggung beban yang clianggapnya 
tidak adil, ataupun dikenakan pembatasan ruang gerak yang dianggap 
melanggar hak asasi mungkin akan kecewa dan frustasi sehingga · 
menimbulkan konflik dengan pemerintah. Sejumlah langkah integrasi 
perlu ditempuh oleh pemerintah. . _ 

-

Pemanta-qan (monitoring) · dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
nierupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaks.anaan 

- kebijakari. Pemantauan atas setiap kegiatan pelaksan�an kebijakan 
bertujuan untuk secepat mungkin Iilemperbaiki setiap kekelhuan yang 
terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai. 
Evaluasi atas pelaksariaan kebijakan biasanya dilakllkan setelah 
kebi]�an selesai ciilaksanakari. Evaluasi diarahkan -pada kegiatan 
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan (manfaat dan danipaknya) .  
Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tahap ini. apakah dampak 
kebijakan tersebut bagi masyarakat, seberapa besar keberhasilan 
kebijakan itu dilaksanakan, dan mengapa demi�an? Evaluasi atas 
pelaksanaan kebijakan itu tak hanya bertujuan untuk mengetahui 
apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak, tetapi . juga untuk 
mendapatkan mastikan bagi penyusunan kcbijakail berikutnya, 
bahkan sel::Jagai ·masukan da1am pengambilan keputusan mengenai 
IIiasa depan program terseb�t. 

1 1 .6 Bentuk Dan Tipe Kebijakan Umum 

Dalam setiap pembuata.µ keputusan yang menyangkut politik maupun 
bukan politik terdapat .suatu gejala yang sama bahwa makin bru;iyak 
pembuat keputusan (makin banyak orang ·yang harus memberikan 
persetujuan terhaaap suatu pilihan tertentu agar keputusan itu sah) 
maka makin sukar para pembuat keputusan itu untuk mencapai 
kesepakatan. 

- - · · -

Hal ini didasarkan pada asumSi dalam situasi normal (buka� dalam 
sitµaSi revolusi atau keadaan genting) setiap pembuat keputUsan selalu 
berusaha membuat keputusan yang menguntungkan diri atau_ 

. golongannya, setidak-tidaknya tak merugikan diri dan golongannya. 
Apabila yang berhalc membuat keputilsan berj':llll1ah 100 orang maka 
di atas kertas - ada 100 kepentingan yang harus dipertimbangJ:mn 
sehingga sukar bagi mereka untuk mencapai kata sepakat. Kalau pada 
akhirnya tercapai konsensus maka keputusan itu tak akan- bersifat 
mendasar dalam arti tidak akan menimbulkan perubahan besar dan 
menyeluruh. 

Sebaliknya, makin sedikit orang yang harus memberikan 
persetujuan.· terhadap _ suatu altematif agar keputusan itu sah maka 
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makin mudah bagi ·Diereka untuk membuat 1ceputusan. ·  :i3iasanya 
. pengaruh keputusan cenderung meDimbulkan perubahan yang besar 

dan menyeluruh. Hal ini disebabkan jumlah kepentingan yang harus 
dipertimbangkan tak begitu ·banyak� .Ditambahkan pula · sulau"
tidaknya mencapai kesep��tan· tidak himya ditentukan oleh j:umlah 
pembuat keputusan,. tetapi juga··mungkin faktor 1aih seperti kesediaan 
berkompromi dan sifat permasal$an. · 

Dari ur·aian di atas dapatlah disimpulkan · adanya dua bentuk 
keputusan politik (kebijaka·n umum) yang mempunyai ruang lingkup 

· pengaruh yang berbecla. kebijakan umum yang mampu menimbulkan 
perubahan yang mendasar y�ng menyeluruh disebut sebagai 
keputusan ya.ng komprehensif, sedangkan kebijakan umum yang 
mampu mehimbulkan perub3han pada p�ukaan dan piliggir-pinggir 
permasalahan. saja disebut sebagai .keputusan yang bersifat marginal 
(incremental)7 atau keputilsan yang bersifat "tarnbal� �". 

Keputusan yang . bersifat komprehensif cenderung. kurang 
memperhatikan kepentingan beberapa pihak, tetapi mungkin untuk 
jangka panjang akan menguntungkan semua· pihak. ·Keputusan yang 
bersifat komprehensif biasariya lebih .mungkln terjadi dalam sistem 
politik totaliter karena jumlah orang yang mem�uat keputusan pada 
\lIIlumnya relatif sedikit dan. dilakukan secara sentral (sentralisasi). 
Keputusan yang bersffa� marginal cenderung tidak mampu 
menye!esaikan permas�lahan secara tuntas, tetapi sen;iua pihak 
kebagian sedikit atau tidak mendapat ·beban yang niemberatkaD.. 

. Keputusan · yang bersifat marginal biasanya lebih mungkin terjadi 
dafam sistem politik demokrasl liberal kaFena jumlah · orang yang 

· membuat keputusan pada umllnµlya .relatif banyak dan dilakukan 
secara tlk terp�t (pluralisme clan desentralisasi). K,ategorisasi yang · 

dibuat ini tentu bersifat iipe · ide�l :�aja sebagai alat untuk 
memudahkan· peniahaman atas suatli gejaia yang sebenamya 
kompleks. 

· 

'Selain berdasarkan bentuk clan :sifat pengaruh, keputusan politik 
diklasifikasikan berdasarkan .isi dan prosedur pembuatannya dalam 
tj.ga tipe, yaitu. keputusan rutin, keputusan· darurat, dan keputusan 
bukan keputusan.8 

· 

Keputusan rutin.biasanya .dipersiapkan secara saksama. Selam itu, 
. disusun menurut pros�l:JI" yari.g normal sE$Uai dengan yang ditetapkan 

dalam kons�tusi dan undang-undang. Artinya, kalau konstitusi atau . 
undang-lindang menetapkan . keputtisan . politik . dibtiat oleh presiden, 

. dan harus mendapat persetujuan dari sekurang- kurangnya duapertiga 
dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir dalam 
sidang yang diselenggarakan itu maka keputusan harus dibuat �leh 
instansi tersebut dan diputuskan berdasarkan prosedur. Di samping 
· itu, keputusan rutin biasanya berisi upaya mengatasi dan mengatur 
.permasal.a.han yang kompleks, dan biasanya penyusunannya 
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memedukan waktu yang relatif lama . .  Hal ini disebabkan pembuat 
keputusan harus mempertimbangkan segala aspek clan segala �spirasi 
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memperkirakan 
perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang sehingga ia . 
dapat berlaku . dalam waktu relatU panjang dan memp.erkirakan 
kelompok masyarakat apakah yang lebih diuntullgkan dan kelompok 
apakah yang lebih dirugikan beserta upaya membuat rumu8an yang 

· sejauh 'mungkin dapat diterlma oleh sebanyak mungkin pihak. Oleh 
karena itu, penyusunan keputusan yang rutin ini jelas inemerlukan 
· informasi yang lengkap clan akurat. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara clan Undang-undang pokok di Indonesia dapat dikategorikan 
sebagai keputusan rutin. · 

Yang dimaksud dengan kepu� darurat ia1ah keputusan yang · 
dibuat untulc mengatasi suatu keadaan darurat yang perlu penanganan 
segera, seperti m�ghadapi ancaman perang dari luar, bencana alam, 
kekacauan politik, dan kekacauan ekonomi. Keputusan ini dibuat 
seeara tergesa-gesa dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, 
jumlah orang,yang membuat keputusan ini cenderung sedikit, di luar 
prosedur yang sem.estinya, dan isinya cendehmg kurang mendalam. Itu· 
sebabnya, keputusan yang bersifat darurat ini segera mengaj.ami 

· peruhahari ketika keadaan sudah .kemball noima.l. Dabim Unclang
Undang Dasar. 1945 terciapat suatu pasal.yang mengatur kewenangan 
presiden mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undcmg-Undang yang dalain waktu enam bUlan berikutnya harus 
segera mendapatkan persetujuap. DPR. Peraturan ini merupakan saiah 
satu contOh keputusan yang bersifat dantrat. Surat Perintah Sebelas 
Maret tahun 1966 dari Presiden Soekarno kepad' Jenderal Soeharto 
inerupakan contoh lam dari keputusan yang bersifat darurat. 

S ementara itu, adakalanya terdapat suatu· keputusan yang 
sebenamya tak mengandung kQnsekuensi secara hukum clan b�at 
verbal belaka sebagai upaya menenangkan masyarakat. Keputusan ini 
dinyatakan sekadar bukti semu atas perhatian dan komitmen 
pemerintah terhadap suatu permasalahan yang mendapatkan 
perhatian masyarakat, atau dimaksudkan hanya iintuk mem,beri 

· harapan dan janji kepada masyarakat sebagai alat untuk :rnendapat 
dukungan dari masyarakat. · Misalnya, suatu pemerintah dapat 
mengeluarkan · pernyataan yang berisi tekad pemerfntah untuk 
melakukan proses demokratlsasi dalmn pengambilan keputusan, atau 
untuk melakuka:r:i proses demokratisasi ekonomi dengan lebih 
memperhatikan lapisan l:>awah masyarakat, tetapi tanpa tindak lanjut. 
�dakalanya keputusan ini bulcan suatu pernyataan belaka, melainkan 

c·, clirumuskan dalam suatu keputusan.tertulis tanpa disertai :suatu 
kehendak politik y':}ng kuat untuk mewujudkannya. KeputUsan ini 
disebut sebagai keputusan bukan keputusan. 
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1 1 .  7 Pembuat Keputusan Poli Uk . 

Pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya pembuat keputusan ·politik 
merupakan suatu . pertanyaan yang sulit dijay;ab sebab pembuat 
keputusan belum tentu orang yang tengah nienduduki suatu jabatan · . 
yang berfungsi untuk itu. Artinya, pihak lain yang seeara fo�l tidak 
memiliki kewenangan membuat keputusanjustru s¢ng kali menj3:di 
pembuat keputusan yang ·sebenarnya. · Berikut ini · dikemukakan 
b�bagai kemungkinan elit politik yang dapat membuat keputusan dcin 
berbagai · analisis untuk mengatahui siapa yang men;ibuat keputusan 
politik. 

· 

Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan tiga kemungkinan 
elit politik yang membuat keputusan politik, ymtu el.it formal, orang 
yang berpengaruh, dan�perrguasa.9 

·· 

Yang dimaksud dengail elit fonnal ialah elit politik yang. menurut 
peraturan

. 
perundang-undangan berwenang membuat keputusan.· 

Kedudukan formal �:t ittilah yang memberi kewenangan membuat 
keputusan. ·OraJ:lg yang berpengaruh. (the. influential) ialah orang
orang. yang karena :inemiliki sum.ber-.suinber · kekuasaan, seperti 
kekayaan, .ilmu· pengetahuan -clan teknologi, senjata, dan massa 
terorganisasi yang mainpu mempep.garuhi elit formal sehingga yang 
tetakhir ini memb.uat · kepµtusan sesuai dengan kehendak orang yang. 
berpengaruh. Selanjutriya :yang dimaksud · dengan penguasa · ialah 
orang yang see·ara nyata membuat keputusan. Elit formal atau orang 
berpengaruh dapat inenja:di pengtiasa. 

· · · 

Yang 111enjadi pertanyaan1 bagaimanakah c� untuk mengetahui 
sicipa y�g seSul1ggUhnya berkua� atau yang .secara ny�ta membuat 
keputtlsan politik? · · · · · 

Ada tiga aj:at ·yang dike:inukakan oleh Ptitnaril urttuk mengetahul 
siapa yang berkuasa, yaitu.anallsis'posisi, analisis ieputasi dari analisi$ · 

keputusan.10 AnaliSis posisi ia�h. suatu metode untuk · mengetahui 
pembuat keputusan atau penguasa dengan cara melihat kedudukan 
seseorang dalam lembaga pemerintahan� Hal ini didasarkan pada 
suatU asumsi bahwa para penjabatyang menduduki posisi ... posisi yarig 
tinggi dalam lembaga . pemerintµlan cenderung secara politik juga . · 
merililik.i kekuasaan yang besar pula . . Untuk mengetahui siapa yang 
menduduki posisi-'J>Osisi tinggi dalam lembaga pemerintahan tidak 

. suka:r karena keputusan uhtuk memilih atau mengangkat seseorang 
menduduki jabatan tertentu dibuat seca.ra _tertuliS sehingga 
dokumennya d�pat diperoleh' dengan niudah. Kelemahan analisis 
posiSi ini� yakni · memasukkan orang.:..orang' boneka (mereka yang 
menduduki jabatan tmggi tetapi tidak mempunyai kekuasaan sehingga 
orang lain yang membu�t keputusari Uiltuknya) ke dalam kategori elit 
politik; . da� tidak memasUkkan orang-orang yang secara informal 
mempunyai pengaruh besar ke.dalam kategori �lit politik. Jacli, analisis 
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i ni cenderung membesar-besarkan p engaruh semua tetapi 
memperkecil pengaruh informal.. · 

Yang· dimaksud dengan analisis reputasi ialah metode yang 
digunakan untuk mengetahui pembuat keputusan dengan cara 
memperhatikan reputasi seseo.rang dalam lingkungan pe:r:g.erintahan. 
Hal ini dapat · dilakukan dengan cara inencari para ' informan yang 
mengetahui mekanisme pengambilan keputusan secara dekcit seperti 
para staf yang memb�tu para penjabat yang mempuny� kedudukan 
tinggi dalam · ·lembaga pemerintahan. Analisis in1 dilandasi dengan 
suatu asumsi bahwa parlisipan dalam sistem pengambllan keputusan 
mengetahui. siapa yang turut serta dalam pembuatan keputusan, atau 
mengetahui siapa yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh. 
Dengan analisis .ini. elit formal dan yang betpengaruh akan dapat 
dimasukan ke d:alam kategori elit politik. Kelemahan analisis ini 
terletak pada proses pemilihan informari karena kekeliruan dalam 
pemilihan informan akan berakibat fatal dalam keakuratan informasi 
yang dib,erikan. Para informan cenderung hanya memberikan 
informasi yang m�guntungkan diri ·atau kelompoknya, se�ngkan 
pemimpin lain yang kebetulan kurang disukai tetapi sebenarnya tidak 
berpengaruh tidak disebutkan nama.nya. Selain itu, karena lain 
permasalahan akan lain pula orang-orang yang terlibat di dalamnya 
maka meminta . informasi kep�da informan yang kebetwan tidak 
memiliki akses terhadap penga�bil keputusan perihal masalah 
iersebut akan menimbulkan akibat yang fatal pula dalam keakuratan 
informasi: 

· 

Selanjutnya, analisis keputusan ialah metode untuk memgetahui elit 
politlk dengan cara meneliti siapa yang ilrut dalam. proses pembuatan 
keputusan dalam beberapa kasus pengambilan keputusan yang . 
dianggap repr�tatif. AP.abila elit politik . diartikan 8ebagai orang · 
yang mempunyai pengaruh besar, baik formal maupun informal cialam 
proses pengambilan keputusan. ·maka analisis keputusan ini 
merupakan analisis yang tepat untulc memperoleh gambatan mengenai 
siapa sesungglhnya yang menjadi pembuat keputusan tetapi.niuhgkin 
agak sukar dalam memilih kasus· pembuata.n keputusan yang 
representatif. Namun, dengan metodologi yang tepat kiranya masalah 
ini dapat diatasi. 
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BAB 12 
POLITIK DAN EKONOMI 

1 2.1 Pengantar 

Politik acap kali diidentifikasikan dengan keputusan pemerintah iang 
b�sifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimohopoli oleh 
pemerintah. Sebaliknya, · ekonomi daliim · pengertian non-MarXi� 

· dikaitkan dengan keputusan berdasarkan mekanisme pasar, Yang 
terakhir ini berasumsi individu bertindak menurut kehendak bebas 
dan pilihan rasional, sedailgkan yang pertama berasumsi incliv�du ti
dak selalu berµztdak .rasional dan dalam banyak hal bertindak sesuai 
dengan· aturan y�ng dibuat dan ditegakkan pemet.µiiab. Sementara itu, 
yang terakhir beranggapan dunia int berjalan secara rasionai tan.Pa 
ada -kendala, sedangkan yang pertama beranggapan. dunia ini penuh 
dengan konflik, salah paham, dan paksaan. 

· 

Se1ain itu, dalam ekonomi pilihan (keputusan) yang dibuat oleh elit 
dianggap terlepas dari faktor-faktor lain, dan karena itu dibuat 
berdasarkan pertimbangan untung rugi.secara langsung saja. Beberapa 
pilihan memiliki dampak- terhadap faktor lain yang tidak terlibat 
dalam keputusan. Namun, dalam ekonomi hal ini dianggap sebagai 
faktor eksternal yang tak perlu · dipertimoangkan dalain pembuatan 
keptitusan. Dalam politik, keputusan dibuat melaltii interaksi di antara 
berbagai kelompok dan pemerintah (dengan m�nggunakan setiap 
sumber kekuasaan) dalam konteks struktur kelembagaan yan_g ada. 
Struktur kelembagaan akan ni,empengaruhi perilaku i?ldividu elit 
politik karena struktur tersebuf menentukan bagaimami keputusan 
dibuat, siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, clan 
sarana-sarana apa yang t&sedia untuk mengatasi suatu permasalahan 
tertentu. �;pgan 1cata lain, keputusan dalam politik lebih dilihat 
sebagai hasjl pelaksanaari kekuasaan daripada hasil pilihan sukarela. 

Apabila demikian, apakah ada hubungan yang erat ·antara politik 
dan ekonomi? Pertanyaan ini telah menimbulkan . sejUmlah model, 
perspektif, dan teori yang memberikan gambaran clan. jawaban yang 
berbeda sesuai dengan anggapan dasar yang menjadi titik tolak 
berpikirnya.1 

Pertama, liberallsnie ortodoks menganggap individu dalam arti 
perilaku dan kepentingannya secara analitis dan normatif . sangat 
menonjol. Masyarakat dilihat sebagai suatu agregasi atau hasil 
pencapaiafi kepentingan individu, sedangkan politik (dan negara) 
dipandang sebagai salah satu pranata a tau sarana yang digunakan oleh 
individu untuk mencapai kepentingannya. t<edua, kritik sosial 
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terhadap liberalisme yang merilandang · keberadaan dan tindakan 
individu tidak terisolasi.dari masyarakat, dan masyai'akat membentuk 
perilaku dan kepentingan individu. Yang pertama lebih· menekankan 
.metodologi individual, sedangkan yang kedua lebih menekankan 
metodologi kolektivisme. . · .  ' •: , : .cc, ; ' '  N:'i ·.r.:� 

Dalam kaitannya dengan politi:k, perspe� yang pertariia dibagi dua 
berdasarkan penjelasan sosial yang d.iberikan. Pertama, ekonomisme 
yang menganggap proses-prose8 politik merupakan produk proses
proses nonpolitik. s� politjk dipandang tidak bert�dak atas 
kepentingan sendiri, melainkan sebagai sarana atau arena persaingan · 
kepentingan di antara · kekuatan-�ekuatan sosial. Kalangan liberal 
berpendapatproses-proses politik merupakan hasil interaksi di antara 
ind.ividu, . sedangkan ekonomisme melihat prQses politik merupakan 
produk interaksi ap.tara kekuatan- �ekuatan sosial. ·Bagi Mands, 
kekuatan-kekuatan �osial itu falah "kelas", · sedangkan bagi teori 

· pluralis kekuatan-kekuatan sosial itu adalah kelompok kepentingan 
(interest groups). Kedua, politisisme yang berpendapat struktur politik 

. memiliki dan mengembangkari. kepentingan sendiri dan mengenakan 
kepentingan- kepentingari ini terhadap kepentingan ekonomi tertentu. 

. "Rasionalitas" politik dapat mengatasi . rasionalitas ekonomi, 
· kekuasaart dipandang sebagai sangat menentukan sistem �konomi. 

Berdasarkan berbagai model dan perspektif di atas dapat 
dikemukaka� sejumlah teori ·mengenai hubungan politik dengan 

. ekonomi. Dari segi hubungan kausal atau yang bersifat deterministik 
hubungan politik dengan ekonomi dibagi dua. Pertama, kebijakan 
umuni · (public policy) atau polit�isme yang melihat politik 
menentukan ekonomi. Kedua, .ekonom.isme· yang liberal maupun 

· 
· Marxis yang melihat ekonomi menentukan: . politik. Teori lain 
menggambarkan hubungan ekonomi dengan politik sebagai· bersifat 
interaktif atau timbal..:balik, .  sedangkan teori yang lain lagi 
menggambarkan hubungan politik dengari · ekonomi sebagai perilaku 
yang ber8inambungan. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini. 
berupa aliran ekonomi politik baru atau pers'pektif public choice yang 
l:rerupaya menerapkan asumsi, oahasa� dan logika ekonomi neoklasik 
ke dalam perilaku politik2 · · . 

Akan tetapi, yang hendak dibahas ha�ya peranan. politik (negara 
atau pemerintah) dalam kegiatan ekonomi yang sedikit-banyak 
berangkat dari anggapan dasar yang dianut politisisme di atas�3 

· Berikut ini dikemukakan sebuah mod.el sistem ekonomi · dan ·fungsi 
pemerintah di dalamnya. 

· 

12.2 Sistem Ekonomi 

Setiap individu dan masyarakat berupaya mendapatkan sumber
sumber guna'memenuhi kebutuhan hidup sehingga·dapat hidup secara 
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layak sebagai manusia. Dalam hal ini, terdapat kegiatan .ekonomi 
dalaln masyarakat, yaitu kegiatan memenuhi kebutuhail rum.ah tangga 
bagi individu clan memenuhi kebutuhan . nasional ham m.asyarakat
negara. Kegiatan ekonomi pada dasarnya berkisar pada kegiatan 
memproduksi dcµi mendi&tribusikan barang dan jasa.4 

Sehubungan dengan kegiatan produksi terdapat dua pertanyaan 
yang selalti muneul, yakni barang dan jasa apakah yang harus 
diproduksi, dan berapa jumlahnya? Sarana-sarana apakah yang 
digunakan untuk menghasilkan barang da:Q. jasa? Masalah yang 
pertam.a berkaitan dengan jenis-jeniS kebutuhan masyarakat yang 
cenderung bertambah baik dalam jumlah clan jenisnya maupun da1am. 
kualitas. Masalah kedua berkaitan dengan sarana dan alat produksi, 
seperti tanah, modal, teknologi, bahan mentah, tenaga abli, buruh, dan 
m.anajemen. · 

Dalam kaitan dengan kegiatan distribusi juga .muncul dua 
permasalahan. Bagaimana barang dan jasa didistn"busikan? Berapa 

· banyak dari produksi digunakan untulc konsumsi hari ini, dan berapa 
banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif? Perihal yang 
pertama menyangkut mekanisme pendistribusian, yakni apakah 
melalui pasar, melalui birokrasi atau melalui koperasi, sedangkan 
perihal yang kedua meri.yangkut · pengembangan produksi dan 
pertumbuhan ekonomi.· 

Selain itu, berdasarkan asumsi sumber-sumber yang tersed.ia dalam 
ma$yarakat· sangat · terbatas (masyarakat yang satu mungkin lebih 
banyak daripada m.asyarakat lain) maka. kegiatan ekonomi tadi pada 
dasarnya merupakan kegiatan membuat pilihan di antara berbagai 
alternatif cara untuk mendayagunakan sumber-sumber yang terbatas 

· tersebut. Sehubungan dengan itu, setiap .masyarakat- negara mei;nang 
menghadapi suatu dilema, yaitu kebutuhan manusia yang semakin 
lama semakin · bertambah jumlah, jenis,, clan kualitasnya, sedangkan 
sumber-5umbe; yang .tersedia dalam masyarakat relatif terbatas. 

Dalam mengatasi dilema itu berbagai masyarakat-n.egara 
mengem.bangkan sistem ekonomi yang berbeda:-beda. Yang dimaksud 
dengan sistem ekonomi ia1ah seperangkat mekanisme dan lembaga 
untuk membuat dan mel$sanakan keputusan mengenai produksi, 
pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu. Sistem 
ekonomi terdiri. atas sejumlah mekanisme, pengaturan ·organisasi, dan 
peraturan untuk membuat dan melaksanakan keputusan tentang 
alokasi sum.her-sum.her yang terhatas. 

· 

Dalam membedcikan suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi 
. lainnya, sej� kfiteria digunakan oleh . .  para ilmuwan ekonomi. · 

Berikut inl dikemukakan dua kategorisasi saja: yang pertama bersifat 
siderhana, yang kedua bersifat lehih kompleks. Gromnan membagi 
sistem. ekonomi berdasarkan dua kriteria, yaitu koordinasi unit 
ekonomi, dan pemilikan ba!!ang dan jasa.5 Artinya, siapa yang 
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mengoordinasikan kegiatan ekonomi: mekanisme pasar, pemerintah, 
kopercisi, atau · ketiga-tiganya? Koordi�si unit ekonomi melalui 
mekalusme pasar berarti proousen relatif bebas menentukan barang 
.dan jasa · apakah ·yang harus diproduksi, .sarana; dan alat produksi 

, · ��ajl. ·ycmg harus digunuan, dan untuk kalangan masyarakat 
macam apa barang dan jasa diarahkan. 

· · Di'. samping· itu, konsumen juga . relatif bebas dalam menentukan 
. sikapnya untuk membeli atau tidak. Sistem harga ditentukan 
berdasarkan hukum permintaan dan p�waran. Selain pertimbangan 
atas perm.intaan konsumen, efisiensi, dan · keuntungan, pengambilan 
keputusan atas berbagai alternatif juga ditentukan dengan prinsip 
persainganyang sehat dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan 
koordinasi ekonomi oleh pemerin�ah ialah pemerintah yang 

. menentukan barang dan jasa. Maksudnya, apa yang harus diproduksi, 
sarana dan alat produksi, Wu apa yang hams digunakan, dan untulc 
kruimgan ma5y�tmacam apa barang �njasa itu di�. Tugas 
pengambilan keputusari mengena� hal ini diserahkan kepada suatu 
dewan perencana ekonomi sehingga koordinasi unit ekono:trii ini 'acap 
kali disebut sebagai perencanaan terpusat. 

Pem.ilikan barang dan jasa berarti siapa yang memiliki barang dan 
jasa .(sarana dan alat produkSi): swasta-, negara, koperasi atau keti�-

. tiganya. Pemilikan barang dan jasa oleh swasta berarti sarana dan ahit 
produksi tidak hanya dimiliki atau dikuasaJ. oleh pihak swasta, tetapi 
juga dikelola oleh pihak swasta. Pemili.kan barang dan jasa oleh negara 
(publik) berarti negara atau koperasi yang memiliki atau menguasai, 
dan mengelola alat dart sarana" produksi. 

Apabila kedua kriteria · di atas digunakan untulc menyusun model
model sistem .ekonomi malai sistem ekonomi dibedakan menjadi tiga, 
yai_tu kapitalis, komunis, dan sosialis. Apabila koordinasi unit ekonomi 
dilakukan dengan mekanisme pasar, bai'ang dan jasa (sarana dan alat · 

. produksi) dimiliki atau dikuaSai swasta maka sistell\ itu disebut 
kapitalls. Sistem komunis ditandai ·dengan koordinasi unit ekonomi 
dengan perencana� terpusat, dan barang dan jasa dimilild, dan 
dikuasai oleh negara. Dalam sistem �osialis terdapat· semacam 
pembagian -tugas. antara perencanaan terpusat dan mekanisme pasar 
dalain koordinasi unit ekonomi, dan antara negara dan swasta dalairi 
pemilikan barang dan jasa. Artinya, dalam hal ihwalyang nienyangkut 
hajat hidup · orang banyak, kepentingan umlim atau yang bersifat 
strategis dikoordinasikan dengan perencanacµi terpusat dan dimiliki 
oleh neg3ra, sedangkan hal-hal lam diserahk:an,paqa ;m��e pasar 
dan swasta. Ketiga model sistem ekonohli lni .tentii" lt!bih bersifat 
analitik darip�da penggambaran 8enyatanya kareria dalam kenyataan 
tidak ada sistem ekonomi yang murni kapitalis atau komunis. Sebagai 
model, ketiga sistem ekonomi ini\ merupakan penyederhanaan atas 
kenyataan yang sesungguhnya sangat kompleks. 
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Menurut kenyataan, sistem ekonomi yang diterapkan dengan 
· berbagai negara di dunia ini begitu banyak ragamnya. Oleh karena· itu, 
):Criteria kategorisasi sistem ekonomi s�yogianya juga harus lebih 
kompleks sehingga sejauh mungkin dapat menampung · kenyataan-

. kenyataan yang kompleks tersebut. Dalam hal ini, Gregory dan Stuart 
mengajukan empat kriteria yang membedakan sistem ekonomi. 
Keempat kriteria ini . meliputi organisasi pengaturari pembuatan 
keputusan, mekanisme pengadaan informasi dan koOrdinasi (pasar dan 
perencanaan), pemilikan barang U)engendalian dan pendapatan), dan 
mekanisme penetapan tujuan dan. niembujuk orang bertindak 
(insentif).8 

. 

· Palam melaksanakan tujuan suatu organisasi biasanya dilakukan 
suatµ pembagian tugas secara vertikal di -antara subunit-subunit dan 
organisasi yarig lebih kecil Dalam organisasi negara, perusahaan, Clan 

· keluarga merupakan subunit:..subunit peringkat bawah, sedangkan 
pemerintah merupakan subunit peringkat atas. Pada hirarki ini 
terdapat sejumlah individu dalam subunit peringka_t aUijl yang 
memberikan peril'ltah . dan pengarahan yang hai'us ditaati dengan 
semua anggota organisasi yang menjadi subunit peringkat bawah; 

Salah ,Satu �tik organisasi yang mempengaruhi pencapaian 
· tujuan organisasi ialah derajat sentralisasi atau desentralisasi dalam 
pembuatan keputusan. Sistem ekonomi yang didesentralisasikan 
berarti p.engambilan· keputusan pada dasarnya · dilakukan pada 
peringkat bawah organisasi. . Sebaliknya, sistem ekonomi . yang 
disentralisasikan bei:arti pengambilan keputusan dilakukan pada 
peringkat atas organisasi. 

· 

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengarul;li peringkat 
pengambilan keputusan · ialah ·. · distribusi kewenangan dan 
pendayagunaan· informasi. Dari segi kewenangan, · suatu sistem 
· ekonomi dikatakan tersentrallsasi apabila kewenangan membuat 
keputusan: dimonopoli dengan peringkat atas orgal'lisasi. Sebaliknya; 
suatu sistem ekonomi dikatakan terdesentralisasi apabila kewenangan 
membuat keputusan terletak pada peringkat bawah organisasi. Namun 

. da1am kenyataan, kewenangan membuat keputusan biasanya tersebar 
p_ada berba,gai peringkat, dan berubah sesuai dengan tuntutan 
perkembangan. Suatu sistem· ekonomi yang daii segi informasi 

· ter8entralisasi berarti peringkat atas organisasi mengumpulkan, 
mengolah, dan menruiy�gunakan informasi, dan hanya membagi 
_informasi secara ·�erbatas kepad� peringkat · bawah organisasi. 
Sebaliknya, suatu sistem ekonomi yang secara informasi 
terdesentralisasi berarti peringkat bawah organisasi yang 
mengumpulkan, mengolah dan mendayagunakan inform&si ianpa . 
membagi informasi dengan peringkat atas organisasi 

·na1a1n suatu sistem ekonomi berbagm mekanisme.untuk menyajllQn 
informasi � mengoordinasikan keputusan. Pada masyarakat yang 
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sederhana maka barter· yang menjadi mekanisme tersebut (yang 
dewasa· ,ini dapat dikatakan sudah jarang digunakan), sedangkan 
dalam m&J7arakat yang modern maka pasar dan perencanaan yang 
menjadi mekanisme ekonomi. Secara sederhana sering dikemukakan 
ekonoio.i terpusat menggunakan mek.misme perencanaan, sedangkan 
ekonomi terdesentralisasi menggunakan mekanisme pasar. Namun, 
dalam kenya�an tidak Selalu dem.ikian, acap kali yang terjadi justru 
campuran. 

Mekanisme perencanaan terdiri atas dua tipe, yaitu ekonomi 
terencana (planned economy), dan perencanaan umum (indicative 
planning). Dalain ekonomi terencana, kegiatan ekonomi diarahkan 
secara eksplisit maupun implisit. Kegitan ini. dilaksanakan oleh unit 
yang lebih tinggi dalam bentuk dokumen yang disebut rencana 
ekonomi. Dalam perencanaan umum, para perencana ekonomi 
menl,1l1jukkari sejumlah target, kecendenµigan-kecenderungan umum 
dan sektoral, dan menyajikan in.formasi yang bersif at pokok yang 
biasanya tidak disediakan oleh pasar . .  Subunit ekonomi bebas 
menggunakan informasi sesuai dengan kepenting�nnya. Dalam 
mekanisme pasar, lalu pasarlah (sebagai dampak interaksi permintaan 
dan penawaran terhadap harga) yang mengoordinasikan. kegiatan 
berbagai subunit organisasi. Pasar yang rb.emberikan tanda-tanda 
yang menggerakkan berbagai subunit dalam sistem untuk membuat 
keputusan tentang pendayagunaan sumber-sumber yang dikuasainya. 
Perusahaan dan keluarga bekerja melalui dan menanggapi pasar. 

Kriteria yang ketiga berupa pemilikan atas harta benda seperti 
sarana dan a.lat produksi. Pemilikan harta' benda dapat dibedakan 
menjadi tiga, yaitu hak memperjualbelikan harta benda, hak 
menggunakan hai_ia benda, dan hak menggunakan barang dan jasa 
yang dilahirkan oleh harta benda yang bersangkutan. Pemili,kan ini 
aqa yang bersifat permanen seperti hak milik, tetapi ada juga yang 
bersifat sementara seperti hak menggunakan objek tersebut. 

Secara umum terdapat tiga bentuk pemilikan atas harta benda: 
publik, swasta, dan kolektif. Apabila pemllikan pribadi (swasta) yang 
menonjol maka_ ketiga jenis hak teysebut dipegang oleh individu, 
sedangkan apabila pemilikan oleh publik yang menonjol maka ketiga 
jenis hak tersebut dipegang oleh negara. Dalam kenyataan, setiap 
sistem ekonomi mendistribusikan ketiga jenis hak tersebut pada ketiga 
bentuk pemilikan dengan titik berat yang mungkin berbeda. Artinya, 
sistem ekonomi yang satu mungkin lebih menekankan bentuk publik, 
sedangkan sistem ekonomi yang lain .mungkin lebih menonjolkan 
bentuk swasta. Perbedaan sistem hak milik_.akan mempengaruhi tidak 
hanya pei:aturan dalam pembuatan keputusan, sistem mot.lvasi, dan 
tujuan, tetapi juga distribusi pendapatan dan arah kegiatan ekonomi 
dalam masyarakat. 

Faktor lain yang juga menjadi ciri yang membedakan sistem 
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ekonomi . ialah in!)entif yang digunakan untuk memotivasi para 
individu guila mencapai tujuan-titjuan sistem. Tujuan dan insentif 
. merµpakan kunci untuk memahami transformasi pemilikan atas harta 
benda dan masukan informasi menjadi tindakan yang efektif. Insentif 
iiii hams dapat menstimulasikan para individu pada peringkat bawah 
organisasi untlik mengikuti pengarahan yang diberikan oleh para 
individu ·pada · peringkat atas organisasi. 

Hal iiti . hanya dapat dicapai apabila para i�dividu yang akan 
menerima insentif harus mampu niencapai tujuan · yang ditetapkan, 
para · individu yang memberikan pengarahan harus dapat · mengecek 
pekerjaan para individ� peringkat bawah organisasi, dan inSentif iiu 
harus dalam bentuk yang dihargai oleh·para individu peringkat bawah 
organisasi. · 

Insentif dapat .diberlkaD dalam dua bentuk, yaitu insentif tnaterlil 
dan insentif moril. Yang dimaksud dengan insentif materiil ialah 
sistem penghargaan yang meninggikan nilai perilaku tertentti dengan 
jalan memberik8n barang atau uang da1am juml8h yang lebih banyak 
kepada orang .yang betperilaku · sesu�i dengan yang ditetapkan 
daripada kepada orang yang tidak atau kurang berperilaku sesuai 
dengan yang · ditetapkan. Insentif moral memberikan penghargaan 
kepada perilaku tertentu dengan jalan menyadarkan para peserta akan 
"tanggung· jawab mereka yang mulia kepada· negara dan barigsa atau 
kepada p5-usahaan. Biasanya diwujudkan dalam ben� piagan;i tal1.da 
perighargaan . .  Dengan · demikian, peserta tersebut akan dihargai oleh 
lingkungannya. 

· 

. Berdasarkan keempat kriteria tersebut disusun suatu .model yang 
membedakan sistem ekonomi menjadi tiga, yaitu kapitalisme, 
sosl4li$me pasar, cian sosialisme terencana. Kapitalisme merupakan · 
$uatu sistem ,ekonomi yang ditandai oleh ciri�ciri pembuatan 
keputusan .didesen�ralisasikan pada pemilik faktor produksi, 
pembuatan keputusan dikoordinasikan oleh mekarilsme pasar, faktor 
prod� dimiliki ol�h swasta, dan insentif materiil yang diberikari 
un� memotivasi peserta untuk mencapai tujuan. 

Sosialisme pasar ditandai dengan ciri-ciri berikut. Pembuatan 
keputusan didesentralisasikan, dikoordiriasikan . . oleh mekanisme 
pasar, faktor produksi dimiliki oleh pubiilc, dan insentif materiil, Clan 
moril diberikan untuIC niemotivasi perilaku peserta. 

Selanjutnya,· sosialisme terencana ditandai deng--..n ciri-ciri berikut 
ini. Pembuatan keputusan disentralisasikan oleh peringkat atas 
organisasi dan dikoordinasikan oleh · suatu perencanaan terpusai 
yang memberikan pengarahan yang bersifat mengikat kepada t>e8erta, 
faktor produksi dimiliki ,.Oleh ·publik, baik insentif materiil inaupun 
insentif moril di�erikan untuk memotivasi perilaku' pe8erta. Ketiga 
sistem ekonomi 1n1 merupakan model sehingga· ticlak menggambarkan 
seluruh k��yataan yang memang kompleks. D1 luar · ketiga � 
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E!konomi ibi mungkin terdapat berbagai ·campuran, sepetti pembuatan 
keputusan yang· disentralis8si dan dideseritralisasi. dengaii .titik berat 
_pada sentralisasi, atau pembuatari keputitsan dikoordinasikan dengan . 
. · mekanisme pasar dan · perencanaan terpusat dengan titik berat pada 
· perencanaan terpusat. . . . 

Dari uraian di atas dis4npulbn terdapat kaitan erat antara politik 
dan ekonomi, seperti dalam. . hal_ peranan negara (pemerintah) pada 
perencanaan dan koordinasi ekonomi; clan pemilikan barang dan jasa; 

- ·baik da1ain sistem ekonomi SC>Sialisme dengari perencanaan terpusat . 
(komunis) maupun dalam sistein ekonomi S()sialisme pasar bahkan 
dalain si$m kapitalisme. Berikut ini dikemukakan secara terinci 
fungs_i pemerlntah dalam. kegiatan ekonomi. . · · · . 

12.3 Fungsl Pemerintah Dalam Ekonoml 

.P� 1ania yang menganggap negua sebag;U perijaga keamanan 
dan ke�ban, atau sebagai lembaga ·arbitrasi yang···pasif untulc 
menyeiesaikan konflik kepentirigan d1 �tara berbagai kekuatan.SC>sial 
telah .ditinggalkah. Ketiga pendekat�n dala:m politik'-' ekonomi 
berpendirian yang Saina mengenai peranan �egara {Pemerintah) da1am 
·kegiatan ekonomi. N�uri, penjelasan yang diberlkan atas' perariail 
negara berbe<ia..:beda.. · · ·. · · · · · 
· ·Neo-Statis berpandangan negara meilliliki kepentin� ·sencliri yang 

. berbeda dengan kepentingan yang diperjuangkari berbagai kelompok 
dalam masyarakat. Neo-Marxis berpendirian dalam. s,ituasi'. tertentu 
negara .memiliki otonomi' (kepentingari · sendiri); · tetapi untulc jangka 
panjang negara m�pakan perpanjangan tangan dan golongan 
kapitalis. 

. 
. . 

' . 
Selan]utnya, pendekatan public choice memanda!lg keterlibatan 

negara dalam ekonomi sebagai upaya 171sional untulc memaksimantan 
perolehan suara dalaril pemilihan umum. Perbedaan penjelcisan yang 
diberikan. dengan ·· ketiga pendekatan ini tidak diura.ikari lebih ·Ianjut 
karena yang menjadi fokus bab ini betu.pa peranan pemerlntah da1ain 
kegiatan ekonomi. · . · · · 

· Luas-tidaknya peranim pemerlntah dalam ekonomi dan mend3J,am
tidaknya interverisi peinerintah dalam 'ekonomi tidak · hanya 
ditentulcan oleh _sifat permasalahan ekonomi yang dihadapi; tetapi juga . 
di,tentulcan oleh siStem ekonontl dan politik masyarakat-negara yang 
bei'Sangkutah. Secara umum diSimpulkan adanya empat peranan atau 
bentuk keterlibatan pemermtah dalam · ekonomi,. yaitu pengarahan 
ekonomi, pengaturan kegiatan>ekon·on\i: SW.asta, redistribuii 
pendapatan, dan perigadaan 'barang· dan jasa- ya]lg · m�njadi 
kepentingan umum·� · . . . . . 

Selaih dalam pengadaan · barang dan jasa yang ,betsifat ptiblik, 
adanyaiperan pemerintah dalam , tiga ·bentuk keterlibaian lain 
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disebaokan ol� .. ketidaksempurnaan pasar. Mekanisme · permintaan 
dan penawaran melalui pasar tak selalu menghasilkan harga yang 
wajar, kualitas barang dan jasa yang terjamin, dan distribusi yang 
merata, karena yang disebut tangan tak terlihat itu acap kali justru 
berwujud kekUatan tertentu yang memonopoli pasar. 
· Fungsi yang pertama berkaitan dengan pengarahan kegiatan 
ekonomi masyarakat sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. 
Paham ini tak hanya dilaksanakan dalam sistem ·ekonomi perencanaan 

· terpusat, tetapi juga berkembang dalam sistem kapi:talisme terutama 
berkat teori y�g dikemukakan oleh Keynes bahwa pemeriritah harus 
aktif dalam m�ingkatkan pertumbuhan ekpnonii, mengurangi 
pengangguran dan me:mel,ihara stabilitas harga ·tanpa mengurangi 
peranan swasta. 8 

Pengarahan dari pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan 
secara tidak langsung. Pengarahan secara langsung berarti pemerlntah 
mengharuskari para ·pengusaha untuk melaksanakan ·kebijakan 

· tertentu .seperti yang dilakukan da1ain sistem ekonomi perencanaan 
terpusat. Pengarahim secara tidak langsung berarti pemerintah tidak 
mengharuskan atau melarang melakukan kegiatan tertentu. Namun, 
kebijakan yang ·mbuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan 
mempengaruhi pola. kegiatan ekonomi yang dilaksaiiakan oleh swasta. 

Pengarahan secara tak langsling dapat dilakukan · dengan . empat 
bentuk kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan anggaran :Penerimaan dan 
pengeluaran negara (fiscal policy), · kebijakan perbankan (m0netary 
policy) dan perkreditan, kebijakan perdagangan dan rezim devisa, dan 
kebijakan investasi modal asing dan dalam negeri. Keempat kebij&kan 
ini niempunyai dampak p�da i1tliµi pasar bagi barang daD. jasa. 

Kebijakan peneiililaan negara, seperti besar-keciln)1a pajak dalaJn 
segala bentulmya dan bea cukai ·akan ikut merangsang perluasan 
usaha. Tarif pajak dan pungutan remu lainnya yang tidak terlalu . 
tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelanjutan 
clan pengembangari usaha. Demiltj.a,n pula besar-kecl.lnya pehgeluaran 
pemerintah dalam .berbagai .sektor ekonomi merupakan . salah satu 
faktor penting yang mempengarilhi voluhie dan ruang lingk11p 
kegiatan ekonomi swasta. 
. �pabila sektor pertanian pangan ditetapkan . sebagai prioritas pro

gram pembangunan maka kegiatan ekonomi untulc memprod� dan 
mendistribusikan sarana: produksi pertanian, seperti pupuk, lembaga 
penelitian bibit unggul, antihama, tr�ktor, dan cangkul akan 
m:eningkat. Kebijakan fiskal ini dapat juga digunakan untuk 
menstabilkan ekonomi: apabila terdapat kemunduran ekonomi, tarif 
pajak dtturunkan dan/atau jumlah peng�luaran ditingkatkan�
Seballlmya, apabila ekonomi berkembang �u · cepat (sedangkan 
bidang lain ketinggalan sehingga: terdapat ketidakserasian 
perkembangan) maka tarif pajak dinaikan dan/atau - jumlah 
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pengeluaran diturunkan. 
;K.ebijakan moneter dan perkreditan merupakan kebijakan 

pemerintah clalam penyediaan kredit dari bank clan pengendalian 
jumlah uang .dalam peredaran. Bank sentral clan sistem keuangan 
mempunyai dua tugas da1ani pen�_ ekonomi, yakni menjaniin 
pengadaan . uang atau .kred1l.y�g �ij:i�iP�.4ai_ untulc mendukung 
pertumbuhan ekonomi dan mengelola pertumbuhan jumlah uang. 
Bunga pinjaman yang tinggi

. akan mettgUrangi pertum.buhan eiton0mi, 
sedangkan bunga tabungan yang tinggi akan menambah persediaan 
uang dalam bank sehingga pada giliranny� clap.at digunakan untuk 
menggerakkan ekonomi. Apabila jumlah uang yang beredar dalam 
masyarakat melebihi jumlah barang sehingga harga-barga sangat 
tmggi atau inflasi maka :pemerintah (kementerian·.keuangan .dan Bank 
sentral} clapat m�gatasi dengan me� bunga tabungan. Bahk3n · 
kebijakan mqneter dapatdiguru$m tintuk meniilgkatkan pemerataan 
usaha dengan ca.ra menjamm pemberian kfedit kepacla pengusaha 
kecil 

Kebijakan perclagangan luar negeri maupun dalmn negeri berkaitan 
dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah dalam impor clan ekspor 
bar.mg clan · jasa. Misalnya� . guna · mengembangkan industri dalain 
negeri di�tapkan barangyang diimpor harus dirakit dr dalam negeri 
dan.barang yang diekspor ke luar negeri harus dalam bentuk jadL Lal:u 
baiang clan jasa yang dianggap penting untuk keperluan clalain negeri · 
iliberi -perlindungah dengan hambatan . tarif tanpa campur tangan 
pemeiintah dalam penentuan importirnya. Selanjutnya, untuk 
mempengaruhi harga suatu b arang dan j asa, · pemerintah 
menghilangkan atau menyederhapakaii prosedur perizinan prodUksi. 

Kebijakan rezin;l devisa Qerkaitan dengan ada-tidaknya pembatasan 
terhadap aius uang masuk ke .dalam negeri dan arus uang ke luar 
negeri. Negara yang tidak mengenakan pembatasan atas arus masuk 
atau arus kelti.ar · berarti_ mengan:ut rezim bebas. Lalu kebijakan 
penanaman modal berkaitan d.engan penetapan bl.dang atau, sektor 
yang clapat dimasuki oleh modal asing dan modal clalam negeri, beserta 
beberapa ,k�tentuan da13In bidaf!.g produksi .-nan . distri_busi, seperti 
kerja sama modal, alih telmologi, tenaga kerja, pajak bergan�a. impor . 
sarana ,produksi, d<µl fasilitas ekspor. ' 

Fungsi kedua ber�itan dengan upaya p��tah lintuk mengontrol 
monppoli &.n mengatur al9bat-�ba:t yang di�bulkap darikegiatan 
ekonomi terhadap pihak -lain1- tetapi tidak dimasukk� · dalam. faktor 
produksi. Sejumlah �egiatan· ekonomi tidak dapat hidup .dan 
berkembang kalau tidak bersilat monppAU .sep�.lli.l�-dan telepon. 

Pelayanan listrik . .  pada suatu daerah ·. tidak ·akan efisien apabila -

diizinkan pers$gan. Sebaliknya, jUga tidak masuk-� �u untuk 
berhubungan dengan spnak· famili atau sahabat harus menggunakan. 
lebih dari safu perusahaan telepon. Di. beberapa negara ·berkembang 
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untuk dapat hidup dan tumbuh maka industri penerbangan dan baja 
harus �kelola dengan monopoli. Monopoli ini disebut monopoli 
alamiah. Kegiatan ekonomi ini pada banyak negara ditangani negara 
sehingga negara yang memonopoli. 

Penolakan terhadap monopoli didasarkan pada pertimbangan, 
manakala terdapati.stiatu perusahaan memonopoli komoditi tertentu 
maka · biarpun biaya setiap unit lebih .rendah. daripada perusahaan 
kecil, perusahaan. itu akan dapat memanipulasi posisinya yang 
demikian itu untuk mengendalikan jumlah produksi sehingga harga 
naik. Oleh karena itu, dalam banyak negara · pemerintah membuat 
undang-undang antimonopoli. 

Guna mencegah monopoli itu, ditempuh salah satu dari tiga strategi 
ini. Pertama, melarang pemilik yang sama· untuk, membentuk dua 
perusahaan yang memproduksi komoditi yang sama dalam suatu 
daerah. Atau, di suatu daerah suatu· jenis komoditi harus diproduksi 
dan dijual · lebih dari .8atu perusahaan yang berbeda pemiliknya. 
Ketentuan yang pertama akan. mence� seseorang menggunakan 
posisi untuk memanipulasi konsumen, sedangkan ketentuan kedua 
akan menjamin kompetisi sehingga harga dan kuaiitas komoditi tidak 
hanya akan menguntungkan produsen, tetapi juga para ko�en. 
Kedua, memberi izib. kepada suatu perusahaan untuk memonopoli satu 
jenis komoditi tertentu, Namun, sebagai imbal dari izin tersebut, 
sistem penetapan harga dalam perusahaan akan diawasi dengan suatu 
lembaga pemerintah. Ketiga, nasionalisasi ·komoditi sehingga menjadi 
milik:dan di bawah pengelolaan pemenntah. Hal-halyang menyangkut 
hajat p.idup orang banyak ];>iasanya . dimonopoli riegara, seperti air 
minl.Ull, listrik, kereta api, <fan telepon. 

Hal lain yang diatur pemerintah berupa dampak nemitif kegiatan 
ekonomi terhadap pihak luar, tetapi tidak dimasukkan ke dalam faktor 

. � 
produksi seperti polusi yang ditimbulkan industri .(dampak negatif). 
Sebagai kompensasi atas penderitaan yang dialami masyarakat 
sekitar, perusahaan yang bersang!tutan biasanya diharuskan nieniberi 
ganti rugi. DalaJ,n mengatasi akibat negatif ini pemerintah membuat 
ketentuan yang berisi standar yang harus dipenuhi oleh suatu . 
perusahaan untuk mendapat izin ·usaha. Selain terhadap dampak 
negatif, pemerintah acap kali mengatur dampak positif yang 
ditimbulkan suatu usaha yang memberi manfaat umum yang jauh 
lebih besar daripada kemampuan suatu usaha · yang mementihinya 
seperti sistem angkutan umum. Dalam mengatur dampak positif 
pemerintali melaktikan salah sa:tu dari tiga cara ini, yaitµ menetapkan 
har� secar� diskriminatif (setiap konstimeri dikenakan tarif lµu:ga. : , ; 
Ya'.tii'b�becia sesuai dengan permintaan), memb� subsidi ke{>a&··· , 
perusahaan, atau mengambilalih seluruh kegiatan sehin,gga 
sepenuhnya di bawah penge1olaan pemerintah (nasionalisasi). . 

. Intervensi yang dilakµkan pemerintah seperti yang diuraikan di atas . 
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sekaligus merupakan kegiatan redistril�usi. Redistribusi pendapatan 
acap· kali. digunakan sebagai pembenaran atas ill.tervensi pemerintah 
dalam bidang ekonomi. Selain itu, permasalahan distribusi tidak akan 
pernah dapat dijelaskan dengan argumen efisiensi atau pertimbangan-

. ! , ,  .· .. :��}?angan ekonomi belaka. Permasalahan distribusi merupakan 
. p'erm:asalahan politik .. Fungsi redistribusi pendapatan bertujuan 

menjamin pemenuhan kebtituhan dasar penduduk · dan mengurangi 
kepincangan pendapatan dalam masyarakat. Bidang-bidang yang 

· menjadi tujuan redistribusi terdiri atas pendidikan, kesehatan, 
tr�nsportasi umum, fakir miskin, dan pelayanan sosial lainnya. 
Setidak-tidaknya pemerintah dapat melakukan tiga bentuk tindakan 
dalam rangka pelaksanaan fungsi· redistribusi, yaitu dengan pajak 

· progresif, pemberian subsidi, dan pelayanan sosial. · · · 
Yang dimaksud dengan_ pajak progresif ialah pajak yang dikenakan 

kepada wajib pajak berdasarkan prinsip, makin tinggi .pendapatan 
: makin titlggi pula beban pajak yang ditanggungnya. Dengan cara ini, 

kelompok masyarakat yang berpenghaSilan tinggi dapat m�mbantu 
masyarakat yang berpenghasilan rendah in�alui tangan pemerintah 
sebagai pemunguf dan pengelola pajak. Sebaliknya, dari pajak 
progresif ialah pajak represif, yakni pengenaan be ban pajak yang sama: 
besarnya terhadap semua wajib pajak, tanpa membedakan wajib pajak 
yang berpengh:asilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah 
sehingga bagi pihak yang p�a beban itu sangat ringan, sedangkan 
bagi pihak kedua terasa sangat memberatkan." Pajak ini tidak sesuai 
dengan tujuan redistribusi,. tetapi mungkin sesuai dengan maksud
maksud ketertiban masyarakat. 

Pemberian subsidi ialah alokasi sejumlah dana kepada kelompok 
masyarakat. atau. daerah tertentu agar· dapat meningkatkan kegiatan 
ekonomi guna memenuhi kebutJ,lh.an kelompok masyarakat atau 
daerah sesuai dengan keadaan dan aspirasi anggota kelompok atau 
daerah yang bersangkutan . .  Sedangkan pelayanan sosial merupakan 
penyediaan fasilitas dan jaminan hidup kepada orang jompo, yatim
piatu, orang sakit, orang cacat, orang yang menganggur, dan orang 
miskin. 

Kebutuhan masyarakat umum (public goods) merupakan kebutuhan 
dasar yang sangat diperlukari semua penduduk, tetapi secara 
mekanisme tangan ·yang tak terlihat dari kekuatan pasar. Di manapun 

· di  dunia irii, kebutuhan dasar .ini dit;mgani sendiri oleh pemerintah 
dengan menggunakan sumber penerimaan dari pajak; yang progresif. 
Ciri dasar barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat 
umum, yalmi untuk setiap jumlah barang dan jasa yang disediakan, 
manfa'at yang diterima seorang individu tldak mempengaruhi 
kemanfaatan yang tersedia bagi individu lain. 

Hal ini diseb abkan alasan-alasan berikut. Kemanf a a tan 
dimaksudkan untuk semua individu (seseorang tidak bisa ditoia:k 
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untult Jnendapatkan pelayanan), jumlah produksi dan · harga . tidak 
ditentukan oleh · mekanisme pas�, dan biasaeya diprodukSi dalam 
jumlah besar-b�aran sehingga tidek hanya cukup untuk semua, tetapi 
juga biaya produksinya lebih sedikit. Sedangkan untuk barang dan 

· jasa yang bukan menja� kebutuhan niasyarakat ilmum, setiap 
konsumsi atas suatu jUmlah barang .dan jasa � dengan .sendirinya 
mempenganihi perse<liaan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi 
oleh pUiak lain. 

· 

Peranan .negara (pemerintah) dalam pengadaan barang dan jasa 
'publik sudah menjadi kesepakatan umum, tetapi tidak terdapat 
kesepakatan umum dalam,h<µ barang dan jasa macam apa saja yang 
masuk ke da1am kategori keperttingan umum tersebut. Pertahanan dan 
keamanan, sistem trarisportasi, dan pelayanan pos tampaknya di · 
manapun dikategotikan ke dalam kepentingan umum: . Namun, 
perbankan, telekomunikasi, energi, kc;!luarga berencana, dan 
perumahan menjadi urusan negara' di Illdonesia dan sejumlah negara 
berkembang lainnya. Di Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya 
8emua itu menjadi urusan swasta. Penentuan barang dan jasa apa saja 
yang · termasuk kepentingan umum tidak hanya ditentukan dengan 
·sistem .ekonomi masyarakat-negara; tetapi juga lingkup dan intensitas 
pei"Ii:tasalahan yang dihadapi oleh masyarakat-negara. Dalam· ·sistem 
ekonomi sosialis maka. perencanaan tei:pusat tidak. ada . permasalahan 
dalam hal penentuan . barang dan jasa · yang masuk dalam kategori 
kepentingan umum. Ketika negara- negara industri maju mengalami 
krisis energi, · lalu pemerintah menanganf energi . .  Keluarga Berencana 
di India dan Indonesia ditangani oleh pemerintah karena apabiia tidak 
ditangari.i dengan segera ledakan jumlah penduduk dapat 
menggagalkan semua upaya pembangunan ekonomi. 

1 2.4 Politik Dan Kebijakan Ekonomi 

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik 
karena mempengaruhi, . distribusi kekayaan dan pendapatan dalam 
masyarakat. Oleh k� · itu, untuk memahami kebijakan ekonomi 
perlu pula pemaham� akan distribusi kekuasaan di antara berbagai 
kekuatan dalam .masyarakat. Kebijakan ekonomi juga merupakan 
masalah politik karena ia mencerminkan keputusan yang dibuat oleli 
para pejabat pemerintah dalam konteks kelembagaan. Keputusan 1ni 
dibu8it .sesuai dengan kehendak umum, kepentingan elit yang 
memerintah, dan ·pedoman dan batasan yang dikenakan oleh 
struktur kelembagaan. , 

Yang · menjadi pertanyaan, siapa�ah yang membuat kepiitusan 
politik yang menyangkut kebijak�n ekonomi atau siapa yang 
memerintah tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini tentu berpeda- . 
beda sesuai dengan sistem politik setiap masyarakat-negara. l,\lamun, 
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dari berbagai sistem poJttik dapat disimpulkan sejumlah kemung� 
p� yang memerintah, seperti otokrat-tradisional, p� politik yang 
b�amg, . partai tunggal yang totaliter, galongan militer dengan tu1Ul 
tanah dan penguSaha asing, atau koalisi antara militer, birokrat dan 

, · ��¥at dengan pengusaha asmg. Siapa yang akan diuntungkan � 
· · l(ebijakan ekoi;iomi tersebut sedikit..;banyak ·mtentukan oleh siapa atau 

koalisi yang membuat dan melaksariakan kebijakan tersebut. 
Goiongan yang memerintah itulah yang menentukan kebijakan 

ekonomi dan yang akan mengambil keputusan dari berbagai alternatif 
dalam memecahkan dilema ekonomi. Dil� ekonomi yang dimaksud 
berupa keterbatasan sumber..;sumber dibandingkan dengan tuntutan 

. dan hcirapan �pendud� yang semakin meningkat jumlah, jenis, dan 
kualitas. Berbagai kemungkinan itu berupa strategi dan mekanisme 
yang. bagaimanakah yang akan ditempuh untuk menampurtg dan 
menanggapi tuntutan · · penduduk; langkah-langkah apakah yang 
seyogianya dilakukan pemerintah untuk menghasilkan • sumber
sumber tambahan; haruskah pemerintah .mempunyai tanggung jawab 
yang lebih besar daripada swasta dalam.pengelolaan °kegiatan ekonoini 
atau sebaliknya; · dan sebagainya. ·. 

Selain itu, apakah · pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan 
pada pertumbuhan ekonomi atau diStribusinya; apakah pembangunan· 

. ekonomi lebih menitikberatkan pertanian dan . pedesacUi a tau pada 
industri dan perkotaan? Kebijakan moneter macam apa yang·hendak . 
ditetapkan: pajak dan segala tarif impor dan ekspoF dinaikan atau 
diturunkan; apakah bunga tabungan dinaikan atau bunga pinjaman 
yang diturunkan; apaltah stibsidi diberikan untuk . memprodtiksi . 
komoditi tertentu.sehingga harga tidak terlalu tinggi atau diserahkan 
sepenuhnya pada mekanisme pasar? Kebijakan distribusi maeam apa 
yang hendak ditetapkali: diberikan perlakuan khusus (dalam .berbagai 

· kemudahan kredit, misalnya) kepada p engusaha· kecil . atau 
diperlakukan sama dengan p�gusaha yang sudah kuat; dan apakah 
kepada pengusaha komoditi tertentu diberi hak monopoli atau tidak? 

Pertanyaan yang bersifat· pilihan ekonomi ini masih dapa:t 
.cllperpanjang lagi, tetapi daftar· ini dianggap cukup untuk 
menggambarltan kompleksitas kebijakan ekonomi yang . harus 
ditangani oleh golongan yang memerintah . dan beta pa kebijakan 
tersebut sangat menyentuh sendl-sendi kehidupan secara individual 
maupun secara kolektif dalam masyarakat. Dalam memecahkan 
dileina .intl.ah terjadi perbedaan kebijaka� ekono� yang ditempuh 
oleh setiap golongan yang memerintah. Oleh k�� itu, siapa yang 
memerintah sangatlah menentuk�n piliharr: £(!bij�kan ekonorili, 
sedangkan penentuan siapa ·yang i;nemeri,ntah merupakan produk 
proses politik. 

· 
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BAB 13 
MODEL-MODEL SISTEM POLITIK 

13.1 Pengantar 

Para ilmuwan politik mencoba menyusun model-model sistem politik 
dengan . IJlenggunakan. kriteria yang berbeda, dan dengan cakupan 
penjelasan yang berlainan. Carter dan Herz, misalnya menggu.nakan 
dua kriteria untulc membedakan berbagai sistem politik di dunia ini, 
·yaitu si.apa yang . memerintah dan ruang lingkup j angkauan 
kewenangan p emerintah.1 Apabila pihak yang memerintah terdiri atas 
·beberapa orang atau· kelompok kecil orang maka sistem politik ini 
disebut pemeriptahan "dari atas"· ataij lebih tegaslagi disebut oligarki, 
otoriter, ataupun arlstokrt,isi. Di lain pihak, apabila pihak yang 
memerintah ·t�diri atas banyak orang maka sistem politik ini disebut 
demokrasi. Selain itu, kalau kewenangan pemetintah pada prinsipnya 
mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maka rezim ini 
disebut totaliter� sedangkan apabila pemerintah me� kewenang8n 
yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar 
kehidupan masyarakat meilgatur diri sendiri tanpa campur tangan dari 
peinerintah apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata 
hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut li:heral 

Kedua kriteria . yang · dikemukakan kedua ilm.uwan tersebut 
menyangkut hubungan kekuasaan, yaitu siapa pemegang kekuasaan 

· dan hasil penggunaan kekuasaan itu. Lebih lengkap lagi apabila 
kriteria yang digunakan untuk inembedakan sistem politik mencakup , 
faktor-faktor, seperti kebaikan bersa�. pemersatu atau identitas 
bersama, hubung� kekuasaan, prinsip legitimaSi kewenangan, · clim 
hubungan politik dengan ekonomi.2 

·Model sistem politik yang hendak diuraikan berikut ini lebih dilihat 
dari sudut · historis dan perkembangan sistem politik, dimulai dari 
otokrasi tradisional ke totaliter dan ·sampai pada demokrasi. Di antara 
ketiga model sistem politik ini terdapat berbagai sistem politik yang 
· timbul karena disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat 
setempat inaupun yang timbul sebagai kombinasi unsur-unsur terbaik 
dari ketiga sistem politik tersebut seperti sistem politik negara-negara 
berkembang yang lain. 

Karena model sistem politik dengan keempat · kriteria hen�ak 
mencakup sejaUh In.ungkiri �luruh siStem politik di dunia ini maka 
model irii kurang tajam apabila diterapkan untulc masyarakat dcui 
negara berkembang. Oleh karena itu, pada ba�an terakhir dar� bah ini 
diketengahkan suatu model sistem politik kh:ust1s untuk · negara 
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. berkembarig dengan menggunakan kriteria lain. 

1 3.2 Sistem Politik Otokrasi Tradisional 

13.2. 1 Kebaikan Bersama 

Faktor kebaikan bersama menyangkut pemahaman meng� dua 
hal, yaitu persamaan dan kebebasan politik individu. Selain itu, ada 
pula perbandingan . dua h� berikut ini, . yakni kebutuhan materiil 

· dengan- moril dan kolektivisme dengan individualisme. Lalu sistem 
politik otok.rasi tradisional ditandai dengan ciri-ciri berikut. Kurang 
menekankan . pada persafuaan .tetapi menekankart pada stratifikasi 
ekonomi, kebebasan politik individu kurang dijamm tetapi lebih 
inenekank$1 pada perilaku y�g �enuruti kehendak kelompok kecil 
penguasa, kebutuhan nioril dan nilai-nilai moral lebih menonjol 
daripada. kebutuhan m:ateriil, dan lebih menekankan pada 
kolektivisine 

.
yang berdasarkan kekerabatan darlpada individualisme. 

13.2.2 ldentitas Bersama 

E:aktor yang mempersatukan masyarakat da1am sistem politik ialah 
faktor primordial, seperti suku bangsa, ra8, dan agama� Faktor primor
dial acap kali terjelma dalam p.ribadi ·pemimpin sehingga pemimpin 
menjadi lambarig keber5amaan dalam suku bangsa, ras atau �gama. 
Oleh karena itu, ikatan keturunant dan suku bangsa, atau ikatan 
agama yang terwujud dalam diri seotang pemimpin yang dominan 
(otokrat), seperti sultan, raja atau � me�jadi identitas bersama · · 
dalam: sistem ini. 

· 

13.2.3 Hubungan Kekuasaan 

Kekuasaan dala!n sistem ini cenderung bersi:fat pribadi, negatif, dan 
sebagian kecil lagi bersifat konsensu8. Otokrat biasanya ialah �rang 
raja, sultan, atau emir yang talt hanya menipunyai peranan simbolis 
yang ·tinggi, tetapi juga kekuasaari nyata. karena fa nierµpakan 
personifikasi identitas bersama, dan lembaga-1embaga politik yang 
ada, Walaupun .dalam ·kenyataan, ia menyerahkan pefaksanaan 
pem�iahan kepada p� .pejabat yang menjadi.pembantunya, tetapi 
kualitas pribadinya ·sangat menentukan cara dan corak pelaksanaan 
kekuasaan dalam sistem ini, . . . 

Karena masyarakat hariya meniiliki sumber ltekucisaan. y�g sedikit. 
dart mengalam'.i kesukaran dajam me1altUkari pengawasan terhadap 
.Pihak penguasa ·maka kekuasaan dcllam sistem ini bersifat negatif 

. daripada kekuasaan positif . .  Otokrat memerfotah berdasarkan 
konserisu5, yaitu tradisi dan paksaan. Napiun, sara?la . kekuasaan 
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paksaan yang masih terbatas (setidak-tidalmya apabila dibandingkan 
dengan sarana kekuasaan paksaan yang dimilild negara maju) maka 
penguasa biasanya lebih banyak · memanipulasikan tradisi tintuk 
membenarkan kewenangan dan paksaan yang dilakukan ter�dap

. 

penduduk. . . .. ,. · 
Distribusi k�� dalam sistem.· ini berkisar pada sekelompok 

lr:ecil orang yang berada di sekitar otokrat, seperti kaum bangsawan; 
tentara, tuan tanah, dan alim ulama. Kelompok ini ·saling bersaing 
mempengaruhi otokrat untuk mendapat kekuasaan yang lebih besar 
dengan cara menunjukkan kesetiaan clan sumber dukungan yang dap�t 
dipersembahkan · kepada otokrat. Persaingan untuk mendapatkan 
kekuasaan yang lebih besar _ lebih dimaksudkan �tuk mendapatkan 
keuntungan bagi diri dan golongannya daripada untUk -mengubah 
sistem sosial yang pincang. Oleh karena itu, kegia�an mereka 
cenderung memelihara status quo agar status yang istim� tidak 
mengalami gangguan. 

Kelompok · sOsial modem,· seperti kelompok kepentinpn, partai 
politik� dan media � belum berkem.bang. Walaupun kemudiail 
terbentuk, kelompok-kelompok ini hanya berfungsi sebagai alat dari 
icel9mpok yang berkuasa. Meskipun berbagai kelompok kekerabatan 
memiliki pengaruh politik yang cukup besar, tetapi beberapa 
:kelompok yang ·memi1iki keahliaIJ. tertentu, seperti tentara, seni clan 
arSitektUr, dan pamong praja juga ikut serta dalain proses pembuatan 

. kebijakari. Para alim. ulama tidak hanya b�� dalain ·upacara. 
keagamaan dan inenjaga moralitas unium, �etapi juga menyucikan clan 
mengabsahkan kewenangan .politik, 'dan membantu memelihara 
solidaritas komunal. 
. Para petani tidak ilcut serta dalam kegiatan politi.k kaiena mereka 
miskin, buta huruf, terkungkung dengan tradisi, dan dikuasai oleh 
iuan tallah. Tuan tanah merupakan kaki tangan otokrat; dia memiD.ta 
.sebagian hasil kerja petani, . dan menyerahkan sebagian hasilnya 

. kepada otokrat. Walaupuii sebagian- besar anggota masyarakat 
melaksailakan peranan yang sama, yaitu petani dalaJn arti yang luas, 
tetapi mereka tidak terorganisasikan ke dalalJi suatu·organisasi politik 
yang mampu mempengaruhi kebijakan umum. Para petini belum 
menyadari diri sebagai anggota dari kelompok yang ·memililri nasib 
dan kepentinga� yang .sama sehingga mereka sukar sekali 
diorganisasikan. 

Dari .uraian di atas menjadi.jelas percaturan politik berlangsung di 
sekitar istana otokrat, dan paling luas di ibu kota sebagai p1lsat 

· . kekuasaan, karena k�atcµl politik · berlangSun.g di antara kelompok 
· atau individu yang bersaing untuk mendapatkan kekllasaan dari 
otokrat. Sebaliknya, anggota masyarakat yang sebagian besar di · 
antaranya adalah petani hanya berperanan sebagai penonton terha�p 
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percaturan politik di panggung :politik tingkat istana. 

13.2.4 Legitimasi Kewenangan 

Kewenangan otokrat bersumber. dan b�dasarkan tradisi. Ia 
memUUci kewenan:gan karena ia merupakan keturunail dari pemimpin 
terdahulu. Para pendahulunya dipandang oleh masyarakat sebagai 
ora:µg yang harus memerintah karena asal-usul da·n kualitas 
pribadinya. Kepercayaan dan tradi_si ini selalu dipeiihara, dan . 
dipertabankan oleh keturunan otokrat dengan berbagai cara, seperti 
mitos, legenda, dan simbol-simbol tertentu. Pada pihak lain, anggota 
m.asyarakat mengakui dan menaati kewenangan otokrat karena tradisi 
yang turun-temurun. 

13.2.5 Hubungan Ekonoml dan Politik 

Di samping terdapat jurang politik (kekuasaan) yang lebar antara 
penguasa dim penduduk di pedesilan, dalam sistem otokrasi tradisional 
inipun terdapat jurang yang lebar dalam ekonomi, yaitu antara otokrat 
dan keloni.pok kecil elit penguasa yang mengitarinya, yang sekaligus 
juga merupakan peinegang · kekayaan, dan· massa petani yang tak 
memUiki apa-apa · sclain tenaga mereka. Para petani kebanyakan 
b�dak sebagai penggarap tanah _yang diiniliki clan dilniasai oleh 
tuan tanah. Produk ekonomi berkisar pada pertanian subsistem, yaitu 
kegiafan yang mengh.asilkan total produksi yang · cukup Wituk 
kehi<iupan sehari-hari. Tanah dik;uasai oleh t:uan tanah · yang 
merupakan kaki-tangan otokrat sehingga distribusi tanah sebagai 
�ber ekonomi dan kekuasaan s�gat pincang. 
· Tuan: tanah sebagai pemegang sumber kekuasaan di pedesaan 

mellggunakan · sumber kekuasaan yang dimUiki demi mempengaruhi 
pemermtah · pusat dan daerah agar tidak .mencampUri ·masalah �g 
dihadapi di pedesaan sehingga pemerintah tidak melaksanakan 
kegiatan-kegiatan el_conomi yang dapat mengubah keadaan yang ada. 
Setiap desa tetai> otonom dari campur-tarigan pemerintah, dan tiap
tiap desa juga otonom secara ekonomis dari · desa lain karena chi 
ek�nomi· pedesaan ini berdiri di a�s kaki sendiri, dan bukan saling . 
tergantung. Industrial,isasi d� pertanian modern (perkebunan) 
.dilakukan oleh ' pengusaha asing bekerja sama dengan kaum 
bangsawan, elit yang berkuasa dan tuan tanah. Namun, para petani 
sama ·. s�ali. tidak tersentuh deIJ.gan modal dan tekiiologi · asing ini 
kecuali kelompok .bitruh yang· bekerja : di industri dan perkebunan 
dengan upah.yang sangat rendah. 
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1 3.3 Sistem Politik Totaliter 

Sistem politik totaliter sangat menekankan konsensus total di dalam 
masyarakatnya tetapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam 
negerimaupun di !Uar negeri. Namun, untult mencapatkonsensus total 
.tidak hanya dilakukan dengan indoktrinasi ideologi, . tetapi juga 
dengan pelaksanaan kekuasaan pak:Sc\an yang luas clan mendaJam .. 

Sistem politik ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu 
koinunis · dan fcisis. Keduanya menghe.ndaki P.engaturan masyarakat 

. secara menyeluruh (total) atas dasar tertentu dengan kelompok kecil 
penguasa yang ·memonopoli kekuasaan. Keduanya juga · menipakan 
sistem mobilisasi massa dalam rangka membentuk manusia dan 
masyarakat ·baru, dan dalam rangka melaksanakan kebijakan Yang 
ditetapkan oleh penguasa. Keduanya juga menempatkan kepentingai:i 
individu di .ba�h ·kehend� dan kepentingan. partai tunggal yang 
meilgatasnamakan ·negara dan bangsa. 

Komunisme merupakan pemberontakan besar pertama dalain abad 
keduapuluh terhadap sistem. ekonomi _yang kapitalistis dan liberal, 
sedangkan fasisme nierupakan pemberontakan :kedua terhadap 
kapitalis dan liberal maupun terhadap komillPsme. Komunisme 
menipakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara· totaliter 
dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum proletar (pekerja). 
RepuQlik Rakyat Cina, Vietnam, Korea Utara, Albania, dan Kuba 
merupakan contoh negara komUnis yang masih tersisa setelah negara
negara Eropa Timur dan Uni Soviet meninggalkan komunis pada 
tahun 1989 dan 1991.3 

. Fasisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat 
secara totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal �yang . sangat 
nasionalistis, rasialis, militeristis, clan imperialistis.4 Jerman_di bawah 
Hitler dengan Nazi-nya, Italia di bawah Mussolini, dan Jepang 
merupakan · contoh negara yang pernah menerapkan _fasis�e� 
sedangkan rezim aparteit Afrika Scla1;an, yang juga teµgah mengalami 
perubahan, barangkali satu...;satunya rezim. fcisis yang masih tersisa 
dewa8a ini.5 Apabila fasisme · didasarkan pada nasionalisme yang 
chauvinistik, rasialistis, dan militeristis (negara p�lisi) maka 
komunisme lebih mendasarkan diri pada ideologi kom�sme yang 
doktriner dan yang bersifat eskatalogis (masyarakat tanpa kelas,-sama 
rata sama rasa). Berikut ini sistem politik komunis saja yang diuraikan. 

13.4 Komunis · 

13.4� 1 Kebaikan Bersama 

Sistem ini ditandai dengan prinsip · sama rata sama rasa da1am 
bidang · ekonomi, dan sekularisme yang radikal tatkala agama 
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digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner dan 
egJcatologis. Kebebasan politik individu dan hak .. hak sipil untuk 
mengritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat menekankan 
pada kemerdek:aan: nasional dan bebas dari penindasan asing. Selain 
itu, berupaya keras · menjamin kebutuhan . materiil khususnya 
kebutuhan pokok secara merata s�bagai peµiksanaan prinsip sama rata 
sama rasa, dan kebutuhan moril sebagai perwujudail sekularisIIie 
radikal yang memandang tujuan-tujuan yan� �ersifat materiil 
mengandung kepuasan moral. Jadi, kepentingan-kepentingan individu · 
tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa (kolektivisme}. 

13.4.2 ldentltas Bersama 

raktor sakra1 yang mempersatukan masyarakat dalam sistem ini 
ialah ideologi yang bersifat doktriner dan.eskatologis. Seluruh angg�ta 
masyarakat harus berperilakU sesuai dengan ajaran-ajaran yang . 
terkandung dalam ideologi · tersebut, setidak-tidaknya tidak 
menampakkan pembangkangan terhadap ajaran tersebut. Elit yang 
bertindak sebagai penafsir dan pelaksana . ideologi berusaha 
niembentuk m:anusia dan masyarakat b.aru dengan cara 
mengindoktrinasikan ajaran kepada semua warga masyarakat melalui 
sekolah, media massa; organisasH>rganisasi yang menjadi. bagian dari 
partai, lembaga kader, dan lembaga resosialisasi. Ideologi ini dijadikan 
sebagai tujuan dan pandangan hidup bagi seluruh penduduk sebingga 
acap kali ideologi ini cliSebut sebagai agama politik. 

13.4.3_ Hubungan Kekuasaan 

Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoli dan dilaksanakan secara 
sentral· dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan yarig dilaksanakan 
oleh militer dan polisi rah3sia lebih menonjol daripada kekuasaan 
konsensus. P� ini diorganisasikan secara hirarkis yang dalain 
kenyataan dipimpin oleh kelompok kecil orang yang disebut politbiro. 
Politbiro · dipimpin oleh seC>rang pemimpin utama .. Pemimpin partai 
sekaligus bertindak sebagai. pemimpin negara dan pemerintahan. 
Pemimpin ti.tama . . dan politbiro inilah yang membuat dan 
mengoordinasikan pela'ksanaaJ1 kebijakan umum. Lingkup kekuasaan 
partai dan pemerintah ini sangat luas terutama lebih ditekankcin pada 
sistem pemeliharaan, pembangunan infrastruktilr . ekonomi, 

, pengadaan, dan distribusi. barang dan jasa kepada semua inclividu. 
Partai tunggal ini bersifat elitis karena keanggotaannya sangat 

bersifat selektif. Selain itu, partai . ttingg<ll ini menguasai . semua 
kelompok sosial yang ada. Kelompok pemuda, seiibt buruh, asosiasi 
petani, organisasi wanita, dan berbagai organisasi profesi merlipakan 
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alat partai untuk i:nemobilisasikan ma�a. Organisasi keagamaan dan 
kegiatan, keagamaan dilarang oleh partai kecuali bagi organisasi dan 
kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan ajaran partai. · 

13.4.4 i..egitimasi Kewenangan 

Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan 
mereka sebagai ideolog, yaitu .penafsir dan pelaksana ideologi yang 
bersifat doktriner, dan eskatalogis. Pada piha� lain, anggota 
masyarakat menaati kewenanmizi pemimpin partai dan pemerintahan 
tidak saja kar� pemegang kewenangan dipilih oleh anggota kongres 
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan partai, �tapi juga pemegang 
kewenangan memmki kemampuan menggunakan kekuasaan paksaan 
yang sangat luas dan mendalam. 

13.4.5 Hubungan Politik dan Ekonoml 

Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan 
kegiatan ekonomi dalam koordinasi unit ekonomi maupun dalam 
pengadaan barang dan jasa. Kecuali itu, jU:ga dalam kegiatan 
memproduksi maupun mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan 
ekonomr yang . merupakan prakarsa individu atau swasta dilarang. 
D�an. kemajuan teknologi dan industrialisasi, sistem ini inemiliki 
kemampuan inenghasilkan dan mendistribusikan ·kebutuhan pokok 
yang reiatif merata kepada semua warga sebagai ganti/tukar dari 
keta.atan total yang diiberikan penduduk terhadap kewenangan 
p emerintah. Namun; pada per�embangannya k emampuan 
memproduksi barang dan jasa · menjadi menurun karena dua . hal: 
motivasi berprestasi pekerja ·sangat rendah dan aparat partai telah 

• berubah menjadi kelas penguasa yang konservatif. Akibat penurunan 
produksi ini sukar sekali bagi warga ma8yarakat untulc mendapatkan 
kebutuhan pokok, sedangkan aparat partai memiliki keistimewaan 
dalam mendapatkan barang dan jasa. _ . 

Menurut pengamatan berbagai pihak, rezim komunis dewasa ini 
dal� keadaan "maju kena, mwidur juga kena." Artinya,. kalau 
mengadakan pembaruan akan berakibat menggali kuburan sendiri 
(menghasilkan situasi dan berbagai kekuatan y ang akan 

· menghancurkan sisteni komunis). Apabila · tidak melakukan 
pembariian, sistem itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Oleb 
karena itu, disimpulkan bahwa negara-negara komunis yang masih 
bertahan dewasa ini hanya menunggu saat-saat kehancurannya. lµtan 
tetapi, perlu dicatat bahwa rezim koniunis berbeda de'ngan mar:xisme 
karena hal yang terakhir ini sebagai alat analisiS srisial �asih tetap 
dipelajari para abli. 

227 



13.5 Slstem PoliUk Demokrasl· 
. . 

Dari sudut pandang stnµrtura1, sistem politik demokrasi secara ideal 
ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan 

. kQnsensus.6 Artinya, demokr{W memungkinkan perbedaan peridapat, 
persaingan; dan pertentangan di an.tara individu, di antara · berb�gai 
kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, 
kelompok dan pemerintah, b�an ·di ·  antara lembaga-lembaga 
pemerintah. · . . . 

Akan tetapi; demokrasi. hanya 8kan mentolerir konflik. yang tidak 
menghancurkan sistem: Untuk itu, sistem · politik demokrasi 
menyediakan mekanfsme dan prosedtir y ang menga tur · dan 
menyalurkan konflik sampai pada "penyelesaian" dalam bentuk 
kesepakatan (konsensus). Prinsip ·ini pula yang mendasari 
pembentukan id�ntitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi 
kewenangan, clan .hubungan -politlk dengan ekonorili. 

13.5.1 Kebalkan Bersama · 

· .Persamaan kesempa� J>9litik bagi· setiap individu dijamin deilgall 
hukum. Setiap individu. memiliki kebebasan �tuk mengejar tujua:ri 
hidupnya. Untuk itu, setiap individu harus m� kesempataq 
politik dengan menggabungkan diri ke da1am organisasi sukarela 
untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah: dan ·membuat 
kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, sisteni ini 
menekankan pada· persamaan kesempatan ekonomi daripada 
-pemerataan basil oleh pemerintah. Hal ini berarti setiap individu bebas 
.mencarl, dan menda�gunakan kekayaan sepaxrj'ang dalam batas-bataS 
yang disepakati b_ersama, seperti persaingan bebas yang wajar, _ 
undang-undang antimonopoli, dan peka pada lingkungan ltldup. Jadi, 
sistem ini inenekankan pemenuhan kebutuhan materiilkepada massa, 
dan . dalam masyarakat-negara yang menerapkan indiyidualisme iD.i 
terdapat ketegangari antara.· tujuan-tujuan materiil ·dail moril. 
Walaupun demikian, pemenuhan kebutuhan materiil yang tampaknya 
lebih �enonjol. 

13.5.2 ldentltas Bersama 

Faktor yang mempersatukan ·masyarakat . dalam sistem politik 
dem0krasi ialah . bersatu daJam perbedaan. ·Contohnya, Bhinp.eka 
Tunggal Ika untuk Ind.on�a dan Unity in Diversity unWk Amerika 
Serika't. Artinya, pada satu pihak penduduk tetap mempertahankan 

· keterikatan dengan setiap subkultur, seperti suku, da� ras, agama, 
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dan adat-istiadat. Pada pihak lain, seluruh penduduk m�punyai 
keterikatan, yaitu sua� dasar dan tujuan yang sama. -Dasar yang sama . 

itu berupa keterikatan pada lembaga . demok;rasi, ·saling percaya, dm:i 
kesediaan hidup berdampingan ·secara rukun dan dam.ai, dan 
kesediaan berkompromi · dan  bekerja sama. Seballlmya, tuj� yang 
sama itu berupa ·pengeniba� seluruh potensi i.milVi�u secara 
maksimal, · dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dengan 
kata lain, keterikatan penduduk terhadap setiap .subkul,tur akan 
menimbulkan benturan (konflik) tetapi keterikatan pada dasar dan 
tujuan yang sama akan melahirkan konsensus. 

13;5.3 Hubungan Kekuasaan 

Dalain sistem politik demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang 
relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahail. 
Situasi i¢ akan. menimbulkan perSaingan dan sa1ing kontrol antara 
kelompok yang satu dan kelompok lain, antara lembaga pemerintah 
yang satu dan lembaga yang lain (legislatif, eksekutif, dan judikatif), 

dan antara keiompok sosial dan lembaga p�erintah.· Setiap kelompok 
sosial berupaya memperjuangkan kepentingan kelompok masyarabt 
yang mereka wakili, dan berupaya. keras pula untulc memelihara dan 
mempertahankan otonomi dari campur-tangan pemeriiitah atau 
kelompok Iain. Distribusi kekuasaan, otonoini, dan konflik inilah yang 
disebut pluralisme sehingga sistem politik serupa ini acap kali disebut 
sistem politilc demolqpsi �pluralisme. 

Akan tetapi, pada pihak lain . baik kelompok�kelompok sosial 
. maupun .lembaga-lembaga pemerintah mempunyai sttatu. k�daran 

dan kesepakatan bersama bahwa kekuasaan hanya sebagai sarana 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum, untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum diperlukan kesediaan untulc berkompromi dan 

. bek�rja sama, bahwa pemerintah sebagai lembaga yang 
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat · perlu �emiliki 
·kekuasaan yang memadai · untuk menyelenggarakan kesejahteraan 
umum� Jadi, persaingan dan saling kontrol di antara pusat-pusat 
lcekuasaan akan melahirkan konflik, sedangkan kesadaran dan 
kesepakatan akan melahirkan konseiisus. 

13.5.4 Legit/mas/ Kewenangan· 

Prinsip kewena�gan "dan"':legitimasi dalam sisteni ini bersifat 
prosedural ,(rule of law) yang diatur dalam konstitusi. Artinya, 
penguasa mendapatkan kewenarigan berdasarkan prosedur yang 
disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, 
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sedangkari. anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa karena 
penguasa dipllih atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditetapkan 
· dalam konstitusi atau peraturan· perundang-undangan. Dalam 
.konstitusi biasanya diatrir bak-hak warga negara, seperti kebebasan 
berbicara dan berasosiasi, kebebasan menjal�an ibadah, hak 
menjalankan usaba · ekonomi, hak akan keadilan, b8k mendapatkan 
pelayarian dari pemerintah, memilih pejabat negara, mengajukan 
aspirasi, .dan mengontrol pemerintah. Pelaksanaan halt-hak ini akan 
melahirkan konflik. 

Pada pihak lain, dalam konstitusi atau peraturan perundang
undangan juga diatur kewajiban warga negara, seperti menghargai. 
hak orang lain, menaati peratu.ran yang ditetapkan dan ditegakkan 
oleh pemerintah, membayar pajak dan melaporkan pelangg�n 
hukum. kepada pihak yang berwenang; Kewajiban-kewajiban ini ·akan 
melahirkan konsensus. Dengan d�n, konstitusi atau peraturan 
perimdang-undangan sebagai pritlsip kewenangan dan legitimaSi juga 
menggunakan pola keseimb�gan antara konflik mm, konsensus. 

13.5.5 Hubungan Politik dengan Ekonoml 

Berdasarkan koo�dinasi ·tinit ekonomi maupun dalam pemllikan 
· barang dan jasa, pemerintah dan sW8sta ikut ambil bagian secara aktif 

sesuai dengan setiap -porsinya. Artinya, di samping mekanism� pasar 
dibiarkan mengatur kegiatan · �onomi, .tetapi dalam hal�hal yang 
menyangkut hidup orang .banyak pemerintah ikut mengatur dan 
mengarahkan kegiatan ekonomi, redistnbusi, dan pengadaan birang 
dan jasa. Koordinasi unit ekonomi-deilgan mekanisrt>e pasar, pemi1ikan 
sarana, · dan alat produksi dengan kalangan swasta akan melahirkan · 

konftik intara · pengusaha (produsen) · dan. pengusaha, antara 
pengusaha dan konsumen. 

Dalam konfllk ini, pengusaha Iemah· akan ka1ah bersaing _tieniaP: 
pengusaha kuat, · �kan koiisQJD.en akan lebih · ditentuka:D. · oleh 
pengusaha;. Di samping· itu,, me�nism.e· pasar. dan pf:!milikan sarana 
dan alat produksi oleh swasta tidak inampu men�dakan distribusi 
yang merata kepada masyarakat karena · pihak ·yang kuat akan 
mendapatkan · apa yang dikehendaki, sedangkan pihak yang le� 
tidak kebagian. Jadi, mekanisme pasar dan·pemilikan sarana produksi 
oleh swasta juga akan melahirkan ·konflik. 

· · 

. Akan t-etapi, dengan tampilnya pemerintah sebagai. pihak yang 
mewakili kepentingan_ umum dalaln koordinasi unit ekonomi dan 
pemilikan sarana dan · a1at . produksl, pemeriiltah akan dapat 

· memproduksi dan mendistribusikaii barang dan jasa, dan inengadakan 
redistribusi pendapatan kepada masyarakat . sebingga kepincangan 
distribusi yang ditimbulkan dengan mekanisme pasar dan pemilikan 
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sarana dan alat produksi oleh swasta dapat diatasi. Pada pihak lain, . 

pemerintah tidak hanya dapat merigatur kegiatan ekonomi swasta 
sehingga praktek-prakt� monopoli dan persaingan yang tak sehat 
dapat dicegah, tetapi juga dapat mengarahkan kegiatan ekonomi 
swasta dengan kebijakan fiskal dan moneter sehingga tujuan 
masyarakat umum dapat dicapai. Campur-tangan pemerintah ini a� 
melahirkan konsensus. Dengan demikian, keseimbangan peranan 
swasta dan pem.erintah menimbulkan keseimbangan antara konflik 
dan konsensus. 

Sebelumnya telah dijelaskan sistem politik demokrasi membiarkan 
semua subkultur berkembang Sehingga akan melahirkan pluralisme 
(kemajemukan). Demokrasi menghendaki konstitusi, dan demokrasi 
menghendaki sumber-sumber ekonomi yang relatif cukup untuk 
didistribusikan kepada masy�akat. Pertanyaan yang muncul, apakah 
·p1uralisme, konstitusi, dan sumber e}tonomi yang memadai merupakan 
persyaratan utama bagi perkembang� sistem politik demokrasi? 

Di atas kertas, tanpa adanya pluralisme sosial dan kultural 
deniokrasi dapat berkembang dengan . baik. · Disebut di atas kertas 
karena jarang sekali suatu masyarakat yang tidak memiliki setidak
tidaknya keµiajemukan sosial. Narnun, kalau suatu masyarakat 
mempunyai struktur yang majeniUk maka magyarakat harus memiliki 
suatu dasar dan tujuan yang disepakati bersama .agar demokrasi dapat 
berkembang dengan baik. 

Sementara· itu, terdapat pula suatu masyarakat-negara yang 
memiliki sistem politik demokrasi yang sudah berkembang tanpa 
adanya suatu konstitusi yang tertulis sep� luggns. Namun, negara 
ini memiliki htikum dasar .. tak tertulis yang siidah menjadi tradisi dan 
peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, banyak pula 
negara yang memiliki konstitusi tetapi tidak demokratis · seperti 
negara-negara komunis clan negara-negara berkembang. 

Yang terpenting dalalll sistem politik demokrasi berupa adanya 
prosedur dan mekanisme penentuan pemerintah berdasarJ_can 
kedaulatan rakyat, dan adanya aturan main bagi kelompok-kelompok 
untuk bersaing mempengaruhi pemerintah demi membuat kebijakan 
yang menguntungkan mereka. 

Sejumlah masyarakat-negara memiliki sumber ekonomi yang 
berlimpah tetapi · tidak mengembaiigkan sistem politik yang 
demokratis seperti negara-negara yang kaya �yak di.Timur Tengah 
(negara-negara ·.Arab). · Namim, bagi masyai-akat yang berkehendak 
mengembangkan sistem politik demokrasi dan sumber ekonomi yang 
memadai sumber alam maupun sumber daya :mantisia merupakan 
salah satu kondisi penting. Dengan demildan, berbagai · tuntutan 
masyarakat lebih mungkin untuk dipenuhi. Masyarakat yang miskin 
dalam sumber-sumber ekonomi akan mengalami kesukaran unt� 
memenuhi tuntutan dan harapan · masyarakatnya. Jik� tuntutan 
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masyarakat tak dapat dipenuhi maka 1;imbul !rustasi dan ·keresahan, 
yfil?.g pada gilirannya menimbulkan konflik yang bersifat kekerasan 
untuk memperebutkan sµmber yang terbatas. Situasi ini dapat · 

melumpuhkan demokrasi. 

13.6 Negara Ber�embang 

Negara ini sesuai · dengan namanya merupakan negara yang sedang 
berkembang. Oleh karena itu, sistem politUmya juga sedang mencari 
bentuk yang selara� dengan tingkat perkembangan masyaralcat 
maupun kultur ruin struktur masyarakatnya. Masalah yang dihadapi 
oleh; masyai:ak;:tt-negara yang se_dang berkembang tidak hanya 
struktur masyarakat yang sa.ngat majemuk secara kU.ltural sehingga 
sukar menciptakan s.uatu ident�tas yang disepakati- bersama, tetapi 
juga masyarakat-n�gara· macam apa yang hendak mereka ciptakan 
(kebaikan bersama). . 

· 

· · Dal�m masyarakat ini pe�erintah . (eksekutif) sa�gat berperan · 

dalam mengembangkan identitas persama dan merµmuskan kebaikan 
bersama maupun .dill.am melakukan pembangunan ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan m:asyarakatnya . .  J{ekuasaan pemerintafi dan 

. campur-tangan peinerintah y,ang begltu luas qalam masyarakat p_ada 
satu pihak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekpnomi, pada pihak 
lajn menyebabkan ]felompok pol��,· seperti part:;l.i, kelompok 
kepentirigan dan med:J.a massa berpera,n s�bagai pendukurig saja. 
Dengan demikian, hubu.ngan kekuasaan masih bersifat dominatif dan 
negatif dan pelaksanaan kekuasaan lebih · bersifa t paksaan danpada 
konsensus. Erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan jni ·berupa 
prinsip kewenangan �an legi�aSi yang jUga belum menemukan pola 
yang -sesuai karena dalam ·inasyar�a't · ini prosedur · dan . mekanisµie 
penetapan siapa yang memerintah masih ditetapkah secara sepihak 

. �leh keloinpok yang berkuasa. .. 

· 

. . · · · 
Selanjutnya, ma8yarakat-negara yang berkembang ixµpun belum 

Iilenemukan pola hubungan politik. dengan ekonomi yang cocok. 
S�jumlah_ pertanyaan yang �erkaitan dengan sistem · ekorio� bcl;um 
dijawa).J secara jelas . . Apakah koordinasi Unit ekonomi d!�akukan 
secara tersentralisasi oleh pemerintah atau secara terdeseritr�sasi 
dengan mekanisme pasar; dan apakah swasta·diperkenankan memiljki 
�araria dan alat produksi atal,l dimonopoli oleh ·pemerintah? Di 
samping itu, sejumlah alternatif yang berkaitan dengan kebijakan 
ekonomi masih harus ·dipilih. Misalnya i;nengenai �umber dana 
pembangunan: .�pakah dengan menggali slm,lb�"". sw:riher dalam negeri 
yang jumlahnya masih terbatas' dan masih diperlukan modal dan 
teknologi untuk i;nengolahnya atau mengundang modal asing dan 

· mencari pinjaman dar� negara asing dan lembaga keuangan 
internasionru? · · 
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Yang pertama tidak hanya akan menimbulkan beban masyarakat 
yang tinggi, tetapi juga _pertumbuhan ekonomi yang akan menurun. 
Yang kedua tidak hanya melahirkan ketergantungan ekonomi kepada 
pihak luar, tetapi juga ketimpangan dalam distribusi pendapatan. 
Kendati pilihan itu sudah ditetapkan, ia harus dibuktikan dengan cara 
melaksanakan dan mengembangkailnya sesuai d�ngan keadaan yang 
dihadapi. 

· 

Guna menggambar�an sistem politik macam apakah yang secara 
empiris diterapkan oleh negara-negara berkembang, berikut ini 
disajikan sebuah model yang membedakan sistem politik berdasarkan 
em.pat kriteria, yaitti rezim politik, koalisi yang memerintah, pihak 
yang diuntungkan dari kebijakan umum dan basis legitimasi·7 

Sejumlah sistem politik dapat dideskripsikan berdasarkan model itu, 
seperti oligarki tradisional, . populis, dan birokratis- otoriter atau 
birokrasi-negara (bureaucratic ·polity)� Namun, untuk keperluan bUku 
pengantar ini satu saja yang akan diuraikan, yaitu sistem poUtik 
birokratis-otoriter. Hal itu disebabkan sistem ili.ilah yang tampaknya 
lebih mendekati keiiyataan· yang terjadi di sejumlah negara 
berkembang.8 

· · 

Disebut lebih mendekati kenyataan karena hal-hal yang akan 
digambarkan berikut ini. 

Dari segi rezim politik (hak-hak warga negara), sistem politik 
birokratis-otOriter ditandai dengan pluralisme terbatas dengan cara 
menerapkan korporatisme negara sebagai sistem perwakilan 
kepentingan, dan k<)optasi dan represi terhadap pihak oposisi. 
K;ebebasan dan hak-hak politik individu dibatasi dan lebih 
.menekankan pada perlunya negara mengontrol pernyataan
pemyataan aspirasi politik yang memintut pemerataan. Da� sistem 
perwakilan kepentingan korporatisme negara (lihat bab keen(!.m); 
keberadaan organisasi kemasyarakatan b�gantung pada negara. 
Fungsi korporatisme negara dalam sistem ini tidak dalam pengertian 
apakah secara positif berhasil tercapai, tetapi dalam·arti apakah secara 
suk�es dicegah kemunculannya . Pihak oposisi yang bersedia 
.mendukung pemerintah dikooptasi, se_dangkan yang menolak 
mendukung pemerintah ditindas ha).{-hak politiknya. c;>leh kaiena itu, 
pelaksanaan kekuasaan lebih bersifjlt paksaan daripada konsensus. 
Ciri ini yang menyebabltan sistem izti disebut otoriter. 

Dari segi siapa yang memerintah, sistem ini ditandai dengan koalisi 
di antara sejumlah "spesialis". Dalam hal ini, militer yang memiliki 
spesialisasi peranan dalam menciptakan ketertiban (order), tekriqkrat 
yang J?emili� spesiaHsasi dalam perencanaan dan pengendali'!l�:-.1 ·Y' :\'. ekoiitfffilftb�t-:yang spesialis dalam administrasi pembangunan, 
dan pemilik modal asing dan domestik yang b erperan dalam 
pengadaan barang dan jasa untuk ekspor maupun untuk kebutuhan 
konsumsi dalam negeri. Kekuasaan dimonopoli dan dilaksanakan 
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secara sentral oleh militer, teknokrat dan· birokrat. Pihak y�g 
memerintah melakukan depolitisasi atas ·berbagai alternatif 
pembangunan yarig pada dasarnya merupakan masalah politik (karena 

· menyangkut kepentingan masyarakat umum) denga:n cara 
m.emperlakukan masalah-masalah itu sebagai soal teknis rasional 
.belaka. Mentalitas teknokratls lebih menonjol daripada periggunaan 
bentuk ideologi yarig terelaborasikan secara terinci dalam pembuatan 
kebijakan pembangunan. Ciri ini yang menyebabkan sistem ini disebut 
birokratis. . 

· 

. 
Siapak'11 yang diuntungkan dengan kebijakan umum dalam sistem 

ini? Karena sistem ini menerapkan model penibarigunan kapitalistis 
yang berorientasi pada pertumbuhan dan ekspor dan dilaksanakan 
oleh birokrat maka

· 
yang diuntungk�n ialah pihak-pihak yang 

memiliki akses terhadap kekuasaan · dan kapital. Selain keempat 
kelompok yang disebutkan, kelompok-kelompok yang lain menikmati 
hasil pembangunari seperti- lapisan menengah dan terpelajar di 
perkotaan dan pemilik tanah di pedesaan. Lalu sektor populer, seperti 
bur® industri, buruh tani, clan sektor informal di perkotaan tidak 
mendapat bagian apapun secara langsung sebab tidak ada rencana 
pembangunan yarig khusus diarahkan kepada mereka, kecuali 

· sejumlah larangan demi ketertiban dan keindahan. ' 

· · 

Selanjutnya, sistem i� didasarkan pada basis legitimasi yang 
beraneka, yaitu campuran -terpadu antara distribusi kebutuhan 
materiil,- simbolis (ideologi dan sejumlah jargon politik), dan legal
rasional (pemilihan um um, dan proses . perundang-undangan). Basis 
legitimasi yang bersifat camp"ilran"iriiliih.yang menyebabkan merigapa 
perubahan dan peralihan distribusi kebutuhan materi-il ...:._ yang 
merupakan produk proses politik� tidak menimbulkan ·krisis 
le�timasi. 

·. )  
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BAB l4 
PERUBAHAN-DAN PEMBANGUNAN POLITIK 

1 4.1 Pengantar 

Di dunia tidak ada yang bersifat abadi . .  semua -objek dan perihal 
kehidupan mengalami perubahan, keeuali perubahan itu sendiri; yang 
satu dapat lebih cepat berubah daripada yang lain. Permasalahannya 
terletak · pada pertanyaan berikut. Apakah perubahan: yang muncul 
bersifat progresif? Artinya, perubahan menuju situasi yang -lebih b3ik 
daripada sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Hegel dengan 
dialektika-historisnya. Dipertanyakan pula, apakah perubahan. yang 
timbul bersifqt regresif? Artinya, perubahan yang menu]u situasi leb,ih 
buruk daripada sebelumnya, seperti yang disinipulkap. dari enam tipe 
sistem politik (regime) yang dikemukcikan oleh Plato. dalam The Re
pu,blic yang berm$ dari Aristokrasi · (terbaik) dan berakhir dengan 
Tirani (terburuk). . . 

. . 

. Permasalahan yang lain, apakah perubahan itu .berasal dari dunia 
ide (gagasan), geperti yang dikemukakan oleh Hegel; atau berasal dari 
dUilia: ·materi (kondisi materiil), sepertj yang .diutarakan _ oleh _ Karl 
Marx. Semua itu merupakan isi pernyataan:· da?r: pertanyaan filosof 
yang dicoba-:�tuk diungkapkan oleh ·para ilmuwan masa kini dengan 
bahasa yanglebih enipirls. 

· 

· · • · 
-
, 

Ilni1l'Y3Il masa kini 'akan mengajukan isi ;pernyataan· dan ,Pertanyaa?i 
sebagai berikut. · · 

Pada. titik t (waktu), - sisiem s0sial S·-memiliki 1karak.ter1Stik. A,· B, 
C •.. ,N� tetapi pada titik t+k {b�berapa p'eriode waktu kemudiati) 
karakteristik ·S menjadi A'\ B", C" ..•. N"� 

. . 

Apaka:h p erubahan karakterist.lk terientu dari t ke t+k 
. mempengaruhi · situasi atau kategori ellt-elit .  sedemikian rupa 

sehin:gga tetjadi karakteristik A", B", C" ... .N�? _ .  

· Perbedaan karakteristik S pada t dengan karakteristik S pada t+k 
dfsebut perubahan. 

Mengapa terjadi perubahan · seil).aca.m itu? Faktor-faktor apakah 
:yang menyebabkan terjadi perubahan tersebut: faktor intern,al (en-
dogenous} atau fciktor ekstemal (exegenous), atau keduanya? · 

"Kemudian perubahan itu dirumuskan sebagai variabel terpengatuh 
(dep_endent. variables}, lalu faktor-faktor internal dan ekstemal 
sebagai variabel pengaruh (independent variables)�: 
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Pertanyaan-pertanyaan di,,atas d�pat dirumuskan sebagai berikut: 
-l.apakah yang menjacli objek perubahan politik yang biasanya 

diobservasi secara lebih seksama olel,l ilniuwan politik?; 
2. apakah perbed.aan perubahan politik, pembangunan politik, clan 

. . . . . .  ·- modernisasi politik?; 
;

·
'

·
' . . �·· , '. ,""J'�:.�. faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahan politik tipe· 

, apa?; . 

4.apakah dikotomi sistem politik modern dan tradisional dapat 
,diterima secara ilmiah?; · 

. . / bagaimanakah pro� perubahan berlangsung (grand process of 
/ modernization); dan 

· 

//, 6. apakah tujuan pembanguruin politik?1 · 

Di antara para ihnuwan tidak ad.a kesamaan· pemahaman mengenai 
pengertian perilbahan, pembangunan, dan, modernisasi politik. Oleh 
ka'rena itu, di bawah ini cliuraikan secara umum dan sederhana 
perbedaan dan persamaan· ketiga .· konsep tersebut. 
· Pembartgunan .dan modernisasi · politik merupakan p.erubahan 
politik, tetapi tidak seQaliknya. Dalam konsep pembangunan .sedikit
banyak. terkandung adanya tipaya yang disengaja, relatif terencana, 
memiliki ·sasaran yang relatif jelas; proses yang bersifat · evolusioner 
dan tak •mengandung ke!terasan.:Pembangunan politik dilihat sebagai 
implikasi politik dari pembangunan dari cenderung ,dibedakan dart 
pembangunan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai .dengan · 

pembangunan politik tidak. hanya �istem politik demokrasi, tetapi juga 
kemampuan�kemampuan lain yang clianggap·penting·clipunyai dengan 
�tu sistem politik untuk dapat melestarikan dirinya. 

Sejumlah ilinuwan menyamakan mod� dengan pembangunan 
politik dan . me1Ilbedakan ·modernisasi dengan westernisasi. 
Modemisasi berasal dari kata m.od�yang berarti situasi :masa kini, atau 
kecendeiungan .mutakhir. Berdasarkan riamanya; modernisasi ber� 
prose� perubahan · untuk menciptakan kondisi-. ko�disi yang 
memung�inkan ma5yarakat dapat- bidup sesuai . de�an tingkat 
perkembangan zaman. Itu sebabnya, mengapa Apter merum.uskan tiga 
kondisi. yai)g terk;mdung dalam modernisasi berupa sistem sosial yang 
dapat secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, 
struktur sosfal yang terdiferensiasi dan luwes, dan suatu kerangka 
sosial yang menyediakan keterampil�ri dan .pengetahuan yang 
diperh.tkcµl, bagi kehidupan· dalam dunia yang secara. teknologi sudah 
�aju.2 · 

Dalami>engertian modernisa�p.4�j�§��P,•f y�ng menjadi sasaran ·· 
yang hendak .9icapai; · ia · hanya ·salah �tu1 'proseS · untuk mencapai 
tujuan pembangunan politik. Apabila modernisasi inerupakan proses 
untuk menciptak� koJ1cllsi-koncli$i masyarakat seperti negara-negara 
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Eropa .Barat dan Amerika utara maka pembangunan politik yang · 
hendak dicapai juga seperti sistem politik negara-riegara Barat Inilah 
yang disebut Westernisasi. Pembangunan politik berlanggung pada 
periode Junani klasik, tetapi Iriodernisasi tidak. Perubahan politik 
mencakup· semua clri pembangunan dan modernisasi politlk yang 
di�ebutkan di atas ditambah de�gan ciri-ci,ri yang lain, seperti 

. perubahan yang terjadi tanpa rencana • .  berlangsurtg secara · cepat,tiba
tiba, · dan · merigandurtg' kekeras�, menimbulkail · 'hltibat-�bat ·yang 
tak

. 
diduga ,dan men�ju kemunduran. . . 

1 4.2 Tujuan P�mbangunan Politik · · 

Ilmuwan politik yang memusatk�n perhatiart ·pada ·pembangunan 
maupUn: para pemimpin negar� 'berkembang telah. mengemukakan 
sejrimlah tujuan yang· inenjadi arah yang harus dituju oleh proses 
pembangunan. Myron Weiner menyebutkan sebagai integra�·cpolitik 
(bah ketiga), · pemerintah yang efisien, bersih; ·rum berivibai.va (Garis'.:. 
GariS Besar Haluan Negara pada masa Orde Baru: di Indonesia) dcµi 
Huntington nienyebut lima · tujuan ·yang fain, seI>erti pertumbtihan 
ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas/mn otonO'Bli 
nasional.3 Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dal�'arti peningkatan 
produk total �nasional (Gross National Product) per kapita (seti�-
tidalmya lima persen per tahun). · · " •  · 

Akan te_tapi, ternyata .. pertumbuhan ekonomi' yang tinggi ·tidak 
dengcin sendirinya memperbaiki kondisi hidup · berjuta.:.ju:ta rakyat 
miskin� Oleh karena .itu, pada awa'.l-tahun 1970-an pem:erafaan ' 
dijadikah berdampingan dengan pertumbulian ekonoml sebagai 
sa5anin ·pembangunan; Pemerataan cliarahkan .'untuk mencegah dlia 
subsasaran, yarig kadangkala tidaid)erkaitan satu �a lain, balam · 

hal ini, mengurarigi kemiskiriari absolut, yaitu.jUmlah 'p�duduk yang 
hidup di bawah garis kemiskinan dan mengurangi;kepincangan dalam 
clistribusi pendapatan di aritara anggota masyarakat. · 

Sementara itu� 'dalam bidang politlk juga terjadi hal ·yang sama 
antara stabilitas dan demokrasi. Pada mulanya. stabilitas 'dipahami 
sebagai prakondisi bagi · demokrasi dan pembangunan · denfokrasL 
Namun, tertib dan stabilitas politik ternyata ti�ak melahirkan 
demokraSi. Apabila dalam bidang ekonomi pada -tahun 1960-an dan 
1970-an, kecenderungan ekonomi beralih dari akUmulasi kapital ke 
distribusi maka dalam bidang politik terjadi pex:alihan keeeriderungan 
dari distribus1 kekuasaan untuk mewujudka-n demokrasi ke 
permasalahan konsentrasi kekuasaan · guna mencapai ter:tib cian 
stabilitas politikideniokr3si.' · ·:: · · · . 

· 

. . 

Pada tahun 1980-an dalam bidang ekonomi terja� lagi peralihari 
dari periekanan terhada.p distril>usi ke perungkcitali perman · pasar . 

. . .. . . . · : . • '  . . . • . ' ·. 



dalam kegiatan ekonomi dengan kesediaan menerima untuk sementara 
distribusi pendapatan yang pincang. Hal yang �ama terjadi da1am 
bidang politik, yaitu permasalahan transisi inenuju demokrasi menjadi 
agenda politik pa'da awal tahun 1980-an. Selain itu, pada tahun 1960-
an dan awal tahun 19.70-an ��:.�.Y�i;t��J.r�.tiB.,nielihat 

- munculnya ketergantungan ekono1ill.,- clan p6l1tik"'n£gara-negara 
Amerika Latin kepada Amerika Serikat. Qleh karena itu, para teoretisi 
ketergantungan menjadikan otonomi naslonal sebagai sasaran 
pembangunan. -

Lima atau lebih tujuan pembangunan. tidak selal� berjalan seiring. 
Oleh karena itu, sejUinlah �lmuwan yang mem�tkan perhatian pada 
tujuan-tujuan p embangunan mencoba menjelaskan dengan 
pendekatan yang berbeda." _ 

Pendekatan yang pertama melihat tujuan-tujuan pembangunan 
politik sebagai selaras satu sama lain dengan alasan bahwa hal-:- hal 

. yang b.aik selalu .sesucii satu �ama lain dan tujuan yang satu 
mendukung pencapaian tujuan yang lain. Pendekatan kedua melihat · 

tujuan,tujuan. pemba,ngunan se9agai bertentangan satu sama lain 
karena setiap · tujuan mempunyai implikasi yang mengl.Jiangi 
pencapaian tujuan lain. Pertumbulian ekonomi bertentangan dengan 
pe�erataan dan stabilitas bertentangan dengan demokrasi. 

Selanjutnya, p endekatan rekonsilia_si yang 'melihat tujuan. 
pembangunan yang satu dapat direkonsillasikan dengan .tujuan lain 

· dengan sejumlah langkah yang tepat, yaitu .pilihap. mengenai urutan 
tujuan yang liendak dlcapal (mana yang lebih dahulu dicapai), struktur 
kelembagaan untuk merekonsiliasikan tujuan-tujuan dan strategi 

_ pemerintah untuk seccira. simultan ·m.encapai tujuan-tujuan - tersebut. 
Tiga dari lima yang disebutkan Huntington .itu menjadi prinsip 

pemban� di Indonesia. Prinsip-ini disebut T.rilogi Pembarigunan, 
yang berisi: ·pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas. Boleh 
jadi dalam hal ini, pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan 
ketiga, yaitu mencoba merekonsiliasikan ketiga . tujuan t�sebut. 
Namun;· Indonesia ti�ak merumuskan Trllogi Pembangunan sebagai 
tujuan tetapi sebagai sasaran antara yang mewujudkan tujuan neg�a 
sebagaimana dirumuskan dalam PembUkaan UUD 1945. Menurut 
Huntington tujuan pemb�gunan lebih tepat disebut sebagai sasaran 
semen�ata untuk mencapai tujuan ·· yang sesungguhnya, yakni 
masyaraltat dan negara yang dicita-citakcin (good society a tau the best 
�egime) dalam konstitusi negara teJ;"sebut. · 

14.3 Objek Perubaban· Polilik 

Objek perubahan atau unsur. politik yang . biasa:riya diobservasi oleh 
ilmu�axi politik ia]ah sistem, ·nilai politik, struktur kekuasaan, strategi 
menangani permasalahan kebijakan umuin dan lingkungan 
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masyarakat (kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan telmologi) 
dan fisik (sumber · alain) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh · 

siStem politik. 5 . · · 

Dalam sistem nilai politik terkandung tujuan negara dan prioritas 
pemerintahan, hak-hak warga negara, persepsi mengenai dunia, 
justifikasi . atas hak bntult memerintah, dan .. aturan main politik. 
Kongkretnya, si�eni nilai poUtik mengandwig· · nilai-hUai sosial, 
ekonomi, dan budaya (materiil dan spiritual) yang ingin dicapal atau 
di pertahankan oleh . masyarakat""n.egara; penafsirali · mengenai 
kebehasan individu, persamaan, dan 

· 

legitiniasi· dalam kaitannya 
dengan kepentingan um� dan kewenarigan pemerintah; d�n aturan 
formal dan !nfonnal mengenai proses penga'mbilan'keputusan politik. 
Sisteln. nilai politik ini. jelas mempengaruhi ketiga objek yang lain, 
st:petti · ·strukt1lr kekuasaan, proses kebijakan, · dan lingkungan 
inasy¥akat dan fisik. · 

Yang dinraksud dengan struktur kekuasaan ialah pengaruh 
infrastruktur dan suprasttuktur dalam proses kebijakan. Struktur 
kekuasaan infrastruktm"nieliputi pen� berbagai kelompok sosial, 
keagamaan; dan ekonomi dalaln pro�es kebijakan, dan pengaruh partai 
politik dalam memadultan berbagai kepentmgan yang bertentangan ke 
dalam beberapa alternatif kebijakan umum. Struktur kekuasaan 
suprastruktur . meliputi berbagai karakteristik distribusi dan 
pelaksanaan kekuasaan oleh · lemb�ga-lembaga pE?lJlerihtah, seperti 
dimensi kekuasaan (tingkat penggunaan kekiiasaan 'paksaan dan 
konsensus), pelaksana� kekuasaan (tingkat koo�dµiasi kelembagaan · 

afas kebijaksanan), distribusi ltekuasaan (tingkat sentralisasi 
kekuasaan), dan·intensitas kekuasaan (lingkup kekuasa:an pemerintah 
dan tingkat otonomi infrastruktur dari kontrol pemerintah). 

Berdasarkan lima karaktei"istik distribusi dan pelak�anaan 
kekuasaan dirumuskan suatU proposisi · bahwa,·pemerintahan. yang 
paling berkuasa lebih banyak melaksanakan kekuasaan paksaan, 

memonopoli kekuasaan ·· secara sentral, mengkoordinasikan seluruh 
proses kebijakan, otonomi infrastruktur yang rendah, · dan lingkup 
kegiatan yang sangat luas . .  Sebalilmya, pemerintahan ;Yang paling 
lemah kebalikan dari' ciri-ciri pemeri.J;ltaban yang paling berkuasa; 
Karena lembaga-lembaga pemerintahlah yang secara formal 
berwenang membuat keputusan yang mengikat untuk masyarakat 
umum maka lembaga�lembaga itulah yang memiliki dampak penting 
pada perubahan politik. · 

. . , · 
· 

Setiap sistem m� strategi tersendiri dalam menangani proses 
k�'Q.ijakan; �ses kebijakan berkisar p(!.da interaksi yang � . 
ai.t�-:a stritlrtur kekuasaan, sistem· nilai politik, dan lingkungah · 1· 1 •· )\'. . :  

masyarakat dan fisik. ·Berdasarkan sistelri � politik tertentu, dalaln 
kerangka str.uktur kekuasaan t<-rtenh1, dan konteks lingkungan 
kemasyarakatan · tertentu, parii · pembuat · keputusan· harus memilih 
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berbagai alternatif untuk menangani. empat pennasalahan pokok 
kebijakan. 

Pertama, untitk mencapai tujuan kebijakan interaksi macam apalGili . 
yang terjad.i . antara kehendak..subjektif pemimpin politik dan konclisi 
objektif? Permasalahan .ini m,enyl���ll.i! kait.ai;i antara kendal� 
strukturaldan kult�al.atas �paya:inclivi;ditmengejat tujuannya pada 
satu pihak. .(determinisme), dan inclividu mengekspresikan kehendak 
kuat' lintuk mengubah beberapa aspek kultur dan struktur pada pihak. 
lain (voluntarisme). ·. · · . 

Kedua, dalam upaya mencapai tujuan kebijak.an umum, struktur 
politik apakah yang mela�sanak.an J;cekuasaan secara lebih dominan: 
infrastruktur secara · spon4m a tau suprastruktur? . Permasalahan ini 
menyangkut konflik antara sp()ntat>iifas ,fl tau prakarsa berbagai 
keiompok sosial dan prak.arsa ·dan intervensi dari lembaga-lembaga 
pemerintah. · 
. Ke.tiga, dalatn pros�s kebijak(ln seber�pa -sering .dcµi mendalam 

konfllk yang terjacli antara sisteiµ n.ilai politik dan struktur ke'k�asaan? · 
Permasalahan . ini mepyangkut tingkat konsensus yang. diperlukan, 
a tau tingkat koriflik yang ditolerir. untvJ.c :n;iembuat dan melaksanakan 
kebijakan umum secara efektif. _ ; . 

Keeinpat, ketjka merumuskaµ 4�n melal@nak.an kebijakan umum, 
para pembuat keputusan hcµus memilih priorita� yang diberikan 
terhadap perubahan dan kesiruµnbung�n. bail{ dalam �istem nilai 

. politik dan dalam .struktur kekuasaan ' maupUn dalam llngkungan 
masyarak.at da-n fisik. · ·· 

· · . · 

Ketiga objek . di '. at(ls mempengaruh{ d·an. dipengaruhi oleh 
lingkungan masyatakat d�n lingkungan fisik. Perubahan lingkungan 
masyarak(lt dan ling�ungan fisik qipengaruhi oleh· ketiga objek 
tersebut,, tetapi pada gilir�ya perubahan lingkungan dan lingkungan 
fisik akan mempengaruhi ketiga objek. Termasuk ke dalam pengertian 
lingkungan .masyara�at • .  seperti ,urbanisasi,_ tingkat pendidikan; 
k�sehatan, .bildaya politik, , struktur eko.pomi, teknologi transportasi; 
pos dan telekomunikasi; dan t�ologi ,ko�unikasi massa. 

· 

. L.iilgkungan fisik yang dimak�dkan t�ta,ma. menyangkut sumber 
alain yang pda di dalam · bumi, misalnya p�nian, perkebunan. dan 
kehutanan, pcµ-iwisata dan p�mbiing�n; dan ya.ng ada di laut, seperti 
perikanan dan tmnbuhan laut, sumber minyak lepas pantai, serta yang 
ada di udara umpamanya tenaga surya. 

· · · 

Yang dimaksud dengan urbanisasi tidak hanya menyangkut propo�i 
penduduk yang ·. tinggal di perkopian . (perpindah�:n, penduduk . . dari 

· pedesaan ke pEµ"�ota�) dflil j\lDllah -�ta y�� ·lU�tp�duduk jumlah 
tertentu yang dikategorikan, �ebaga}�Qta (5p.ooo atau 100.000), tetapi 
j.uga m�yangkut �-'peng}{()taan" gaya l+iciup masyarakat ·pedesaan. 
�ondisi k�ehata� yang dimaksudkan tidak hapya menyangkut jumlah 
payii yang} n�nipggaL(itU'(Znt mprtality) dan harapan hidup (life ·ex-

. ' 
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pectancy), tetapi juga perban�gan jumlah dokter dengah jumlah 
penduduk, jumlah tenaga paramedis · dengan ·penduduk dan jumlah 
·tempat tidur rumah sakit dengan jumlah · penduduk. Literasi a tau 
Ungkat ,pendidikan bu.kan hanya dalam arti proporsi penduduk yang 
dapat membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup 
pendidikan form3l.maupun nonformal Yang dima.ksUd dengan budaya 
politik tidak hanya ·menyangkut proporsi penduduk yru;ig d�pat 
dikategorikan sebagai berb_udaya politik kewarganegaraan (civic. cUl
ture), tetapi' juga berbagai subkultur yang dominan d�lam 

6 
. . 

masyarakat.. .. . . . , 

Termasµk . ke dalam peng¢ian strajttur . ekonomi · ti<;lak hanya 
proporsi dan 'inter� antara sekt9r ekonomi . .  subsiStem dan sektOr 
ekonomi pasar a tau an� selrtor informal . dari sektor formal, tetapi 
juga perbandingan sektor-sekto;I' pertaniap.; ilidustrl� dan jasa (stnµdur 
tenaga kerj_a). . . 

· · · 

. . · . . . . 
Yang dimaksudkan .dengan teknologi transporfasi ial�-sistem dan 

sarana perhubt,Ulgan yang menghubungkan pendudUk di sµatu temp�t 
dengan pendudu.k di tempa:t lam, baik di dal9Di negerfmaupuri. luar 
negeri, melalui sarana angkutan darat, laut, dan ud� maupuµ lewat 
fasilitas pos dan satelit. Dalam hal ini yang perlu dikaji berupa jumlah 
p enduduk yang inenggunakan sarana perhubung�n, pos, dan 
telekomunikaSi tersebut. Teknologi komUnikasi massa terdiri ata_s 
media elektronik, · seperti r;idio, bioskop; video,_ televisi, dan · medi(l 
cetak� . seperti surat .kabar, majalah, dan sel�b,aran. Yan� terpenting 
ialah propoI'Si pendudu.k yang membaca s�t kabar dan majalah, 
niendetigarkan radi(), nienonton tele\jsi dcµi bi0sk9p. . . . . . ·· 

Selanjutnya, sebagai bahan dfskusi . ada b aiknya .diajukan 
pertany�an berikut: Apakah faktor-�akto,r . yang menyebabkan 
perubaJ:ian politik radikal di . negara-:negara Eropa Timur. dan Uni 
.Soviet? Apakah peranan Gorbachev, .. Gereja Katolik, struktur politil,c 
internasional dan gagasan-gagasan tentang. kebebasan (demokrasi) 
dalam perubahan �but? 

· 

1 4.4 Tipologi Perubahan Politik 

Menurut segi luas-inendasarnya perubahan yang terjadi, perubahan 
politik clibedakan menjacli tiga, yaitu perubahan sistem, perubahan di· 
dalam sistem," dan perubahan. karena dampak berbagai kebijakan 
?lll?-!g!l· '1 

·Yang dimaksud· dengan perubahan sistem ialah perubahan yang. 
terjadi pada ketiga elemen sistem sekaligus. Perubahan ini bersifat 
radikal (perub�an dengan akar-akarnya) karena tidak saja struktur · 

· dan sttategi kebijakan yang berubah, tetapi juga sistem nilai politik 
yang justru mempengaruhi (kalau tidak inendasaril ketiga objek yang 
lain. Perubahan sist�· ini biasanya dic�pai den�. revolusi, yaitu 
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kegiatan kolektif warga masyarakat yang sedikit-banyak bersifat 
kekerasan · uiituk mengganti sistem politik yang ada dengan sistem 

. baru· yang dianggap lebih baIB:. 
Perubahan sistem dibedakan meiljadi dua, yaitu perubahan seeara · 

progresif dan perubahan secara r��Rm-£§.i£.�!ffiW��ai'a progresif 
·merupakan perubahan yang_dim;o.to.n oleh- .keiompok r'evolusioner 
untuk memperluas kesempatan bagi semua orang, khususnya bagi 
kelompok yang selama ini tersingkir untuk mengalami mobilitas s9sial; . 
melakukan sejumlah pertukaran posisi kelompok untuk menjalnin· 
kemanfaatan bagi kelompok yang tidak- punya; dan mengubah nilai� 
nil.ai dasar dalam merangking anggota masyarakat sehingga 
kemampuan politik dan kesadatan ideolOgi nienggantikan kualitas 
pribadi yang bersifat warisan (yang menggunakari kriteria ascribed 
dan ascriptive). Perubahan secara retrogresif dimotori oleh kelompok 
reaksioner yang justru menghendaki pemulihan kembali sistem 
· stratifikasi yang kaku dan eUtis yang justru ,sud:ah berantakan. Selain 
berupaya menempatkan kembali elit-elit yang tersingkir ke dalam 
kekuasaan, keloinpok reaksioner ini juga berusaha keras untulc· 
menjadikan nilal-nilai rezini kuno menjadi sistem nilai politik yang sah 
dan dominan. 

Perubahan dalam proses politik yang menyebabkan terjadinya 
sejumlah modifikasi dalam ketiga elemen sistem politik merupakan 
perubahali di dalam sistem. Artinya, sisteril nilai, struktur kekuasaan, . 
dan strategi menangani .proses kebijakan pada dasarnya tidak 
mengalami perubahan yang berarti ineskipun pemimpin pemerintahan 
dan isi kebijakan · umum mengalami perubahan; · Perubahan 

. kepemimpinan tidak saja dapat dilakukan secara dainai melalui proses 
·pemilihan umum, teiapi acap kali pula Qilakukan dengan kudeta (coup 
d'etat), peralihan ke]piasaan secara ttirun- temurun, atau karena 
paksaan dengan kekuatan lain (peralihan kekuasaaii tanpa terjadi · 

"tumpah darah"). Perubahan. isi kebijakan dapat terjadi karena 
perubahan kepemimpinan, tetapi tidak j,arang terjadi karena 
demonstrasi dari huru-hara (riot) yang melibatkan massa rakyat untuk 
mendesak penguasa membuat kebijakan seperti yang mereka tuntut. 
. Berbeda dengan kelompok revolusion,er dan reaksioner yang 

menghendaki'perubahan yang cepat dan mendasar, kaum reforinis dan 
konservatif justru lebih memperjuangkan perubahan osecara 
evolusioner tetapi tetap di dalam kerangka sistem politik yang ada. 
Kelompok reformis berupaya mempersempit jurang antara orang kaya 
dan miskin derigan cara m��buat kebijakan yang bertujuan 
memperluas kesempatan mobilitas·: Bagi niereka, setiap orang terlepas 
dari latar belakang sosialnya seyogianya diriilaf menurut kemampuan 
pri,J?adi dan harus terwakili dalam proses pembuatan keputusan. 
Sebaliknya, kelompok kons�rvatif .hanya .melakukan modifikasi. 
terbatas atas sistem stratifikasi sosialyang ada. Menurutkelompok ini, 
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persamaan secll:ra spiritual di depan Allah jauh lebih penting daripada 
upaya pemerintah sekuler untuk menetapkan kondisi-kondisi yang 
egaliter di humi ini. 
· Akan· tetapi, b erb e d a  dengan uraian di atas Dahrendorf 
membedakan perubahan sosial (dan politik) menjadi perubahan seeara 
;tiba-tiba (sudden), dan perubahan secara radikal.8 Pada akhirnya, elit 
politik ini yang menggeral<kan sistem nilai, strukt\lr kekuasaan· dan 
.strategi mengatasi proses kebijakan (dalam hal ini Dahrendorf 
me�yebutkan sebagai orientasi nilai dan pengaturan kelembagaan) . 
. Lalu- agar lebih operasional, ia menilai bahwa perubahan elit politik 
atau pemimpin pemerintahan merupakan kondisi bagi perubahan 
sistem nilai, struktur kekuasaan, dan strategi menanga:rii kebijakan 
um um. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Dahrendorf membagi perubahan 
politik menjadi tiga, yaitu perubahan seluruh pemimpin pemerintahan, 
perubahan sebagian pemimpin pemerintahan, dan tak mengalami 
perubahan pemimpin. Perubahan seluruh pemimpin (pergantian 
kabinet dan seluruh jajaran eksekutif secara total) berkaitan dengan 
perubahan secara tiba-tib�, biasanya berlangsung secara revolusioner 
dan mengandung kekerasan.  Perubahan sebagian pemimpin . .  
pemerintahan atau suatu partai yang berkuasa berkoalisi dengan 
partai kecil merupakan perubahan evolusionet. Dan ujung ekstrim lain 
dari perubahan secara tiba-tiba ini berupa perubahan kebijakan yang 
terjadi tanpa perubahan p emimpin .pemerintahan; yakni p ara 
pemimpin yang berkuasa mengakomodasikan sebagian tuntutan pihak 
oposisi. Perubahan secara tiba-tiba atau revolusioner (yang biasanya · 

ditimbulkan dengan konflik yang bersifaf kekerasan) belum tentu 
. menghasilkan perubahan struktural secara radikal, tetapi perubahan 
yang ditimhulkan oleh konflik yang sangat intens cenderung bersifat 
radikal. 

Tipe perubahan ketiga berkaitan dengan dampak b erbagai 
k ebijakan p em erintah terhadap lingkungan masyarakat d a n  
lingkungan fisik. Apakah berbagai kebijakan pemerintah . mampu 
mengangkat kondisi dan kualitas. hidup anggota masyarakat, atau 
justru menurunkan kondisi dan kualitas hidup anggota masyarakat? 
Perubahan secara revolusioner atas· kondisi dan kualitas hidup anggota 
masyarakat, berarti: 
1. kebijakan kesehatan mampu menurunkan juml$ kematian bayi, 

meningkatkan harapa!l hidup, dan meningkatkan jumlah dokter, 
· paramedis, dan i"tunah sakit; 

2. k�bijakan pendidikan mampu meningkatkan jumlah _ kalangan. 
terQ.idik, terlatih, dan terpelajar; 

3. kebijakan ekonomi mampu menurunkan jumlah pengangguran, 
menaikkan· pertumbuhan dan pemerataan . sekaligus; menurunkan 
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infiasi, dan menaikkan daya bell anggota ·masyarakat; 
4. kebijakan perhubungan mampu meningkatkan mobilitcis hori�ontal, 

kosmopolitanisme dan integrasi nasional di antara anggota 
masyarakat; _ 

5. kebijakan p embangunan perkota�n dan ped�saan mampu 
menciptakan hubungan masyarakat kota dan masyarakat desa yang 
saling tergantung; dan 

· · 

-6. kebijakan komunikasi massa berhasil . meningkatkan minat dan 
kehatisan akan informasi. · 
Kelompok refonnis menghendaki · peµienuhan secara gradual dan 

parsial kondisi dan kualitas hidup anggota · masyarakat. Pada pihak 
lain, kelompok konservatif menghendaki perubahan · hanya . terjadi 

· seccira gradual dan sporadis. Sebaliknya, kelompok reaksioner jUstru 
menghendaki agar dampak kebijakan bersifat r�trogres (kebalikan 
dari dampak yang bersifat revolusfoner), yaitu kondisi dan kualitas 
hidup anggota_ masyarakat mengalami kemun4tiran. 

· Selanjutnya, apakah berbagai kebijakan pemerintah . yang mampu 
tidak saja mengolah dan mendayag1lnakan sumber alam, tetapi juga 
mampu melestarikan, a tau · hanya mampu mengolah dan 
mendayagunakan Suinber alain tetapi _ tak mampu melestarikannya?_ 
Kelompok revolusioner dalam permasalahan lingkungan fiSik (green 
.peace) berupaya melestarikan lingkungan bidup �engan tidak merusak 
lingkungan . alam. Kelompok moderat b erupaya memelihara 
kelestarian lingkungan, tetapi tanpa mengabaikan perbaikan kondisi 
ekonomi masyarakat. Sebaliknya; kelompok konservatif j ustru 
berupaya mengolah dan mendayagunakan sumber alam sebesar
besarnya demi mendapatkan _keuntungan sebesar-besarnya tanpa 

. pedull pada kelestarian lingkungan. 

14.5 Penyebab Perubahan Politik 
; . 

_Apakah faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan politik? 
Pada umumnya _para ilmuwan menyebutkan · d�a faktor yang · 
m..enyebabkan terjadi ·perubahan, yaitu konflik kepentingan dan 
gagasan atau nilai-nilai baru.9 · Sejumlah ilmuwan menunjukkan 
konflik kepentingan di antara berbagai kelcimpok (kelas ataupun 
asosiasi) sebagai penyebab utama perubahan politik. Menurut 
pandangan ini, perubahan merupakan hasil interaksi kepe:htingan 
yang secara ketat dikontrol, bahkan ditentukan oleh posisi 8osial atau 
kondi�i materiil elit yang terµbat Bagi pandangan yang bersifat 
mater::alistis · ini, ,gagasan dan , nilai merupakan pencerminan 9ari 

. kepentingan saja. · . . 
Salah sa� versi dari pendekatan kollruk itu berpendapat kelompok 

yang memiliki kepentingap. yang berbeda biasanya mengartikulasikan 
dan memperjuangkan "budaya" yang berbeda pula. Kelompok yang 
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memiliki posisi yang secara fungsional lebih ·pentirig akan lebih 
mungkin unruk mencapai kepuasan daripada �elompok yang tidak 
memiliki posisi yang dominan. Oleh karena itu, inovasi budaya pada 
masa yang akari datang dlpandang sebagai sangat berkaitan dengan 
struktur sosial yang ada sekarang (yang ditenrukan oleh kelompok 
yang dominan). 

· 

Derajat keparahan konflik berkorelasi dengah derajat perubahan 
sistemik: konflik yang b erupa ketegangan saja cenderung 
menimbulkan perubahan di dalam sistem atau dampak kebl.jakan yang 
bersifat moderat, sedangkan konflik yang · berupa kontradiksi 
cenderung menggoyahkan keseimbangan sistem sehingga dapat 
menimbulkan perubahan sistem dan dampak _kebijak�n yang bersifat 
mendasar.10 Sebaliknya, Dahrendorf menjelaskan p�bahan sosial 
politik secara tiba-tiba sebagai disebabkan oleh konflik )'ang bersifat 
kekerasan (violence), dan perubahan sosial politik secata�-radikai 
sebagai disebabkan dengan konflikyang sangat mtens.11 Maki'n--i!itens 
konflik · kelas, makin radikal perubahan yang 9-itimbulkan; ' 4an 
semakin bersifat kekerasan suatu konflik kelas maka semakin tiba-tiaa 
peru.bahan yang terjadi. 

Selain �onflik kepentingan, perubahan · dapat pula terjadi karena 
munculnya gagasan atau nilai-nilai barn. Pandangan ini melihat 
gagasan dan nilai-nilai_ sebagai variabel yang independen yang 
m.enjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses-P.roses 
perubahan dan . reproduksi; Nilai-nilai tidak hanya xnenghasilkan 
dinamisme dan kemajuan. tetapi juga stagnasi dalam masyaiakat. 
Masyarakat akan berkembang dan dinami� apabila kebutuhan 
berprestasi dan sukses dinilai sangat tinggi oleh indiV:idu anggota 
masyarakat.12 Bahkan Lerner merum�skan modernisasi sebagai 
penyuntikan · "semangat positiviS dan rasionalis" · kepada penduduk 
dan lembaga-lembaga publik melalui media komunikasi massa seperti 
radio ·dan bioskop yang tak memerlu,kan kemampuan membaca untuk 
memahaminya. Melalui media massa ini, gagasan dan -nilai-nilai 
diperkenalkan sehingga terbentuk apa yang disebut sebagai empati 
dan keinginan (ltitent structure of aptitudes and attitudes).13 . 

Faktorlain yang juga penting dalam menimbulkan perubahaD., yakni 
ada · berbagai · kebijakan yang secara disengaja. terencana, dan 
terorganisasikan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah seperti 
sudah cliuraikan . di atas. Peranan pemerintah dalam merekayasa 
perubahan dalam berbagai bidang kehidupan di negara- negara 
berkembang sudah banyak diulas sehingga lebih tepat dibaca pa:da 
buku-buku yai:ig berjudul "Negara dan Pembangunan". 

14.6 ·oikotomi Masyarakat Tradision�I Dan .Modern . 

Modernisasi politik merupakan salah satu bentuk pembangunan 
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polltik. Artinya, proses pembangunan menuju keadaan yang dialami 
oleh masyarakat Barat. Guna ·mengganibarkan adanya perubahan itu, 
dirumuskan sejUmlah ciri-ciri masyarakat modern yang dikontraskan 
dengan ciri-ciri masyarakat· tradisio.nal. Begitu banyak tipologi yang 
dinnnuskan mengenai · dikotomi masyarakat tradisi6nal dan modern 
sehingga tidak mungkin dikemukakan satu per satu.14 Oleh karena itu, 
di baw(lh ini dikemukakan dua tipologi yang dianggap penting, yaitu 
yang bersifat uinum (gambaran masyarakat pada umumnya), dan yang 
bersifat khusus (gambaran sistem politik). · 

Untuk memahami dan menjelaskan tingkat perkembangan 
masyarakat, Parsons dan Shills inenganjurkan agar masyarakat 
digambarkan, dibandingkan dan dievaluasi berdasarkan lima variabel 
pola (pattern variables) sebagai berikut: · 

1. afektif ataukah afektif yang netral; 
2. orientasi kolektif afaukah orientasi individual; 
3. universalisnie ataukah partikularisme; 
4. faktor kemampuan ataukah faktor keturunan dan hadiah; dan 
5. k�spesifikan ataukah -keberbauran�15 · . 
Sifat afektif merujuk pada kecenderungan individu dalam 

masyarakat _tradisional yang memandang indi·vidu lain dalam 
pengertian emosional penuh _diwarnai kepentingan pribadi, seperti 
baik atau buiuk, benar atau salah, dan penting atau tidak penting. 
Asumsi dasar yang dibuat individu yang afektif, yakni individu lain 
akan menempatkan diri dan kelompoknya daiam "sepatu" orang lain 
sehingga ia juga harus melakukan hal yang sama. Sebaliknya, individu 
yang berafeksi netral menunjukkan kesediaan untuk menilai individu 
lain dan lembaga-lembaga secara netral, seperti ketidakberpihakan, 
ketidaktertarikan; bersifat adil dan memperlakukan oraµg lain secara 
sama dan kesediaan. untuk bertindak �esu� dengan aturan. 

Individu yang berorientasi kolektif adalah orang-orang yang secara 
konsisten bertindak sesuai dengan peraturan, kendatipun tidak ada 
orang yang hadir mengawasinya, dan yang secara konsisten pula 
mep.gorbankan kepentingan p�ibadi dam kepentmgan umum. 

· 

.Seseorartg yang masih. berorientasi individual cenderung 
memperlihatkan orientasi kepada diri sendiri. Ketaatan tethadap 
norm,a-norma tradisional lebih bariyak dilaksanakail �arena takut 
.dipermalukan atau dihukum daripad<fkarena kesadarart atau perasaan 
bersalah. Perhatian terhadap kebaikan ·umum cenderung sangat 
sedikit kecuali apabila hal itu berkaitan erat dengan kepentingannya 
atau keluarga; 

Penerapan hukum tanpa pandang bulu dalam arti semua orang 
diperlakukan sama di depan hukum tanpa memperhatikan latar 
belakang sosial-ekonomi, · jenis kelamin a tau suku merupakan 
perwujudan universalisme. Masyarakat tradisional cenderung bersifat 
partikularistis; dalam arti cenderung menerapkan hukum dan 
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memperlakukan orang lain secara berbeda,  d an yang lebih 
menguntungkan lapisaJ;l masyarakat yang sat\l ·tetapi merugikan 
lapisan lainnya: pria berbeda dengan wanita, golongan . bangsawan 
berbeda dengan masyarakat biasa, suku sendiri berbeda dengan suku 
lain, agania sendiri berbeda dengan agama lain, dan teman sendiri 
berbeda. dengan orang lain. · 

. Dalam masyarakat �Odem, kriteria yang digunakan guna merekrut 
seseorang untuk menduduki suatu peranap. dapat berupa kemampuan 
yang diuji, seperti tes dan prestasi kerja.  Sebaliknya, dalam 
masyarakat traclisional, kriteria yang digunakan untuk menentukan 
status, jabatan, dan kehormatan dapat berupa kasta (ascription), dan 
atas dasar pemberian alam, seperti jenis kelamin, umur, keturunan 
(garis darah), atau k�na hubungan supernatural (ascribed). 

Variabel kespesifikan (specificity) merujuk pada sistem hukum dan 
perjanjian modern yang dirumuskan secara spesifik. Hak-hak dan 
kewajiban mas.ing-masing pihak di.ru!Jluskan secara jeias dan terinci. 
Sebaliknya, dalam keberbauran (fused), aturan, kewajiban, dan 
ikatan-ikatan tidak dirumuskan secara tertulis dan termci seperti 
adat-istiadat. Interaksi antar-inclividu diatur dengan norma, yaitu 
pola-pola tingkah laku yang diterima umum, bukan dengan hukum 
yang dirumuskan· secara jelas dari terinci. 

Kellina variabel pola ini merupakan tipe ideal (ideal type) yang 
menggambarkan perbedaan secara sangat taj am untuk t�juan 
mempermudah dalam klasifikasi dan p erbandingan. S ecara 
metodologik, . met6de tipe ideal sangat berguna dalam membimbing 
kegiatari penelitian. Namun, secara empirik tidak ada masyarakat di 
dunia yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat modern atau 
tradisional murni berdasarkan kelima varuibel pola tersebut'. Yang 
dikategorikan masyarakat modern dewasa ini juga memiliki ciri- ciri 
masyarakat tradisional, sedangkan yang dikategorikan sebagai 
masyarakat tradisional juga memiliki sejumlah ciri masyarakat mod
ern. Yang banyak terj:ldi barangkali campuran, atau masyarakat satu 
mungkin lebµi banyak memiliki ciri.:.ciri modern daripada yang lain. 

Apabila sebelumnya beranjak dari manfaat tipe ideal dan kesadaran 
akan keterbatasannya secara empirik maka. berikut · ini diuraikan 
deskripsi sisteni politik modern dan tradisional seperti yang 
dikemukakan oleh Ward dan Rustow.16 Ada delapan ciri sistem politik 
modern. Pertama, sistem organisasi p em erintahan s angat 
terdiferensiasikan dengan fungsi-fungsi yang spesifik� Kedua, integrasi 
di dalam struktur 'pemerintahan sangat tinggi. Ketiga, prosedur yang 
rasional dan sekuler dalam pembuatan keputusan. Keempat, 
keputusan-keputusan politik dan administratif bervolume besar, 

.. mencakup bidang yang luas dan sangat efektif. Kellina, identifikasi 
masyarakat yang luas dan mendalam -dengan sejarah, wilayah dan 
identitas nasional negara. Keenam, perhatian dan keterlibatan 
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masyarC1kat' yang sangat luas dalam sistem politik, meskipun belt; : :1 
tentu semua terlibat dalam pembuatan keputusan. Ketujuh, aloka-,i 
peranan-peranan politik ditentukan berdasarkan kemampua n 
daripada atas dasar keturunan atau pemberian alam (ascription dan 
ascribed). Jadi, teknik-teknik pengaturan dan judisial lebih didasarkan 
pada sistem hukum sekuler dan impersonal. Kebalikan dari setiap dri 
tersebut adalah ciri sistem politik ttadisional. 

Dalam kenyataan, perubahan dari masyarakat dan sistem politik 
tradisional menuju ma�-yarakat dan sistem politik modern tidak terjadi . 
seketika, melainkan melalui proses yang kompleks. Oleh karena itu, 

· sejuml.lh ilmuwan mengategotj.kan periode proses perubahan sebagai 
· masa tranS'isi dengan k�rakteristik tersendiri. Daniel Lerner 

· menggambarkan masyarakat tran.sisional itu sebagai munculnya 
individu (dalam jumlah. yang cukup banyak) yang mer.niliki struktur 

. bakat dan kemampuan (aptitude), dan sikap (attitude)° 
yang berbeda 

dari individu dalam masyarakat tradisional�17 · 
Aptitude berarti empati. Dalam pengertian ini, "melihat" hal- hal 

yarig tidak dilihat .oleh individu yang tradisional; dan "hidup" dalam 
dunia imajiner yang sudah dialami orang di dunia lain. Lalu "sikap" 
berarti keinginan secara sungguh-sungguh untuk melihat hal-hal yang 
selama ini dalam angan-angan clan untuk hidup dalam. du.rilit yang 
selama ini tergambar dalam angan-angan. Ilmuwan lain 
mengidentifikasikan tiga ciri masyarakat transisional, yaitu urbanisasi; 
dalam arti pertumbuhan beberapa kota besar yang tak hanya berfungsi 
sebagai pusat· .pertuip.buhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk 
mengendalikan· administrasi . dan kegiatan politik; pertumbuhan 
ekonomi melalui berbagai. tahap seper:ti tahap lepas-landas, dan 
pembentukan mekanisme kontrol .sosial dan politik ·(politisasi dan 
resosialisasi) baru. \B 

Setelah dikotomi tradisional dan modern diuraikan maka tiba 
saatnya pethatian dialihkan pada pertanyaan berikut. Bagaimanakah 

. proses modernisasi dari masyaraka:t tradisional menuju masyarakat 
modern itu berlangsung? 

Huntington menyimpulkan sembilan karakteristik proses 
modernisasi , yaitu revolusioner, kompleks, siste111ik, global, 
evolusioner, bertahap, penyeragaman, tak akan mundur lagi dan 
·progresif.111' • 

Pertama, perubahan dari magyarakat tradisional menuju masyarakat 
modern melibatkan perubahan dalam pola kehidupan manusia secara 
radikal dan menyeluruh (revolusioner). Perubahan dari masyarakat 
tradisiorial ke· dalam masyarakat modern dilukiskan sebagai 
perubahan dari periode pramanusia menuju keberadaan manusia, dari 

. masyarakat primitif . menuju masyarakat beradab. 
Kedua, perubahan .itu meliba:t�an hampir semua bidang pemikiran 

· dan perilaku manusia (kompleks). Setidak'"tidaknya komponen proses 
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itu menyangkut industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, 
diferensiasi" dan spesialisasi, sekularisasi, . perluasari media massa, · 
peningkatan literasi dan pendidikan, penurilnan angka kematian bayi 
dan penin'gkatan harapan hidup, dan peningkatan perhatian dan minat 
terhadap politjk. 

!{etiga, perubahan dalam satu faktor akan berkaitan dan 
mempengaruhi perub'aiian pada faktor lain (siStemik). Berbagai unsur 
modernisasi sangat berkaitan erat satu sama lain karena dcllam arti 
historis unsur-unsur harus berubah bersaina-sama . · Keempat, 
perubahan tidak hanya berasal dari Eropa pada abad kelimabelas dan 
keenambelas, tetapi telah pula menjadi gejala dunia (global). 
Perubahan itu tidak hanya pengaruh Barat (westernisasi), tetapi juga 
faktor perkembangan internal di dalam negeri masyarakat tersebut. 
Dapat dikatakan seniua masyarakat pernah bersifat tradisional ·dan 
semua masyarakat sekarang ini mungkin sudah bersifat modern ·atau 
masih daiam proses menjadi modern (transisi). 

Kelima, keseluruhan penibahan yang· dilibatkan dengan modetnisasi 
hanya akan dicapai dalam proses waktu yang panjang. Perubahan 
dalam pola kehidupan manusia bersifat revolusioner (radikal dan to
tal), tetapi proses untuk mencapai perubahan yang radikal' dan total 
bersifat evolusioner (memakan waktu yang panjang). 

Keenam, proses perubahan yang dialami . oleh semua masyarakat 
dapat dikelompokan dalam· beberapa tahap. Setidak-tidaknya setiap 
masyarakat berangkat dari tahap tradisional berakhir pada tahap 
modern. Masa transisi dari perubahan tersebut masih' clibagi menjadi 
beberapa subtahap. Oleh karena itu, masa transisi dapat clibandingkan 
dan dirangking berdasarkan seberapa jauh masyarakat sudah 
meninggalkan tahap tradisional dan masyarakat mendek�ti · tahap 
modern. 

Ketujuh, berbagai masyarakat· tradisional yang ada barangkali 
hanya sama dalam sifat tradisional itu, tetapi masyarakat . modern 
memiliki karakteristik yang . sama . .  Masyarakat modern memiliki 
kecenderungan unhik menuju pada titik yang sama. Modernisasi 
merupakazi· gerakan menuju masyarakat-negara yang Saling 
tergantung dan menuju integrasi masyarakat · dunia. ".['untutan ide-ide 
dan lembaga-lembaga modern mungkin a,kan mengarah pada satu 
tahap ketika .berbagai masyarakat begitu homogen sehingga mampu 
membentuk suatu negara dunia. 

Kedelepan, meskipun mengalami kem,unduran sementara, 
modernisasi secani keseluruhan tidak akan· mengalami kemunduran. 
Sekali sudah dicapai; ia tak mungkin surut lagi. Suatu masyarakat 
yang mencapai fahap urbanisasi; · pendidikan, industrialisasi, .  dan 
kualitas kesehatan pada satu dekade tidak akan mundur secara 
substansial dalam dekade · berikutnya .. Derajat perubahan mungkin 
berbeda dari satu �asyarakat-negara ke masyarakat-negara lainnya, 
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tetapi arah perubahan tidak berbeda. 
Kesembilan, trauma· modernisasi sangat meluas dan mendalam, 

tetapi untulC jangka panjang modernisasi bukan hanya tak terel�kkan, 
tetapi juga diperlukan. Biaya dan korban yang harus. ditanggung 
dalam masa transisi; terutama pada tahap awal, sangat besar tetapi 
prestasi m�syarakat yang modem dalam politik, sosial, dan . ekonomi 
nielebihi biaya dan ·korban tersebut. Dalam jangka panjang, 
modernisasi ineningk�tkan martabat manlisia secara kultural maupun 
secara materiil. 

Hal-hal di atas dikein.ukakan 1;idak sebagai suatu pengetahuan yang 
sudah selesai a tau final, tetapi sebagai salah satu alternatif model atau 
alat untuk memahami perubahan politik. Walaupun demikian, 
pengetahuan ini petlu dikaji secara terils- mezierus. · 
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